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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

PenelithUl ini di!atarebelakangi oleh a(lailya fenomena mengenai 

kebijakan tentang tata ruang kota yang dibllat ol~h pemerintah daerah, 

seringkali tidak banyak menguntungkan kepentingnn masynrakat, ~kan tetapi 

lebih 1l'enguntlll1gkan ~ekelompok orang tertentll. Untllk memahami hal ini 

tentunya dapat dilihat dari prosl!s perumusan kebiJakan tentang ruang tata kota 

& ruang wilayah kota (RT/RW). Dalam hal ini penulis mencoba melihat proses 

pemmusan kebijakan tata ruang dan tata wilayah kota dari sudut pandang studi 

kebijakan karena seiatl'.:l ini studi tentar.g tata ruang kota kebanyaxan didekati 

dari sudut pandang sosiologi, ataupun arsitektur. Tidak bar.yak studi tata ruang 

kota dilihat dari sudut pandang studi kebijakan ataupun iImu politik. Padahal 

banyak persoalan tata :lIa'lg atau kebijakan peruntukan kawasan yang dapat 

dijelaskan secara memunskan dari sudu[ pandang sh.:di kebijakan nUlupun iImll 

pcEtik. Pertanyaan pokok yang lJiasanya diajllkan oleh ilmu politik dalam 

melihat tata ruang siapa yang membuat dan siapa yang dil'ntllngkan dari 

kebijakan tata ruang secarp. empirik dan apakah proses penyusunan tata ruang 

kota melibatkan sebanyak m\lngkh~ kalangan masyarakat ? (Surbakti,. 1994). 

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah tata mang kota kebanyakan dianggap 

sebagai masalah tehnis administratif. Akibatnya hanya para birokrat dan 

tehnokrat saja yang dapat berbicara dalam ~e:1y1l5unan tata ruang kota, 
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:;ehingga kontrol masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan tata ruang 

kota sangat lemah . 

Ol~h karena itu pentingnya studi kebijakan adalan untuk menjelaskan 

berbagai persoaJan baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik yang ada di .. 

rnasyarak.at. Dengan studi kebijakan diharapkan mampu mengembangkan, 

menganalisis serta menjeJaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari 

tindakan-tindakan pemerintah. 

Kebijakan tentang masyarakat kota pada dasamya teljadi dalam suatu 

tata ruang tertentu berupa tanah yang bersama faktor prociuksi lainnya yakni 

tenaga kerja, modal, dan teknoJogi yang menjadi alasall dalam menentukan 

pemilihan tempat bagi penggunaan atau kegUilJan tertentu apakah itu kegiatan 

bisnis maupun politik (pemerintahan), sosiaJ, dun lainnya (Reksohadiprojo, 

1984). 

O!eh karena itu, tata ruang bta perlu disusun berdasarkan kebutuhan 

sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam master plan yang dalam 

penyesuaiannya atau penentuan fungsi tanah di perkotaan meHbatkan sebanyak 

mungkin kalangan masyarakat. 

Dalam Repelita IV yang lal11 ditekankan bahwa ;'pembangunan 

perkotaC!ll perIl! dilakukan sccara berencana dengan lebih mernperhatikan 

keserasian hubungnn antnra kota dengan lingkungan cian antara kota dengan 

daerah pedesaan sekitarnya, serta keserasian perturnbuhan kota itu sendiri." 

(Sekretariat Negara, 1987;63). 

Berlandaskan kebijakan pengembangnn kota terse but ma~a konsepsi 

pengembangan dan perencanaan kota di Indonesia adaJah sebagai berikut: (I) 
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pengembangan kota perlu didasari oll!h suatu ::trategi pengembangall kota 

Ilasional yang menempatkan kota-kota dengan wilayah di Indone3ia sebagai 

suatu sistem yang saling menunjang secara clemokratis, fungsional dan fisik 

blografis; (2) memfungdkan kota-kola sebagai pusat pengembangan darl 

wilayah sekitamya yang akan berperan sebaga: agen perubahan sosia!, 

pengembangan perekonomian dan sebagai plisat jasa distribusi bagi kota itu 

sencliri dan wilayall Rekitamya; dan (3) pe:ngemb&'lgan kota-kota yang 

berwawAsan Iingl:ungan hidup untuk menjaga kelestarian dan keberadaan 

\'Ierbagal stInlbcr daya yang menunjang kehldupan, menglngnt bahwa kota 

dengnn wilayah sekitarnya mempakan suatu sistem fisik geografis yang saling 

be.rgantung seca.ra timbal balik. 

Di Indonesia terdapat beberapa kaidah penataan lUang, yang meliputi 

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian" 

pemanfaatan ruang, yang harus dilaksanakan secara berlanjut sesuai dcngan 

tujuan pembangunan (S~gandhy, 1994:47). J'Jamun dalam pelaksanaannya 

tidak demikian karena banyak daerah (kota) dalam mcmanfaatkan ruang tidak 

sesuai dengan kaidall tata ruang sebagai1l'.ana dianjlirkan. Karena masing

masing daerall memilil:i kepentingau'lya sendiri yang konon kepentingan itu 

berasal dllri kalangan investoI atau pengemLang ~ehingga tata ruang kota 

banyak ditentukan oleh inve&tor. 

Hai terscbut dapat dilihat perkembanglln di Kota Malang yang dalam 

kurun waktu 10 tatun terakhir Kota M~.la Ig Ielah mengalami perkembangan 

yang san gilt pesal. Sebagaimana kota-kola lain di Ir.donesia, Kota Malang lebih 

dikembangkan sebagai pusat bisnis dan perdagangan serta perumallan mewall. 
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Setiap jengkal lahan dan sudut kota bernilai tinggi dari sudut pandang 

ekonomi, dibanding nilai ekologi dan sosial. Berbagai kasus tukar guling 

(ruitslagh) tanah negara, yang semula berfungsi sebagai tan,ah re:;apan, hutan 

kota. kantor-kantor pernerintahan. dan gedung kampus pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi berubah fungsi dan peruntukan menjadi areal 

pertokoan, rumah toko dan sebagainya seperti ruitslagh daerah resapan lahan 

Indl'Oki~o yang berubah n·enjadi perumahan T lman Wilis. pertokoan dan 

rumah loko (tt:ko), kantcr Polresta "erubah menjadi hotel dan restoran 

MeDonalds, penjara wan;fa di alun-alun kota berubah ml!njadi Mall, kawasan 

hutan kota dan lahan pendidikan pertanian di kawasan Tanjung yt1l1g dikenal 

scbagaI Akademi Pe.lyuluh Pertanian (APP) berubah menjaGi kawasan 

perumahln meV/ah, dan banyak kasus ruilslagh lainnya. 

Pembangunan sebagai sarana memperluas akses ekonomi masyarakat 

dipanclanG penting dilakukan walaup·m kemampuan anggaran pendapatan dan 

belarJa daerah (APBD) paeia :fasarnya minim dan tidak mungkin menja.,gkau 

semuanya. Kondisi k.:uangan daerah yang s,~rba terbatas itu, akhirnya 

menimbulkan :;pekulasi baru yang I.lieh pemerintah Kohl. Malang· d\iadikan 

model efektif tmtuk melakukan dktivitas pembangunan dcngan eara mencari 

terobosan yang dikenal dengan istilah "rllilslagh" atatl kompensasi alias tukar 

guling. Dengan terobosall seperti ini, pemerintah praktis :idak memerlukan 

modal awal, modal beIjalan, dan sehagainya karena semua itu akan dipenuhi 

oleh inve~tor sebagai bagian dari tanggungan kompensasi yang ditimbulkan 

oleh kesepakatan para pihak dalam melaksanakan fuilslagh dengan sebagian 

besa! ohyek herupa aset negara. Dengan kata lain, untuk melakukan 
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pembangunan pemerintah (eksekuti!) lebih dulu rnencui modal dengan syarat 

dan atau tidak bersyarat kepada pihak swasta (pemilik modal). 

Berkenaan dengan swastanisasi dalarn 1-:al ini investor sebagai pemilik 

sarana dan alat produksi, maka disad'ui atau tidak, sesungguhnya secara tidak 

lang,~ur.g (eksekutif maupun legislatif) tidak lagi berfungsi secara optimal 

sebugai fasilitator namun lebih dekat dengan wilayah pemilik modal (sebagai 

pelaku ekonomi). Model-model kooptasi berkedok demi pembangunan seperti 

ini diduga semakin memperlerr..ah kedt;dukan pemerintah sebagai pihak yang 

menggacaikan ase! negllra di C:aernh pada investor 3claktt pembeli. Proses 

terjadinya pergeseran wilayah politik atas o'.oritas ekonomi ini, melahirkan 

fenomena baru akan jungkir baliknya simbol-simbol sosial politik, dimana 

pengua3a (birokrat) menjadi pengusaha sementara konglomerat (pengusaha) 

cenderung berperilaku sebagai penguasa, Sehingga bar,yak kebijakan

kcbijakan peml'angunan yang dibuat oleh pemerintah diwamai oleh keinginan

keinginan pengusaha (t:asar) daripada keinginan masyarakat (Muzakki, 

2001:47). 

Di Kota Malang oktivitas ruils/agh dimulai sejak Wal;kota dijaba( oleh 

Torn Uripan (almarhum) ]983-1988. kcmudian diicruskan olch pcnggantinya 

Soesamto yang menjabat dua peri ode (l988-19C)8), kemlldinn dilanjutkan 

Suyitno (1998-2001). Swa~tanisasi d~ngan cara I"IIi1s/agh asct ncgara. tercatat 

paling dominan di era jabatan Soesamto seperti kasus tukar menukar lahan 

Taman Indrokilo mengakibatkan kawasan open ~pace (ruang terbuka) itu 

sekarang berubah menjadi perumahan elit yilng dihuni pejabat at au penguasa 

dan pengt/saha secara berdampir.gan. 
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Tcmpat-tempat fasilitas umum seperti terminal di,i.1ggirkan. Terminal 

Pattimura di jantung kola, uipindahkan kc Arjosmi, perbatasan Malang Utara 

dan terminal Dinoyo d:geser ke Lalldur.gsari perbatasan Malang Barat:·· 

Terminal Bemo di Blimbing sekarang berubah menjadi Kantor Pusat Telkom 

Cabang Malang. Walikota Soesamto ketika itujuga me;nbangun 3 S\Jb terminal 

masing-masing Sub Terminal Mulyorejo, Kecam~tan Sukun, lalu ~ub Terminal 

Tlogowaru dan. Madyopuro di wilayal1 Kecamatan Kedungkandang yang 

terbukti kurang efektif pengopera~iannya. 

Dengan adanya ruilslaglz terse1:ut sebagian besar aset neganl di Kota 

Malang kini berubal1 dari bentuk aslinya at&u pindah lokasi dengan ditandai 

makin maraknya simbol-simbol kapitaPsme seperti munculrtya alLln-alun Mall 

(dulu le;nbaga pemasyarakatan wanita) dan McDonalds di emplasement 

Sarinal1 Plaza (dulu Gedung Concordia) dan sebagainya. Jika di Jakarta ada 

kasus ruitslagfz yang melibatkan Hutomo Mandala Putra alias Tommy 

Soeha..--to dengan Ricardo Gelael dalam korupsi tukar guling Goro, maka di 

Kota /vIal3ng i)eristiwa serupa terjadi pad a kasus rllilslagh Kampus Diklat 

Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) terutama di JaJan Veteran Kelural1an 

Penanggungan yang sekarang berdiri bangunan Gedung Malang Town Square 

(Matos) yang scmpat rrunai menimbulkan resistensi dari berbagai kalangan di 

masyarakat Kota Malang. Probes terjad;nya ruilslagh tersebllt diawali dengan 

lahirnya berbagai kebijakan atau keputusnn yang dibllat olen pemerintal1 kota 

berkaitan dengan pelaksanaan pembangllnan Kota Malang. 

Untuk mengetallUi kebijakan pembangllnan, terl'llsuk kebijakan 

ekollomi dan bisnis di suatu negara, dirumllskan dan kemudian 
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diimplementasikan (dengan berbagai eara) dan tidak dapat clipahami dengan 

benar Jika hanya melihatnya dari satu sudut pandang akan tetapi juga dilihat 

dad sudut pandang yang lain. Sebagaimana telah diketahui bahwa perumusan 

kebijakan pembangunan itu pada dasarnya merupakan proses politik dan 

melibatkan berugam aktor (negaraistate, birokrat, politisi, pengusaha, lembaga 

swadaya masyarakatILMS, ma~yarakat). Masing·masing aktor tentu memiliki 

kepentingan tertentu, baik tersembunyi atau terang-terangan yang satu dengan 

yang lain dalam interakr.inya mungkin biEa jadi saling berbenturan (conflict of 

Interest). DalaO! dunla polltik untuk ml~ncapui hasH yang maksimal (win-win 

solution) para aktor dituntut untuk melakukan trad~ off dalam ber!:>agai bentuk 

negoisasi dan kompromi. Dengan demiki~n untuk t:1.emahami kebijakan 

pembangunan de.1gan bena\, perlu ditellJsuri seeara eermat perilaku, motivasi 

ataupun ;>referensi para aktornya sehingga diperoleh jawaban siapa 

memperold1 apa, berap:! bunyak, mengapa dan c!engan CUI'3 bagaimana dari 

kebijakar. pembangunan yang berlang~ung di sliatu negal'a dalam' kuilln waktu 

terlentu (Abdul Wahab, 1999: 7). 

Olell karena ittl studi proses kebijakan utal11anyn lebih 'l11enamh 

perhatian pad a upaya-upaya nntuk mengungkapkaCl bcrbagai "aktor yang 

berpengaruh tcrhadap perumusan kebijakan (policy formulation) (Wayne 

Parsons, 1995: XV). 

Perumusan kebi,iakan adalah bagian dari fungsi politik neg'1ra. Ses'Jai 

dengan fungsi negara (state), maka salah satunya adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakut (warganya). Oleh karena itu dalnm proses 

perumusan kebijakan, negara (state) $angat berpera!1 untuk meW'Jjudkan hal 
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tel'sebut. Akan tetapi da1am prakteknya ternyata tidak demikian ka.rena dalam 

proReH perumusan kebijakan beragam aktor yang ikut terlibat dan menentukan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh W.I. Jenkins (1978) yang 

merumuskan kebijakan sebagai "a. sel of interelared d~cisions taken by a 

political actor or group of actor concerning the selution of goals and the 

means of achi,?ving ther. within a specijed situation where these ,,'ocisions 

should, in principle, be within the power of these a.::tors to achieve" 

(serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor 

politik atnu sekelompok aktnr politik berkenaan dengan tlljllan yang telah 

dipilih beserta eara-cara untuk me'1capainya dalam suatu situasi dimana 

keput.u~an-kepntusan itu pada ;:>rinsipnya I:!lasih bcrada dalam batas-bata~ 

kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut) (Jenkins, 

1978: 15). 

Masing-masing aktor bergumuI mengartikuIasikan kepentingannya. 

OIeh karena itu dalam menganalisis kebljakan adalah mcmpeIajari bagaimana 

para a(..:or itu daIam proses kebiJakan membuat keputllsnn, bagaimana isu-isu 

yang ber!(embang dan I:!lasuk dalam agenda, apa tl~uan-tl~juilO yang 

dikemukal<an oleh bermacam-maeam kelompok, dan bagaimana mereka 

mengejar tujuan-tujuan tcrsebllt (Cochran, 1995: 5). 

Bagaim.1na pergu!atan di an tara aktcr yang terlibat daIanl prrumusan·.

kebijakan ilu dan si~.pa memperoleh apa. Karena masing-masing aktor 

mempunyai kepentingan yang tidak gampang dikompromikan. Old! karena itu 

proses perumusan kebijakan pllblik secara teknis tidak da;Jat diliha~ karena apa 
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yang dirumu~kan dan yang aka!! dirumuskan ada sesuatu yang tidak pasti 

(uncertainty). 

Karena proses perumusan kebijakan itu tidak berjalan secara linier tapi 

melalui proses pergulatan dan tidak dibuat da.lnm slIasana yang vakum. Dan 

yang sering m~nonjol disini adalah aktor pasar (pemilik modal) baik ditingkat 

nasional maupun loka.!. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya 

kolaborasi kepentingan antara penguasil dan pengusaha. Oleh karena itu dalam 

pros~~ kebijakan publik siupa atau kepentingan siapa yang disingkirkan dan 

::Iengan alasan apa? Karena kebija.~an publik itu pada umumnya selalu bias 

karen a sela.!u sarat dengan nHai (value added). Hal hi sesuai dengan apa yang 

dikemukakan Coehran (1995) bahwlI "ultemately public policy /s about 

people, their value and needs, their "ptions and choices. The batic challenge 

r:onfronting public policy is the fact of scarcity". Unfortunately available 

resources are limited, '",hile for practical purposes human I'.'(lnts are limitless. 

Scarcity is an ever present atribute of the human condition", (Cochran, 1995: 

5). 

Setiap kebijaknn pasti mdibatkan tiga kclompok scbagai phrtm:rship 

yaitu pemerintah / negara, pelaku bi3nis (market), dan clemen-clemen 

masyarakat (civil society). Ketiga kelompok tersebut sarna-sarna memiliki 

kepentingan m",reka berinteraksi dengan berbagai eara yang digunakan .. 

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis pembuatan suatu 

keputusanlk.ebijakan dilakukan dengan melibatkan publik melalui elemen

elernennya yang ada. Setidaknya aria tign proses untuk melibatkan rnasyarakat 

dalam pembuatan kebijakan. Pertama, birokrat (state) menginforma3ikan atau 
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memberikan akses sebe!1amya kepada masyarakat u'1tuk rnengetahui apa yang 

telah dan akan dilakukan olch birokrl'si (pemerintah). Kedua, proses .. 

konsultasi, yakni harns ada media yang mempert~mukan masyarakat dalam 

hal ini artikulasi kelompok kepentingan dengan birokrasi (pemerintilh). Wadah 

ini dapat bempa dengar pendapat. Ketiga, masyarakat diajak terlibat atau 

belpartisipasi dengan membuat rencana aksi. Setelah itu, ba."Il kemudian 

pembahElSan tingkat pemerintah atau parlemen. Dengan rangkaian prosedur 

terse but, clidesain besar untuk kebijakanlpublik, apalagi menY&llgkut hajat 

hidup orang banyak tidak dapat terburu-bunl bahkan tidak cukup satu tahun 

anggaran. Prones yang d~mokratis memang butuh waktu l&ma. Namun 

hasilnya akan lebih matang, efisien serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

(Prasojo dalam Kompas, 7 Juni 2005). 

N amun dalam kenyataanya pemerintah lebih sering berinteraksi 

dengan pelakll bisnis (pemilik modal) daripada dengan masyarakat (civil 

society), hal yang menjacli sasaran dari keputusanlkebijakan hasil interaksi 

antara remerintah (negara) dengan pe1aku bisnis tcrsebut adalah masyarakat 

(public). Sehingga tidak jarang menimbulkan resistensi dari publik ketika 

kebijakan tersebut diimplementasikan. Yang menjad\ persoalan sckarang 

mengapa pemerintah lebih sering dan lebih akcab bf!rinteraksi dengan 

pengusaha / pcmilik ~odal dibandingkim dengiln masyarakat (civil ~ociety) 

terutama ketika. ada pemilihan umUIr. (pemilu). 

Bahkan karena akrabnya antam pengusaha dengan penguasa tidal. 

jamng kekuasaan atau xcwenungan pf'ngllsaha melcbihi hahkan melampaui 

kekuasllan penguasa i Ilegara. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan 
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oleh Herzt (2005) bahwa seiring dengan meraksasanya kuasa kapitalis:ne 

global kuasa bisnis telah mengga:1tikan kuasa. poIitik negara, sehingga 

mematikan demokrasi. Kekuasaan bi3nis merampas hnbis negara, dan pebisnis 

jauh lebih berkuasa ketimbang politisi. Kekuasaan perusahaan dalam 

mengeksekusi kebijakan publik jauh melampaui kekuasaan politik dan negara. 

Bahkan terjadi perselingkuhan antal'a bisnis dan politik. Perselingkuhan 

tersebut terjadi di level tingkat tinggi, yang mengh"silkan konspicasi bisnis -

po!itik tingkat global. 

Dengan mengguritanya kekuatan bisnis akan secara perlahan 

membunuh demokrasi. Dalarn filsafat demokrasi, kebijakan publik dibuat 

sebagai kristalisasi aspirasi rakyat, melalui perwakilan mereka yang dipilih 

melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Para wakil rakyat 

terpilih yang melakukan eksekusi kt:bijaka.'1, hanya saja sekarang, seiring 

dengan mengualnya kapitalisme global, terjadi pergeseran f'ormasi sosial 

(Hertz, 2005: VI). 

Sejak era ya:1g tiioperasikan o!eh lembaga-Iembaga ekonomi dunia 

.~eperti World Trade Organization (WTO), perusahann transnasionai (TNC's, 

MNC's) dan bahkan melibatkan lembaga-Iembaga kell~ngatl inlcrnasional 

(IMP/World Bank) sebagai aktor akllmulasi modal, nega~a (state) 

dipinggirkan, bahkan hingga sampai peran langgung jawab sosialnya. Negara 

tidak sanggup memenuhi tugas yang menjadi basis filsafat kebcradaannya 

yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahleraa:1 sosial ma~yarakat. Akan tetapi 

pada saat yang sama negata begitu perkasa ketika melakukan duo. hal yang 

merupaknll satll-satunya peran negara yang bisa dikatakan membangun basis 
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legal materia! operasi kapitalisme dan ~ebag.li penjaga iika ada 

"gangguan"dari masyaraka: atau m&hasiswa. Disinilah kematian demokrasi 

tersebut terjadi, ketika eksekutor kebijakan publik tidak lagi diperankan oleh 

ncgara, namun oleh kuasa pa~ar (market). Ncgara semata-mata sebagai 

peiaksana dari kebijakan yang sudah dirance.ng oleh pasar (market) 

(Mustafied, 2005: XV). 

Seperti negara Indonesil misalnya yang telah dianggap mel"Jl1di sebuah 

negara yang demokratis. Akan tetapi dalam kenyataannya semua keputusan 

diambiJ oleh sekolompok elite yang sarna sekali terpisah dan tidak mewakili 

aspirasi MUS bawah, jarak yang mewakili dan yang diwakili semakin lebar. 

Contoh misalnya: para pescrta kongres dan muktanmr partai-partai lebih 

tunduk pada kamauan pimpinan dari pada kehendak publik. KeputusaJ.l dibuat 

berdasarkan hubungan kesepakatan antar pimpinan partai. Eksistensi partai 

dan leffibaga legislatif sel,agai bagian penting dari bar.guoan demokrasi lebih 

memperhatikan aspirasi elite. Pata elite domiJlan yang men gurus kepentingan 

politik dan puhlik itu terkategori ke dalam "nam kelompok yait'l aktor-aktor 

eksekutif dan organ-organnya baik di tingkat pusat atau lokal, agen~agen 

represi yakni polisi, milliter, preman; para politisi panai; anggota parlemen; 
.. , 

aktor-aktc,r bisnis dan organisasi sosial; tokoh-tokoh informal dan lain-lain. 

8umber ekonomi-politik negara dijadibn sand:tran kekuasaan para 

aktor dominan tcrsebut mereka membr.ngun ali ansi yang cukup solid, dan dari 

persekongkolan itulah seringkali kEkuasaan d:pcroleh. AI;ansi ell l " yang 

pl1ling krntara adalah aliansi elite politlk dengan pelaku bisnis. dalam 

mengaplikasikan kekuElsaannya. Mereka 1l1en:.:\upayakan legitimasi dari 
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parlemen jug,~. dari Icmbagil peradilall. Oejala ini dapat dipah,'mi dengan 

wajar. Dari tengah wacana demokrati~asi yang cenderung menomorsatukan 

prnsedur semata, para elite domina'l itu jelas menganggap penting lembaga 

parlemen dan yudikatif untuk membenarkan berbll.gai tindakim mcreka. Dari 

sinilah dapat dimengerti bagaimana berbagai kt.:bijakan "ublik yang lebih 

berorientasi pRda kepentingan elite dilahirhn meleJui prosedur yang 

demokratis (Priyono dalam Tcmpo, April 2005). 

Pergerakan massa sering dilakukan para elite untuk memperlihatkan 

adanya dukungan pubJik terhadap mereka. Tidak jarang ca;a seperti ini 

di!akukan dengan mengatasnamakan kepentingan agama atau etnis. Secara 

langsung tindakan semacam ini telah menja~hkan publik dRri praktek 

dcmokrasi berbasis kewarganegaraan. Boleh jadi lantaran itulah kini mulai 

belmunculan sikap sebagian publik yang sY.epti~ terhadap demokrasi. 

Kekuatan lain yang tidak bisa diremeilkan dari gerakan demokrasi di tingkat 

lokal adalah para pemodal (pasar). WiJayah-wilayah yang kaya slImber daya 

alamnya menjadi lahan sumber bagi para pengllsaha untuk menjadi elite 

oligarki lokal. Para pengusaba ini tidak bermain sendid, mereka' biasanya 

bekerja sarna dengan pejabat pemerintah suempat dan wiliter untuk beraliansi 

membangun kekuatan. Mereka juga memilih jaringan dan kekuatan dengan 

pemerintah pusat dalarn memllluskan llsaha mereka. 

Kekuatan para pemodal inilah yang sering mempengaruhi dalarn 

prcses perumllsan kebijakan pubJik. Dengan I:ekuatan modal yang mereka 

miliki, merekalah yang paling berpotensi menggunakan jalur delT'okrasi untuk 

kemudian mcnyalahgunakannya. Elite pel1!lllsnhn (pcmoda!) bc:sikap pasif 
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terhadap hak :Ian institusi demokrasi. Politik uang (money politic) menjadi 

signifikan dalam perumusan kebijakan yang mereka ar:1bil. Kenyataan bahwt 

supremasi sipil tidak aka.'1 berarti melawan militei' dan lembaga peradilan yang 

disuplai oleh modal pengusaha makin mp.lT.buktikan bahwa keadilan masih 

menjadi barang mewah bagi para aktor pro demokrasi. 

Dalam tulisan ini penulis mencoba meng~.nalisis proses perumusan 

kebijakan pembangunan di daerah dalam kaita.'1Dya dengan tata ruang dan tata 

guna tanah (RTIRW) Kola Malang. Kota Malang sebagai S'alali satu daerah 

tlngkat II dl Jawa Tlmur tennasuk kota yo .l8 paling pe~at dalam melaksanakan 

pembangunan. Kendatipun demikian banynk bangllnan di Kota Malang yang 

pembangunannya menyalai konsep perencanaan kota. Selain itu beberapa titik 

tertentu di Kota Malang banyak didirikan bangunan yang menyalahi fungsi 

peruntukan kawasan terse but. (Sasongko dalam Kompas, Mei 2005). 

Pel1lbangunan Matos (Malang Town Square) misalnya apabila dilihat dari 

r.kalll kota jelas mengganggu. Sebe.b dalam perencanaan kota sebagaimana 

tcrtlliis dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Malang, 

pemb:mgunRll kawasan perniagaal'). rkala besar seperti Matos seharusnya 

diarahkan di kawasan Malnng Utara. Selain itu penyimpangan juga terjadi di 

kawasan Raya Langscp hingga Raya Dieng adalah kawasan yang saat ini 

banyak digunakan untuk tempat berjualan (toko). Padahal semestinya kawasan 

ter~ebut dilindungi karena banyak ban.sunan yang ~udah berusia lebih dari 50 

tahul').. Pad a kel'\yataannya bentuk-bentuk ballgunnnnya banyak yang sudah 

dirubah. 
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Sementarll itu Antariksa (2005) juga mengemukakan bahwa konsep 

perencanaan Kota Mahtng sebenamya sejak awal sudah disesuaikan dengan 

petuntukun-peruntukan tcrtentu, misall'ya untuk pariwisatu dan permukiman. 

Namun dalam perkembangannya perumbuban ruko (rumah toko) temyata 

sangat pesat hingga ke kawasan yang se:nestinya untuk permukiman. Hal itu 

menjadi masalah tersendiri yang tidak bisa dihindari dalam perkenibanga.l 

sebuah kota. 

Disisi lain banyak sekali bangunan yang teiah berubah fungsi. Di 

kawasall Ijen saat ini sekitar 38% bangunan sudah banyak' y&ng berubah, 

kendati demikian hal tersebut tidak bisa sepenuhnya menjadi kesalahan 

pernerintah kota Malang karena banyak pihak yang terlibllt didalamnya. 

Ketika mas a orde baru, program-pro gram pem bllngunail banyak 

ditentukan atau dirancang dad pusat dengan kata lain gagasan pembangunan 

seringkali bukan berasal dari daerah tp.tapi dari pemerint~.h pus at. Kegiatan 

pembangunan terutama dilakllkan oleh lembaga-lembaga pemer:ntah dengan 

sistem birokrasi yang kaku, Sedangkan sumber dana pembal'gunan dari 

pemerintah pusat, dan kecenderungannnya adalah m~nghabiskan 'dan,a dan 

harus menyelesaikan proyek sesuai depgan wa'<.tu yang diprogramkan. 

Program-program p.:mbangunan dilakukan dan diintroduksi dengan 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, hasilnya seperti 

kita rasakan bersama adalah sebuah ketergantungan, masyarakat di daerah 

banyak kehihngan inisiatif. 

Melalui Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang baru 

(Undang-undang Nomor 22 TallUn 1999) dimana otonomi daerah dibahas dan 
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pelaksanaannya dititikberatkan pada daerah tingkat II. Selain itu juga Undang

undung Nomo.r 25 Tahun 1999 tentang Perimb~ngan Keuangan,Pu~3t-Daerah. 

Dengan Undang-undang tersebut daerah diberi hale, wewenang dan tanggung 

jawab untuk mengatur 11!mah tangganya sendiri. 

Dengan kehadiran !<edua Undang-undang tersebut tentunya 

menjanjikan scjum1ah hruapan dan sekaligus tllntangan bagi Pemerintah 

Daerah, khususnya Daerah Tingkat II. Dikatakan sebagai berikut !larapan yang 

meqjanjikan bagi Pemerintah Daerah, karena telah ditetapkannya Undang

undang Nomor 22 Tahun 1999, maka akan terjadi perluasan wewenang 

daerah. Secara teoritis, dengan ad&llya perluasan wewenang Pemerintah 

Daerah ini diharapkan dapa! tercipta !lpa yang Sr.lith (1985) sebut dengan 

local accountability, yakni :neningkatkan kemampllan pemerintah daerah 

daiam memperhatikan hak-hak dad komunita.nya (Hidayat, 2000: 32). 

Jika id,! dasar perluasan otonomi daerah terse but dilihat dari pcrspektif 

hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (state society Nlatinon) maka 

dapat dikatakan bahwa saleh Mtu tUjUlfi utama dari perluasan otonomi daerah 

adahh membuka aks~s yang lebih besar kepada masyarakat sipil (civil society) 

uutuk berpartisipasi baik dalam proses p~ngambilan i<eplltu~an maupun dalam 

pclaksanaannya. 

Namun di sisi lain perlu dipahami blhw1\ perluasan otonomi daerah 

tidak menutup kemungkinan juga dapa! membuka peluang semakin 

terkonsentrasinya kekuasaall di tangan biroklat. den politisi (local slale actors) 

di daerah (Smith, 1993: I 5). Jika kecer.derungnn ini tcrjadi, mak" terlalu dinl 

utltuk berharnp bahwa kebijaksanaan perluasall olonomi daerah akan 
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membuka peluang yang lebih luas kepada masyarakat (civil society) untuk 

berpartisipasi baik pada proses pengambilan keputusan publik di tingkat lokal 

maupun pada tahap pelaksanaan dari bl'rbagai keputusan tersebut. 

Akan tetapi ketika Undnng-undang Nomor 22 Tahur. 1999 dan 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 diimplemer.tasikan tidaklah cukup 

dilihat dari seberapa jauh pasal-pasal yang tersirat dalam Undang-undang 

tersosialisasikan atau telo.h menja(1i komitmen politik. Tetapi lebih daripada itu 

adalah seberapa jauh institusi-institusi di daerah baik yang berada di sektor 

publik maupun sektor swasta menjalin interaksi saling ketergantungan dalam 

membentuk hubungan yang simetris. Dengan demikian kebijakan otonomi 

daerah akan sukar mendorong proses c1emokntisasl di daerah apabila 

formulasi maupun eksekusi keputusan-keputusan politik hanya ditaruh dan 

dipertaruhkan pada institusi tertentu atau belum terdistribusi merata ke 

segenap pihak yang punya kepentingan (stakeholders) yang ada di daerah. 

Demokrasi sebagai sistem poEtik dalam kaitannya dengan otono;ni 

daerah sedikitnya bertumpu pada dua hal yaitu: (1) berkembangnya orientasi 

segenap institusi di daerah pada upaya memoerdayakan masyarakat ·di d·aerah 

dan (2) berkembangnya mt:kanisll'e checks and balances di antara institusi

institusi daerah tersebut. Dalar::1 hal ini adaiah kepada siapa mereka berpihak 

ketika menyusun kebijakan dan merancang serta mengimplt"mentasikan 

program-program pembangunnn. Apabila orientasi yang mereka bangull tidak 

berpihak pada kepentingan masyarak~.t (terutama kalangan yang lemah) atau 

tidak memberdayakan masyarakat, maka kebijakall yang disusun dan program

program yang dirancaos dan diimplemen:asika:1 akan bersifat elitis dan 
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menyumbat pmses dem(jkratisasi di daerah. Kemlldian mekanisme checks and 

halance dalam konteks ini terkait dengan seberapa j~.l1h kebijakan serta 

program-program tersebut transparan, ada akuntabilitas publik dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apabila mekanisme checks and 

balances tersebut lemah dan tidak nampak c\alam proses penyusunan 

kebijakan serta implementasi program-program pembangunan di daerah, maka 

demokrasi yang dibayangkan akan berke.nbang bersama proses desentralisasi 

menjhdi sulit diwujudkan (TJsman, 2004:40). 

DI dalam proses reformusl ekonomi implemer:tasl kebljakan seringkall 

berhadapan dengan rilltangan politik. Sebagai mana dikemul:akan oleh 

Haggard bahwa setidaknya ada tiga rintangan politik' yang dapat 

menggagalkan program reformasi ekonomi. Pertama reformasi ekonomi yang 

menyentuh bidang-bidallg publik selalu menimbulkan masalah munculnya 

penunggang gelap, sehingga pada titi!: ini sangat mungkin timbul tindakan 

kolektif. Kedua, da]a:n pandangan model distributif kebijakan reformasi 

diasumsikan akan didukung oleh kelompok pemenang dan dilawan oleh 

kelompok yang kalah, sehingga hasilnya sangat tergantung dari' kekuatan 

politik di antr.ra koalisi pemenang. Ketiga, masalah klasik dari reformad 

ekunomi adalllh biayanya terkonsentrasi pada satt! kelompok .tertentu, akan 

tetapi keuntungannya menyebar kepadl banyak kelompok sehingga kadang

kadang tidak ada insentif untuk melakukan program tersebut (Haggard dan 

Kaufman, 1995: 156-157). 

Dewas:: ini banyak daerah atau kota dakm melaksanakan 

pembangunannya tidak selamanya sesuai dengall master plan atau 
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perencaman y1!ng sudah dimusyawarankan melalui instansi terkait seperti 

eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta lembaga lainnya. Kadang

kadang sering berubah atau menyimpang dad apa yang sudah direncanakan 

semula. Perubahan terse but tidak jarang di3.~babkan karena adanya keinginan 

dari pihak ketiga yang dikenal dengan istilah pengusaha (investor). Dilihat dari 

kacarnata investor sebagai pelaku bisni3, tanah tersebut letakny!t strategis, 

terlepas oleh pemerintah daerah tanah/lahan tersebut akan dibangun suatu" 

bangunan te-tenlu. Oleh karena !tu dengan herbag.li eara pihak pengusaha 

berusaha untuk mendapatkan tanah atau lahan terse but yang tentunya tldak 

dengan eara g!atis melainkan ada timbal baliknya. Ketika ditanya mengapa 

pemerintah koralkabupaten begitu mudabn)'a melepaskan lahanltanah tersebut 

mnka alasannya adalah PemkotiKahupaten butuh dana untuk meningkatkan 

Pendapatan AsH Daerah (PAD). Padaha! ketika lah~nltanah tadi dibangun oleh 

invest!)r (apakah dibangun geaung perkantoran/pasar swalayan atau hotel, dan 

sebagainya) seringkali menimbulkan persoalan dcngan masyarakut di 

sekitarnya baik masalah sosial, budaya ~kcnomi dan sebagainya termasuk 

berbagai urusan publik yang muneul di kota. 

Scjak ditctapkan dUll dilak';:JIlakanllya U ndung-linuang ten tang 

Otonomi Daerah tersebut banyak dael'ar; berlomba-Iomba membuat kebijakan 

berupa peraturan daerah yang inti dan tujuan dari Perda tersebut adalah untuk 

meningkatkan pendapatan daerah seperti misalnya: menaikkan retribusi 

sampah, tarif PDAM, dan lain-Iainnya, sehingga hal tersebut menjadi beban 

bagi warga kola yang harus dibay~r. Apalagi kalau kebijakan daerah itu 

rnenyangkut hEll yang iebih b~sar lagi seperti penyediaan lahanltanah yang 
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dipelUntukkan untuk bangunan tertentu yang diperlukan oleh 

pemodal/pengusaha dimana lahanltanah tersebut hasil dari ;nerevisi RTIRW 

yang sudah dis~pakati oleh pihak-pihak yang terkait dengan masalah terse but 

dan mt:nyangkut kepentingan orang banyak sehingga menimbulkan 

reaksi/resistensi dari ma~yarakat dan tidak jarang mcnimbulkan gejolak di 

masyarakat. 

Hal terscbut kalau dilihat dari sudut pndang Pemerintah Daerah 

(Pemda) Inengnpa Pemda membuat kebijakan se~erti itu, maka cukup rasional 

alasannya karenn sesulll dengnn kebutuhan duerah untuk mllnambnh IlnggllfAn 

belenja daerah. Akan tetapi tidak rasional jika dilihat dari kacamata 

publiklmasyarakat karena kebijakan yang diambil oif:h pemerintah daerah 

tersebut bertentangan dengan kepentingan pubjklmasyarakat. 

Sebagai contoh misalnya terj~di di Kota Surabaya, kendatipun terdapat 

kebijakan 'tentang "7'laster plan" kota Surabaya tahun 2000. Namun dalam 

implementasinya kebijakan tcrsebut seakan-akan tidak berarti karena hasil,. 

pansus (Panitia Khusus) DPRD Pemerintah Kota Surabaya menemukan bukti 

bahwa pembarlgunan yang berlangsung di Kola Surabaya telah mcnyiqlpang 

sekitar 55 persen dari "ma::tel' plan" Surabaya 2000 (S',lyanto, 2002). Bahkan 

penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan' Rencana Tata 

Ruang Kota (RTRK) yang disusun bdakangan tidak sedikit menyimpang dari 

master plan Surabaya Ishun 2000 (Mardiyanlo, 2002). 8edangke.n contoh lain 

clapat kita lihat perkembangan pembangunan Kota Malang seperti 

pembangunan Malang Town Square (Matos). 
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Oleh karena itu dalam hal ini penulis lebih memfokuskan diri pada 

analisis kebijakan tentang relasi kepentingan di antara aktor-akto~ negara, 

rnasyarakat dan pasar calam proses perumusan kebijakan pembangunan di 

daerah Kota Malang yang kebetulan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah 

diuraikan pada bagian sebelumnya. Disamping itu kebijakan pembangunan 

yang akan kami bahas menjadi perhatian dari berbagai pihak hingga saat ini 

yaitu pembangunan Mlilang Town Square (Matos) di Kota Malang dan Matos 

disini hanya sebagai political setting saja dalam apa yang alcan pellulis bahas 

disini. 

Malang Town Square (Matos) adalah sebuah ballgunan yang 

diperunt11kan superrnarkt't yang cukup besamya. Dengan dibangunnya gedung 

(Matos) ini telah memuncnlkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi 

tl:r8ebut muncnl dari sejumlah elemen masyarakat dari warga. sekitar termasuk 

dari akademisi. Semen~ra dari pihak Pemerintah Kola Malang yang memberi 

izin kepada Matos berpendirian bahwa pembanguilan Matos tidak menyalahi 

Peraturar Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang R~ncana Tata Ruang dan 

Wi1&yah karena di Jalan Veteran tempat Matos tersebut didirikan merupakan 

jalan arteri sekuuder yang memang dapat diubah peruntukannya baik 

komersial maupun sosial sebesar 40 persen (Kompas, 5 Februari 2005). 

Padahal pada waktu scbelum gedung Ma'os itu didirikan tel~ terjadi 

perdebatan di forum Dewan Perwakilan Raky?t Darrah (DPRD) Kota Malang 

yang disebabkan karena adanya usulan revisi terhadap Peraturan Daerah 

Nomor"/ Tahun 2001 tentang Rencana Tala Ruang Wilayah (R1RW) Kota .. 

Mala."1g. Usulan tersebut datang dari Pcmerintah Kota yang disinyalir berasal 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



22 

dari pemilik modal. Akan tetapi setelah msuk ke dalam forum Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang terjadi pro dan kontra antara anggota 

dewan yang setuju dengan yang menolak. Mereka yang setuju menggunakan 

argumentasi bahwa usulan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Ta)1Un 

2001 lentang RTRW tersebut tidak bertentangan, dengan kata lain tidak 

menyalahi aturan karena di wilayah dimana gedung Matos tersebut didirikan 

yaitu di lalan Veteran merupakan jalan arteri sekunder yang memang dapat 

dirubah peruntukannya dari permukiman menjadi fasilitas pelayanan umum, 

baik komersial maupun sosial. 

Sementara kelompok yang tidak setuju, menggunakan argumentasi 

bahwa di lalan Veteran khususnya tempat didirikannya gedung Malang Town 

Square (Matos) tersebut dalam Peraturan Daerah RTIRW merupakan daerah 

Ruang Terbuka Hijau (RTH). Disamping itu lokasi tersebut merupakan 

kaViasan pendidikan yaitu terdapat kurang lebih 17 sekolahan mulai dari 

sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah serta enam 

perguruan tinggi beroperasi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam 

RTRW sebelumnya bahkan lahan tempat didirikannya gedung Matos tersebut 

awalnya adalah kampus Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) seluas kurang 

lebih 28,5 hektar. Kampus APP tersebllt awalnya bukan lagi sebagai Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) melainkan hutan kota. Padahal dalam Tata Ruang 

Nasional (TRN) lahan terbuka hijau walat:pun seluas seperempat hektar saja 

harns dipertahankan karena untuk membuat hutan kota membutuhkan waktu 

yang cukup lama. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



23 

Perdebatan pro dan kontra te;hadap usulan rtvisi tcrhadap Peraturan 

Daerah (Perda) RTIRW tersebut di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Malang berakhir dengan pemecat2.n!pemberhentian seorang 

Wakil Ketua DPRD yang kcbetulan Ketlla !'anslls (Panitia Khusus) revisi 

Perdr.c terse but (Oetojo Sal'djito) karena dianggap tidak bisa beke~ia sama. 

Kendatipun demikian suara menolak terholdap revisi Perda RTR W tersebut di 

kalangan masyarakat Kola Malang terus lTIeluas, bahkan sejumluh pimimpin 

Badan Eksekutif Mahusiswa (BEM) se Malang Raya menyampaikan petisi 

ml;:nolak terhadap reviai Perda RTIRW tersebut (Surya, 5 Agustus 2004). 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RT/RW) itu adalah gambaran arah pengembangan kOla, oleh karen a ilU jika 

mau direvisi harus didahului dengan pengkajian ya~1g mendalam. 

Meskipun banyak elemen-elemen masyarakat dan organisasi 

kemahasiswaan menolak terhadap revisi Perda RTIR W tersebut namun revisi 

beljala'l terus seolah-olah dianggap tidak ada masalah. Yang rnenjadi 

flcrsoalnn <Ii !:ini ndninh n.~flck yang I11cialar hciakangi PCl11crinlah Kola 

mengajukan revisi terhadap Perda RT/RW tersebut dan mengapa Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyetujui dan l11elegalisir 

revis: Perda RT/RW tersebut. padahal dari kalangan r.lasyarakat yang nota 

bene dari kalangan akademis maupun pemerhati lingkungan menolak usulan 

revisi RT/RW tersebut. 

Setelah direvisi Perda RTIRW tersebut maka didirikanlah Gedung 

Malang Town Square (M:atos) meskiplln banyak pihak yang meminta supaya 

pelaksanaan bangunan gedung tersebut dihent:kan, namun belum ada tanda-
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tanda bahwa pembangunan tersebut akan dihentikan. Bahkan nampak bahwa 

pihak Matos semakin agresif menunjukkan arogansi kapitalnya. Protes 

masyarakat dianggap angin lalu. Lokasi tempat Mut0s didirikan merupakan 

jantung dunia pendidikan di Kota Malang. 

Se-jak awal pihak kampus, kalangan pendidik, pemerhati lingkungan 

dan berbagai elemen mahasiswa secar.1 tegas telah memperingatkan bahwa 

lokasi pembangunan Matos amat tidak r~levan bahkan dapat mencemari 

atmosfir pendidikan, karena itu segera rlihentikan. 

NlUllun segala upaya tersebut tidak dihiraukan sebab pihak Matos 

berlindung di balik penguasa serta penc:iuduk sekeliling yal'.g sebelumnya telah 

diiming-imingi pekerjaan. Hingga saat ini Pemer:ntah Kota (Pemko.t) Malang 

tetap bersikukuh bahwa pembangunan Matos tidak melanggar Peraturan 

Daerah Nomor : Tahun 2001 tentang Reneana Tata Ruang dan Wilayah. 

Babkan (Suriono) Kepala Bid~.ng Fisik Sarana dan Prasarana Badan 

Perencal'aan dan Pembangunan Ko:a Malang, menjelaskan bahwa kawasan 

lalan Veteran tersebut merupakan area yang diizinkan llntllk diubah menjadi 

fasilitas llmllm, baik komersial m311pun nen komersial. Padahnl pad a saat yang 

sama terjadi pengusiran dan penertiban pedagang kaki lima malam yang 

berada di sepanjang tepi Jalan Veteran tersebllt (Kompas, 1 November 2004). 

Keberadaan Matos maupun Departement Store lainnya metupakan 

serpihan kapitalisme yang menyiiaukan. kemcgahnn Matos adalah wajah 

sebenarnya dari keserakahan para kapitalis dalam melipatgandakan modal. 

Dalam benak mereka segal a sesuatu hams dilihat dari segi seberapa ia marnpu 
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mcrlghasilkan keunlungan maleri se..:ara maksimal (Kompas, 18 I'cbruari 

2005). 

Seeara geografis - demografis, posisi Matos memangsangat 

menjanjikan bagi pelipatgandaan modal (capital). Jalan Veteran merupakan 

jalur arteri sekunder. sementara tidak je.uh dari Matos didirikan terdapat 

pemukiman kelompok ekonomi atas, terutama di kawasan pe1'11mahan Ijen 

yang tentu sajn memiliki daya beli .:lan konsumsi tinggi. 

Pihak Matos sadar bahwa keberadaannya ti<ie.k selamanya mendapat 

restu dari mflsyarakat, karena itu pihak Matos berusaha menghimpun 

dukungan demi kelancaran skenario, kapitalismenya. Penduduk sekitarnya 

dijanjikan pekcrjaan yang memadai sehingga aengan sukarela mendukung 

rencana Mato;.. Upaya ini sekilas nampak humauis dan altrubtis di tengah 

tinggillya pengangguran serta sempitnya lapangan kerja. Dengan eara ini pihak 

Matos ingin tcrkesan sosialis karena telah membagi kesejahteraan dengart·

rakyat keci!. Akan tetapi jika dilii1at lebih jauh terdapat hal yang 

mengkhawatirkan. Upaya yang dengan sengaja memadukan konsep 

pembagian kekayaan model s{lsialisme dengan orientasi mcngejar laba 

sebesar-bt!sarnya dari kapilalisme yang merupakan bagian dari strategi 

tindakan kapitalisme untuk meredam potcnsi'potcnsi krisis struktural yang 

menganr.:mmya (BudimBn, 1997:89). 

8ebagaimana dikemukakan oleh Karl r-.:arx bahwa jika penduduk 

sekitflr dibiarkall miskin maka akan muneul kecemburuan yang dapat 

melahirkan pertentangan kelas. Untuk itu mereka harns dipelihara demi 

kejayaan kapitnlisme. 
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Jika kemudian timbul pertentangan dad pihak lain di Juar penduduk 

yang telah dip.engaruhi oleh pihak MatoR, dengan ancaman alasan hilangnya 

pekerjaan, maka pihak Matos dapat "memperaJat" r.1ereka untuk menentang 

balik. Hal ini nampak dari berbagai pemberitaan media massa, perjalanan 

kontroversi Matos sepertinya telah meneapai titik ini meski de.lam taraf 

waeana. Masyarakat tanpa sadar tiba-tiba terbelah dalam dua kutub yang 

saling menentang. Kondisi seperti ini berbahaya bagi integrasi penduduk 

sekitar barlgunan Matos dengan pihak renentang Matos. 

Selaln Itu para kapltalls (Matos) menyaJarl bahwa mekanlsme pasar 

tidak selamanya mengunt.ungkan eksistensi kapitalisme. Untuk itu keberadaan 

the invisible hands, sebagaimana dikemukakan oleh Smith, harus diganti 

dengan kontrol lain yang Jcbih fungsional. Kontrol terse but tidak lain adalah 

negara (state). Harus kita sadari bahwa pelaku ekonomi saat ini bukanlah 

individu-individu yang terranggil oleh etika prostestan sebagaimana 

dikemukakan olehMax Weber daIam "Protestant ethic and the spirit of 

capitalism" melainkan institusi-institusi ekonomi raksasa yang tampil sebagai 

kekuatan impersonal dan m.eng£eser otonomi individu. Babkan para kapitalis 

dapat dengan lineah mendeterminasi jalannya pemerintahan (Kompas, 

Februari 2005). 

Di sinilah namrak wajah kapitalis monopolis yang dengan IeIuasa 

clapat m~mainkan kekuasaan negara atau pemerintah da~rah. Fenomena ini 

menandakan terkllbumya kapitalisme libelal dengan memllnculkan wajah 

kapiialisme yang lebih teorganisir (organized capitalism) yang ~ecara nyata 

membuka peluang bagi intervensi poIitik negara. Camp"Jr tangan pemerintah 

daerah dalam kasus Matos bukan be~arti posisi Matos subordinat di bawah 
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supremasi pemerintah sehingga ia dapat diatur dengan leluasa oleh 

pemerintah. Dalam hod ini, pemerintah justru ::lip~rlukan gun~. memelihara 

st.abilitas mengatasi pelbagai disintegn:si dalam sisrem sosial masyarakat yang 

ada. Hal ini nampak adanya massa yang mengatasnamakan Forum Peduli 

Masyarakat Kcta Malang (FPMKM) yang menuntut pembangllnan Matos 

tetap dil~utkan. Sementara massa yang mengatasnamakan Koalisi 

Masyarakat Anti Matos yang m~nuntut pembangunan Matos harus cIihentikan 

karena meJanggar Peraturan Daerah No.7 Tahun 2000. 

Jadi perkembangan kapitalisme bukan t.ergantung paaa kebijakan 

politik pemerintah. Te.tapi dapat terjadi sebaliknya kebijakan serta perundang

undangan yang ada dapat dibllat dan dijalankan pemerintah sesuai dengan 

keinginan kapitalisme. (Budiman, 1997:88) 

Dari ul'aian di atas nampak terdapat konspirasi strategis antara kaum 

kapitalis dengan pemerintah (negara) dalam memp~rkokoh dominasi 

kapitalisme ates kepentingan rakyat yang lebih luas. Perkcmbangan terakhir 

dari kontroversi Matos (Malang TOl'm Sq\1are) memperlihatkan bahwa pihak 

yang terlibat seolah-olah hanya antar~ penduduk sekitar Matos dan Pemerintah 

Kota (Pemkot) di pillak Matos dengan para penentang Matos, Sementara pihak 

Maws sendiri j'etap dapat melanjutkan pembangunannya dengan leluasa. Hi! 

ini terjadi karena pihak Matos tela.!l mampu meMainkan pilar vital kontrol 

masyarakat (Kcmpas, 18 Februari 2005). 

Mengapa terjadi demikian. Hal i:1i dapa! dilihat dari munculnya 

kondisi yang secara sistematik menempatkan negara lebih sebagai instrumen 

sirkuit akumulasi modal dan kekuasaan yang perlu diwaspadai. 
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Sirkuit akumulasi nlodal dan kckuasaan mClupakan suatu spiral proses 

sirkulasi yang intinya dapat digambarkan meJaJui fragmentasi M-P-M (money

power-more money). Artinya pemilik modal atau politikus menggunakan 

kekuatan finansial guna mendapatkan posisi kekuasaan politik, laill .. 

dirnanfaatkan guna rnenghimpun lebih banyak modal yang dapat digunakan 

lagi demi tujuan akumulasi kekuasaan politik dan seterusnya. Selain itu 

munculnya berbagai bentuk aliansi antara masyarakat politik dan masyarakat 

bisllis yang pada tingkat nasional dapat berujung pada terbentuknya aliansi 

antara negara (state) dan berbagai fraksi penilik modal. Aliansi In! terJadl 

antara lain karcna partai politik, kandidat anggota lembaga legislatif, atau 

pimpinan lembaga eksekutif di berbagai tingkat pemerintah clihadapkan pada 

tuntutan untuk. menghimplln dana bagi pemenangan Pemilu yang ditanda! 

sebagai kampanye berbiaya besar (big money compaign). Usaha-usaha 

mernelihara kekuasaanpun memerlukan praktek m:mey politic (Kompas, Maret 

2005). 

Hal tersebut menyebabkan negara (state) seeara konstan di;'i<~yangi 

krisis re;Jresentasi. Di satu sisi negara clituntut berperan mengupayakan 

kesejahteraan masyarakat pemilih. Di si~i lain dalam era dominasi neo 

Iibefltlismc, negara dipengaruhi kombinasi antal'a tekanan untuk melakukan 

liberalisme pasar serta tuntutan untuk memberi konsensi bagi kepentingan 

akumulasi modal aneka kelompok pebisnis yang telah rnemberi dukungan 

finansial dalam melakukan big money compaign dan politik uang. 

DaJam konteks ini, economic determinism harus diartikan seeara luas. 

Artinya kewenangan seorang kandidat tidak hanya ditentukan oleh faktor 
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kekuatan ekon::>mi, akan tetapi bagaimanapun kampanye telah menjadi sebuah 

industri. Oleh karena itu roang geral< kandidat dibatasi oleh faktor kekuatan 

ekonomi. Pili han yang dilakukan publik tidak hanya ditentukan faktor 

kekualan finaJ;sial kandidat, tetapi pilihan yang tersedia bagi publik telah 

terstruktur oleh konste!asi kekllatan modal yang ada. 

Di tingkat lokal hal tersebut nampak ketika ada Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) yang diikuti deh partai politik y&ng ada di daerah dimana 

masing"masing parpol mengajukan c:alollnya sebagai kanc!idat kepala 

daerah/Wallkota. Kebnllyakan pmal yolltlk dl daerah tldak mempunyal 

kemandirian di bidang finansial. Oleh karena itu masih mencari dana termasuk 

mencari sponsor untuk membiayai kampanye yang dihkukan oleh partai 

tcrsebut. Ketika kandidat rartai tadi mcnang dalam pemilihan kepala 

daerah/Walikota maka pihak yang memsponsl>ri tadi menagih kembali semua 

biaya yang tclal', dikell1arkan pada l1Iasa kampanyc ynng tentunya dengnn 

menggunakan perhitungan bisnis. Bagaimana kimdidat pernenang Pilkada tadi 

membayar kembali utang atau biaya yang telah cikeluarkan selnma kampanye 

oleh sponsor, maka kepada daerah yang terpilih tadi mengcmbalikah melalui 

pt!mbuatan berbagai kebijakan sesuai dcngan keinginan sang s;Jonsor. Oleh 

karena itu seringkali kebijakan atau hputusan yang dibuat oleh pemerintah 

daerah (Bupati/Walikota) seringkali kurang bahkan tidak .rnenc~rminkan 

kepcntingnn publik akan retnpi Icbih mcncerminknn atau menguntungkan 

sekelompok orang bahkan individl1. 

Hal tersebut sesuai dellgan apa yang dikemukakan oleh Jeffry Frieden 

(2000) bahwa kebijakan pemerintah tidak selalu dimotivasi oleh hal-hal yang 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



30 

berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Kadang-kadang kebijakan 

pernerintah seringkali melayani kepentingan-kepentingan yang sempit dari 

bebera,a pernimpin politik atau kelompok-kelompck lobi daripada 

kepentingan ma~yarakat ker.i1 seeara keseluruhan (Frieden, 2002'.35). 

Oleh karena itu krisis representasi negara baik di tingkat nasional 

maupun lokal/daerah nampak nyata. Sebab reI as; antara negara-pasar (state 

and market) teiah bermutasi, berubah ke bentuk lebih g .. mblang, yakni tidak 

hanya ditandai adanya aliansi antara negara dengall pemilik modal, tetapi juga 

oleh penetrasi pemilik modal yang kian masif ke pengendalian negara seeara 

langsung. 

Hal tersebut dilakukan dengan eara merebut posisi di lembaga

lembaga legislatif atau eksekutif melalui proses Pemilu atau melalui berbagai 

pendekatan dan tawar menawar politik yang lebih dimungkinkan oleh 

dimilikinya surplus modal. Sebagai eontoh Pemilu 2004, menunjukkan 

banyaknya pemilik medal yang menjadi kandidat anggcta lembaga legislatif 

atau yang dipilih sebagai pasangan dalam Pemilu eksekutif. Beberapa 

Giantal'anya bab.kan pebisnis yang diuntungbn kapitalisme kroni orde .baru. 

Sehingga kompos:si pebisllis dalam lembaga legislatif dan eksekutif kini 

tampak meningkat. 

Pada tataran nasional, maka banyak pebimis besar yang memegang 

posisi-posisi kunei, baik di lembaga eksekutif maupun legisI2.tif. Banyak.

pengusaha yang menempati pesisi sebagai penguasa politik baik di tingkat 

nasional maupun lokal. 
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Oleh karena itu nampak adanya keterkaitan antma kepentingan 

ekonomi frabi-fraksi modal tertentu dalam T,emerintahan dengan aneka 

kebijakan publik yang dijalankan seperti contoh misalnya swastanisasi Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan di Arr.erika Serikat dimana 

pengawas.1n publik relatif kuat, dapat terjadi kasus dimana ~ebuah perusahaan . . 
(Haliburton) yang kepemilikannya terkait dengan Wakil Presiden Dick 

Cheney, mendapat porsi bes:l! dalam proyek rekontruksi Irak. Kasus ini 

metlgungkap adanya intervensi el:onomi di balik kebij akan yang 

dlr-rc.pagandakan sebagal upaya dernokratlsasl dan anti terorlsn.e (Kolnpas 

, Maret 2005), 

Di Indonesia adanra tender 9J proyek infl'astruktur senilai Rp 202 , 

lrilyun yang dibuka pemerintah bulan Maret 2006 lall; mungkin dapat 

dijadikan test case. Demikian juga program rekontruksi dan rehabtiitasi Aceh 

pasca tsunami :{ang akan mendapat kucuran hi'oah luar negeri miliaran dollar 

AS, tentu mengandung perhatian pejabat dan pengusaha. Apalagi tidak adanya 

ketentuan hukum yang mencegah munculnya ~onflik kepentingan. Seol,ah 

semua dikembaiikan pada etika pejabat. Dengan kata lain dapatkah sebuah 

struktur ekonomi politik dibangun berclasar asumsi scolah tiap orang memiIiki 

etika dan kemauan baik? Pertanyaan yang Iebih mcndasar menyangkui 

kemampuan negara mempertcmukan tuntutan publik yang lebih dilandasi 

logika negara kesejahteraan (walfere state), del1gan aneka tekanan guna 

menerapkan bcrbagai kebijabn yang ramah pasar (market fiendly) yang 

dilandasi kaidah-kaidah neoliberalisasi (dengan berbagai modifikasi sesuai 

dengan kepentingan kelompok !Jisnis yang terlibat ali ansi). 
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T imbulnya pertar,yaan seperti itt! menunjukkan 'lwal terjadinya krisis 

representasi di tengah bayar.g-bayang Muneulnya kondisi di mana negara lebih 

mcnempatkan perannya sebagai il13trumen akumu'asi modal dan kekuasaan .. · 

belaka. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Miliband (1997) bahwa 

negara dalam masyarakat kapitalis merupakan istrumen kel as penguasa yang 

mengatur negara, demi kepcntingan kelas itu sendiri. 

1.2 Rumusan Maslllah 

Kebijakan publik ada!ah keputusan politik kolektif yang proses 

pembuatannya biasanya melihatkan banyak orang atau kelompok dengan 

beragam keyakinan politik dan kept:ntingan. Beragamnya keyakinan politik 

(political belief) dan kepentingan (interest) itu merupakan fakta kunci yang 

menjelaskan mengapa mudah t<:rjadi gesekan-gesekan (baik seeara 

ter~embunyi maupun terang-terangnn) serta alotnya proses perumusan 

kebijakan politik. Dilihat sebagai persoalan slruggl~ of pcwer maka 

pemhuatan kebijakan ('Ileh :nereka yang tcrlibat tclah dipersepsikan dan 

berfungsi sebagai ajang atau arena pertentangan kepentingan dan unjuk 

kekuatan. Kepada siapa pembuat kei:-ijakan (policy ma~ker) akan berpihak dan 

atas dasar alasan apa keberpihakall ilu d:lakukan pada gilirannya akan 

menentukan wujud dan arah kebijakan :tu dike10la kemudian hari. Oleh karena 

itu !(ebijakan publik tidak ada yang netral. Kemanapun dan dimanapun'ia akan 

selalu mernuat kepentingan dan nilai-nilai ek0nomi politik. 

Selain itu, kebijakan publik, karena menyangkllt orang, pasti akan 

bersinggllngan dcngan nilai-nilai yang mereka an.,t, kebutuhannya serta 

pi!i!1annya. Kebijakan publik dengan begitll tidak dengan sendirinya bersifat 
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partisipatoris karena kons~p partisipasi bukanlah sesuatu kondisi yang bersifat , 
"given" atau dengan sendirinya ada (Al:>dul Wahab, 1995:2). 

Partisipasi itu sccam politik hams direbut, dioerj'langkan, meski tidak 

haru8 lewat jalan kekerasan. M~mang akan ieeal dan tentu didambakan 
" 

masyarak:lt, jika kebijakan publik itu dari sejak f.wal, menghargai pluralisme 

nilai dan gaya hidup, serta bersifat inklusif seng&ja membuka pintu akses 

lebar-Iebar bagi masuknya beragam opini dan aspirasi dari berbagai lapisan 

masyaraht (Dryzek, 1996; 2002 dalam Abdul Wahab, 2005:3). 

01 dngkat lokal para pengamb!1 kebiJakal1 publik (yang dalam hal Inl 

dilakukan oleh local state actors) para pelaku ckonomi; dan civil society yang 

saling imbang dan saling kontrol sangat diperlukan. S~cara teoritis proses 

pembuatan kebijakan publik yan6 melibatkan 3 elemen tersebut d:maksudkan 

agar tcrjadi sin.::rgi. Nam'lll secara er,'pirik yang terja:ij justru negara lebih 

bersinergi dengan pelaku ekonomi (pasar) daripada dengan masyamkat (civil 

society) sehingga nampak t'!rjadi perselingkuhan antara pasar (pelaku 

ekonomi) dan pengambil kebij::lkan publik (negan) yang tidak terkontrol oleh 

masyarakat. Para pelaku ekonomi yaug bergerak diberbagai bisnis sangat 

menyolok, sehingga kebijakan yang diambil tidak didasarkan pad a 3 e1emen 

(ersebut, dimana local civil society selalu tertinggal bahkan ditinggal. (Zuhro, 

2004: 62) 

Dan kebijakan yang dibuat tidak pro publik nampak s~perti yang 

teljadi misalnya di Kota Malang. Kasus Walikota Malang sekarang dengan 

proyek Malang Olimpic Garden (MaG), proyek yang bisa menjadi sekedar 

implernentasi dari ambisi bisnis yang menumpang lontaran-Iontaran simbolik 
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demi peningkatan kualitas dan semangat olahraga itu justru akan 

rnengltancurkan ikon Kola Malang untuk kesekian kalinya. 

Ikon kota Malang yang akan haneur adalah Inpangan tenis. dan kolam 

l'en.ang Y'lng merupakan peninggalan masa kolonial. Padahal, dua fasilitas 

olabraga itu dulunya pernah menj&di tempat penyelenggaraan turnamen 

olahraga tingkat internasioual. 

Kebijakan walikota saat ini tidak ubah'lya dengan rezim orde baru, 

yaitu kebijakan kontroversial yang s!fatnya tabrak larl. Dllakukan dahulu bani 

kemud!an soslallsasl. Terbukt! saat in! banyak masyarakat dan kalangan 

akademisi, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, me,asa tidak mendapatkan 

persetujuan terkait denga,l Malang Olimpie Gardt'n (MOG) tel'sebut (Kompas, 

Agustus 2006). 

Kebijakan pemerimah yang ada selama ini ju~tru banyak merugikan 

dacral1l1ya sendiri, seperti kebijakan tentang Ruang Tata Kota dan Ruang 

Wilayal1 (RTIRW) yang telah dibuat s~ring dilanggar dadpada dilaksanakan 

seeara y.onsisten. Selama ini peraturan tata ruang kota banyak ditentukan oleh 

kolahorasi kekua.tan penguasa kol.a (negeri) dengan para pengusaha (pasar). 

Akibatnya perkembangan y.ota lebih memlhak kepada pemilik modal yang 

berorientasi profit oriented daripada mcmperhatikan kepentingan-kepentingan 

publik. Peran dominan yang mengarah pad3 kekllatap ekonomi inilah yang 

tdah menyebabkan aktivitas ekonomi tel'pusat di tengah kota. Sehingga wajar 

jika kemlldian pusat kota menjadi pusat k0ramaian yang akhirnya 

menimbulkan persoalan-persoalan baru, antara lain beralilmya fungsi trotoar, 
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b-:rkurangnya keindahan kota, serta rusaknya taman kota dan tergusurnya 

mang pllblik yang sebenarnya tidak dapat diali'lkan penggunaannya. 

Menycmpitnya ruang publik serta oel"lbahnya tatanan ruang kota tidak 

terlepas dari peran kebijakan pemerintah kota. Oleh karena itu problem 

penataan ruang publik sering muncnl karena bkonsistensi kebijakan 

pembangunan pemerintah kota. Tidak heran bila Kota Malang akhirnya 

terjebak pada masalah yang pelik karena adanya kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah kota seperti pengalihan status ruang terbuka hijau kota menjadi 

hunlan eksklutif (Taman Indrokilo) dan sebagainya. Selain itu adanya usulan 

revisi tcrhadap Peraturan Daerah (perda) Nomor 7 Tabun 2001 tentang 

Rencana Tata Ruang Kota Wilayab Kota Malang dimana dengan revisi 

terhadap Perda tersebut ada sasaran yang ingin dicapai, yaitu lahan eks 

Akademi Penyuluhan Pertaniall di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen, dan 

Lapangan Rampal di Kelurahan Kesatrian serta tidak kalah pentingnya adalah 

lokesi eks Sekolah Kehewanan Menengah Atas (SNAKMA) dimana gedung 

bangl1nan Matos herdiri sekarang. Panahal jelas hahwa daerah APP dan 

Lapangan Rampel itu dalam RTIRW merupakan daerah RTH (Ruang'Tel'buka 

I-Iijau), tapi mau dirubah :l1cnjadi perumahan dan pusat fasilitas olahraga. 

Sehingga tidak salah kalau banyak pihak yang merlilai bahwa perkembangan 

Kota Malang tidak berdasarkan konscp tata ruang yang matang. Hal ini 

tel'bukti pada saat ada banYllk bvestor perunUthan melirik Malang, 

pembangunan perumahan dibrulgun di berbagai lokasi kosong. Namun pada 

saat musim invc~tor perumahan tergantikan oleh investor rumah taka (Ruko), 

kecenderungan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Maiang adalab 
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membangun ruko, misalnya tergantinya larangan sepakbola temoalangan dan 

beberapa lahan kosong lain menjadi ruko. Sehingga tidak salah jika banyak 

pengamat menilai bahwa pengembangaIl Kota Malang melenceng dari 

perencanaan yang sudah &da.(Sasongko dalam Kc mpas, Mei 2005). 

Berangkat dari beberapa permasalahan tersebut, maka yang menjadi 

masalah dalaI11 penelitian ini adalall: "Uen gapa pemerintah Kota Malang 

membuat kebijakan pembangunan yang tida~ sesuai dengan rencana tata ruang 

kota?" Dan "Faktor· faktor apakah yang melatarbelakangi pembuatan 

kebljakan tersebut?". Pertanyaar,-pertanyaan t~rsebut akan dljawab melalul 

peneHtian ini. 

1.3 Tujuan l'enehtian 

Berdasarkan Illasalah terse but, maka tujuan penditian ini adalah 

(1) mengidenti fikasi latar belakang aktor yang berpengaruh terhadap proses 

penlmusan kebijakan publik, (2) mengungkapkan dan menyajikan dengan 

jelas relasi kepentingan di antara aktor dalam proses perumusan kebijakan, dan 

(3) mengkonstruksi atau merekonstruksi fenomenal relasi kepentingan antara 

aktor dalam proses perumllsan kebijakan berdasarkan data dan dokumen 'yang 

dikumpulkan, diamati serta 1:-erdasarkan temuan-t.emuan di lapangan. 

Sclain itu tujuarl penelitiar. ini juga mendiskripsikan dan menganalisis 

faktor-faktor yang menyebabkan tidak mueculnya tinda!<an kolektif yang tidak 

sinergis antara negara/pemerintah, pasar dan r,lasyarakat dalam proses 

perllmusan kebijakan publik tentJng Rencana Tata Ruang Kota dan Ruang 

Wilayah/RT-RW Kota Malang. 
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Selanjt\tnya berusaha menemukan model yang efektif dalam proses 

perumusan kebijakan yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan 

(stake holder) yaitu negara, pasar dan masyarakat sebagai partnership yang 

bersinergi dalam perumusan kebijakan. 

1.4. Monfaat Penelltlan 

Selain itu tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini dapat 

diharapkan berguna untuk: (1) memberikan kontribusi akademik yaitu bagi 

peningkatan dan pengembangan ilmu pcngetahuan khusU3 di bidang kebijakan 

pllblik; . (2) dapat dipakai sebagai p~doman atau pegang3n dalam proses 

perumusan sebuah kebijakan 'publik; dan (3) berguna bagi seorang policy 

marker dalam membuat kebijakan serta mengungkap dan mengantisipasi 

masalah-masalah. yang munr.ul ketika sebuah kebijakan itu diputuskan. 

.. ~ ~~, " ;,: 
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. . .. ' 
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PERBINCANGAN TEORITIK 

2.1 Kebijakan dan Perumusan Kebijakan 

2.1.1 Konsep Kebijakan 

Istilah kebijakan menurut Charles Linblom (1968) mengemukakan 

bahwa pembuatan kebijaksanaan negara (public policy-making) itu pada 

hakekatnya merupakan "an extremely complex, analytical and political 

process to which there is no beginning or end, and the boundaries of 

which are most uncertain. Somehowa complex set of forces that we call 

policy-making all taken together, produces effects called policies" 

(merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis dimana tidak 

mengenai saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu 

sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan 

yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijaksanaan 

negara itulah yang kemudian membuahkan hasil yang disebut 

kebijaksanaan) (Linblom, 1968). 

Sementara pendapat lain tentang kebijakan publik dikemukakan 

oleh Thomas R. Dye (Winamo, 1989:16) mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai berikut: "public policy is whatever governments choose to do or 

not to do" (kebijakan publik adalah apa saja yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). 

Selain itu Chief J.D. (1981) merumuskan secara terperinci 

pembuatan kebijaksanaan negara sebagai berikut: "the whole process of 
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articulating and defining problems, formulating possible solutions into 

political demands, channeling those demans into the political systems, 

seeking sanctions or legitimation of the preferred course of action, 

legitimation and implementation monitoring and review (feedback)" 

(keseluruhan p;'oses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian 

masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah 

dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan 

tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi 

atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan 

pelaksanaan implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan 

balik). Selanjutnya dikatakan bahwa siapa yang berpartisipasi dan apa 

peranannya dalam proses tersebut untuk sebagian besar akan tergantung 

pada struktur politik pengambilan keputusan itu sendiri. 

Sementara David Easton (1953) memberikan arti kebijaksanaan 

negara sebagai: "the authoritative allocation of values for the whole 

society" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa (syah) kepada seluruh 

anggota masyarakat). Berdasarkan definisi ini David Easton menegaskan 

bahwa hanya pemerintahlah yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada 

masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian 

nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah 

termasuk ke dalam apa yang oleh Easton disebut sebagai "authorities in a 

political system", yaitu para penguasa dalam suatu sistem politik yang 

terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung 

jawab atau peranannya. 
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Dari beberapa pellgertian tentang kebijakan publik tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa makna dan hakekat kebijakan publik tersebut 

adalah suatu keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah atau 

pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat 

(public interest). Dimana kepentingan rakyat itu merupakan keseluruhan 

yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan

keinginan dan tuntutan-tuntutan dari publiklmasyarakat. Namun dalam 

kenyataannya tidak seperti itu, proses kebijakan dilihat sekedar sebagai 

sebuah proses pencapaian tujuan yang seolah betjalan secara mekanik, 

linier dan dalam suasana penuh harmoni. Logika proses kebijakan 

di<mggap berjalan lurus, berJangsung tahap demi tahap, ada tahap 

perumusan kebijakan, implementasi, dan hasil akhir (outcomes) begitu 

• 1 Je.as. 

Jika kebijakan publik dipandang sebagai suatu proses, maka pasti 

akan tertuju pada siklus kebijakan. Pada umumnya siklus kebijakan terdiri 

dari beberapa fase, dan fase-fase tersebut adalah formulasi, implementasi 

dengan evaluasi kebijakan. 

Sementara menurut William N. Dunn (1981) menyebutkan bahwa 

fase-fase, kebijakan publik adalah sebagai berikut: Proses analisis 

kcbijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di 

dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis 

terse but dijelaskan sebagai proses pembuatan yang divisualisasikan 

sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut 

waktu: penyesuaian agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 

implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



4.\ 

Tahapan atau fase-fase di dalam analisis kebijakan publik 

mencenninkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang 

waktu. Setiap tahap 3elalu berkaitan dengan tahap berikutnya. Tahap 

terakhir kebijakan (penilaian ke!Jijakan) dikaitkan deng"n tahap pertama 

(penyusunan agend::t) atau di tengah dalam aktivitas yang tidak Iinier. 

Dalam fase::-fase tersebut fase implementasi sebagai salah satu fase 

yang penting di dalam sitmsi kebij akan publik. 

Selaniutnya menurut William N. Dunn menjdaskan bahwa setiap fase 

atau tahapan dari proses analisis kebijakan rnemiliki prosedur analisis 

tertentu seperti yang digambal'kan ciengan dingram sebagai berikut: 

Gnmbnr I. Kedeltntnn Prosedur Annlisls Kehijnlmn tlengnn tire-tire 
pemliuatnn Kebijaknn (Dunn, 2000) 

~ERUMUSANJ 
MASALAH 

I 
PERAMALAN 

I I 
I REKOMENDASI 

I I 
r--' -

![~_-1 L-_P_Er._lA_t"Tn_A_U_A_N-l 

.~ PENILAIAtl 

PENYUSUNAN 
AGENDA 

FORMUIASI 
KE81JAKAN 

ADO PSI 
KEBIJAKAN' 

IMF-LEMENTASI 
KEBIJAY.AN 

PEI~ILAIAN 

Kt:BIJAKAN 

Dalam realitanya, prosesnya jauh lebih rur.tit dan tidak 

sesederhana seperti itu. Dalam banyak kasus seperti yang dikemukakan 

Long (1992) bahwa proses imp1ementasi kebijakan akan selalu terbuka 

peluang adanya reintel'pretasi atau ~ransformasi kebijakan sehingga prllktls 
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tidak ada garis lurus yang membtmtang serta menghubungkan antara 

Jr.ebijakan dan hasil akhir kebijakan. 

Oleh karena itu proses kebijakan sebaiknya dipahami sebagai 

sebuab peristiwa sosial (social event) dan arena perjuangan (an arena of 

struggle), tempat dimana para partisipan (akter atau kelompok) yang 

bcrbeda pandangan dan latar belakang lapisan sosialnya bcrk(Jli1petisi 

lIntuk memenangkan kepentingan masing-masin[l (Crehan and Oppen, 

1988 dalam Abdul Wahab, 1999:93). Oi sini tir.:p aktor memalnkan 

peranannya sendiri, menurut strateg; atall caranya sendiri dalam upayanya 

menentukan ha~i1 akhir (final oU/come) kebUakan. Bahkan apa yang dalam 

politik kebiijakan pembangunan dengan berbagai label politik disebllt 

scJ,agai "target group" atau "Icrget populaticn", yakni pihak yang oleh 

pejabatlhirokrat biasanya sekedar dianggap seb2.gai pemetik manfaat atan 

kurban proyek pembang.unan, ternyata m~rup'lkan akto"-aktor bermotivasi 

kuat dan rnampll l'lelancarkan pengaruh tertentu menllr;]t cara-cara 

mereka send:ri. 

2.1.2 Proses Pcrumusan Kebijakan 

Untllk lebih jelasnya rnengenai proses kebijakan publik sebagai 

peristiwa sasial dan arena perjuangan, maka dalam menjelaskan. posisi 

serta peran aktor-aktor yang kenltlllgkinan berinteraksi dalam proses 

perumllsan dan implementasi kebijakan publik maka tulisan ini akan 

memanfaatkan teori metafora ar~na sosial (social arena metaphory) yang 

dikembangkan oleh sosiolog Ortwin Renn (1992). 
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Namun dalam memahami model ~re:1a sosial ini ada dua hal yang 

perlu digari~ bawahi, yailu: 

Pertama, model ini tidak memandang proses kebijakan sebagai 

satu kesatuan yang terintegrasi, melain1<.ln sebagai serentetan upaya 

negosiasi beriapis-lapis yang melibatkhn kclompok-kelompok ructor yang 

langsung berparti~ipasi. 

Kedua, dalam m~lihat peran ai<tor pada proses kebijakan itu, teori 

metafora arena so sial sangat selektif. Konkretnya, model ini hanyalah 

berkepentingan pada perilaku individu atau kelompok-kel0mpok sosial 

yang seeara sengaja diarahkan untuk mempengaruili keb\jakan tersebut. 

Pada Gambru- 2 nampak dengan jelas bahwa pusat .pen:as arena 

dalam proses kebijakan ditempati oleh aktor-aktor utama (principal 

aclt'rs), yakni kelompok-kelompok dal&m masyarakat yang bcrusaha 

untuk mempengaruhi kebijakan. Pada saat yang bersamaan, ada beberapa 

kelompok lertentu yang mungkin 1ll2naruh perbatian pada sejumlah isu 

tcrtentu sehingga mereka terlibat dalam arelle. yang berbeda-beda; 

semer.tara kel~mpok yang lain hanyalah berkepcntingan pad a s'atu jenis 

isu da\am arena teltentu. Sctiap arena ditandai o\cb adf:nya sepcrangkat 

aturan tertentu: aturan-aturan fom;al yang ditetapkan dan dimonitor 

pdaksanaannya oleh sebuah badan penegak aturan (rule enforcement 

agency), dan aturan-aturan informal yang dipelajari dan dikembangkan 

selama berlangsungnya proses interaksi diantara par", aktor. Termasuk ke 

dalam aturan .. aturan formal itu ialah hukulU, Undang .. ur.dang dan berbagai 

bentuk pera:nran lainnya yang tingkatannya Icbih rendab;sedallg~an yang 
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termasuk aturan-aturan informal ialah gaya penf~rapan aturan itu 

sebagaimana dite:jemahkan oleh para aktor lewat perilakunya, iklim 

politik yang berkembang dalam proses intero.ksi antar kelompok, dan 

peran yang diharapkan (role expectation) bisa dimainkan oleh kelompok- '.

kelompok tersebut. 

Gambar 2. Model Metafora Arena Sosial 
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Car1tan Tanda pnnail ~ebni menunjukkall artlS komunikasi; Tallda pallah putus-putus 
menunjukkan arah mobilisnsi ~osinl. 

SUlltiler Ortwin Renn, The Social Arelld Concept of Risk, Preager. Wesport. 
London, 1992 

k L _L ,vf.1\..Jc.,.... 
§edangkaii. badan penegak aturan (istilah ini identik t:!engan 

pel11el'intah) ialah menjamin agar pora oktor mcmatllhi atllrnn formal dan 

mengkoordinasikan b(,rlangsungnya prosts interaksi dan negosiasi. Dalam 

hubungan ini semua aktol' yang terlihat saling berupaya untuk menarik 

perhatian pe;mbuat keputusan final dan meyakinkannya dengan argumen-
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argumen tertentu atau dengan cara mendesak publik untuk menerima 

pandangan-pandangan mereka. 

Seem'a teoritis proses jJerumusan kebijakan terdiri d~.ri beberapa 

model antal'a lain model kelOlllpok, model elit dan model yang lain. 

Froses perumu~an kebijakan model kclompck pada dasarnya berangkat 

dari suatu Iluggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat 

adalah mempakan pusat perhatian politik. Dalam hal ini individu-individu 

fang memiliki latar belakang kepentingan yang sarna bia3anya akan 

berg~.bung baik secara formal maupun s';:cara informal untuk 

mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka kepada pemerintah .. 

Menurut David Truman (dalam Dye:. 1978:13). kclornpok kcpentingan itu 

pada hakikatnya adalah "a shared-atlitvde grmlp that makes certain 

claims upon other groups in the sociel)"'. Artinya suatu kclompok yang ... 

mempunyai sikap-sikap yang sama dan mcndesakan tuntutan-tuntutannya 

terhadap kelompok-kelompok kepentingan tersebut akan membawa 

akib&t-akibat politik kalau mereka, dalam mengajukar. tuntutan

tuntutnnnya, melRlui atau diarahkan terhadap lembaga"lem.baga 

pemerintah. 

Dari sudut pandang model kelompok, perilaku in:lividu akan 

mempunyai makna p0litik kalau mereka bertindak sebagai baginn atau 

atas nama kepcntingan kelompok. Dengan perkataan lain, kelompok pada 

hakiklltnya dipandang sebagai jembat8"! yang penting autara individu dan 

pemcrintah, karena politik tidak lain arlalah pp.rjuangan yang dilakukan 

oleh !<clompok-kelllmpok untuk mempengaruhi kebijaksanaan negara. 
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Oleh sebab itu dari sudut pandang model kelompok ini maka tugas utama 

yang diembar. oleh sistem politi!c iillah untllk mengelola konflik-konflik 

yang timbl,l dalam peljuangan antar kelompok tersebllt dengan cara: 

a. menetapkan aturan permainan dfllam perjuangan kelompok, 

b. mengatur kompromi-kompromi dan menyeimbangkan kepenlingan

kepentingan; 

c. memberlakukan kompromi yang relah dicapai dalam bentuk 

kebijaksanaan negara; dan 

d. memaksakan komprc.r.1i terse but (Dye, 1978:22). 

Model kelompok juga beranggapan bahwa kebijaksanaan negara 

kapan dan dimanapun juga pad? dasnrnya mencerminbn l(eseimbangan 

yang tercapai dalam perjuanganlpertarungan antar kelompok. 

Keseimbangan yang tercapai itu pada um:.tmnya dipengaruhi oleh 

pengaruh-pengaruh 'yang dimilik; oleh kelompok-kelompok kepentingan 

terse but. Perubahall-perubahan yang terjndi dalam pengaruh kelompok 

kepentingan tertentu akan mcny~babk.m berubahnya kebijaksanaan 

negara. Dalam hubungan ini kebijakJ&naan negara akan bergerak ke. arah 

yang dikehendaki oleh konsep tertentll yang mcmenangkall pengaruh, 

sebnliknya akan menjauh dari keinginan-keingir,an ke!ompok yang 

kehilangan pengaruh. 

Dabm prosc, pClllbll:tlnll k~bi.iaksnllnall Ilc:1ora, l110dd (crscbut 

dapat digunakan untuk melle/aah kclompok-kclompok apakah yang saling 

berkompetisi untuk mempengaruhi pcmbuatdn kebijaksanaan negara 

terf.ebut, dan kelompok mana yang ke:nuc1ian memenangkan pengaruh itu. 
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Model kelompok dapat dipakai untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya 

proses implementasi kebijaksanaan negara, sebab dalam proses 

implementasi, kompetisi antar kelompok juga merupakan salah satu faktor 

y~ng dapat mempengaruhi proses tersebut. 

Sementara perumusan kebijakan model elit mengatakiin liahwa 

kebijaksanaan yang dirumuskan lebih mencerminkan pandangan, sikap 

dan nilai-nilai yang dianut oleh golongan elit. Para pejab~t pemerintah dan 

administrator dalam kaitan ini hanyalah sekedar me~adi perpanjangan 

tangan dan pelaksana kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh golongan 

elite. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Ralp Miliband 

mengenai apa yang disebutnya dengan istilah "instrumentalisme" 

(Miliband, 1969). Ia berpendapat buhwa negara bukanlah sebuah badan 

yang netral, melainkan sebuah instrumen untuk dominasi k1as. Dalam 

masyarakat kapitalis negara pada hakikatnya merupakan instrumen bagi 

golongan borjuis (elite) untuk mengkokohkan dominasinya dalam 

masyarakat. Ada tiga alasan yang diajukan Miliband mengenai hal ini 

antara lain: 

Pertama, ada kesamaan latar belakang sosial antara golongan 

borjuis dan anggota-anggota elite negara, yakni mereka yang menduduki 

jabatan-jabatan senior dalam pemerintahan bdk dinas-dinas sipil, militer, 

badan peradilan maupun lembaga-lembaga kenegaraan lainnya. 

Kedua, adanya kekuasaanlkekuatan yang dimiliki oleh golongan 

borjuis yang memungkinkan mereka untuk bertindak sebagai kelompok 

penekan, melalui kontak-kontak dan jaringan hubungan pribadi yang 
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dibangunnya serta melalui asosiasi-asosiasi bisnis clan industri yang 

dikuasainya. 

Ketiga, adanya kendal!1-kendala yang dihadapi oleh negara 

berkenaan dengan usahanya untuk mempertnh[,nkan eksistensinya lewat 

pemupukan modal. 

Dalrun hubungan ini terdapat suatu keada.an yang 3l.embatasi para 

pejabat negara untuk bertindak secara leluasa, meskipun bukan berarti 

bahwa mereka lanta~ tidak berperan "ama sekali. Keingin~n untuk 

mempertah~.nkan eksistens! negare lewat kekuat&n modal pada hakikatnya 

merupakan sala!1 satu faktor kunci yang menyt.:bs.bkan para pejabat negara 

ini amat tergantung pada keberhasilan pembe.ngunan ekonomi agar 

mereka dapat tetap melanggengkan kckuasaannya. Melalui proses yang 

seperti itulah maka negara bertindak sebagai instrumen atau alat yang 

melaYRni kepentingan golongan borjuis. 

2.1.3 Proses Perumusan Kebijakan sebagai Proses Politl\{ 

Sebagaimana dikemukakan oleh Linhlom (1968)' bahwa 

perumusan kebijakan merupakan proses politik yang amat kompleks dan 

analiti~ dimana tidak mengenal sa at dimulai dan diakhirinya, dan batas

batas proses hu sesllngguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian 

kekuatan-kekuatan yang aguk kompkks yang kita SCbUl sebagai 

pembuatan kebijakan negara itulah yang kemudian membuahkan hasil 

yang clisebut kebijakan (an extremely the complex, analitical and political 

process to hll-zich there is no begining 01' elld, and the boundaries o/which 
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a."e most uncertain. Somehow complex set of forces that we call policy 

making all taken together, produces effects po:icies). 

Kebijai:an publik adalah keputusan politik kolektif yang proses 

pembuatannya biasanya melibatkan banYlk orang atall kelompok dengan 

beragam keyakinan politik dan kepentingan. BeragamnY2. keyakinan 

politik (political belie/) dan kepentingan (interest) itu merupakan faktor 

kunci menjelaskan mengapa mudah terjadi gesekan-gesekan (baik 

tersembunyi atau terang-teranga."l) dan alolnya proses perumusan 

kebijakan publik. Ditihat sebagoli persoalan strugll! of power maka 

pemb'latan kebijakan oleh mereka yang ierlibat telal: dipersepsikan dan 

berfungsi sflbagai ajang atau arena pertarungan kepentingan dan unjuk 

kekuatan. Kepada siapa pembuat kebijakan (policy maker) akan berpihak .. 

dan atas dasar alasan apa keberpihakan itu dilakukan pada gilirannya akan 

menentukan wujud dan arah kebiJakan itu di kelak kemudian hari. Karena 

itu kebijakan publik tidak ada yallg netral, kapanp'ln dan dimanapun ia 

akan memuat kepentingan dan nilai-nilai ekonomi-politik. Selain itu, 

kejijakan publik karena menyangkut orang. paoti akan bersinggl,1tlgan 

dcngan nilai-nUai yang mereka anut, kebt'.tuhannya dan pilihannya 

(Cochran and Malon, 1995). Oleh karena itu, kebijakan publik tidak 

dengan sendirinya bersifat partisipatoris. Konsep partisipasl bukanlah 

sesualu yang bersifat "givl!n" atau de"'!gan sendirbya ada. Partisipasi itu 

seeara politik harus direbut, diperjnangknn, meski tidak harus lewat jalan 

kekerasan. Memang akan ideal, dan tentu amat didambakan masyarakat, 

jika kebijakan publik itu dari sejak awal, menghargai pluralisme nilai dan 
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gtya hidup serta bersifat in\<lusif (Dryzek. 1996). Yaitu sengaja membuka 

pintu akses lebar-leba bagi masukllya beragam opini dan aspirasi dari 

berbagai 1apisan masyarakat. Namun demikian perlu disac\ari b:thwa apa 

yang disebut keIJijakan publik dan partisipasi itu sesungguhnya 

merupakan dua hal yang berbeda karena itu. dalam realitas politik tidak 

selalu beljalan seiring. Tidak jartng keduanya berjalan sendiri-sendiri 

bahka.n sering bertabrakan. Kebijak~.n polilik dapat saja letap berlangsung 

mes!::i tanpa memperhalikan suara-suara masyarakat. Sebaliknya 

masyarakat bisa saja melakukan berbagai aklivitas kolektif entah dl 

bidang sosial, politik, dan ekonomi, menurul kepentingan nilai-nilai dan 

preferensinya sendiri, lanpa mertsa perlu melibalkan pemerintah. 

Pengalaman polilik di Indonesia ketika ma~a orde baru yang berlangsung 

tidak kurang dari 32 iahun telah mengajarkan kcpada kita bahwa penguasa 

saal ilu (dengan du!cungan penuh birokrasi sipil dan mil iter) dapat 

:nemulusk8i1 apa saja dan kapan saja, sering tanpa harus berdialog lerlebih 

dahulu dengan berbagai segmen masyarakat. Implemelltasi kebijakan 

publik yanz cenderung repre3if dapat berjalan mulus untuk waktu yang 

cukup lama berkat dibangunnya s[stem politik yang monolitik. 

Oleh karena itu, proses perumusan kehijakan dapat dipahami 

sehagai sebuah proses sosial (s(lcial event) dan arena perjllang~n (an 

arena of st/'ugle), tc:npat dimana para partis;pan (aklor atau kelompok) 

yang berbeda pandangan da;] lata; belakang lapisan sosialnya 

berkompetisi unluk memenangkan kepentingan masing-masing (Crehan 

and Oppen, 1988). Di sini liap aktor memamkan pr.ran sendiri menurul 
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strategi atau caranya sendiri dalam upaya menentu1(an hasil akhir (final 

outcome) kebijakan. 

Di satu sisi negara (stare) sebagai representasi dari masyarakat 

yang mendapat kepercayaanlamanah dari masyarake.t yang salah satu 

fungsinya adalah merumuskan kebijakan yang dapat meWlljudkan 

kesejahteraan sosial masyarakal'lya (welfare state). Namnn dalam 

kenyataannya tidak demikian karena banyak kebijakan yang dibuat 

pemerintah tujuannya tidak selalu untuk kesejahteraan mnsyarakatnya 

ke.rena tide.k jarang kebijakan tersebllt sering diwarnai oleh kepe11tingan

kel'elltinga.'l pihak lain atau kelompok-kelompok lain. Hal ini sesuai 

dengnn apa yang dikemukakan oleh Jeffry Freeden (2000) bahwa 

kebijakan pemerintah tidak selalu dimotivasi oleh hal-hal yang 

berhubungan dengan kesejahterann masyarakat. Karena kebijakan 

pemerintah seringkati melayani kepentingan-kepentingnn yang sempit dari 

beberapa pemimpin politik atau kelompok lobi daripada kepentingan 

masyarakat s~cara keseluruhan. Seningga t~rjadi krisis representasi negara 

baik di tingkat nasional maupun 10kal. Hal ini disebabkan kaT/~na adanya 

rela~i antara pasar (market) dengan negara (state), akan tetnpi juga 

disebabkan karena adanya penetrnsi modal yan.s kian massif ke 

pengendalian negara set;ara langsung. 

Di sisi lain dalam proses perumllsnn kebij~kan publik di samping 

adanya penetrasi morlal jnga pej~bat publik secta pemimpin politik telap 

memainkan peranan dalam proses per'lmusan kebiJakan, kar!na mereka 

tidak sekedar boneka yang dikendalikan organisasi atau dikendalikan oleh 
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masyarakat karena mereka bisa memberikan arahan-arahan barn bagi·

kebijakan publik (Grindle, 2003). 

Dalam pendekatan rational choice menga~umsikan I:ahwa sebuah 

masyarakat politik terdiri dari individr -individu yang mementingkan 

dirinya sendiri yang berkoalisilbergabung untuk menJadi kepentingan

kepentingan yang terorganisir_ Kelompok-kelornpok kepentingan ini yang 

biasanya t~rbentuk untuk memajukan masa!ah-masalah tertentu yang 

dianggap penting oleh para anggotanya, tercipta dari individu·individu 

yang berusaha mencapai tujuan-tujuan tertentu bagi dirinya sendirL 

Individu bergabung dengan individu .Ioin yang sam a-sam a mernentingkan 

diri merekll masing-masing supayz bisa mendapatkan aks~s ke stlmber 

publik (Olson, 1965). Setelah kelompok ini tel'bentuk mereka 

menggunakan uang, keahlian, koneksi, politik, suara dan sumber-sumber 

daya lain untuk mcndapatkan keuntungan atau mendapatkan sewn 

kekuasaan (rent) dari pemerintah lewat keg:atan-kegiatan lobi, lewat 

pemilikan dan beniuk-bentuk keterlibatan politik langsung lainnya atau 

lewat pemberian gan,iaran dan sangsi kepada pejabat publik (Colander, 

19J14; Srinivasan, 1985). Kegiatan scmacam ini sangat sering terjadi 

dalam konteks-konteks tertentu sehingga istilah masyarakat pencari sewa 

(rent seeki;1g societies) digunakan untuk menyebut keseluruhan sistem 

politik yang ada dan i~tilah ini banyak digllnakan olch para ekonom 

politik neo klasik (Kruger, 1')74). 

Salah satu di antara kelClmpok-kelompok kepentingan yang 

b~rusaha mendapatkan status yan g lebih menguntungkan di ealam 
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distribusi fiumber daya dalam rnasyar?kat adalah pejabat-pejabat publik 

yang dial~gkat berdasarkan pcmilihar., yang diar:ggap semata-mata 

berupaya untuk mempertahankan kekuas:lan mereka (Ames, 1987: 

Anderson dan Hayani, 1986; dan Crystal, 1983). 

Ull.tuk mempertah3llk.an kekuasaan itu mereka secara sistematis 

be:usaha memberikan keuntungan kepada sejl~mlah besar kepentingan 

yang mereka yakini bisa mem\:'antu mereka dalsm mempertahankan 

jabatan mereka. Para pejabat ini seC!lra sisl~matis memberikan keuntungan 

kepada kepentingan-kepentingan tertentu dan tidak kepada kepentingan

kepentingan lainnya dan para pejabat ini berus~ha memaksimalkan return ... 

(pengemba.iian modal) yang bisa me:eka dapatkan dari pengalokasian 

pengeluaran publik. barang publik. jasa publik. dan regulasi pemerintah 

yang mereka lakukan v.ntuk menarik dan memberi ganjaran kepada para 

pendukung mereka (Anderson dan Hayani, 1986, Bates, 1981). 

Dalarn teori rational choice dimana fokus perhatianny~ adalah 

pada kekuasaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki 

keper.tingan pribadi yang terselubung (ve.~led interest) sehingga teo'ri ini 

mampu menunjukkan faktor-faktor apa yang menghambat reformasi yang 

ditimbulkan oleh kebijakan yang ~'ldah ada sebelumnya dan oleh 

hubungan-hubungan politik yang c!;timbulkan oleh kebijakan-kebijakan 

itu (Grindle dan Thomas. 1989). Namun demikian leori ini memiliki 

kelemtlhan yailu tidak mnmpu menjelaskan bagaimana, mengapa, alau 

kapan reformasi/pen;bahar, dapat terjadi. Sebaliknya teori rational choice 

justru menjelaskan kebijakan yang sudah ada sebagai akihat dari 
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rasionalitas dari pejabat-pejabat yang herusaha rr.endapatkan sewa 

kekuasaan (rent seeking). 

Di sisi lain Schattschneider (dalam Prasetyo, 2006:16) menyatakan 

bahwa pl".lses perumusan kebijaklln publil( dapat dilihat sebagai konflik 

ar.tara b~rbagai kelompok dalam masyarak&t yang berbeda, pegawai dan 

pribadi, perbedaan kepemilikan dan hasra!. Dalam masyarakat modern, 

sumber k')nflik yang terbesar adalah sumber-sumber ekonomi atau 

kegiatan f:konoml. Kelonlpok-kelompok yang ditugikan secara ekonomi 

ini akan meminta pemerintah untuk melindullgi kepentingannya sehingga 

mendorong pemerintah untuk rnelindungi kelompok yang dirugikan 

tersebu!. Oleh karena itu, perumusan kevijakan publik merupakan proses 

negosiasi, bargaining, akomodasi dari berbagai aspirasi dan kepentingan 

masing-masing aktor yar.g berinteraksi. HasH kebijakan publik yang 

dirumaska:l merupakan perpaduan dari masing-masin~ aktor yang terlibat. 

Perpaduan ini tidak selalu win-win solution, karena perhedaal'l kekuatan 

bargaining masing-masing aktor sangat dipcl1g~.ruhi oleh c:ksistensi 

sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor. 

2.1.4. Analisis Kebljakan 

Kebijakan publik ~e"agai keputusan polhik kolektif yans, proses 

pembuatannya bia~anya melibatkan ban yak oi'ang/kelompok dengan 

beragam keyakinan ;)olitik dan kepentingall. Beragamnya keyakinan 

politik (political be/i~f) dan kepentingan (interest) itu merupakan faktor 

kunci yang menjelaskan mengapa mudah te,judi gesekan-gesekan (baik 

tersembunyi atau teral'lg-terangan) dan alotnya proses perumusan 
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kebijakan publik. Dilihat sebagai persoalan struggle, of power maka 

pembuatan kebijakan '" oleh mereka yang terlib~t telah dipersepsikan dan 

berfungsi sebagai ajang atau arena pertarungan kepentingan dan unjuk 

kekllatan. Kepada siapa pembuat kebijakan (policy maker) akan berpihak 

dan atas dasar alasan apa keberpihakan itu dilakukan pada gilirannYII akan 

menentukan wujud dan arah kebijakan itu dikelfLk kemudian harl (Abdul 

Wahab, 2(05). 

Oleh karena itu, kebijakan publik tidak aela yang netral, kapanpun 

de,n dimanapun ia lIkan selalu memuat kepentingan dan nilai-nilai 

ekonomi politik. Selain itu kebijakan publik karena menyangkut orang, 

pasti akan bersinggungan dengan nilai-nilai yang mereka anut, 

kebutuhannya, opsi dan pilihannya (Cochran and Malone, 1995). 

Sedangkan analisis kebijakan mempakan bidang yang diterapkan 

pada sampel semua bidang kegiatan yang :~rc rg&nisasi baik di sektor 

birokrasi privat (swasta) maupun di sektor birokrasi publik (pemerintah). 

Akan tetapi aplikasi pengetahuan analisis kebijakan nampak paling 

konkrit dan meluas adalah di sektor puLlik. Ha! ini disebabkan karena 

dampak atau pengaruh politik yar.g dapat ditimbulkan adanya keputusan

keputusan yang diambil oleh pp.merintah terhadap kehidupan masyarakat, 

di samping itu karena makin meluasnya fungsi dan jaringan pelaJ:anan di 

sektor publik. 

Selain itu pemerintah ternyata tidak selalu berhasil secara 

gernilang dalam mewuJudkan efek atau dampa!( kebijnkan yang 

dihatapkan (policy Intended !mpact~). Banyak kebijakan sosial terutama 
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program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, 

kesejahteraan sosial dan lain-lain ternyata tidak efektif, sernentara banyak 

dana yang dengan susah payah diperoleh dari hasil menghimpun pajak 

dari rakyat telah dihambur-hamburkan secara sia-sia (Quade dalam 

Wahab, 1999:60). Dilihat dari sudut ini, analisis kebijakan dimaksucjkan 

sebagai upaya penilaian evaluatif (evaluatif research) yang cermat 

sebelum pilihan-pilihan kebijakan (policy choice) tertentu digariskan dan 

sebelum cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan ditetapkan. 

Oleh karena itu perlunya analisis kebijakan publik disebabkan 

karena kompleksnya tanggung jawab, urusan dan program yang 

dilaksanakan oleh pemerintah yang menurut Minogue "embraces the 

whole of social. economic. and political life. either in practice or 

potentitially" (Minogue dalam Abdul Wahab, 1999:61). 

Sementara Durning (1999:47) mengajukan suatu aiternatif berupa 

konsep yang disebut kebijakan partisipatif (partisipative policy analysis). 

Analisis kebijakan partisipatif ini diharapkan membantu warga negara 

untuk bisa berperan sebagai subyek dengan cara berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis ini juga diharapkan dapat 

memberdayakan masyarakat, karena dalam sistem demokrasi partisipatif 

warga negara akan memerintah diri mereka sendiri dengan keputusan

keputusan yang didasarkan atas keunggulan argumen mereka. Di sini 

dibutuhkan peran seorang pakar kebijakan publik yang menjadi fasiIitator 

bagi proses dialog dan pemberdayaan yang mampu membawa 

pengetahuan teoritis dan empiris pada diri dan pikiran partisipasinya. 
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Dalam pro~es pembangul'an suatu negara (emtama negara-negara 

yang sedang berkembang, kebanyakan negare. ikut campur di dalamnya 

bahkan menentukan sckali dalam proses pelaksanaannya. Dengan kata 

lain mengapa negara dalam proses pembangunan sangat berperan. Untuk 

itu terlebih dahulu kita melihat apa yang dimaksud dengan istilah negara. 

D:1lam hal ini Piere Jamts (1990:13) mengemukakan bahwa: "The state 

(defined here as the government, bureaucracy and other instruments of 

the government) is the single most important actor in the economy, society 

and polity of any nation, and it is the recognition of its importance in less 

Developed Countries (LDCs) which has led to its popularity as a topic for 

investigation. Dalam teori Marxist negara dianggap sebagai: "state as 

being an instrument of single ruling class (Sachs (1964) dalcrm Pierre 

James: 1990, 113). The ruling class dalam hal ini diidcntifikasikan 

sebagai modal asing (international capital). Seperti yang dikemukakan 

oleh Petra5 bahwa: the domestic elites in less dev,!lopment countries to be 

pl'imerily a comprador class, a medium through which the th!.,·d national 

countries exploit the resources afthe nation. Jadi elite domestic iii negara 

sedang berkembang menja.di ke1as komprador yang menjadi perantara 

mengeksploitir sumber-sumber k~keyaan negara yang bersangkutnn. 

Dengan menggunakan militer di negara yang bersangkutan. untuk 

mclakukan tekanan-tekannn guna menjamin reproduksi dari hubungan

hubungan kapitaHs (P~tras, 1975: 291). 

Daianl teod strukturalis yang lahir dad tulisan-tulisan Marx's 

menganggap bahwa negara (slate) sebagd mediator dad konflik diantara 
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ketas-ketas yang ada. Sebagaimana dikemukaknn oteh Palltantras (t974: 

85) bahwa state buomes relatively aulonommJS 0/ any class or class 

factions, although one ji-action can retain a large degree 0/ control over 

.. he state, a/action that is always a/capital. 

Datam hUbllngannya der.gan negarl\ yang sedang berkembang 

terdapat tiga motivasi dalam teori illi yaitll: 

Per!ama, sebagaimana dikemukakan oteh Anderson (1997) dan 

Samoff (1982) bahwa: the sate as acting to mediate conjlicts between 

/orelgn capital domestic elites and the poor. in this context, although the, .. 

government largely represents the interest of the domestic or foreign 

elites, it must occasionally grant conceesions to the ,ooor alld middle 

clasess to avert social d:strubances. 

Kedua, State as a mediator of conjli::ts between' the" foreign and 

local fraction of capital. 

Ketiga. we look at Ihose Nructuralist t"eories which i:1terpret the 

state as only mediating conflicts between the domestic elits. 

De:ri uraian tersebut dapat dikatakan bahwa negara (statc) temyata 

sebagai penengah/medi'1tor jika teriadi k( ·nflik diantara kelompok

kelompok elit terutama di negara-ncgara yang sedang berkembang. Akan 

tetapi dalam fenomena pembar,gunan tidak sclamanya negara (state) 

menjadi mediator justm (st.1te) negeIe: cukup berperan dalam proses 

pembangunun. 

Hat ini sesuai dengan apa yang dikemt:kakan oteh Mouze\is 

(dalam David Booth, 1994: 120) bahwa da.1am proses, industrialisasi 
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negara (state) mEnggunakall ke~ijakan proteksionis dan progrrun 

lndustrialisasi pengganti import. Akibat dari kebijakan tersebut sektor 

lndustri tidak kompetitif secara intemasional berkaitan dengan kebijakan 

jokal dan bllrbagai sumbcrdaya miileral negara. 

Di sid lain dikat~kan babw:l neg~ra (.Itate) harus melakukan 

intervensi secara fleksibel dan st'lektif tidak untuk merusak inisiatif 

5wasta, tetapi jug'! mengembangkan dan mengarahkannYIi menuju 

modernisasi pertanian, dan peciptaan ilUbungan yang kuat IIntara industri 

dlill sumber-sumber pertanian (Mouzetis, 1994: 132). 

Dalam masyarakat kapitalis negara (state) sebagai instrumen dari 

kelas penguasa yang dikuasai oleh berbagai kepcntingan kelas tersebut. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Miliband (1969) bahwa "state in 

capilalist s,)ciety was ~m instrument of a rulling class which ruled in the 

interest of that class, Politicia,~s, civil servants and business and financial 

elites ',vere, he arg1led, people who come from the same social class, had 

been educcted at same schools, and operated in the interest of the 

capitalist ,Iystems" (Negara dalrun masyarakat kapitalis merupakan 

instrumen kelas penguasa yang 11engatur negara demi kepentingan kelas 

itu sendiri. Politisi. pegawai negeri sipil sert~, elit bisnis dan finansial 

adalah orang-orang yang berasal dari kelas yung sarna m.mdapat 

pendldikan sekolah yang sarna dan bekerj" demi sistem kepentingan 

kapitatis). Namun kritik struktural ata. leori tersebut sebagaimana 

dikemukakan oleh Poulanzas (1S'73) berpe'ldapat bahwa negara sebagai 

insttumen kapitalisme tidak bisa menerangkan 2 faktor: pertama. bahwa 
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yang penting di sini bukanlah kelas pegawai negeri sipil, politisi dan 

lainnya narnun yang lebih pentir..g arlalah kekuasa~n "struktural" dan 

kapilal yang pada akhirnya menyusun proses pembuatan keputusan; 

kedua, sejauh mana negara bisa membuat keputusan seears. otonom dari 

sistem kapitalis. Model negara ds.lam masyarakat kapitalis s~bagai sesuatu 

yang otonomi dari mode produksi kapitalis dan dari kepentingan kapitalis 

ini telah diaplikasikall dalam pendekatan kritis aTau radikal terhadap studi 

pemhuatan kebijakan publik. 

Lain halny~. dengan pandangan Moe's (1990) yang menyatakan 

bahwa politik pilihan stntktural juga mcnYl.lsun kebijakan publik sebagai 

susunanJrenC'lna institusional (illslitutional arragemems). fa mengakui 

bahwa pentbahan institusional dapat dipandang sebagai hasil dari usaha 

individu seeara rasional untuk me,1ghasilkan masalah-masalah tindakan 

kolektif dan kerjasama untuk saling menguntungkan (Moe, 1990b: 213). 

Moe's mengusulkan bahwa teori yang bersifat ekonomi tentang 

pembangul'lan institusional hams dilengkapi dcngan teori politik yang 

memandang pengernbanganlpembangunan institusional dan modifikasi 

stoagai proses politik yang terlibat konJik dcngan kekuasaan. 

Memandans bahwa formasi kebijakan pllblik (da.n orga>:isasi yang 

melaksanakannya) rnur.eui/iahir dari inter3ksi dari kelompok-keJompok 

kepentingen, politisi, dan hirokrat dalam konteks, demokrasi politik (Moe, 

1990: 13 i). Pada prinsipnya para aktor da1am proses kebijakan 

mengelompok dan m~mbentuk bu mengenai pembentukan kelompok. 

Moe mengeksp10rasi proses dimana kelOlnpok-kelompok berjuang untuk 
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memperoleh kontrGI pemerintah untuk mencapai apa yang telah 

direncanakan. para aklor politik atau menerima pilil:.an-pililian dalam 

proses pcmbuatan kebijakan yang memisahknn desainlrancangan 

kebijakan dengan kcbijakan yang rnenginginkan hahwa tuju:m kebijakan . 

mereka tidak dicapai melalui proses dan struktur yang mereka lakukan 

(Moe, 1990b: 228). 

Kelompok-kelompok yang diorganish yang berkepentingan dan 

memberikan perhatiannya tidak hanya pada isi kebijakan akan tetapi juga 

pada struktur organisasi yang melakf'nakan kebijakan tekanan terhadap 

kompromi politik dan ketidakpastian sp.ce.ra politik, kelompok-kelompok 

yang diorganisir menghendaki birokrasi melupakanlmengabaikan aturan

aturan formal dan membutuhkall efektiveness yang merusak serta 

mengisolasi kontrol demokrasi yang bertentangan (Moe· and V/i1son, 

1994: 5). 

Oleh karena itu berdasarkan apa yang tp.lah diuraikan tersebllt 

betapa rumitnya, proses perumusan kebijakan tersebut dan bagaimana 

pe:an serta sikap negan dalam proses perumusan keoijakan itp. Dalam 

kapilalisme liberal pasar (market) tidak memikul fllngsi-fungsi integrasi 

sosial senc1irian. Hubungan kelas antara buruh dengan pemilik modal 

herbentt:k hubungan a politis ketika persyaratan-persyaratan umum bagi 

kelangsungan eksistensi produksi kapitalis dipenuhi negara. Dengan 

fungsinya negara sebagai instrumen, dan bukan sebagai objek 

mekanisme pliSar. 
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D~ngan bedi.mgsinya l'egara sebagai in~trumen dan bukan sebagai 

obyek mekanisme pasar, maka Gominasi non-politis bisa terjadi melalui 

apropriasi (memiliki untuk diri ser.diri) sektor swasta atas nilai lebih yang 

diproduksi secara sosial. Pengolahan modal terjadi dalam situasi 

persaingan tanpa batas. Kendatipun demikian kondisi-kondisi yang 

mendukung persaingan yakni landasan sosia! dari produksi nilai lebih 

tidak bisa diprodcksi sendiri melalui C.1ra-cara kapitalis. Mereka 

memerlukan negara yang memposisikan diri di depan kapitalb-kapitalis·· 

perseorangan sebagai bukan kapitJ.lis dalam rangka membantu seeara 

terang-terangan "kehendak kolektif kep talis" namun ia tidak berada 

dalam ranah kompetisi. Sehubungan dengan cara-caranya yang non 

kapitalis, negara membatasi kemampuan produksi kapitalis, dalam hal 

fungsinya, negara harus mampu menjaga eksistensinya (Habermas, 2004: 

190). Hanya ketika negara te1ah menjadi pelengkap bagi ekonomi, maka ia 

menjadi "alat" baginya. (Max dalam Poulamzas, "The Problem of The 

Capitalist State", 1969: 67). 

Dalam formulasi Mar:ds, fun~si utama dari negara adalah l.mtuk 

mernastikan agar hcgemonial kcku&saan legal, institusional dan ideologis 

tetap dipegang oJeh kelils yang dominan atau ali ansi kelas yang dominan 

di atas kelas-kelas lain yang meqiadi bawalJannya (suhordinat). Dalam 

kondisi normal, negara adalah sebuah instrumer· dominasi struktur dari 

hllbllngan antar kela~. dirnana instrumen dominasi negan\ dalam 

bentuKnya yang paling sederhana bertindak sebagai sebuah "organisasi 

dtri kelas pemilik untuk melindungi dirinya dari kelas-kelas bukan 
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pemilik" (Engels, 1968:291). Oalam alhan Marxisme klasik, karakter 

represif dad negara ini sangat ditonjolkan dan tujuan dari kebijakan adalah 

untuk memajukan dan melindungi kepen(ingan-kep~n(ir,gan kelas-kelas 

pengeksploitasi dari kela3-kelas yang dieksploitasi (Tucker, 1969). 

Akibatnya elit kebijakan dipandang sebagai kepanjangan tangan dari 

ke1as-kelas yang dominan untuk mencapai tujuan dominasi itu, sehingga 

dipandang bahwa elit kebijakan tidak memiliki otonomi. 

Dari w'aian tersebut dapflt disimpulkan bahwa negara di samping 

sebagai instrumen bap,i kelas yang berkuasa, jugfl dengan menggunakan 

bbijakannya melakukan proteksi bahkan interven~i terhadap prograrn

program i ndustri dan swasta. 

Ak<m tetapi sejak berlakunya neoliberalisme yang ciioperasikan 

oleh lembaga-Iembaga ekonomi dunia seperti World T.-ade Organization 

(WTO), perusahaan !ransnasior,al (Th"C's, MNC's) dan bahkan 

melibatkan lembaga··lembaga keuangan inlernasiolld (international 

Monetary FundlIMF dan World BanklWB) sehagai aletor nkumulasi 

modal, negara dipinggirkan, bahklm hingga sampai peran dan tanggung 

jawab sosiolnya. Karena negara dianggap tidal( mal11pu mcmiliki tugas 

yang menjadi basis filsafat keberadaannya yaitu mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan sosial msyarakatnya. Akan tc!api pada saa! yang sarna 

negara begitu perkaJa k~tika melakukan hal y: ng merupakan satu-satunya 

peran negara yang bisa dikatakan membangun basis legal material operasi 

kapitalisme penjagajika ada "gangguan" dari masyarakat etau mahasiswa. 

Oi sinilah kematiall demokrasl tersebut terjadi, ketika eksekutor kebijakan 
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publik tak lagi diperankan oleh negara. narnun oleh kuasa pasar. Negara 

semata-mata sebagai pelaksana dari kebijakan yang sudah dirancang oleh 

pasar (market) (Noreena Herzt: 2005:VII). 

Kekuatan neoliberalisme yang maha dahsyat ini berhasil 

mentransformasikan platform partai-partai politik yang cenderung kiri 

menjadi kanan seperti pemerintahan Tony Blair dari Inggris, Schroder dari 

Jerman, Rionel Jospin dari Perancis, yang semuaaya berasal dari partai 

buruh. 

Banyak dari penerapan neoIiberalisme menurut Noreena Herzt 

(2005) terdapat segelintir negara mcngalarni kemajuan ekonomi yang 

fantastis seperti di Inggris, Selandia Bam, Australia, Chili, Singapura, 

Thailand 

dan India. 

Sementara di Indonesia sejak pertengahan 1980-an sarnpai awal 

1990-an melalui berbagai paket kebijakan, pemerintahan Indonesia 

melakukan perombakan sistem fiskal, finansial, perdagangan, penanarnan 

modal, pengaturan transport dan berbagai bidang administratif lain, 

dengan tujuan mendorong beroperasinya mekanisme pasar bebas 

(Mas' oed dalam Chaniago, 200 I :XXVI). 

Sejak reformasi membuka kran kebebasan poIitik, konsolidasi 

neoliberalisme begitu masif dan cepat di Indonesia. Percepatannya 

melebihi konsolidasi koalisi sipil demokratik sehingga kelembagaan 

politik yang terjadi pasca dekonstruksi Orde Bam bukan bercorak 

transformasi demokratik, nanlUn neoliberalisasi ekonomi politik. Sejak 
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neoliberalisme tersebu~ dapat d;tacak dalam semua bidang yait!.: bidang 

politik. ekonomi. hukum. pendidikan hingga kebudayaan. 

Dalam bidang politik. penguatan ckmokrasi Iiberal-demokrasi 

proseclural didukung oleh berbagai lembe.ga founding yang berperan 

daJam proses pemikiran umum. Pengawasan pemilihan umum tidak 

bertujuan memastikan keterwakilan masyarakat. uamun agar tidak terjadi 

pelanggarM. telcnis YMg dapat menyebabkan krisi~ legitimasi formal. 

yang dapat menciJ:takan instabiJit<.s. sosial politik (yang dihindari dunia 

bisnis). 

Di bidang ekonomi ditandai olch proses privatisasi massif. Begitu 

privatisasi dibuka. dengan sekejap terjadi pengambiJ alihan besar-besaran 

terhadap aset negara yang sudah dikuasai pcmodal asing adalah BRI. BNI. 

PT Adhi Karya. PT. Kewasan Berikat Nusantara. Telkomsel. Bank 

Mandiri dan masih banyak yang lair.nya. 

Dari apa yang dikemukakan tersebut di atas kha dapat rnellgetahui 

bagaimana sebetulnya peran dari suam negara terutama dalam proses 

pengambilan keputusan. faktor-faktor apa yang ikut mempengaruhi dalam 

proses pengambilan keputusan lersehul. 

Apa yang telah diuraikan pada bagian terdahulu tersebllt adalah 

scor makro atau daIam mang Iingkup negara yaitu pcmerintahan pusat. 

Bagai mana dampalmya terhodap pe!llerin tahan lokal. sebagaimana apa 

yang dikemukakan oleh Bates (J98Lr.) b~hwa "untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik ten tang persoalan mendasar dari 

pemer:ntahan pada negarn-negara sedang berkem bar.g. para pengamat 
.. -
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hendaknya memberikan pcrhatian khusus terhadap kapasitas dari elit lokal, 

haik pada sektor publik maupun swasta, dalam mel"kukan "anlonomous 

choices" (pilihan bebas) dan lebih menit;kberatkan perhatian dalam 

mencermaii peran dari piJihan kepentingan para elit laical te.sebut dalam 

mcmpertejllm pengaruh dllri Jingkungnn lunr tel'h~.dap struktur komunitas 

lokal. 

Neglll'a Indonesia sebaglli suatu negara yang sedang mengalami 

reformasi dari sistem otoriter birokratik menuj u demokratik tentunya 

dalam masn trans;si ini muncul berb&gai persoalan lain terutama yang 

berkenaan "engan proses pengambiJan keputu~an atau kebijakan lebih

iebih di tingket pemerintahan Jokal. 

Ket.ika otonomi daerah diterapkan meJaJui Undang-undang No. 29 

tahun 1999 dan Uncl.ang-undang Nc>. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, hampil' setiap daerah membuat 

kebijakan melaJui Peraturan Daerah (Perda) dengan tujuan untuk 

meningkatkan penciapatan daerah. Tidak semua kebijabr. yang dibuat 

tersebut sejalan dengan kcinginan masyaraht IOkal, tcrutama. kebijakan 

yang berkenaall c.Ieng~tn industrialisasi di daerah. Karena dengan 

didirikannya industrialisasi maka akan mengakibatkan degradasi di 

r.amping yang lainnya. Struktur so sial yang tumbuh dan berkembang di 

daerah-daerah industri lelah menempatkan pemiEk kapital atau petaku 

bisnis pada posisi senlral dan dornimm mempeng"ruhi proses pengambilan 

keputusan yang menyangkllt haj ad orang ban yak . Sementara itu· 

komt1nitas lain yang lidak terlibat dnlam kegiatan industri berada di 
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pinggiran dsn kerapkali dikesampingkan dalam proses pengambilan 

keputusan. Posisi komunitas ini semakin buruk ketika pemerintah dan para 

elit politik dengan dalih demi ke3ejahteraan masyarakat lebih berpihak 

pada kepenHngan pars. pllmilik kapital (Usman, 2004:27). 

Bagi pemerintah keberadaan indllstr: dan jalinan kerjasama 

dengan pemilik modal sangat dibutuhkan sekali terutama dalr.rn rangka" 

meningkatkall pendapatan daerah melalui pemhayaran pajak, retribusi, 

dan pembagian dana bagi hasillain. 

Bagi para elit politik, keberadaan industri dan jalinan kerjasama 

dengan para pemilik modal sangat diperlukan sekali temtama ketika partai 

politik yang mereka rimpin melakukan fungsi eksternal seperti kampanye 

rekuritmen anggota iegislatif dan membentuk pemerintahan. Para pelaku 

bisnis bisa diminta untuk mengalokasikan dana dalam jurnlah cukup besar 

untuk mendukung program·program yang mereka tawarkan kepada para 

pemilih, sekaligus memberi jalninnn kr~ak ketika mereka menang, berhasil 

membentuk pemerintahan dan m~'lgimp!emcr.tasikan program-program 

tersehut untuk memperoleh legitimasi, pelllbenaran atau· simpati 

masyaraka:.. Baik bagi pem~rintah maupun bagi elit politik biasanya 

rnelontarkan isu bahwa keberadaan industri atau kerja sama d-:ngan 

pemilik kapital adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari apabila hendak 

memenangkan kompeti3i dengan daerah lain atau negara lain dalam era 

globalisasi. 

Sikap peme:rintah daerah "(ersebut yang cenderung berkolaborasi 

dengan pemilik kapital (pemodal) dilihat dad kaca mata pemerintah lokal 
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mungkin rasional akan tetapi dari knea ;nnta publik mungkin tidak 

rasional, karena dampak yang ditimbulkannya dari kebijakan tersebut 

akan memgikan masyaral<atlpublik. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan dalam teod pilihan publik bahwa tujuan-tujuan yang 

rasional secara politis baik yang dimiliki obh kepcntingan-kepentingan 

pribadi maupun oleh pejabat-pejabat resmi pad a umumnya membawa 

hasil yang tidak rasional seeara ekonomis karena elit kebijakan bisa jadi 

akan mendapatkan tekanan yang makin lama makin besar untuk 

mengambil dan membelanjaka:1 sumber daya publik untuk 

mempertahankan hubungan politik dari pihak yang memiliki kekuatan 

ekonomi besar (Grindle, 2003; 25). 

Oleh karena itu para pembuat kebijakan dapat menentukan 

pilihan-pilihan mana yang hendak diambil dalam proses perumusan 

kebijakan. Adakalanya pemerilltah. daer~.h seringkali merubah kebijakan 

yang telah diputuskarl. Misalnya adanya perubahan atau revisi terhadap 

perubahan tata kota yang dikenal dengan R. T IR W. perubahan tersebut 

disebabkan karena adanya permintaan dari pemilik modal (capitalis). 

Dengan d'~mikian pemerintah lokal demikian mudr.hnYn 'merevisi 

kebijakan yang sudah ditetapkan. Perubahan terse but disinyalir karena 

adanya interest-interest tertentu dari pejaba~ lokal di samping juga demi 

kepentinga!1 daerah. 

Memahami kepentingan pemerintah daerah dalam kaitannya 

dengan perubahan kebijakan yang ada dap,)t dibedakan dua kntcgori yaitu 

kepenti,ngan publik (public interest) dan kt.~pentingan individu (individual 
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in/ores/). Mengenai kepentingan publik relatif tidak sulit untuk 

diidentifikasi. Antara lidn Kepentingan pe.merintah daerah untuk 

penir.gkatan prestasi sektor swasta dalam program-program pemerintah. 

Scdangkan bentuk ker,entingan individu nampak lebih rumit dihandingkan 

dellgan "public Interest" karena individual interest lebih banyak bicara 

kepentingan individu elit lokal yang nampak lebih komplek. Hal ini sesuai 

dengan apa yang dikemukakan oleh Mouzelis (1975) bahwa u .... 

(termasuk di kalangan organisasi pemerintah) terdiri dati sejumlah 

individu yang memiliki tata nilai pribadi. ekspektasi dan. pola perilaku 

tersendiri". Adalah suatu fenome:1a yang tak dapat dihindari tegas 

Mouzelis. bila individu-individu yang tergabung di dalam organisasi 

'ersebut juga memiliki sejumlah tujuan pribadi (individual goal) dan akan 

berusaha memperjuangkan pencapaiannya. Dengan demikian setiap 

keputusan ata'l kcbijakan yang diambil oleh sebuah organisRsi 

prndckatannya mcrupakan scouah kompromi da~i sunlu pcrjuangan untuk 

mewujudkan pencapaian h.:juan o'ganisasi dan kepentingan individu. 

Selanjutnya dalam konteks birokrasi Mouzelis mengatakap bahwa: 

uBirokrat harns dilihat sebagai bagian dari makhluk hidup (manusia biasa) 

yang memiliki emosi, keyakinan. dan sejumlah tuj uan individu; (dimana) 

tujuan yang dimiliki (oleh para birokrat tersebu~) tidak selamanya selaras 

dengan tujuan umum dlri organisasi. Asp~k-aspek dari perilaku individu 

tersebut (tidak dapat dihindari) akan mempcngaruhi struktl~r d~n fungsi 

dari organisasi secara kese!wuhan. tMouzelis. 1975: 56 - 57). 
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La.in halnya dengan apa yang dikemukakan Dollary and Walls 

(1997) yang mengatakan bahwa: "warga negara yang berusaha untuk 

menyelewengkan sumbcr-sumber yang langka dari pemerintah untuk 

dirinya sendiri dikategorikan sebagai "rent-seeking". Sedangkan ciri-ciri 

rent-seeking disini dlkemukakan oleh Bucharan (I980) bahwa: "the term 

rent-seeking Is designed to describe behaviour in institusional setting 

where individual efforts to maximize valu~ gene."aU social waste reather 

than social surplus ... Ihe unintended couseqwences of individual value 

maxlmlzat/on shift becouse Individuals become different moral rings and 

modify their actions accordingly. but because institutional, structure 

changes. The setting within which individual choices QI'e made Is 

transformed As institutions have moved away from ordered markets to 

world the real chaos or dr"ecl political allocation. renl-seeking has 

emerged as a significanl social phenomena" (Buchanan, 1980 dalam 

Dollary 2001: 63). 

AnaJisis tentang kelompok-kelompok kepentingan dalam 

meredistribusikan kekayaan dan kekuasaau melalui proses politik telah 

dilakukan pendekatan oleh ahli ekonomi dari tiga teoritis, yaitu: perlama, 

teori rent~seeking mencoba menje1askan cara dimana warga/seseorang 

mtncari kekayaan maksimal dengan menggunakan intervensi pemerintah 

untuk mer..ghasilkan kekayann ckonomi untuk dirin),a. Kedl/a, renl

seeking dimaksudkan untuk mcmperoleh hasil kekayaan dan memeliharn 

kedudukan yang climiliki. Ket/ga, teNi !<ebijakan yang bersifat 

endogenous yang dikembangkan oleh Mac Gee et. al. (J 989) yang 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



71 

memberi titik terang dimaaa ke1ompo]<-kelompok kepenti'lgan dapat 

mp.manipulasi proses politik mtuk menjamb pembagian hasil yang 

mereJ<a inginkan. Escnsi dari perspektif teoritis ini rnenyelidiki sifat atau 

ciri· dari formulasi kt'biJakan ekonomi dan sosial dan mencoba 

menjelaskan mengapa terjadi penyimpangan kebijakan yang mereduksi 

kesejahteraan, yang tidak rasional menurut pandangan masyarakat secara 

keseluruhan. Mac Gee I!t al. (I989) membedakan antara pengertian 

tentang efisiensi ekonomi dan efisiensi politik. 

Oleh karena itu pejabat publik yang diangkat lewat pemilihan 

biasanya menganut sebuah perhituugan "kalkulus strategis" yaitu dimana 

mereka berusaha menggunakan sumber daya publik untuk 

mempertahankan kekuasaan mereka ~ehingga sumber-sumber daya negara 

itu menjadi "senjata mereka untuk menlpertahankfln diri" (Ames, 1987 

dan Ddilorenzo, 1984). Demikian juga pejabat yang diangkat tidak lewat 

pemilihan pun· juga merespoil tekanan dari kelompok-kelompok 

kepentingan karena merckil bisa mendapatkan sewa (rents) kekuasaan 

dengan cara memberikan akses barang, jasa dan regulasi ptlb1lk kepada 

kclompok-kelompok terlcnlu (eolande, 1984 Brock dan Mac Gee, 1984, 

Krueger, 1874) maka politik dipandang sebagai total keseluruhan dad 

individu-individu yang b~rusaha mendapatkan keuntungan bagi diri 

mereka sendiri lewat kebijakan publik ditambah dengan pejabat-pejabat 

yang berusaha mendapatkan keuntungan dari jabatan publik mereka agar 

mcreka clapat terpili h lagi. 
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Oleh karena itu yang menj2.di persofli1n sekarang apakah setiap 

kebijakan yang dibuat oteh pemerintah tokal itll tcrmasuk hbijakan yang 

spektakuler dan menciapat resistensi jari masyarakat ketika 

diimplementasikan mengandllng atau mencari rent-seeking. Untuk 

menjawab hal ini barangkali dapat dijelaskan m~lalui hasil penelitian yang 

penulis lakl.lkan di wilayah Pemerintah Kota Halang . 

2.2 Relasi Kepentingan Antara Negara, Pa,ar, dan MlIsyarakat 

Sebagaimll.na tllktmukaklln oleh Robclt Acher (1994) bnhwa tata 

pemerintahan yallg baik hants didukung oleh tiga komponen utama yaitu 

terbentuknya negara yang kuat, pasar yang kompetitif dan masyarakat sipil 

yang mandiri. 'figa komp'Jnen negara, ;Jasar dan masyarakat sipi t akan selalu 

berinteraksi set:ara dia!ektis dalam masyarakat dan apabila mnsing-masing 

komponen dapat bekerja ses:Jai dellgan norma-norma politik demokrasi-liberal .. 

maka tata pemerintahan yang baik akan t~rbentuk dengan sendirinya. Ide ini 

kemudian ban yak dijadikan sebagai norma politik dan teori pemerintahan di 

negara-negara yang sedang datam rnngka mcnllill pembcntukan pasar bebas 

dan demokrasi (Acher, 1994 dalam Nugrohu, 2001:28). 

Yang ciimakslld dengan negara yqng kllat adalah terbentuknya 

pemerintahan, baik pusnt mauplin ciflerah, yang memiliki legitimasi hingga 

masyarakat lapis bawah. Pemerintaban tersebt harus dibentuk· secara 

demokratis melalui sebuah sistem pemilihan tlmum yang melibatkan seluruh 

elemen masyara!<at. Pemerintah yang kll..tt memiliki cici-ciri lImum bahwa 

pemerintah itu dibentuk oleh masyarakat melalui proses partisipasi politik, 

sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan merupakan cerminan dari 
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kehendak masyarakatnya, apakah itu kehijakan (;konomi, sosial dan politik. 

Dengun kata lain, proses pengambilan i<ebijakan itu melibatka.n P?rtisipasi 

masyarakat. Hila kebijakan yang diambil hanya berdasarkan pada lapis 

eksekutif maupun legislatif maka kebijakan itu tidak mengakar dalam 

masyarakat. Ciri-ciri pl'merintahan yang kuat adalah bila scbelum mcngambil 

kel:-ijakan selalu didahului dengan diskusi atau debat publik baik melalui 

media modem maupun tradisionai. Jad: partisip<;si masyarakat merupakan 

unsur yang penting dalam setiap pengambilan keb:jakan pemerintah. 

Terbentuknya tata pemerintahan yang baik juga harus didukung oleh 

terwujudnya pasar yang kompetitif. K,~yakinan seperti ini muncul dari faham 

Neo-liberal yang kemur:lian menjadi "nerma politik" yang m~nganggap bahwa 

demokrasi membutuhkan persyaratan minimum yang harus dipenuhi yaitu 

tidak terjadi kemiskinan dan ketimpangan atau didukunr, oleh perkembangan 

ekonomi yang memadai. Demokrasi tidak akan jalan kalnu tide.k didukung 

oleh perkembangan ekonomi. Perkem bangan ekonomi tersebut dapat dicapai 

melalui mekanisme pasar yang bebas dan kompdtif. Artinya, s~tiap warga 

harus memiliki kemampuan yang seimbang dalam mengakses pasar' sehingga 

tidak terjadi rnonopoli dan terbentukla.i hurga yang wajar. Pemcrintah tidak 

diperkenankan mengatur pasar karena hanya akan menciptakan distOIsi tetapi 

ia banya menjadi fasilitator agar terbentuk kompetisi yang sehat. 

Kedua hal, yaittJ negara dan pasar, dopat berinteraksi dengan baik 

kalau terbentuk ketertiban sosia!. Bagalmana mungkin pemerintah yang kuat" 

muncul dan pasar yang kompetitif terjadi kalau masyarakat selalu dalam 

kondisi yang tidak stabil, chaos atau anarkhis. Ketertiban s()sial dapat dicapai 
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melalui pembentukan masyarakat yang barad:tb atau sifat civility yang muneu! 

yang ditandai dengan kemampuan menciptakan keberr.d&han tanpa eampur 

tangan negara. Masyarakat di!larapkan mampa mengorgdnisasi dirinya sendiri 

atas dasar kebutuhanya s~ndiri melalui lerr.baga-Iembaga non negara seperti 

lembaga-!embaga yang beroperasi pada tigkat lokal. Ketertiban ya.,g muneul 

dallUl1 masyarakat bukan karelll\ ketakutan masyarakat terhadap aparat negara 

tetapi karena mtmang ketertiban sosial uebagai kebutuhan bersama. Konflik

konflik yang terjadi dalam masya~akat capat diselesaikan tanpa harus 

menggunaksn kekuatan aparatur negara. Dialog dan negoslasl leblh 

dikedepakan dalam penyelesaian persoala., sosial dari pada eara-eara 

kekerasan. Inilah yang dinamakan sebagai civil society atau l!1.asyarakat 

madan;. 

Mengenai hubu(,gan antara negara dengan pasar menurut pandangan 

klasik mengatakan bahwa semua yang menyangkut masalah ekonomi 

diserahkan pada pasar (market). Negara tidak melakukar. intervensi, negara 

hanya mclayani urusan-urusan non ekonomi. Sedangkan pandangan neo

klasik mengataksn bahwa h::lI11pir semaa kegiatan yang bersif"lt nor •. ekonomi 

diserahkan pada pasar (mark.?I). Akan tetapi dalam beber:lpa aspek negara 

bolp.h melakukan intervensi ~;eperti misalnya: (I) jika terjadi ekternalisasi, 

misalnya terdapat StlatL perusahaan yang dalam mengelol" produksinya terjadi 

peneema:an lingkungan yang dapat merugikRn dan mengganggu masyarakat 

sckitarnya, (2) menyangkllt hak kepemilikan at au hak propertis, dan (3) 

apabila terjadi monopoli di bidang ekonomi dan lain sebagainya (Yustika, 

2006). 

.. 
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Lain halnya dengan pandangan dari Keynesi&n yang mengatakan 

bahwa negara dapat melllkukan intervensi ke dal~m pasar jika le~jadi krisis .. 

atall re3esi ekoMmi yang mana cara. penyelesaiannya negara dapat 

memanipuJasi melalui pengcluaran pemcrintah (government expenditure). 

Selain itll juga dapat melaJui pajak progresif dan lain-lain. Sedangkan 

pandangan Maxian mengataksn bahwa negaralpcmerintah sebagai penyediaan 

jass kepentingan kelompok bunJh. A!<an tetapi kenyataan dalam hubungan 

antara negara dengan pasar tidak demikian justru pasar lebih banyak 

diuntungkan oJeh negara, bahkan negosiasi didominasi oleh pasar terutama di 

negara yang menganut sistem kapitalis. Hal ini sejalan 4eng:m .apa yang 

dikemukakan ?red Block (1997) yang lebih struktural dalam menjelaskan 

mengapa negara dalam sistem kapitalis cenderung mel1jalankan kebijakan

kebijakan yang menguntungkan kaum pengusaha. Lebih lanjut ia menjelaskan 

bahwa sistem kapitalisme dapat berjalan dengan lancar apabila: (I) 

pengembangan modal (capital accumulation) dimungkinkar.; dan (2) sistem 

kapitalisme dapat memproduksikan dirinya secara terus meilenlS. 

Negara dalam sistem kapltalis dimungkinkan hidup kalau ada 

pcmnslJknn yang cukup dad pajak tcrhadltp modul. Karcna ilU, kclangsungnn 

hidup ne6ara sangat erat herkaitan dengan proses pengemhangan modal. 

Pengembangan modal tida..l( tergauggu kalau sistem kapitalis yang ada beIjalan 

dengan stabil. Dengan demikian fungsi dari negara dalam sistem kapitalis 

adalah: (1) mcnciptakan kondisi sehingga pengembangan modal dapal 

berjalan dengan baik. OIeh karena itu tugas negara untuk menciptakan 

business confidence bagi kaum kapitalis, domeslik maupun asing; (2) 
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memeratakan kekayaan secukupnya supaya kaum buruh bisa memproduksikan 

dirinya secara terus menerus juga supaya kaum buruh membuat huru hara 

yang dapat merusak business confidence; dan (3) berperan sebagai polisi 

untuk mencegah gangguan-gangguan yang terjadi serta mengembangkan 

sebuah ideologi yang membuat kaum buruh merasa diperlakukan adil dalam 

suatu sistem yang sebenarnya mengeksploiter kaum buruh. 

Sedangkan relasi antar negara dengan masyarakat disini ibarat 

hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, dalam proses pemerintahan dan 

pembangunan. Anderson (1983) secara implisit mengatakan bahwa pola 

hubu!1gan antar negara dengan masyarakat (state society relation) pada masa 

orde baru memiliki karakteristik dasar yang sarna dengan pola hubungan 

antara negara dengan masyarakat pada masa kolonial, yakni dominannya 

peran dari negara dan hampir diabaikannya peran masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan (policy formulation). Ia menambahkan bahwa h~mpir 

scmua kebijaksanaan adalah refleksi dari kepentingan negara (the state 

interest) daripada refll!ksi dari societal and extra interest. 

Sementara menurut Karl Jackson (1978) mengatakan bahwa kendati 

baj 1I dari pemerintahan di Indonesia telah berubah dari Orde Lama ke Orde 

3aru, namun sejak dekade demokrasi parlementer berakhir (1957) pola 

hubungan negara-masyarakat (state-society relation), di Indonesia lebih 

bercorak Bireaucratic Polity, yakni : 

"Sebuah sistem politik melalui mana kekuasaan dan partisipasi dalam 
proses perumusan kebijaksanaan nasional hanya dibatasi pada 
penyelenggara negara, terutama para pegawai pemerintah dan para 
pejabat tinggi di birokrasi, termasuk didalamnya para tenaga ahli 
(akademisi) yang sering dikenal sebagai para teknokrat." (Jackson, 
1978) 
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Lain halnya dengan LiJdle (1987) dalam m(:lihat hubllngan antar 

negara dengan masyarakat, yang memberi sebutan Re~tricted Pluralism 

Model. Perspektif ini betbeda dengan pendapat sebelumnya. Apabila pendapat 

sebelumnya cenderung bertumpu pada argllmen bahwa proses pengambUan 

keputusanatas kebijaksanaan liasional 5angat dimonopoli oleh' aktor negara 

(state aCfrors), maka Restricted Pluralism Model berargumen bahwa : 

memang diaklli bahwa state actors memainkan peran utama, namun pada 

tingkat-tingkat tertentu masih ctidapat 'ruangan' bagi extra slate aclorS unutk 

mempengaruhi proses pengambilan kepu:usan pada t:ngkat nasional. 

Menurut Liddle. harus diakui bahwl! elit politik di tingkat pusat 

memang telah rnemainkan peran kunci dalam merumuskan kebijaksanaan 

nasional di Indonesia. Namlln perlu diketahui, pa"a elit politik tersebllt tidak 

rneml)nopoli proses pengambilan kepu~usan, krean ternyata masih didapat 

beberapa aktor peting rang lain, mis&lnya ; pemedntah daerah, organisasi 

produsen , orgonisasi konsumen, anggota dad purlemen, perss, dan kelompok 

intelektual, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi 

proses pengamoilan keputusan di tingkat nasional. 

Padahai, di era otonomi daerah seperti sebr&ng ini diharapka,n adanya 

huhung'J.n yang harmonis dan paltisipatif antar negarl! dan masyarakat, 

terutama dalarn proses pC:lgambihn i<:eputusan, Namun menurut Vedi R:·· 

Hadiz : (2005) tetdapat suatll hubungan yang dikotomis dan pada dasamya 

bertentallgan - jika bukan antagonis - antara negara dan masyarakat (civil 

society). Dalrun perkembangan ekonomi niscaya menli,hasilkan suatu sistem 

civil society yang lebih kuat yang akan meningkatkan kemampuan untuk 

menantnng, lIlembatasi dan mejalankan kontrol atas kekuasaan negara. 
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Persaingan untuk mendapatkan kekua!;aan negara an~ara eivil society dan 

negara pada akhimya mengakiba:kaJ. mundurnya negara dan berkembangnya 

rezim-rezim politik liberal-demokratis bersamaan dengan matangnya 

ekonomi(pasal'). Elemen-elemp.n yang paling dianggap progresif dal(lJll civil 

society adalah kelas mellengah dan atau kaum borjuis, karena merekalah yang 

paling mungkin mengemballgkan aspirasi-aspirasi dan nilai-llilai liberal

demokratis, dan oleh karena itu merupakan agen demokrntisasi yang paling 

mumpuni karena kepentingan mereka seringkali diidentikan dan disamakan 

denghll kepentingan-kep~ntingan civil society seeara keseluruhan (Hafidz, 

2005; 32) 

Apabila tiga komponen ini dapat tegak bterdiri dalam masyarakat, 

maka tata pemerintahan yang baik bl!.kan merupakan impian bel aka. Atas 

dasar kt>yakinan itu dan s~ialan dengan semangat demokratisasi, 

desentralisasi, otonomi daerah cita-cita terbcntuknya tata pemerintahan yang 

baik telah menjudi kebutuhan politik, l>aik di tir gkat pusat maupun daerah. 

Maka tidak mengherankan kalau saat ini dengan bantu an dana-dana 

internasional program i'embentukan tata pemerintahan yang baik 

disosialisasikat: baik lewat pemerintQh daerah mallpun lembaga-Iembaga non 

pemerinah (NOO). 

2.2.1 Bcbernpa Ciri KeJcmhagann Pcmcrintnh, Pasar, dan Masynraknt 

Perbedaan antara sistent sos:all)cmcrintah (.~tc:te), pasar (market), dan 

masyarakat (civil societ),) sudah menjarli pengetahunn urnum. Bah wa sebuah 

negRl'a, atau bllhksn lebih sempit pada sebuah masyarakat di tingkat desa 
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sekalipun, terdiri dari ketiga komponen tersebut, juga sudah dis:.tdari semua ' .. 

ora~ihat misalnya Uphoff, 1986). 

Integrasi dari ketiga sistem sosial tersebut melahirkan masyarakat 

(society), yang pada level tertentu diformaJkan menjadi Negara. Namun. 

demikian, perlledaan secara fundamental dall apa implikasinya dalam 

pembangunan belum menjadi alat analisis yang implementatif. Dasar 

pembentukan sebuah pcmerintahan pad a pokokllya adalah untuk melayani 

masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan pasar yang orientasi utamanya 

adalah kepada keuntungan bagi pelakur,ya. Perbedaan yang sangat berlawanan 

ini berimplikasi bahwa bidang-bidang per?"! yang menjadi tanggung jawabnya 

sangat berbeda pula. 

Perbedaan berikutnya, yaitu pada sifat kerja sistem sosialnya, maka 

pemerintah secara teoritis akan 'Jeroperasi sebagai monopolis., Dengan kata 

lain, tidak akan ditemukan dua pemerintahan dalam satu wilayah tertfmtu. 

Seme!l.·,~ara pelaku pas'il' yang mendasarkan kegiatannya sehari-hari kepada 

kompetisi ekonomi, maka adalah lumrah ditemukannya banyak pelaku dalam 

satn wilayah. Beda dengan keduanya, komunitas berjalan dalam prinsip

prinsip yang demokrati~. Artinya, demckrasi merupakan prinsip yung naluriah 

yang hidup dalam satu komunitas. Secara konseptual, apa yang dimaksud 

dengaa "dernokratis" adalah melekatnya sceara erat (inherent) pengertian

pengertian tenlang persnmaan, kebebasan unluk mendapatkan manfaat, serta 

hak-hak asasi manusia. 

Etzioni (1961) mengemukakan bahwa secara j~las, bahwa pemerintah 

sebagai lembaga bentukan m(!miliki sandaran sosial yang memaksa (coerslve 
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compliance), &ementara pasar sangat penuh perhitungan (renumerative 

compliance), dan komunitas kcpada 3andaran kul~ural (cultural compliance) 

yang dibangun dan diterima seear:! sosinl. 

2.2.2 Pem.erintllh (state) 

Orientasi utama kelembagaan pemerhtah ac!alah untuk me1ayani 

rakyat (dan sekaligus penguasa), tergantung kepada corak pemerintahannya. 

Pemerintahan yang demokratis sangat melayani rakyntnya, nsmun yang 

bercorak otokratis mengandung pengabdian kepada penguasanya. Struktur 

kekuasaannya yang monopolis menjadikan demokrasi merupakan sesuatu 

yang harus diperjuangkan. 

Dalam I:ehidup,an berncgara dikenal ada 5 unsur demokrasi (Sargent, 

1987:42), yaitu: (I) partisipasi rakyat dalam memutuskan kebijakan politik, 

(2) persamaan hak anlar warga negara, (3) l(ebeLasan dan kemerdekaan bagi 

semua rakyat, (4) beroperasinya sistem perwakilan pCllitik, dan (5) 

berfungsinya sistem pemilihan umum. 

Fungsi utama pemerintah sebagai kelembagaan politik adalah menjadi 

wadah ulltuk berjaiannya kelembagaan pasar dan komunitas. Pemerintah 

dituntut bersikap sedemikian ru!Ja, sehingga 3ciur'lh komponen yang ada di 

masyarakat dapat berjalan sesuai dengan konsep idealnya masing-masing. 

Selain itll, pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengkonstruksi tata 

hubungan anta,komponen pada setiap level, baik pada level pusat dan daerah, 

atau nasional dan loka!. 
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Sebagai kelembagaan politik, pemerintah merupakan wadah dimana 

pelaku-pelaku ekonomi dan komunitas berinteraksi dalam akses dan dishibusi 

manfaat terhadap sumber-sumher daya yang tersedia. Dalam perannya sebagai 

pelayan, maka pemerintah hurus mclayani pelaku bisnis maupun bukan. 

Pemerintah merupakan wasit yang mengawasi berjalannya sistem sosial sesuai 

dengan tatanan yang telah disepakati. Dalam pembangunan misalnya, 

pemerintah tidak harus menjadi pelaku langsur,g, namt~n cukup hanya sebagai 

katalisator, far;ilitator, dan regulator. Namun demikian, dalam kondisi 

kelembagaan pasar belum siap mlGalnya, maka pemerintah cenderung 

memiliki peranan yang paling dominan dengan mengambil alih fungsi-fungsi 

yang semestinya dijalankan oleh kelembagaan pasar. Kebijakan ini dipandang 

tepat, karena pemerintah memiliki struktur organisasi yang solid dan dengan 

didukung oleh number daya manusia yang cukup. Kf!bi~akan ini dapat menjadi 

pilihan yang baik, setid"knya dalar.1 kondisi tert~ntu. 

2.2.3 Pasar (Market) 

Mcnurut Heilbroner (1982: 16), pasar merupakan !embaga yang tujuan 

dan eara kerjanya paling jelas. Tujuan pokok pasar adalah mcneari" laba .. 

(profit). Karena itu, seJuruh komponen di dalamnya harus melakukan efisiensi 

secara maksimum, agar aturan kerjanya tercapai, yaitll memperoleh laba yang 

setinggi-tingginya. 

Secara konseptual, pasar merupakan l:elembagaan yang otonom. 

Dalam bentuknya yang idenl, maka mekanisme pasa,' diyakini akan mampu 

mengatasi persoaJan-pel'!lr,alan ekonomi dengan pengawasan poli~ik dan sosial 

yang minimal <Iari pemcrintah dan komunitas. Ini mcrupakan pandangan yang 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



82 

paling ekstrim tentang keberadaan pasar, yang dikenal dl!ngan pandangan 

fundamentalisme pasar (market fundamentalism). 

Agar otonominya terjamin, maka pasar metnbutuhkan wujud sebagai 

sebuah kclembagaan, untuk melegitim3si otorita~ pemerintah dan !comunitas. 

Caranya adalah dengan membangun kelembagaannya sendiri, dengan 

menciptaican nonna dan aturannya sendiri, serta struktur keorganisasiannya 

sendi.ri. 

Secara kcorganisasian, ia membangun garis batas yang tcgas dengan 

pemerintah dan kom·Jnitas. Kele!11bagaan pa,'lar terbentuk tidak secara 

spontan, namu'1. secara gradual dan evolutif (Mart1ntli, 2002:38). 

Derajat ke-otonom-an pasar pada suatu ma~yarakat tidaklah sarna, 

tergantung salah satunya pada iklim politik yang melingkupinya. Pada negara 

berkembang, menurut Heilbronei' (1982:24), perkembangan ekonomi dalam 

masyarakat dimulai dari tingkat persiapan yang lebih r'!ndah, yaitu dari belum 

adanya pasar. Pada perkembangan lebih lanjut, mel:a.,isme pasar dengan cepat. 

menggantikan sistem "ckonomi komando" yang umum berlaku. Ekonomi 

komando di Indonesia baru terjadi selang beberap1 dckade lalu yang juga 

mendominasi pe.ekonomian pertanian dan pedesaan di Indvnesia. 

Pasar ndalah l:elembagaan yang mewujttd dalam prinsip-prinsip 

pertukaran. Sistem pasar berjalan bukan oleh perintah yang terpusat, .namun 

oleh intel'aksi mutual d!llam bentuk tr3nsaksi barnng dan jasa anlar pelaku

pelakunya. 

Menurut Lindbom (dalam Martineli, 2002: 5); "Markets are the 

institutional embodiment of the exchange principle. A market sy:;tem is a 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



83 

system of society-wide coordination of human activities, not by central 

command but by mutual interactio:1 in the/orm o/transactions", 

Peran pasar dalam masyarakat &aal ini sudah s~dem:kian besar dan 

ciiperkil'8kan a!<an Incnj8di SCJl1~J ;;-1 . ";';(\1' scjalfl 1 dC:lf:;<ll' sCi1lilkin schatnya 

kehidupan politik dan sosial pada berbagai lapisan masyara:Clt. Pasar Ink lagi 

bermakna seba.~ai ter.1p3t [Ita;l loknsi belakn, nanll.l11 sudah me; lias ,sebagai 

bagian penentu aspek moral kehidupan kolektif di tingkat dcsa hingga 

nasional. Pasar seolah-olah menjadi penentu segala aturan dan gRya hidup. 

Kekuatan pasar (market force~~ diambil okh masyarakat dan negara sebagal 

obat mujarab untuk menyembuhkan semua jenis penyakit pembangunan 

ekcnomi. "Planning is out, market/orces are in" (Evers. 1997: 80), 

Ciri khas pasar Ui1tuk mendapatkan untung sebesar-besarnya dan rugi 

sek~cil-keci1nya, diperkirakan akan mengenyampingkan golongan masyarakat 

yang tidnk banyak akses terhadar pasar, terutama goloti'gan miskin di 

pedesaan. Pasar merupakan kelembagaan yang tegas, dan juga sederhana. 

Kcsedthanaannya tampak dari orienlasi kerjanya sangat sempit: "hanya 

mencari keuntungan". Komperisi adalah bent uk utama dari semang"t ,kerjanya, 

dcngan kontro l 30sialr.ya yang berbcntuk renumerative compliance (Etzioni, 

1961 :28). 

2.2.4 Civil Society 

Salah satu ide penting yang meleka~ dal! m konsep civil society aclalah 

kei:1ginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi 

sosial yang berada pada: sektor publik (pemerintah dan partai politik). sektor 
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swasta (pelaku bisnis) dan sektor sukarela (Iembaga swadaya masyarakat, 

org&nisasi keagamaan dan kelompok profesional) (Se!igman, 1992 : 15-58) 

Seeara politis, melalui konsep civil society dapat dieiptakan bentuk 

hubungan yang kurang lebih semetris, sehingga kondusif bagi tereiptanya 

demokrasi. Dasar asumsinya adalah npabila negara ter! alu kuat, negara adi 

kuasa, tetapi masyarakat lemah, maka pro~es demokratisasi akan stagnant atau 

berjalan di tempat. Seeara ekonomis, melalui konscp civil society dapat 

dibangun kegiatan dan hubungan ekonomi yang meneiptakan kemandirian. 

Pesan ideologis yang melekat di dalamnya adalah tidak r.da monopoli negara, 

tidak ada manipulasi, juga tidak ada d0minasi pemilikan bagi kel6mpok yang 

kuat terhadap kelompok yang lemah. Kemudian seeara sosiul, melalui civil 

society dapat dibanglln keseimbangan kedudukan dan peran omng sebagai 

individu dan sebagai lnggota masyarakat, :ltau keseimbangan antara 

individual participation dan socialobligations (Budiman, 1990:5-9). 

Kelahiran ide' civil society kelihatan sebagai bagian dnri sebuah 

kesadaran bahwa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sos'.al melalui 

negara ternyata tidak sederhana. Bena.r memang ada sejumlah negara. yang 

sanga! memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi. pelbagai bukti 

memperlihatkan bahwa sejumlah negara justru menemputkan masyarakat pada 

posisi inferior dan mcnjadi .~api pera'lan. Kchidllpan masyaraknt mcnjadi 

semakin sengsara ketilm institusi birokrnsi dan institusi politik yang 

seharusnya berperan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial tersehut 

didominasi dan ditentukan obh kemauan rejim yang berkuasa (the ruling 

class). Ketika keduduknn rcJim yang berkuasa terlalu domi:1an, institusi 
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birokrp.si tidak dapat sec;ara optimal melayani publik, karena selalu 

mcmperoleh pelbagai mac;am tekanan. Keadaannya menjadi semakin runyam 

kctika r~jim yang berkuasa tersebut mencanangkan strategi 'politisasi 

birol:rasi' yang menempatkan para birokrat menjadi aparat yang harus loyal 

pada rejim. Kondisi ini selanjutnya membua\ birokrat tidak mampu 

mengendalikan kemal1an dan me.ngontrol rejim yang sangat kuz.t juga dapat 

me::J.1buat institusi politik menjadi mandul. Partai-partai politik yang dalam 

sislim demokrasi seharusnya membentuk pemerintahan, tidak memiliki ruang 

gerak politik. Kedudukan partai politik berada di bawah binaan rejim dan 

harus mengikuti keinginannya. Kongres partai politik difasilitasi oleh rejim, 

dan pimpinnn partai politik yang terpilih harus sesuai dcngan pesan rejim 

lersebut. Dalam kondisi demikian sukar sekali mehhirkan politisi yang 

handal atau 'yang dapat memperjuangkan kepentingan I!lasyarakat, karena 

politisi atau kader politik yang kritis terhadap kebijaksanaan ·rejirn selalu 

dianggap nakai, dianggap tidak loyal dan karen a itu harus disingkirkan dari 

percaturan politik. Kekuasaan negara yang sangat kuat juga menciptakan· ... 

institusi bisnis tidak mampu menggerakan kegiatan ekonomi seeara: optimal. 

Negara bisa m~nentukan besaran modal dan pasar. B"!saran dana yang harus 

dikucurkan juga sanga! tergantung pada kemurahan hati rejirn yang berkuasa. 

Bahkan rcjim semacam itu kerapkali mcngembangkan bisnis keluarga, yang 

kemudian mendominasi kegiatan e.konomi atau mcmonopoli sektor yang 

tergolong strategis . 

. Dongan demikian, pembahasan masalah dvil society terkait dengan 

persoalan eksistensi hak, peluang dan kemampuan masyarakat. Ms.salah civil 
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society terkait dengan upaya menegak.1(an kembali zhe civii rights atau 

mcnciptakan rnasyarakat yang mana negara tidak lagi maha atau adi kuasa. 

Meskipun demikian b'lkan herarti bahwa civil society mengembalikan keadaan 

rnenjadi natural society. yang ketika itu tidak ada negara. Civil society tetap 

memandang penting kehadiran negara. Hanya saja tidal; seperti pada political 

society yang meletakkan peran negara pada posisi yang s::mgat dominan atau 

adi kuasa. civil society oerusaha menciptakan interaksi antara negara dan 

tnasyarakat dilekati interdepe:1densi, saling mengisi dan saling 

menguntungkail satu sarna lain. NlIa! pent/ng yang melchl dalnm civil SOC/6ty 

adalah partisipasi politik dalam arti peran masyarakat sangat diperhitungkan 

dalam proses pengambilan keputusan publik alau masyarakat dapat mewarnai 

k~putusan publik. Di samping itu juga ada akuntahilitas negara (state 

accountability) dalam arti negara harus bisa memperlihatkan kepada 

masyarakat bahwa kebijakan publik yang diambil sesuai dengan ketentuan 

yang her!aku. efisien (mengeluarkan resources s~cara porposiona! dengan 

hasil optimal) dan efektif (tidak merusak atau bertentangan dengan nilai dan 

norma yang berkembang dalam masyarakat). 

Se!anjutnya, ide civil society menghendaki institusi-institusi yang 

berada pada sektol' pubIik, s~l:tor swas:a maupur: scktor sukarela adalah 

berbentuk forum-forum yang representatif atau beruph as()siasi-asosiasi yang 

jeJas arahnya dan dapat dikonlrol. Forum alau asosiasi semacam itu bersifat 

terbuka, inklusif dan harus diterr.patkan sebagai mimJ:.ar masyarakat 

mengekspresikan keinginannya. Melalui forum alau asosia3i semacam itu civil 

society menjamin adanya kebc:oasan mlmbar. kebebasan melakukan disiminasI 
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atall penyebar luasan opini publik. Itulah sebabnya seringkali dinyatakan 

bahwa civil society adalah awal kondisi yang sangat vital bagi eksistensi" 

demokrasi. Kendatiplln karakteristik civil society bertentangan dengan 

karakteristik political society (yang menempatkan negara pr.da posisi sentral), 

namun tidak herarti bahwa civil society hams selalu melawan negara atau 

harus menghilangkan rambu-rambu poUtik yang telar.. dibangun oleh negara, 

knrena status dan peran negara terap diperlukan. 

Drui uraian terse but di atas jeias bahwa dalam. masyarakat terdapat tiga 

keJompok kepentingan (stakeholders) yaitu pemerintah (negara) •. pelaku bisnis 

(pasar) dan masyarakat sipil masing-masing memiliki fungsi yang berbeda

beda tetapi sesungguhnya saling bcrkaitar. satu sarna lain. Fungsi pemerintah 

termasuk pem.erintah daerah adalah mengatur, memberi pelayanan dan 

mernfasilitasi kebutuhan stakeholders yang lain sehincga tercipta situasi yang 

kondusif bagi sctiap upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan 

pelaku bisnis adalah komunitas yang melakukan kegiatan ekonomi (terutama 

yang berJrientasi profit atau mencari keuntungan) menciptakan kesempatan 

kerja di samping membayar pajak dan retribusi bagi pendapatan daerah. 

Selanjutnya masyarakat sipil adalah kalangan yang difasilitasi, dilayani dan 

diberdayakan. Di samp;.ng itu ada lagi bagian dari stakeholders yang 

dikategorikan sebagai kalangan yang bcrgerak dalam sektor sukarcla! antara 

lain meliputi: lembaga 5wadaya masyaral.:at, organisasi keagamaan, kelompok 

kepentingan, keJompok profesional. Mereka bisB. menjadi agen pe.rubahan 

sekaligus melakukan fungs: kontrol terhadap kinefja pemerintah, komunitas 

poJitik dan pelilku bisnis (Usman, 2004:45). 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



88 

Proses demokrMi akan be.rjalan manakala hubungan di antara 

stakeholders tersebut menj.~lin h'lbungan keseimbangan tanpa harus 

meredukd fungsi dan perannya masing-masing. Pertanyaannya sekarang 

adaJah sebcrapa jauh stakeholders terscbut membangun kegiatan kolaboratif 

yang memiliki implikasi po~itifbagi pengembangan claerah? 

Di era otonomi daerah dewasa ini bentuk hubungm yang terjaJin di 

arltara stakeholders di daerah cukup beragam. Sejumlah d"erah nampak telah 

mampu meletakkan prinsip-prinsip jalinan hubungan ),aug harmonis di antara 

stakeholders, bahkan sudah ada daerah ynn5 mampu membnngun kolaborasl 

antara eksekutif dengan para pel~ku bisnis dalam usaha meningkatkan 

pendapatan asli daerah dan mcnciptakan kesempatan kerja di daerah. Namun 

demikian sebagian besar daerah dalam era otonomi daerah ban yak yang masih 

belum mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi terciptanya 

kesejahteraan masyaraJ<at. Daerah-daerah semacam ini ditandai oleh hubungan 

yang kurang harmonis antara eksekutif dengan legislatif. lembaga swadaya 

masya,akat, pers dan pelakll bisnis. Masing-masing stakeholders berjalan 

menurut konstruksi pikir yar,g dikembangkannya sendiri. Hubungan antara 

kekuatan politik juga sering diwarnai konflik tanpa ada altcrnatif solusi yang 

efektif. Pemilihan Bupa:i aInu Walikola di daerah semacam itu seringkali 

diwarnai oleh money politics, karena itu yang terpilih sebagai kepala daerah 

bukan orang yang memilik; kompetensi, visi komitmen tetapi adalah mereka 

yallg memiliki uang. Mereka yang dalam era reformasi ini seharusnya 

memberantas kolusi, kompsi dan nepotiume, akan tetapi dalam kenyataannya 

malah terlibat di dalamnya. 
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Salah Mtu irnplikas i penting dari kondisi daerah yang semacam ini 

adala11 melemahnya fu~gsi dan pcmn clcmen-elemen yang terdapat dalam 

perr.crintah, komunitas politik, pelaku bisnis, masyarakat sipil maupun 

kalangan sekto! sukarcla seperti lembaga swadaya masyarakat, pers, 

organisasi profesional. Konsekuensinya kemudian adalah menjadi distorsi 

yang sangat memprihatinkan di seputar hubungan di antara elemen-e1emen 

ter&et1ut. Distorsi tersebut tcrefleksi pada telldensi bahwa m'lsyarakat di 

daerah-daerah tersebut tidak merasa hams tunduk pada kemauan pemerintah, 

bahwa pemerintah seperti dikatakan olch Mochtar Pabo!inggi (2001) tidak 

ditempatkan sebagai pengayom tetapi dianggap sebs.gai pernangsa atau yang 

oleh James Scott disebut sebagai predatory state atau menurut istilah 

Yoshihara Kunio sebagai rent seeker (Usman, 2004:46). 

Pemerint'lh juga tidak berkept'ntingan mengayom atau rnenyantuni 

m'l~yarakat karena merasa bisa berjalan sendiri tanpa harus menyentuh 

kepentingan masyarakat. Sem'!nt~ra kalangan pelaku bisnis tidak P.1erasa harus 

mengikuti aturan main yang tdah ditetapkan pemcrintah karena bagi mcreka 

pemerintah adalah institusi penuh kompsi sehingga hams dipcundangi dengan 

berbagai c.ara, apalagi mereka merasa ikut menganiar mereka ke kursi jabatan 

Bupati atau Walikota. Bagi kal lll1gar.. pelaku bisnis masyarakatjuga tidak perlu .. 

disantuni, tetapi 3cbaliknya adalah lahan yang bisa dieksplotir melalui cara 

bersekongkol dengan perncrintah, Situasinya menjadi semakin parah ketika 

kalangan sektor sukarela tidak mamp'l melakl1kan fungsi kontrol, tetapi justru 

teljebak dalam konflik yang tidak perlu, 
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Di daerah-daerah yang diianda disl.)rsi semacam itu masyarakat juga 

melakukan pelawanan baik kepada pemerintah maupun pelaku bisnis. 

Perlawanan tersebut merupakan bagian dari r~lponsmasyarakat terhadap 

penindasan yang dilakukRll oleh pc.merintah maupun pelaku bisnis. Karena itu 

di daerah-daerah tersebut bentuk perlawRllan yang te:jadi itu tidak kalah seru 

dengarl bentuk penindasan yRllg dilakukan oteh pe;merintah maupun pelaku 

bisnis. Bentuk perlawanan mereka dijiwai oleh spirit menentang, bersifat 

antllllonlstls, sehlnllill tld!lk menllherllnkan apabila yang nampak kemudiRll 

adalah sebuah gerakan yang tidak merJunjung tinggi peradaban, tetapi sebuah 

gerakan yang hendak men~mpatkan posisi pemerintah dan pelaku bisnis 

berada pada titik yang tidak layak lagi untuk dihormati. Akan tetapi seringkali 

gerakan perlawanan masyarakat itu direspon ciengan gerakan tandingan yang 

dibentuk oleh pemerintah dan pelaku bisnis sehingga nyaris terjadi bentrok 

antera kedua kekuatan kelompok masyar'l.kat terse but. 

Hal tersebut sesuai d~ngan apa yang dikemukakan oleh Diamond 

(1994) bahwa apabila gerakan masyarakat berjalan menurut kepentingannya 

sendiri, maka sangat sulit dUptakan dialog dan itu bemrli bahwa proses 

demckrasi di daerah-dacrah semacam itll menjadi stagnan, terutama karena 

elemen-elemen demokrasi seperti prir.sip kompetensi yang sehat, transparansi 

rnenjadi tidak berkembang sarna sekali (Diamond, 1994 :28). 

Mcngapa sampai terjadi gerakan perla'.V~nan yaitu gere.kan m~syarakat 

melawan pemerintah (negara) maupurl pclaku bisnis (pasar). Bagaimana 

sebetul:J.ya hubungan yang tf!rjadi artara pemerintahjne~ara dengan pasar. 

Masyarakat sebagai salah satu stakeholder yang juga mcmpunyai i<epentingan 

---- ~~~~~~-
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bagi setiap keputusan atnu kebijakan yang dihuat oleh pemerintah. Tentunya·· 

kepentingannya tidak mau diabaikan bahkan dikorbanbn akibat adanya 

hubungan yang harmonis antara pemerintah (negara) dan: pelaku bisnis 

(pasar), sedangkan hubungan dengan masyarakat diabaikan. 

Dalam pendekatan ckonomi politik, negara c!ipandang sebagai 

instrumenlalat atau seba.gai institusi yang dimanfaatkan individu atau 

kelompok untuk mencapai tujuan pribadi mereka r.:1asing-masing (Caporaso, 

J 992:47?). Scdangkan PouJanzas (1969) memandang negara memiliki 

"otonomi" relatif, artinya bahwa negara hisa memiliki otonomi asalkan 

tekanan-tekanan yang ditimbu!kan oleh kt iompok-kelompok masyarakat tidak 

menghasiIkan tuntutan politik yang jelas. Sela n itu Krasner (1978) dan 

Skocpol (1983) memandang bahwa negara bebas at:lU lepas dari pengaruh 

ekstemal atau pengaruh masyarakat. Pandangan bahwa otonomi adaIah 

kebr.basan dari pengaruh "eksternal" memiliki tiga konsekuensi: (I) bahwa 

negara yang dikatakan bebas akan mampu menang dalam melawan tekanan

tekanan dari masyaraknt sipil. Ide dasarnya bahwa para pemimpin negara 

memiliki tujuan sendiri yang berbeda dari tujuan pemimpin atau pemuka 

masyarakat. Akibatny!< nkan terjadi pertamnran politik dim ana pimpinan 

negara belusaha memhendung tekanan ·tekanan clari kepentingan pribadi 

dalam masyarakat dan berusaha untuk menterjemahkan keinginan-keinginan 

mereka sendiri ke dalam kebijakan publik, (2) bahwa tindakan negara 

dipandang sebagai tidak dipengaruhi okh suatu kdompok atau koalisi antar 

kelompok manapun, (3) negara dianggap mam!'u menolak atau menahan 

tekallan dari luar dan konsep ini banyak diannt olch para pemikir tentang 
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pengambilaIl kebijakan. Pandangan tentang otonomi negara seperti ini 

tnemiliki hubungan erat dengail liter:Jtur "ne.gara ~(Uat. versus negara lemah". 

Ncgara kuat adalah negnra yang mampu menolak tekanan dan menghasilkan 

inisiatif kebijakan publik sendiri, sementara negara Icmah adalah negara yang 

"tunduk" pada tekan~n dad kepentingan-kepentingan ekonomi (Kaporaso, 

1992:477). 

2.3. Beberapa Pendekatan Teoritik 

1,3,1. PondokAtAn Struktul'ulonla 

Dalam pend~katan strukturasionis tokoh yang terkenal adalah Anthony 

Giddens (1984) . Sebagai pencetus teori struk.urasionis mengatakan bahwa: "to be 

a human being is to be a pz,;rposive agent. Who both has reasons for his or 

reasons for his or her activity and is able, if asked to elaborate discursively upon 

those reasons ... " (menjadi manusia berarti menjadi agenlaktor pelaku :'ertujuan, 

yang keduanya memiliki alasan atas aktivitas-cl<tivitasnya dan mampu jika 

diminta untuk menguraikan!'1ya secara berulang alasan-&iasan itu ... ) (1984:3). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa suatt.; realitas sosial kental rlengan 

dimensi subyektif. Dengan demikian realitas sos;al b.::rs:fat jarnak, tidak tunggal, 

sebab bergantung pada keragaman makna subyektif di tingkat para agerJaktor 

praktek sosial. Aktor menurut pandangan pendekatan strukturasionis adalah' 

partisipan yang aktif dalam mengkonstruksi kehidupan sos;al. Setinp tindakan 

manusia selaJu mempunyai tujuan, hal ini berarti lahwa aktor/agen seeara rutin 

dan diam-diatn mcrnonitor apa yang seda'1g ia lakllk~n, sebagaimana reaksi orang 

terhadap tindakannya dan Iingkungan dimana ia melnkukan aktlvitas tersebut. 
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Dalam perspektif struktumsionistik, struktur ditempatkan sebagai "tatanan 

bayangan" (virtual order) dan patokan umum (generalizable procedure) dalam 

beraktivitas sehari-hari. Struktur selain dapat membatasi ektivitas manusia 

(constraining) juga memberikan kebebasan bertinciak (enabling) kepada manusia. 

Tindakansosial aktor/agen dibentuk oleh struktur, akan tetapi struktur itu sendiri 

juga dibentuk oleh aktor/agen. Antara struktur dan aktor/agen bukanlah suatu 

dualisme melainkan suatu dualitas. Struktur mei'UPakan medium dari aktor/agen 

nanlun pada saat bersamaan juga merupakan hasiI (outcome) dari aktor/agen. 

Aktor tidak sekedar mereproduksi struktur tetapi juga memproduksi struktur. Atas 

dasar itu Giddens memunculkan konsep dualitas struktur yang merupakan konsep 

sentral dalam teori strukturasi. 

Dualitas struktur melihat kekuasaan sebagai alat anrl.lisis kehidupan sosial 

terutama mengenai hubungan antora tindakan manusla d<.n struktur. Dualitas 

3truktul' menganalisis bagaimanakah struktur secara tcru~ ;no!nerus direproduksi 

dalam kegiatan-kegiatansi aktor sepanjang waktu dan dalam ruang yang sangat 

be:sar. 

Berdasarkan uraian ten~al1g pandangan strukturasionis tersebut di atas 

(Davis, 1988 dalam Islamy, 1996 : 45 - 49) menyimpulkan bahwa brakteristik 

utama dari kekuasaan menurut pandangan s(rukturasioni~ adalah sebagai berikut: 

(I) Kekuasaan sehagai bagian integral dari inter~ksi sosial (power as integral to 

social interaction). Di dalam setiap interaksi sosial selalu melibatkan 

kekuasaan, sehingga kekuasaan dapat diterilpkan pada semua jenjang 

kehidupan sosial mulni dari yang sempit sampai dengan yang luas. 
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(2) Kekc.asaan adalah yang paling pokok dalarr, diri manusia (power as intrinsic 

to human agency). Kekuasaan adalah kcmampuan aktor untuk mempengaruhi 

dan mengintervensi serangkaian peristiwa sehingga ia dapat mengubah 

jalannya peristiwa tersebut. Setiap aktor mempunyai sejumlah kekuasaan 

yang ia sebarkan dan perglmakan dalam aktivitas hidupnya s~tiap hari. Dalarn 

interaksi sosial setiap orang memiliki sumber kekuasaan yang tidak sarna 

walaupun keeil pihak yang lemah teta, dapat menggunakan kekuasaannya. 

(3) Kekuasaan adalah suatu konsep relasional, termasuk hubungan o1onomi dan 

ketergantungan (power as relational concept involving relations of autonomy 

and dependency). Kekuasaan bukan sekedar kapasita transformasi aktor untuk 

menr-apai tujuannya tetapi juga suatu konsep relasional. Hal ini berarti setiap 

aktor dapat menggunakarl kekuasaannya terhadap aktor lain dengan 

mempengaruhi Iingkungan dim ana peristiwa inter~ksi itu terjadi, agar aktor 

lain memenuhi keinginannya. Oleh karena itu, aktor dapat memobilisasi 

sumber-sumbel' dan keahliannya guna melancarkan interaksinya. Masing

masing aktor tidak mempunyai akses ~umber dan ke~hlian yang sarna bagi 

kebelhasilan interaksinya. OJch karena itu, kekuasaan berr,erak antara (a) 

kapas;tas transfol'masi untuk mengintervensi peristiwa, (b) adanya dominasi 

kekuasaan akihat adanya struktur akses yang lak seimbang. Kendatipun 

demikian kekl1asaan selalu bersiiat resiprokal yaitu hubungan limbal balik 

antsra Jtonomi da., ketergantungan. 

(4) Kekua~aal1 sebagai proses (power as process) 

Kekuasaan sebagai hakikat kehidupan sosial merefleksikan duulitas struktur 

yang menggambarkan intervensi antara aktor di satu pihak (adanya kapasitas 
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aktor yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya) dan stmktur (dominasi 

masyarakat. sistem sosial. dan ir.stitusi-institusinya terhadap aktor) di pihak 

lain. 

Hubungan dialektik antar aktor dan s· iuktur tidaklah bersifat statis tetapi 

secara koritinu melakukan prod!lksi dan rcproduksi le'N'at proses strukturasi. 

Dari uraian tersebut jclasJah bahwa konsepsi Giddens tentang kekuasaan 

lebih terfokus pada bagaimanakah aktor-aktor yang terlibat dalarn interaksi seeara 

terus menerus dan rutin membangun. memelihara. merubah. dan 

mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaannya. Hubungan kckuasaan 

tersebut baik pada level mikro maupun makro meneakup dominasi dan 

subord:nasi yang dibangun seeara terus menerus dalam proses interaksi oleh 

aktor-aktor untuk melihat hubungan kekuasaan t~.di. Oleh karena itu kesimpulan 

dari teorl strukturasionis Giddens tersebut dapat disimpulkan bahwa : Individu 

adalah agen/aktor pelaku bertujuan yang memiliki alasan terhadap aktivitas

aktivitasnya. Individu bukanlah entitas yang ditentukan oleh realitas sosial di luar 

dirinya. tetapi agen kreatif yang memproduksi sekaligus m(~reproduksi serta 

mungkonstruksi dunia sosialnya. Agen / ak:or adalah partisipan yang akiif dalam 

mengkonstruksi kehidupan sosial. Dan dalam setiap tindakannya' selalu 

mcmpunyai tujuan. Sebagai egen kreatif. individu / manusia dalam menghadapi 

fakta tidak hanya melakukan konstruksi tetapi juga dekonstrukr.i dan rekonstruksi. 

Namun demikian teori strutllrasi Giddens tidak luput dari kritik. Salah satu 

kritik yang sering ditampilkan adalah masih sedikitnya bukti empirik yang bisa 

mcmpel'kuat validitas. Seears konsepsional. Mouzelis (\ 939). mengkritik mddens 

dengan menyatakan bahwa konsep dualisme struktur yang diabaikan Giddens 
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mempunyai arti yang sama pentingnya dengan konsep dualitas struktur untuk 

memahami bagaimanakah aktor mengorientasikan clirinya dalam dialektika 

illteraksi sosial secara terus-me1l0lUS (dalam ruanl; dan waktu). 

2.3.2. Pendekatan Pilihan llasionai (Rational Choice) 

Tokoh yang terkenai dalam teori pilihan rasional ini adalah James S. 

Coleman (1989) yang mengatakan bahwa: "tindabn pelseorangan mengarah 

kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentl'kan oieh nilai atau 

pl1lhan (preferensl)". Dalam teod Ini nktor memiiih tlndakan yang dapa! 

memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan xeinginan dall kebutuhan 

mereka (Ritzer-Goodman, 2004:349). 

Dalam teori pilihan rasional dikatakan bahwa ada dua unsur utanla yakni 

aktor dim sumber daya. Sumbel dnya adaJah ~:suatu yang menarik perhatian dan 

yang dapat dikontrol ;>Ieh aktor. interaksi antar nktor dan sumber daya secara rinei 

menuju ke ting!cat sistem s0sial .~ebagai berikut: basis minimal untuk sistem sosial 

tindakan adalah dua aktor. M~.sing·masing mengendalikan sumber c!aya yang 

menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian seseorang terhadap sumber daya 

yang dikendalikan orang Jain i(cliah yang II1cnyebabkall keduanya tcrlibat dalam 

tindakan saling membutuhkan ... terlibat dalam sistem tir.dakan ... selaku aktor 

yang me.'1lpunyai tujuan masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan, 

mewujudkan kepentingannya yang memberiknn ciri saling tergantung atau ciri 

sistemik terhadap tindakan mereke (Coleman, 1990:2y dalam Ritzen, 2004:394). 

Pemusatan perhatinnnya pada tindakan rasional individu ini dilanjutkan 

den gall memusatkan perha.tian pada r::1~salah hubungan mikro-makro atau 
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bagaimana citi gabungan tindak.1n individual menimblllkan perilaku sistem sosial. 

Sdain itu Coleman juga memperhatikan hubungan makro-mikro atau bagaimana 

cara sistem rremaksa eara orip.ntufi uktor. 

Da6 apa yang diuraikan terse but menurut Ritzer (;~004) setidaknya 

terdapat 3 hlemahan pendekatan Coleman: pertama, ia memberikan prioritas 

perhatian yane!; berlebihan terhadap masalah hllbungan mikro dengan makro dan 

dengan demikian memberikan sedikit perhatian pada hubungan lain. Kedua, ia 

mengabaikan m&salah hubungan makro-mikro. Ketiga, hubungan sebab akibatnya 

hacya menunjuk pada satu arah .. dengan kata lain ia mengabaikan hubungan 

dialcktika di kalangan dan di 'll1tara fenomena mikro dan makro. 

Sedangkan menurut Grinddle (1991), tenri pilihan rasional memfokuskan 

!Jerhatiannya pada kekuasaan yang dimiliki o!eh pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan pribadi yang terselub:mg (vested interest) sehingga teori ini mampu 

men'lnjukkan faktor-faktor apa yang menghambat infonmasi yang ditimbulkan 

okh kebijakan yang sl'dah ada sebelumnya, dan oleh hubungan-hubungan politik 

yang ditimbulkan oleh Kebijakan-kebijakan itu (Grinddle, 1991 :26). 

Selain itu, teori pilihan rasional menjelaskan kebijakan publik yang sudah 

ada sebagai akibat dari rasionalitas dari pejabat-pejabat yang berusaha mendapat 

sewa kekuasaan (rent seeking). 

Teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa sebuah masyarakat politik 

terdiri dari individu-individu yang mementingkan dirinya sendiri yang 

bcrkoalisllbergabung untuk men; adi kepentingan-kepentingan yang terorganisir. 

Ke!ompok-kelompok kepentingan ini, yang biasanya terbentuk untuk memajukan 

maslaah-masalah yang dianggap penting o!eh para anggotanya, tercipta dari 
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mdividu-individu yang berusaha tn(;ncapai tujuan-tuJu::m tertentu, bagi dirinya 

sendiri. Individu b<:rgabung dengan :ndividu lain yang sama-;:;ama mementingkan 

diri mereka masing-masing supaya bisa mendapatkan akses ke sumber daya 

publik (Olson, 1965 dalam Grinddk, 1991:24). Setdah kelompok itu terbentuk, 

mereka menggun2kan uang, keahlian, koneksi politik, suara dan sumber-sumber 

dllya iain untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkall sewa kekuasaan 

(rent) dari p~merintah lewa! kegiatan-kegiatan lobi, lewat pemi1ikan dan bentuk

bentuk keterlibatan politik langsung lainnya, atau lewa! pemberian ganjaran dan 

sanksi kepada para pejabat publik (Coleman, 1984; Srinivasan, 1985:43). 

Kegiatan semacam ini sering tcrjadi dalam kO!lteks tertentu 3ehingga istilah 

masyarakat pel1~ari sewa (rent sceking socicties) digunakan untuk menyebut 

keseluruhan sistem pC'litik yana ada dan istilal: ini sue.ah banyak digunakan oleh .. 

para ekonom politik neo klasik (Krenger, 1974). 

Salah satu diantara kelompok kepentingan yang berusaha m'!udapatkan 

status yang lebih meriguntu>1gi.:an di dalain distribusi sumber daya dalam 

masyarakat adalah pejabat-pejabat pllblik yang dimlgkat berdasarknn pemilihan, 

yang dianggap semata-mata ben'.paya untuk mempertahankan kekuasaan mereka 

(Ames, 1987, Anderson dan Hayami, 1986; Alt dati Chrystal, 1983). Untllk 

mernpcrtahankan kektiasaan itll, mcrcka s~cara 5er,gaja berusaha mcmbcl'ikan 

keuntungan kep~da s~jumI2,h besar kepentingan yang mereka yaki"ni bisa 

mcmbantu mereka dalam mempertahankan ja1-,atan merekn. Para pejabat irti seeara 

sistematis membe;-ikan keuntung.~n kepadn kepcl'.tingan tertenttl dan tidak kepada 

kepcntirtgan-kepentingan'.ai'.lnya dan para pejabat ini ;'erusaha mcmaksimo.ikan 

return (pengembalian modal) yang ;'isa mercka dapatkan' dari pengalokasian 
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pengelucran publik, barang publik, jasa publik dan regulasi pemerintah yang 

m~reka lakukan untuk mennrik clan memberi ganjaran kepada para pendukung 

mereka (Anderson dan Hayarri, 1986; Bates, 1981). 

Ada kalanya tujuan··tujuan yang rasional secara politis baik yang dimiliki 

olp.h kepentingan-)<epentingan pr' badi ma,'pun oleh kejabat-pejabat resmi pad a 

umumnya membawa hasil-hasil yang tidak rasional sccara ekonomis (Grinddle, 

1991 :25). Hal ini terbukti di daemh (pemerintah lokai) yang sering melakukan 

atnu membuat kebijakan yang rasional menumt pemerintah lokal akan tetapi tidak 

rasional menurut kacamata publik, karena dianggap memgikan kepentingan" 

publik. Seperti penggusuran tanah can pembangunan atau perubahan sarana ruang 

publik (public space) menjadi bangunan perumahar mcwah. 

Teori pilihan rasional bany!!k dianut oleh ekonom neo klasik karena teori 

;ni bisa menawarkan penjelasan yang koheren dan re!atif ringkas terhadap 

kcputusan-Keputusan pemerintah yang tampaknya tidak rasional. Masyarakat 

politik dipandang sebagai sebuah pasar, yz.itu dianggap terdiri dari individu

individu yang mementingkan clirinya scndiri yang membentuk koalisi dan 

bersaing untuk mf:ndapatkrul keuntungan dati pemerintah. N"runun di cia1run pasar, 

persaingan dan sikap yang mementingkar. diri sendiri ini dip~rkirakanakan 

mcnghasilkan efisiensi di dalam pengalo!<asian sumber daya sementara di dalam 

arena politik, perilaku yang mementingkan did sencliri justru akan membawa 

hasil-hasil yang uegatif bani rrasyarakat, yaitu menghasilj(an sebuah· negara 

(state) yang dikt:asai oleh kepentingan-kepentingan pribadi, oleh kebijakan

kebijakan yang didistorsi oleh kclompok-kelompok yang memperjuangkan 

kepentingannya sendiri sehinggu menjadi tidak rasional se:ara ekunomis, dan 

p,~jabat-pejabat publik yang tindakan-tindakannya selalu dapat dicurigai (Bates, 
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19B I; Broci< dan Mager, 1984, Colander, 1984; Olson, 1982; Srinivasan, 1985; 

Kruger, 1974). 

Oleh karenp. itu inti dari teori pili han rasional (rat.'onal choice) adalah 

balm'a pitihan, keyakinan, surr.b",r daya dan tindakan memiliki hubungan satu 

sama lain (Elster, 1987:68). Hubungan antiira keempat komponen ini dapat dibagi 

m~niadi dua jenis. Yang pertllma ad1lah bahwa struktur pilihan dan keuntungan 

MSUSUll sedemikian rupa sesuai dengan kriteria konsistensi, dan kedua, adalah 

bahwa ada syarat-syarat yang 3aling terhubu:lg, sebuah tindakan akan dikatakan 

rMi()neJ kalau tlnclnkan Itu momllIld hubunsnn tortllntu dGn;lIn J)illhlln. keynkinlln 

dan sumber daya, yaitu dalam artian bahwa tindakan itu dapat dibuktikan sebagai 

tindakan yang paling mam!'u memuaskan pilihan si pelaku sesuai dengan 

keyakinan yang ia miliki. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dis:rnpulkan bahwa dalam teorl 

rational choice tindakan seseorang / individu untuk mencapai tujuannya 

ditentukan oleh nitai atau p:lihan (referensi). Seorang aktor memilih tindakan 

yang dapat memaksimalkan kegunaan atau memL~a~kan keinginan dan kebutuhan 

mereka. Dalam teori pilihan rnsionai ada dua unsur utama yaitu : aktor dan 

sumberdaya. Sumberdaya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat 

dikontrol oleh aktor. Basis minim,,-I untuk tindakan sosial adalah teldiri dari dua 

aktor, masing-masing mer.gendalikan sumberdaya. Perhatian sest!orang (aktor) 

perhatian sumberdaya yang dikendalikan oleh orang lain itulah yang 

menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan y&ng saling membutuhkan. 

2.4 Kepentingan Umum (Public Interest) 

lstilah kepentingan (interest) tidak dapat dipisahkan dari kebijakan 

puhlik. Sebagaimana diker.nukakan oleh Willianl P. Browine (1999:72) 
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bahwa "you can't study interest wi/haUl studying policy" (Jadi kita tidak 

dapat mempelajari kepentingan tanpa studi tent mg kebij8kan). Selanjutnya 

R. Salisburg~nenyatakan bahwa: "Each policy has specific contp-xt and its 

own uniqueness (Gray Lawery, 19~4:65). Selanjutnya Browne ~cna~bahkan 

bahwa; "study Ihat policy base and 'he plf1yers involved in it. What actual 

good does it do to study agents of influence if you have no conte;;t jor what 

they attempt to influence'l (Browne, 1999:73). Oleh karena itu kebijakan yang 

dibuat selalu terkait dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. 

Seseorang tirlak akan dapat mempelajari kepentingan-kepentingan yang 

terorganisir tr.npa mempelajari kebijakan publik, !carena kebijakan publik 

selalu sarat dengan kepentingan. 

Pada masa awal perkembangannya kebijakan publik hanye. menjadi 

bahan pembkaraan di tingkat el;t politik saja, yaitu para pemegang 

kekuB!'aan politik dan pdkar kebijakan publik. 

Kondisi ini terus berjalan dalam kurun Wakt'l yang cukup lama. 

Snmpai akhirnya banyak kritik yang muncul, dari Jordan (1998) dan Jenkins 

Smith (1990) misalnya yang mengungkapkan bahwa kebijakan publik itu 

sep~rti iron cf1ge atau iroll 'riagle, yang berarti kebijnkan publik yang 

bersifat elitis dan ek~klusif. Kalau seperti ini, kebijakan publik akan 

membunuh demokrasi. ~\ebab masyarakat tid"k terlibat pada pCr.1bicaraan 

tentang, diri mereka s~ndiri. Persoalall masyarakat hanya dibicarakan oleh 

para penguasa dan para pakar, tanpa keterlibatan masyaraknt. 

Kebijakan publik klasik justru akan merninggirkan kepentingan 

publik itu sendiri. Ia menjadi alat kekuasaan pada sebunh bangs a untilk 
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melakukan perbuatan-perbuatan koruptif dan manipulatif demi 

kcp(;ntingall scdikit orang. Kcbij'lkllil pliblik, pada posisi ini hanya 

dimiliki oleh f.egelintir orang, dan keuntungan dllri produk politik (yang 

mengatasnamnkan banyak orang) itu pun tidak ber imbns pada keseluruhan 

masyarakat. Secara konseptuai st'ldi kebijakan publik y?cng tidak 

bersinggungan dengan konsep demokrasi ini sering disebut dengan istilah 

iron cage atau acla pula yang menyebutnya dengan iron triangle (Parsons, 

1997: 580; Jordan, 1998: 713-740). 

Secara lebih eksplisit Jaques Ellul (da/am Jenkins-Smith, 1990: 

205) melontarkan kritik terhadap anali"is kebijakan publik yang 

menurutnya dapat melemahkan demokrasi, se1:>a.b analisis kebijakan 

cenderung akan dikuasai oleh para pakar ['nalis kebijakan. Stu:!i kebijakan .. 

publik menyandarkan dirinya pada persinggungannya dengan konsep 

demokrasi, dengan indikator akomodasi kepentingan publik. Keoentingan 

publik yang dimaksud merupakan proses tarik-menarik dari pelbagai 

kepentingan di masyarakz.t, yang dapat menjeima mcnjadi opini publik. 

Pada kondisi ini, Page (1994) dfJam Islamy (2001) membebankan 

responsifitas demokratik (democratic responsiveness) p~.da setiap 

kebijakan publik yang ada. Page mengajl~kan ban yak pertanyaan 

mendasar yang saling berkaitan antara kebijakan publik, demokrasi, dan 

opini publik. Seperti, seberap'l besar dampak opini publik terhadap 

pembuatan kebijakan? Apakah opini publik hnnya dipolitisasi atau 

benar-benar llijadikan land!lsan pembuatan? Apskah relasi antara opini 

publik dan pembuatan kebijakfln dengan wac ana demokrasi? 
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Pertanyaan-pertanyaan h:potetis di atas nampak menekankan bahwa 

jika studi kebUakan publik ingin mendemokrasikan dirinya maka ia harus 

man menoleh pada· opini publik yang beredar. Seeara progresif, lalu dari situ 

ia membangun problc:m kebijakan yang akan dipeeahkal! oleh pemerintah. 

Kendati tidak mudah, namun seeara konseptual hal itu harus dilakukan. 

Apalagi gerakan dunia intelektual mlltakhir juga sejalan dengan tuntutan 

ter3ebut. Misalnya, Giddens dengan Jalan Ketiga-nya., saat ia sedang 

berbiea:a tentang pembhllgunan demol:rasi, maka satu dari enam poin yang ia 

tawarkan ialah tentang keharusan bagi neg:ua llntuk memperluas peran roang 

puhlik. Perluasan ruang publik sarna artinya dengon reformasi konstitusional 

yang diarahkan pada transparansi dan keterbukaan yang lebih besar dalam 

proses politik yang ada !Ii sebnah bangsa (Giddens, 1999: 83). 

Pada pe!'kembangan stucli kebijakan publik berikutnya, ditemukan 

banyak penyirnpangan. Terutama ketil:a penC:ekatan positivistik dan 

ekonomik mendominasi dengan sangat kuat. Pada perkembangan ini, 

ke':Jijakan put-lik menjadi suatu yang sangat elitis, dan hanya dikuasai oleh 

kelompok pakar saja, sedangkan publik tidal: terlibat. Abdul Wahab (1998) 

menyebut keadaan analisis kehijakan publik seperti ini dengan "dominasi 

kalkulasi teknonomi" (teknik dan ekonomi). Wahab mengatakan "dengan itu 

maka kalkula:;i "tekn0nomi" biasanya lebih mcnonjol ke~imb~.ng kalkulasi 

sonial politik. Penggunaan analisis model ekonomi ini mengundang resiko," 

yaitu akan banyak menyingkirkan variabeI-variabel yang oleh partisipan lain 

(misalnya warga masyarakat setempat, para aktifis ling!(un~an, pengamat dan 

pecinta lingktJngan hidup) dianggap penting dan laya!< diperhitungkan. Pada 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



104 

proyek-proyek pembangunan semacam itu, diskurslJs yang terbuKa dan kritis 

untuk "mempertemukan a~umsi" tidak terjadi, sebab interaksi sosial blasanya 

berlangsung dalam suasalla kaku, didominasi oleh para pakar dan birokrat 

dalam wacana resmi, tnk jarang daiam b ,hasa n:knis yang tidak dimcngerti 

oJeh masyarabt banyak." (Abdul Wahab, 1998: ~O). 

Aflalisis kebijakan publik dan demokrasi harus bersandingan. 

Demokrasi seringkali abstrak dan tak jelas bentuknya. Dalam konteks ini 

Glendon Schubert Ir (1966), dalam Downs (1998: 57-65) membuat 3 (tiga) 

trend untuk memetakan makna demokrasi dan kepentingan publik: 

I) Pandangan 1 asionalis, bahwa demokrasi itu adalah suara terbanyak. 

2) Pa:1dangan idealis, bahwa demokrasi itu adalah pernyataan bijak dari 

ora:1g-orang bijak terpilih. 

3) Pandangan Te'tlis, bahwa demokrasi itu adalah hasil irisan dari pelbagai 

kelompok masyarakat, tanpa peduli besar' atau kecil, yang melakukan 

kompromi dan penyepakatan dialogis. 

Perlama, adalah pandangan raslOnalis yang mengatakan kepentingan 

pub!ik adalah kepentingan tcrbanyak dar:. total penduduk yang ,ada. Pa:ndap.gan 

ini se~uju dengan pola dwi partat, di mana partai mayoritas adalah represcntasi 

dari kepentinga,'1 publik, sedangkan pariai minoritas bukanJah cerminan dari 

keptntingan publik. Kedua, adalah pan dang an idealis yang mengatakun bahwa 

kepentingan publik itu adalah hal yang luhur, schingga ia tidak boleh direka

reka oleh manusia. Pereka-rekaan I:epentingan pubEk itu bisa bernujud 

pclembagaan pada partai dominan dall partai minoritas, karena bisR jadi yang 

minoritas itulah yang murni kepent!ngan pubEk. M2k!i kepcntingan publik 
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hares diserahkan pada alam, bukan reka··reka rasio institusional manusia. 

Ket/ga, adalah pandangan realis yang menyatakan bah",a kepentingan publik 

adalah hasil kompromi dari pcrtarungan pelLagai kelompo!( kerentingan. Ini 

berlil1gkat dari kenyataan bahwa setiap orang memiliki kepentingal1l1ya sendin .. 

berdasarkall latar belaklingnya masing-masing, sehingga kepentingan publik 

merupakan hasil akhir dari proses tawar-menawar sekiR.ll banyak 

kepentingan itu. 

Melihat pel\ielasan di atas, kir~nya l:ita harns meref1eksiRan kenyataan 

riil kehidupan politik masyarakat modern. Makslldnya, bahwa masyarakat 

modern yang ideal adalah di mana masyarakat mampu mellgorganisir diri 

merekasesuai dengan kepent;ngan mereka masing-masing. OJeh karenanya 

tatanan masyarakat. demokrl'ltis ke depa.1 adalah model civil society. Dalam 

tatanan masyarakat sepcrti ini indikator yung paling nyata adalah adanya 

pengelompokan-pengelompokan organisasi masyarakat. 

Dalam pengorganisa.~ian masyarakat, terdapat saluran yang efektifbagi 

aspil'asi masing-masing basis mr,syarakat yang demikian beragam. Dengan 

mcmpe.rtemukah masing-masing aspirasi itu seeara dialogis (argumentative 

turn) kesepaka!an darinya mentpakan hasil yang paling akomodatif bagi 

seiUluh kepentingan itu. Dalam pengertian tentang kepentingan publik 

tersebut, panda;~gan kalJrn realis nampak Jebih tepat, dengan menekankan pada 

hasil kompromi dari pelJagai pillak. 

Titik siIlggung dari proses pertukaran kepentingan inilah yang harns 

melandasi fomu!la sebuah kebijakan :'lUblik. Dengan dcmikian kebijakan 

publik dan demokrasi menjadi sang at dekat. Bahkan kedekatan antara 
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kebijakan publik dengan demc·krasi itu menjadi begitu rill, hingga demokrasi 

itu dapat menemukan bentuk konkretnya dalam sebuah proses diskusi dan adu 

argumentasi dari semua elemen masyarakat yang berkepentingan atas topik 

kebijakanpublik yang sedang dibahas, Ini mempakan tindak lanjut yang nyata 

dari gag~san bahwa kebijakan publik hams didekati deongan pola multidisiplin. 

Sehillgga demokrasi tidak lagi sebatas kata benda, akan tetapi telah menjadi 

sebuah kata kerja. 

DaTi konsep demokrasi realis ter$ebut di ataslai:J. se.hamsnya kebijakan 

pllblik berpror,es. Iadi, tidak lagi banya sekumpulan elite, melaii:J.kan 

kumpulan dari kelompok-kelompok yang bersinggungan dengan masalah 

kebijakan yang sedang dibahas, atau dala.rn bahasa keuijakan mereka ini 

disc but sebagai stakeholders, 

Lembaga-Iembaga publik telah menggunakan secara luas istilah 

stakeholders ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi 

kepu!usan. Seeara sederhana, stakehvlders sering dinyatakan s'ebagai para 

pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu ata'..! suatu 

rencana, 

Freeman (1984) mendefinisikan stakeholders sebagu: kelompok atau 

individu yang dapat mempengamhi dan atau dipenganthi oleh suatu 

pencBpaian tujuan terlentu; Biset (1998) mendefinisikannya sebagai, orang 

dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permar.alahan. Stakeholders 

sering diidentiftkasi dengan dasar tert~!1tu se'Jagaimaua dikemukakan Freeman 

(1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholders terhadap 

;su atau Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh 
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yang meteka miliki. Pandangan-pandangml di atas menunjukkan bahwa 

pengenalan stakeholders tidak sekedar menjawab pertanyaan siapa 

stakeholders suatu isu, tapi juga sifat hubungan stakeholders dengan isu, 

sikap, pandange.n, dan pengaruh stakeholders itu. Aspek -a:spek ini sangat 

penting dianalisis untuk mengenal stakeholders. 

Salah satu isu pokok yang s~lalu diperma3alahkan dari dulu sampai 

sekarang adalah tentang definisi dari kepentingan umum. Diakui bahwa 

kepentingall umum sebagai suatu kon$ep tidak slllit uutllk dipahami tetapi 

tidal( mudah 1Ultuk didefinisikan. Huybers memilih untuk mendefinisikan 

kepcntingan umllm sebagai kepentingan masyarakat. Sebagai keseluruhan 

yang memiliki ciri-ciri tertentu antar'l lain menyangku: perlindungan hak-hak 

asasi sebagai warga negara yang menyangkut pengadaan, pemeliharaan serta 

peIa/anan kepada publik (Huybers, 1982: 28C). 

2.5 HasH Penelitian Terdahulu 

Wendel Cox (2001) dalam jumalnya yang berjudul: "Urban Sprawl in 

Texas: Will Protland's Smart Gro'wh Policies Make A Difference", 

berdasarkan analisisnya te.hadap kebijakan "Smart Growth" di' Portland 

mendiskripsikan bahwa kebijakan pembatasan kota, mencerminkan 

perkembangan terbaru dari perencanaan kota dWl 1 ransportasi di Portland. 

Kebijakan "Smart Growth" dijalankan dengan membur.t batasau penyebaran 

area kota, mcnekan kepadatan penduduk (populasi) yang lebih tinggi, 

mendoro.lg pembangunan pusat kota clan mengurangi pembangunan daerah 

pinggiran kota (suburbia), sekalir,us membagi kebutuhan petjalanan 

kendaraan dengan kebutuhan transit, bersepeda dan pejalan kaki, untuk 
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mempertahankan lahar. kosong dan lahan pertanian. Kebijakan ini uide3ain 

oleh tehnokrat dan ekonom, dengan harlya merllpertimbangkan aspek efisiensi. 

Namun dalam perkembangannya kcbijak:m tersebut menimbulkan problem 

baru yaitu melambungnya harga hun ian yang tidak ~erjangkau oleh warga kota 

Portland 

Berdasarkan deskripsi da'"i jurnal ter3ebut bahwa kegiatan perumusan 

kebijakan perencanaan pembangunan daerahlkota tidak bisa hanya diJakukan 

oluh sellellntlr aldor denaan hllnYII monllllunllkan pendekatan tehnokrasi dan 

ekonomis saja, akan tetapi perumusan kebijakan publik penting uutuk melihat, 

keterlibatan semua aktor-aktor (stakeholder) dalam proses perumusan suatu 

kebijakan, karena siapa aktor yang terlibat dalam prumusan kebijakan publik 

akan menentukan seperti apakah kebijakan puhlik yang nantinya dihasilkan 

dan keberpihakan ser.a manfaatnya untuk siapa? Hal ini akan berkenaan 

dengan legitimasi serta keberlanjutan implementasi kebijakan tersebut. 

Syarif Hidayat (1995/1996) dcngan penelitiannya di Bandung Utara 

yang diangkat sebagai studi kasus, terutama yang menyangkut wewenang 

pemerintah dar-rah dalam bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah. Kaitimnya 

dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di era orde baru. Dalam 

hal ini dimulai daTi terbitnya SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 

Barat No. 181 Tahun 1982, tentang Pengaturan 'fata Guna Tanah di kawasan 

B(lndung Utarn. Dalam surat keplltusan tcrsr:but memuat peruntukan lahan 

yang dibedakan dalam tiga kategori yaitl!: kawasan hutan !indung, kawasan 

partanian, tanaman kerns dan kawasan pcrtanian non-tanaman keras. 'Kriteria 

Y!Illg digunaka:1. dalam pen~tapan tiga kawasan tersebu, antara lain ketinggian 
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dari permukaan laut, kemiringan tanah, dan 3ensitivitas terhadap bahaya tanah 

longsor. BerdClsarkan tiga kriteria ini kawasan !lulan lindtlng adalah lokasi 

yang tcrlctak pada ket;nggian lebih dari 1.000 meter di atas peirr.ukaan laut, 

dengan k~miringan tanah lebih da~i 25% dan sangat sensitif terhadap bahaya" 

tanah longsor di kawasan ini, segaia bentuk ke.giatan. pembangunan tidak 

diizinkan, karcna memang difungsikan sebagai daerah konservasi sumber air 

bawah tanah. 

. Dad SK Gubemur Nomor 181 T&.hun 1982 tersebut nampaknya 

banyak dtabaikan. Hanya selang empat tahun setelah diterbitkan pada bulan 

Descmber 1986, pemerintah Propinzi menyetujui p:oposal yang diajukan oleh 

seorang developer untuk pembangunan sebuah komplek real estate di lokasi 

yarlg termasuk pada kawasan Bandung Utara. Ha: ini merupakan titik awal 

dari Bandung Utara dibuka untuk komple!< verumahan real estate. Pada 

beberapa tahun kemudian, jum!ah komplek perumahan real estate dt kawasan 

ini telah melonjak begitu cepat. Berdasarkan data ye.ng dihimpun oleh 

Bappeda Propinsi/Dati , Jawa Barat. sampai pad a akhir tahun 1993. jumlah 

izin lokasi untuk pembangunan perumahan real estate yang telah disetujui oleh 

Pemerintah Daerah (propinsi) ndalah sckitar 43 buah. 

Dari kasus ter~ebut nampak bahwa berubahnya I:ebijakan tersebut 

karena pemerintah daerah memiliki kepentingan yaitu kepentingan publik 

(public interest) dan kepentingan individu. (individual interest). Kepentingan 

publik diidentifikasi bahwa kepentingan pemerintah duerah untuk 

meningkutkan purtisipasi sektor swasta dalam pembangunan perumahan, dan 
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untuk mendukung program pemerintah pusat dalam pemenuhan stock 

penyediaan perumahan nasionai. 

Sementara kepentingan individu (individual interest) lebih banyak 

menyangkut tentang kepentingan individu elit lokal yang mana bentuk 

kepentingan tersebut sangat komplek dan saling berkalt satu dengan yang lain. 

Dari hasH temuan di lapangan sedikitnya ada tiga bentuk kepentingan 

individu elit lokal yang ikut mewamai kebijaksanaan Pemerintah Daerah 

mengizinkan para real estate developer merambah kawasan Bandung Utara 

yaitu kepentingan ekonomi (seeking economic ends), kepentingan untuk 

pengembangan karier (carier advancement), dan kepentingan untuk sponsor 

politik (political sponsorship). 

Sementara bentuk dari imbalan yang di.'eroleh elit lokal berbeda 

antara yang satu dengan yang lain, karena hal tersebut sangat ditentukan oleh 

tingkatan otoritas yang dimiliki, khususnya dalam mengontrol izin lokasi. Bagi 

mereka yang berada pada posisi menengah - bawah (lower-middle) dalam 

strata birokrasi dan tidak memiliki otoritias cukup besar dalam mengontrol 

izin lokasi, biasanya mendapatkan keuntungan ekonomi dari para developer 

dalam bentuk tambahan pendapatan. Imbalan ini umumnya diberikan oleh 

para developer untuk mempercepat proses mendapatkan izin lokasi. 

Sementara para elit yang berada pada posisi menengah atas (upper

middle) dalam struktur birokrasi lokal mereka memiliki otoritas yang besar 

dalam mengontrol izin lokasi, maka developer biasanya tidak. segan-segan 

untuk menawarkan "imbalan" yang lebih besar, misalnya memberi 
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kesernpatan se!Jagai penanam moda: (share holder) di perusahaan real estate 

yang bersangkutan (Sunjaya, dalam Hidayat, 2000:54). 

Dari apa yang dikemukakan dalam kasus tersebut menurut hemat 

penulis nampak ada persengkokolan antara para politisi, birokrat atau para 

pengusaha d&lam mengartikulasikan kepentingannya yang kemudian 

dirumuskan da!am bentllk kebijakan temang pengelolaan lah&n khususnya di 

wiIayah Bandung Utara, Padahal ketika kebijakan terse but diimplementasikan 

pasti berhubungan bahkan I:ertabrakan dengan kepcntingall publik, sementara 

dalam proses perumusan kebijaka..mya kepentingan publik tidak nempak atau 

tidak terwakili. 

Mencelmati dari hasil temuan kasus Bandung Utara tersebut tentang 

adanya persekongkolan antara elit lokal dengan para pengusaha. Hal tersebut 

sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Robinso::l (1988) bahwa: "one of 

the force factors underlying the alliances between Indonesian politico

hurcm,crllls and individual capilali.v/,l· i.v hccaus(! Ihe client capitalisls gave the 

politico-bureaucrats arces to ,evenue for polilicc.l and personal needs, as well 

us entry to world of corporate capitalism, as share holders and investors" 

(satu di antara faktor pe.nting yang mendasari terbentuknya aliansi antara 

politisi dan birokrat di Indonesia dengon para pengusaha adalah karena para 

pengusaha (mampu) memberikan akses kepada para birokrat dan politisi untuk 

memperoleh pendapatan guna kepentingall politik dan indiv;du, juga 

(membuka akses) untuk memasuki dunia bisnis melalui pem7gang saham 

(share holders) dan penanaman modal (investor). (Robinson, 1988:65) 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



112 

Dari apa yang dikemukakan oleh Robinson te.sebut kaitannya dengan 

kepentingan eHt lokal nampak bahwa keinginan elit lokal untuk 

mengakumulasikan keuntungan ekonomi telah terjadi rr..enjadi salah satu 

faktor yang mcmotivasi mereka untuk membangun ali ansi dengan para 

developer real estate di Bandung Utar&.. 

DJlam kaitannj'a dengm. keillginan elit lokal untuk mengakuml!lasi 

keuntungan di bidang ekonomi maka hal illi sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Grindle (1989) bahwn: 

I3aik politisi maupun birokrat adalah pemburu-pemburu rente. Seeara 
umum kepentingan rnereka adalah mempertahankan kekuasaan 
(kedudukan) yang dimiliki, clan memperkaya diri (seeara ekonomi). 
Sebagai konse!wensinya mal<:a baik politisi maupun birokrat akan 
dimotivasi oleh keinginan untuk me:J.ggunakan (ml!manfaatkan) 
sumber daya (resources) yang dimiliki ol~h pemerintah guna 
membcrikan ganjaran kepada siapa saja yang mendukung upaya 
mempcrtahankan kekuas~.an yang ciimiliki atau kepada (siapa saja) 
ynng memenuhi peneapaian kepentingan oribadi mereka, dengan eara 
l1Iengenal sumber daya pemerintah kepada mereka-mereka yang 
memberikan tawaran tertinggi atau dengan eara mengalokasikan 
sumberdaya tersebut kepada klien terpilih (Grindle, 1989: 18-19). 

Bagi pemerintah keberadaan suatu perusahaan atae industri dan jalinan 

kerjasamn dengan para pemilik modal dibutuhkan terutama dalam rangka 

meningkatkan pendapatan daerah melal'li pembayaran pajak, retribusi, dan 

pembagian d'ina bagi hasil lainnya. Peningkatan pendapatan daerah membuat 

pemerintah merasa leluasa Icbih longga!" merancang dan 

mengimplementasikan program-program p~mb:lI1gunan scsuai yang 

diinginkan. Semakin banyak program yang diimplementasikan akan 

menambph kepereayaan dnn dukungan masyarakat terhadap keberadaannya .. 

Sehingga stabilitas daerah dapat dipeiihara. 
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Penelitian Sulistyono (2006) ten tang Pengadaan Tanah untuk. 

Pembnngunan di Daerah Perkotaan (Anal isis Model Interaktif itnplementasi 

Kebijakan Pcngadaan Tanah untuk Infrastruktur, Pemukiman, Pusat 

Perdagangan di Kota MaJang) sepakat bahwa permasalahan di daerah 

perkotaan yang paling menonjol adaJah tentang me.salah pengadaan tanah bagi 

pe;nbangunan, yang pada akhirnya sering ulenimbulkan konflik pertanahan. 

Tarik mE.narik kepentingan antara pemiIik lahan dan pemetintah sering 

. bf:!UJung pada dirugikannya rakyat secara mutlak. Kota Malang sebagai salah 

satu kota besar di Indonesia juga ir.engalami hal serupa. Pembangunan yang 

dilakukan juslru banyak melanggl1.r RTRW Kotz. Malang, apalagi temyata 

dalam pe\aksanaan proyek pembangunan itu juga banyak me/anggar HAM. 

Termasuk dalam hal ini adalah peiaksanaan pembangllnan proyek jalan 

tembus Gadang-Bumiayu, jalan tembus Sulfat-Madyopuro, pemukiman 

Kutobedah, darl pembangunan pusat p'!rbelanjaan MATOS sl!perti yang diteliti 

daJarn disf:rtast ini. 

Tujuar. Penelitian yang dilakukan adalah (\) memahami dan 

menganalisis fenomena-fenomena pelaksanaan pengadaan tanah di perkotaan 

terutarne un~uk pembangu:lan infrastruktur, pemukiman dan pusat 

perdagangan, (2) menyempurnakan konseptllalisasi pelaksanaan pengadaan 

tanah untuk pembangunan, dan (3) ulltuk merr.buat model at&u mendesain. 

ulang proses implementasi kebija!<an pertanahan dalam konteks dan 

pengadaan tanah bagi leepentingan pembangunan yang mengedepankan hak 

dan kepentingan rakyat, (4) mengkontruksikan, atau merekontruksikan 
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fenom~na pengadaan tanah untuk pembangunan berdasarkan dokumen yang 

dikumpul!<an, ctiamati clan berdasarkan ~emuan·temuan data di lapangan. 

Untuk menganalisisnya, pe:1elitian ini mmggunakan acuan teori 

Implementasi Kebijakan, Kepentingan Umum (Public Interest) dan Kebijakan 

Pertanahan. Teori utama yang digunakan .3dalah teori model implementasi 

kebijakan dari Grindle dan Thomas (1991) yang menekankan pada 

pelaksanaan kebijakan bottom· up sehingga kebijakan dapat pro kerada rakyat. 

Grindle dan TIlomas mei1ekankan hahwa decision stages dan conflict 

merupakan dua aspek yang merupakar, starting point untuk dapat menciptakan 

kebijakan yang pro pada rakyat. 

Dengan menggunakar, pendekatan kualitatif penditi!)n ini 

membllktikan bahwa pengadaan tanah selama ini tidak pro kepada rakyat. Hal 

ini dibuktikan dengan mengkaji temang kcberpihakan kebijakan pengadaan 

tanan; dinamika para aktor serta strategi illereka serta tarik menarik 

kepentingan di dalamnya. Pada akhirnya penelitian ini merekornendasikan 

model kebijakan pen gada an taEah yang pro kepadn rakyat. 

Penelitian ini menel11u.Kan bahwa pembangunan proyek jalan tcinbus 

Gadang·Bul11iaYIJ, jalan temuus Sulfat·MadyoplJro, pel11ukil11an Kutobedah, 

dan Pu~at Perbelanjaatl Malar.g Town Square (MA 1'OS) mengandung unsur 

pelanggaran baik pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), pelanggaran terhadap Hrk Asasi Manusia (HAM) maupun 

penyalahgunaan wewer,ang dan kat' JPsi. Dan kalau dimaknai dari paparan 

Grindle dan Thomas (1991); kecrr'pat proyek ini ~angat kental dengan nuansa 

modelliuier (Iop·down) kllrena m~l11uat ciri·ciri sebagai berikut: 
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:. Kebijakan ditentukan dari atas (sentral, pcrspektif elit di pusal) dan 

mengabaikan peranan aktor-aktor yang lain (terutama yang ada dl bawah) 

sepcrti peran aktor .1.okal, pihak swasta, dan policy subsystem yang 

lair-nya. 

2. Pendekatan yang dilakukan bersifat Iinier yang sangat mengandalkan 

pilda kondisi status quo dimana semua hal harus dalam keadaan ceteris

paribus, bersifat statb dan t:clak membuat peluang bagi adanya perubahan 

kebijakan. 

3. Mengabaikan peran dan ;trat~gi pela~sanaan yang dipergunakan oleh 

aktor pelaksana yang ada di bawah (birokrat loka!), kelompok sasaran dan 

sebagainya. Untuk menyesuaikan dan atau mengubah kebijakan yang 

terpusat tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan mereka. s~rtdiri. 

Oleh kalena itu, jika mengacu pad a pendapat Grindle dan Thomas 

(1991), maka suatu kebijakan itu seharusnya dapat menerapkan metode yang 

!chih humanis yaitu dengan mengcdepankan partisipasi publik dalam 

pengambilan hputusan (decision stag~s) sehin&ga konflik (arena conflict) 

yang muneul dapat dikelola dengan \:laik, bukannya justru mer:utup pintu 

partisip.1Si dan mereduksi konflik, hanya karena alasan efisiensi. Dilihat dari 

sudut kajian implementasi !<ehijakan publik, proses pengadaan tanah untuk 

pembangunan infrastruktur, pemukiman, dan pusat perdagangan di Kota 

Malang ini dapat dianalisis dengan menggunakan m0del interaktif yang 

dikemukakan Grindle dan Thomas (1991) yang d:tekankan pada 2 (dua) 

aspek: pengambilan keputusan (decision stages) dan konflik (arena ci);;jlict). 
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Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa, pertama, 

kesesuaian dan konsisl.ensi antara ketentuan normatif dengan perencanaan 

yang dibuat, didukung oleh konsister.si untuk mengedepankan kepentingan 

wnum, yang diwujudkan dengan realisasi kebijakan yang responsif, dapat 

memperlancar pelaksanaan pengadaan tallah untuk kepentingan umum. Kedua, 

konsistensi dan political will pemerintah untuk melaksanakan musyawarah 

yang dialogis dapat mengeliminir konl1ik dengan r::tasyarakat. Ketiga, konflik 

kepe11tingan dalem Implementasi hnru~ disiknpi denglln melnkuknn negoslasl 

yang rartisipatif yang ciidukung dengan memberikan kebebasan bagi warga, 

disertai dengan komitm~n sosialisasi yang konsisten dan tepat, dapat 

memperlancar pengadaan tanah. Keempat, kesepakatan yang dilakukan dengan 

mengedepanhn HAM dan prinsip akan mernbantu dicapainya implementasi 

yang sukses (succesfully implementation). 

Dari paparan di atas dapat dilwnsultasikan bahwa model implementasi 

kebijakan pengadaantanah di Kota Malang seperti telah diuraikan pada 

proyek jalan tembus Gadang-Bumiayu, jalan tembus Sulfat-Madyoparo, 

pemukiman Kutobedah, dan pusat perbe;anjaan MATOS; 1c&lau dimakna,i dari 

paparan Grindl~ dan Thomas (1991); keempat proyek ini menggull&kan model 

linier (top-down) karena memuat ciri-cid sebagai berikut. 

j) Tidak adanya proses perjumpi'llln aEumsi dari aktor-aktor yang 'ada: 

2) Perubahan kebijakan tidak (Iimungkinkan terjadi, k!:rena tidak dibukanya .. 

pintu partisipasi d,m komunikas: jialogi~ sebagr.i media penyampaian 

masukan. 

3) Tidak ada pelibatan dan partisipasi aktor lain. 
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4) Agenda kebijakan (policy agenda) tidak berisi masalah-masalah 

kebijakan esensial yang disuarakan mru.\yarakat, tetapi hanya 

pennasalahan teknis operasional kebijakan. 

5) Pengambilan keputusan dilakukan tidak melibatkan aktor lain di luar 

pemerintah. 

Sementara Penelitian Prasetyo (2006) yang beIjudul Orientasi Aktor 

dalam Kebijakan Publik (Analisis Perumusan Kebijakan Pemberdayaan 

Masyarakat Pengelolaan Waduk Dawuhan (PPMPWD) didasari pemikiran 

bahwa dalam proses perumusan kebijakan publik perlu memperhitungkan 

secara seksama orientasi dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat sebagai 

stakeholder dari kebijakan yang akan dibuat. Apalagi dalam kenyataannya 

bahwa tingkat bargaining masing-masing aktor tidaklah sama, sehingga untuk 

menghindari dominasi kepentingan dari salah satu aktor perlu mekanisme 

orientasi aktor secara intensif dan interface. Dan ke depannya nanti kebijakan 

publik yang partisipatif merupakan paradigma yang harns diperjuangkan dan 

dapat terwujud melalui proses orientasi aktor yang intensif yang 

memungkinkan pergeseran pola sikap dan orientasi sebagai bentuk akomodasi 

orientasi aktor yang terlibat. 

Pemilihan program Proyek Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan 

Waduk Dawuhan (PPMPWD) sebagai obyek kajian karena dalam kacamatan 

optimis, program PPMPWD ini dapat dimaknai sebagai paradigma baru daIam 

kebijakan publik tentang pembangunan di Indonesia. Selain itu juga 

PPMPWD merupakan sebuah program perumusan kebijakan yang interaktif 

disusun bersama antara pemerintah dan masyarakat daIam pengelolaan dan 
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menjaga kelestarian waduk Dawuhan dan dissi yanp, lain mampu 

meningkatkan tidak hanya dilihat dari sis; bagaimana masyarakat bisa lebih 

berdaya, melainkan juga bagaimana pemerintah mampu merumuskan 

perubahan paradigma kebijakan publik ynng partisipntif dalam arti :neletakkan 

posisi masyara!cat sebagai mitra yang setara dan saling bertanggnng jawab. 

Selain itu dalmn perspt,ktif ke!lijakan publik, proses vrientasi aktor dalam 

program ini mcnggambarkan model kebijakan pcmbangunan masyarakat yang 

berorientasi pada manusia (poe}1/e oriented). Mod~1 pembangunan inilah yang 

dlan.ggap lebih manusiawi dan tidak sekedar economy oriented. 

Seeara spesifik penelitian ini mengkaji tentang proses perumusan 

kebijakan pubiik da.lam kegiatan PPMPWD serta orientasi aktor berperan 

dalarn kegiatan PPMPWD tersebut. Kemudian juga mencoba menemukan 

faktor-faktor apa saja yang menghambat dan memperlancar proses orientasi 

dal~rn perumusan kebijakan PPMPWD inL 

Secara makro,· kerar.gka teori yang digunakan mengacu hpada 

mer,guatnya teori pembangunan yang partisipatif sehagai paradigma dasar 

dala;n memberibn alar.an bagi pentingnya perumusan adalah teori pen:musan 

kebijakan publik dari Palumbo (1997). Perspekt:forientasi aktor menggunakan 

beberapa kajian seperti per:;pektif ir.tensitas intera1.<si Long dan Long (1992) 

sebagai dasar pembahasan pentingllya interaksi yang .,etara, intensif dan 

interlace dalam perumusan keb;ja!can pub! ik Pola-pola orientasi can posisi 

orientasi aktor dalam mendefinisikan kepentingan publik serta variasi model 
, 

gnya (karalcter) kebijakan yang dihasilhn -ialam proses interaksi tersebut 

mengacu kepada perspcktif kepentingw publik (Harmon, 1969). Perspektif 
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kornuuikasi politik (Zeeuw, 2001) dan budayn politik dari Almond dan Verba 

(1985). 

Metod~ penelitian yang digunakan adalah pendekatnn deskriptif. 

kualitatifdengan menggabungkan data-data baik yang diperoleh secara primer 

melalui indepth interview rnaupun data se!<und.:r yang diperokh melalui 

reterensi penelitian terdahlliu mauplln data-data Iapangan hasil observasi 

partisi patif. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa, pertama, pada 

tahapan agenda setting dan problem definition sebagai i:-agian dari perumusan 

kebijakan, mel"Jpakan tahapan penting lIntuy. memahami dan mengakomodasi . 

cksitensi orientasi dan masalah masing-masing akto; 3ehingga diperoleh 

kepentingan pl!bJik yang merupakan perwujudar dari kepentingan semua aktor 

yang bcrinteraksi. Kedua .. perpaduan (resuhant) dari kepentingan publik yang 

didialogkan akan menentukan gaya (karakter) kebijakan pllblik yang 

di11lmuskan. Ketiga, kualitas akomoda3i dan partisipasi keselur ..than proses 

perumusan akan mempengaruhi penefimaan stakeholer pada tahap policy 

legitimation di samping perlunya komitmen yang kllat antara stakeholer. 

Kcempat. dalalr. skal!' makro, oricntasi aktor r.angat mempengaruhi proses 

perumusan kebijakan publik. 

Temual. penelitian merupaka'1 kritik teori sekaligus rekontruksi 

terhadap teori analisis kebijakan publik yang disampaihn Palumbo (1987) 

adalah sebagai berikut: 

I. Komponen agenda selling ini adalab selain mendefinisi!<an the nature of 

problem, the size of pr(}blem and distribution of problem juga 
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Olemperhit\lllgkan rcl~vai11 prabl'?m antara permasalahan kebijakan yang 

dirumuski'n dengan pcr111asalailall riil yang dihadapi di lapa;lgan oleh 

seluruh aktor. 

2. Komponen problem definition perlu diIDasvkkan kajian tentang 

"combining needs" di lllar perkira?n kebu(uhan dan penentuan target 

k<!bijakan sebagaimana yang dipaparkan dalam model te(lritik Palumbo. 

3. Komponen policy desigr. perIu mcmperhatikan kccrakter kebijakan yang 

sesuai dengan orientasi para akto! untuk mendapatkan efektivitas dan 

Gflalen.1 perneeahan ml\8alnli. 

4. Komponen policy legitimation pcrIu ditambahkan dengan komitmen dari 

masing-masing aktor dalam mempertahankan hasil perumusan kebijakan 

yang telah disusun Sf-eara oartisipatif untuk di!aksanakan secara 

proporsional. 
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METODE PENELITIAN 

3.1. P(,TspcktifPenditian 

Per:elitian ini memandang tindak<:n sebagai hasil dari bekerjanya faktor

faktor stlUktural (seperti klas dan ideologi) dan individual (seperti penafsiran 

subyek atas lingkungan sosialnya berdasarkan pcn~alarnan dan harapan yang 

bersifat subyektif Ini berarti bahwa selah! yang bersifat obyektif, tindakan 

manusia juga ditentukan oteh p~nafsirall, subyektif atas faktor-faktor struktural 

yang membuat tindakan manusia selalu bersifat dinamis n&mun juga 

merupakan sehaah proses rdleksif yang ditundai oleh berbagai kompleksitas 

kekuatan-keku2.!an makro dan mikro. 

Telaah atas tindakan dilakukan dengan memperhatikan bahwa selalu 

terdapat sebuah "Irena yang kompleks dalam mana kekuatan-kekuatan klas, 

ideologi, kepercayaan dan sent:men d;n~goisasikan d2.iam posisi yang bersifat 

unik dan spesifik IJntuk setiap individu dalam ruang dan waktu yang tertentu. 

3.2. Pcnetnpnn Lokllsi dan Situs Pcnclithlll 

PeneHtian ini dilakukan di wilayah Perllerintah Ko~a Malang Propinsi 

Jawa Timur. Kota Male.og dipilih karena Malalg sebagai salah satu daerah 

Tingkat It di Jawa Timur memiliki karakteristik tersendiri. Di samping Malang .. 

sebagai kota pendidikan. kota pariwisata dan kota industri juga memiliki 

penduduk yang beragam juga artinya Kota Malng memiliki pend'lduk yang 

terdiri dari berbagai etnis suku bangsa, hal ini nampak ketika mulai awal tahun 
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ajaran baru bHnyak pe.'1duduk pendalang di kOla Malang unluk mengikuti 

Ujian M,1suk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) mereka dalang dari bcrbagai 

pulau yang fida di wilayah negara Republik Indonesia. 

Selain ilU yang tidak kalah pmtingnya adalah perkembangan atau 

pengembangan Kota Malang. yang cukup pesat. Banyak pasar swalayan dan 

supermarket yang dibangull di Kota Malang karena dinilai penduduk Kota 

Malang memiliki daya beli yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa 

kota lain di Jawa Timur, karena terlalu pesatnyn 'perkemban~an dan 

pemhangunan ~.ota Malang maka banyak pengamat perkotnan menlla! 

pcrkembangan atau pengembangan Kota Malang dinilai melenceng dari 

perctlcunaan (Kompas, Mei 2005). 

Oleh kare:1u itu mengapa banyak terjadi perubahan terhadap apa yang 

telah dirancang nedemikian rupa dan ke:pentingan-kepentingan apa saja yang 

ada di balik perubahan terhadap pcrencanaan yang sudah direncanakan 

terst:but. Sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

Kota Malang karena berbagai kebijak:1I1 pembangunan yang tclah dibuat oleh 

pemerintah Kola Malang. 

Silus PCl1clilian I11crupakun lcmpul dil,lana penelili dapal mcnangkap 

sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dalam upaya ini pcneliti l11emasuki lokasi 

penelitian dari institusi pemcrintah/negara yang terdiri dari dari Kantor 

Walikota Malang terutama Bappeko dan Badan Pertauahan Nasional (BPN) 

Kola Malang sebagai tempat '.mtuk memperoleh gambaran awal mengenai 

kebijakan pertanahan di Kota Malang dan Dinas Perijinan serta Dinas 

Kimpraswil Kota Malang. Selain itu juga penditi juga menggali data dari 
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pihak investor/developer yang melaksanakan proyek p(.mbangunan MATOS. 

Di samping ilu peneliti juga mendatangi organi3asi kemasyarakatan yang 

banyak menentang pembangunan MA ros tersebut. Di sini penditi banyak 

menggali data dari berbagai pihak untl1k menjawab permasalHhan penelitian. 

3.3. Subyek Penelitian 

Fokus utama penelitian ini adalah kcbijakan Pemerintah :<ota Malang 

dalam proyek pembangunan Matos. Dalam hal ini yang dimaksud dengan 

kebijakan pemerintahan adalah segala bentuk penetapan dan atau keputusan, 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang sesulli maupun yang tak resmi 

atau setengah resmi, yal1g berhubnngan denga!1 pembangunan Matos. 

Memperhatikan bahwa kebijakan adalah sebuah respon yang 

meneerminkan bekerjanya berbagai l~epentingan negara, pasar dan 

masyarakat, maka subyek penelitian ditentukan 5eeara purposif didasarkan 

wilayah kepentingan yang dikuasainya. Di lingl;ungall negara, para subyek 

meneakup inc!ividu-individu pengambil keplltusan yang seeara langsung 

mallpllll bdak langsung terkait dengan proyek Matos. Para subyek meneakup 

mercka yang berada di Dewan Perwakilan Rakyal dan Kantor Walikota, 

Kecamatan sena Kelurahan. 

Sementara itu wilayah pasar, para subyek dipilih dari kalangan 

inve!:tor, developer dan pihak lain yar,g terkait dalam aspek bersanla dalam 

kebijakan pembangunan di atas. Di lingkungan masyarakat para subyek 

meneakup mereka yang berasal dari berhagai kelompok yang mewakili: 

pemodaIlpenyedia tanah, para aktivis dan masyarakat sekitarnya. 
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3.4. Foklls Penelillan 

Dalam penelitian ini fenomena yang diteliti adalah: analisis kebijakan 

tentang re1asi kepentingan diantara aktor negara, pasar, dan masyarakat dalam 

proses perwnusan kebijakan. Berdasarkan latar belakang penelitlan mengenai 

anaJisis kebijakan serta reJasi kepentingan diantara aktor negara, pasar, dan 

masyarabt dalam proses pen.:musan kebijakan maka yang menjadi fokus 

penelitian disusun untuk memberikan ~.f<'h terhadap penelitian yang dilakukan 

peneliti. Oleh karena itu yang menjadi fokus p~neli~ian disini adalah sebagai 

bcrlkut: 

Kepentingan-kepentingan apa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan (pembangullan) tersebu1. 

J3agaimana relasi kekuasaan di antara kelompok-kelompok kepentingan itu .. 

dengM kata lain siapa memperjuangkan apa dan dalam hUbungannya 

dengan itu siapa mr.mihak ~iapa. 

Bagaimana kelompok kepf!ntingan yang terlibat itu memobilisasi sumber 

daya dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

Kelompok-kelompok kepentingan m~nakah yang paling diunttingklln oleh 

kebijakan tersebut. 

3.5. Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jtnis penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif ·dengan 

data deskripsinya, memandang perilaku manusia (apa yang dikatakan dan 

dilal:ukan orang) sebagai produk dar; orang tersebut menafsirkan dunianya. 

Peneliti telah berusaha menangkap prose~ penafsiran terse but melalui metode 

"Ve.¥stehen" yllng diartikan sebagai kemampuan menangkapoengertian 
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subyektif dari si aktor, yang kemudian dikeluarkan kern bali dalam pikiran

pikiran peneliti tentang perasaan, motif dan pikiran-pikiran yang ada dibalik 

tindakan aktor tersebut. Hubungan yang terjadi antara pe:neliti dan subyek 

yang diteliti; bersifat ciialogis (dialogical interpretation) dima.'la interpretasi 

terhadap makna tadi aclalah merupakan hasil negosiasi antara peneliti dan 

subyek yang diteliti (negotiated meaning). 

Untuk memperoleh data deskriptif sebagaimana digambarkan tersebut 

di atas, teknik pengumpulan data yang dipakni adalah melakukim observasi 

(observation), wawanee.ra mendalam 0:1 depth interview) dan dokumentasi. 

Metode obser.rasi yang diga.:'ung dengan wawaneara mendalam 

banyak dipergunakan karena yang menjadi sasaran adalah individu sebagai 

aktor. Namun peneliti menyadari ball'Na yang hendak dilihat atau dipotret 

adalah tindakannya (actingnya) dalam berinteraksi dengan aktor-aktor yang 

lain. l'indakan aktor ciiinlerprelasikan se~uai dengan makna subyektifnya 

berdasar!<an fen omena sosioi0gis yal1g ada. Analisis emik yang dapat 

menghasilkan self validating (snowballing) yaitu dengan ILeneari data handing 

dari informan-informan kunei yang lain baik di ka\angan aktor pasar, negara 

maupun masyarakat. 

Konfirmasi data juga dilakukan dengan wawaneara mendalam dengan 

informan kunci. Sumber data yang berasal dari dol<umen resmi, c1iperg.unakan .. 

untuk menggali dan meiaeak sejarah aktor yang nantinya dapat dipergunakan 

untuk mel1gkontirmasi data la.innya. 
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Pencatatan data dan penulisannya diiakukan dengan memanfaatkan 

bentuk-bentuk field notes, interviw write ups, maping, photogrphing, sound 

recording dan copy dari document cOLections (Lofland & Loft1and dan . 

Marshall & Rossman, 19R9:85 da1am 131amy, 1996:82). 

3.&. Anl1lisis Data 

Proses analisis data di sini adalah analisi~ yang dilakukan secara terus 

menerus selama pengumpulan data d;. lapangan hingga pengumpulan selesai 

d!laksanakan yang mencakup beberspa keslatan yaltu 111o.1otallh ellltll. 

mengelompokkan data, pengelompokan data, menemukan apa yang penting 

sesuai dcngan fokus penelitian dan mo!mpelajari serta mcmutuskan apa yang 

akan dilaporkan. 

Analisis data selama pengum;)Ulan data dilakukan setiap kali peristiwa 

yang menjadi fokus penclitian seler.ai direkam d1.n dirupakan dalam bentuk 

laporan lapangan. Analisis dat<lnya telah diusahakan clapat mengungkapkan: 

(1) data apa yang masih peril:: dicari, (2) hipoter.;s apa yang harus dites, (3) 

pertanyaan apa yang harlls dijawab, (4) metode a;13 yang harus dipakai-untuk 

mencari informasi bam, (S) kesalaljaT'. apa yang he.ms diperbaiki. (Nasution, 

1988: 130). 

Dalam menganalisis data penelitian ini r.1engactl pada teori yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (! 992: 21) yang meliputi beberapa 

tahap sebagai berikut: 

I. Reduksi Data, dalam proses ini ,lata dipilah-piiah dan disederhanakan. 

sedangkan data yang tidak dipcrlukan disclcksi agar memberikan 
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kemudahan dalam menatnpilkan, menyajikan, dan menarik kesimpulan 

sementara. 

2. Penyajian Data, clata yang telah dipilah dan disisihkan terseht.lt menurui'-

kelompok data serta disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk 

ditampilkan sesuai dengan perlllasalahan yang dihadapi, termasuk 

kesimpulan sementara yang diperoleh setelah data direduksi. 

3. Menarik Kesimpulan, dalam proses menarik kesimpulan ini diambil dari 

kategori-kategori dara yang telah direduksi yang disajikan untuk menuju 

pada kesilllpulan akhir yar,g mampu menjawab pennasalahan penelitian. 

Gambar 3. Analisis Data Model XnterakH 

Pflngl.llllpulan 

.~~ 

Redl~ . 

Data ,..)~' , 

---- Kesimpulan-k~ulaH 
--- '- PenarikanlV erifikasi 

-----------------

Sumber: Miles and Huberman (1992:20) 
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3.7. Keahsahan Data 

Untuk melihat keab~ahan hasil penelitian maka d3.lam setiap penelitian 

diperlukan standarisasi untuk melihat sejauh mana keabsahan suatu data. 

Menurut LincoJen dan Guba (dalam Meleong 1<;90:173) ada 4 (empat) standar 

alau kriteria t:tama guna menjamin keabsal:an hasil penelitian kualitatif yaitu: 

kredibilitas (credibility), keteralihul1 (transferahility), ketergantungan 

(idependability) dan kepastian (co'1/imrahility). 

Kredibilitas data dilakukan clengan mengadakan pengumpulan data 

secat'h berulang-ulang (triangulasi), baik Ie-ntang data, sumber clata maupun 

caranya. Prosedemya clilakukan dengan cara pengumpul:m data hingga 

diperoleh data atau informasi yang dikategorikun berad~. pada titik jenuh. 

.. 
Keterali.l,an data dilakukan dengan konfirmasi ulang (negotiated 

outcomes) kepada tokoh-tokoh masyarabt (key iY1J'orma.'1) yang dianggap tahu 

tentarig seluk beluk isu rnengenai Matos (Malang Towns Square) di Kota 

MaIang terhadap ternuan penelitian. Selain itu juga dilakukan dengan 

rnengadaI,an diskusi dengan ternan atau orang yang dianggap rnengetahui dan 

memaharni terhadap rnasalah yang scdang cliteliti (peer group). 

Keterge.ntungan dilakukan dengan rnengadakan diskusi alas temuan 

penelitian, kemudian data fcrscbut dircduksi mcnjadi data yang ~iap disajikan. 

Selanjutnya ,ajian d,lta tcrschut akan dibaca schingga I11cnil11bulkan 

interpretasi yang menjadi bah an untuk JYlengambil suatu kesimpulan. 
fi.~4' 
~kmi- kepastian dilakukan dengan mengada1<an diskusi atas 

temuUl,!. penelifian dengt.n paknr ~'ang tcrkait dcngatl fokus p~l1elitian misalnya 
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ten tang bagaimana relasi kepentingan terjadi rliantara aktor negara, pasar dan 

masyarakat. Selain itu juga mcnggali komentar, pencapat dan saran dari para 

pakar t~rkait (expert opininion) yaitu orang yang memahami dall menguasai 

terhadap temuan penelitian. 
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DE8KRIP81 80S1O EKONOMI DAN POLITIK 
KOTAMALANG 

4.1 Gambnrnn Umum Lokllsi Penelitian 

4.1.1 Keadaan Geografis 

Kcta Malang yang berdiri sejak I April 1914 adalah kota terbesar 

kedua di Jawa Timul' selelah Surabayr.. 3e-.~ara geografis Kota Malang 

terletak pad a ketir:ggian antara 440 - 667 meter di atas permukaan laut 

pada 112,06° - 112,07° BT dan 7,06° - 8,02" LS dengan luas wilayah 

110,06 km2
. Selain itu Kola Ma;ang dikelilingi oleh gunung-gunl1ng yaitl1 

Kelud di sebelah sclatan dan pegurlUligar. Tengger di sebelah timur. Kota 

Malang juga dilalui oleh sunga; Brantas yang membelah kota, sungai 

Metro, Amprong dan Bango yang fungsi u,amanya untuk pengairan 

pertanian dan sebagai saluran pembuangan air limbah. Sedangkan suhl1 

rata-rata Kota Malang berkisar antara 22°C - 24°C dengan kelembapan 

udara 72% dan curah dengan 1,83 mm/tahun. 

Dalam konteks regional Jawa Timur, kedudukan geografis Kota 

Malang mcmpunyai peran strategis dalam menunjang taju pc:-tumbuhan 

dan perkembangan daerah sekitarnya. 

Dari segi &eologi dan topografi menggambarkan aaerah selatan 

berupa daratan tinggi yang cukuj: luas untuk kawasan perumahan. Di 

oagian tengah merupakan pusat kegiatan kota, bagian utara dan timur 
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berupa kawasan perumah?n dan lahan pertanian. Sedangkan di bagian 

barat merupakan kompleks pergllrllan tinggi. 

Daiam menunjang pertumbuhan dan perkembangan Kota Malang 

mempunYili program yang dikenal dengan Tri Rina Citra Kota Malang 

yaite Malang sebagai kota pendidikan, kota industri dan kola pariwisata 

melalui suatu keputusan hasit sidang paripllrna Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong (DPRDGR) Tahun J. 962. 

4.1.2. Keadaan Demografi dan Tenaga Kerja 

Adanya kebijakan regional Pwpinsi Jawa Timur yang bertujuan 

menyeimbangkan kesenjangan an tara daerah pantai utara dan daerah 

pegullungDn kapul' selatan yang tertinggr.l, Kcta Mdal".g ya'1g ditetapkan 

sebagai pusat pertumbuhan wilayah data ran tinggi tengah mul&i berbenah" 

diri !'adE. tahun I 990an. Sejak itu pembangur,an Kota Malang mulai 

bergerak deng:1Il diawa!i pembangunan beberapa pusat I<egiatan ekonomi 

terutama s~kitar alun-alun kota (seperti pembangunan gedung pertokoan 

di Kayu Tangan, Malang Plaza, Gajal-] Mada Plaza, Gedung Mitra dan 

lain-bin), berjalan terus hingga akhir kepemimpinan Walikota' Tom 

tJripan Nitiharjo (s'!orang ciokter dan sarjana hukum, anggota ABRI aktif 

berpangkat Letnal Koloner). 

Mengingat pembangunan Kola Halang yang sedemikan 

berkembang, maka pada tahun 198 i wiJayah Kota Malang diperluas 

menjadi 110.056 kl'tl
2 berdasarkan Pel'aturan Pemerintah No. IS Tahun 

1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamsdya D?erah Tingkat II 

Malang dan Kabupaten Dae:ah Kabupaten Tingkat n Malang. Menurut 
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Peraturan Pemerintah tersebut Kvta Malang menerima pelimpahall 12 

deslI dari Kllbupaten Malang lang meliruti desa-desa: Bandulan, 

Kara!1gbe~llki, Tlogowaru, Arjowinangun, Bakalan Krnjan, Mulyorejo, 

Comorokandang, Balai Arjosari Merjosari, Tlogomas, Tunggulwulung 

dan Tasikmadu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut secara 

administratif wilayah Kota Malang dibatasi oleh wilayah Kabupaten 

Malang. 

Dari scgi populasi Kota Malang dalam tiga tahun terakhir 

mengalami peningkatan sebesar 3,12% yaitu dari jumlah 720.984 jiV'«l 

menjadi :43.508 jiwa pada tahun 2001, dan pada tahun 2004 jumlah 

penduduk bertambah mcnjadi 808.358 jiwa yar..g terdiri dari laki-Iaki 

sebnnyak 396.301 jiwa dan per~mpuan 413.580 jiwa. Kota Malang yang 

memiliki luas wilayah kurang Iebih I 10.056 km2 tl!rbagi 5 kecamatan dan 

57 kelur?.han masing-masing kecamatan terseimt adalah Kecamatan 

Sukun, dengnn jU111Iah pendllli'Jk 170.546 jiwa Kecamat~n Blimbing 

dengan jumlah penduduk 164.707 jiwa, Kecematan Lowokwaru dengan 

jllmlah p<!nlillduk 158.396 jiwa, Kecama'an Klojen dengan jumlah 

p~nduduk 143.275 jiwa, dan Kecamatan Kedung Kandang dengan jllmlah 

pendllduk 149.833 jiwa. Seperti kondisi kola pada umumnya bahwa 

hunian terpadat berada di pusat kota yaitu Ke.:amatan Klojen yang 

memiliki Y.epadatan penduduk mencapai 14.367 jiw~2. S~dangkan 

tingkat kepadatan penduduk terer.dah beradn d; Kecamatan Kedung 

Kandang dengan tingkat kepacatan penduduk 3.959 jiwalkm
2

• Untuk 

mengetahui lebih rinci jumlah penduduk Kota Malang disajikan pada tabel 

berikut. 
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Penduduk Kota Mnlnng Menurut Kecnmatnn 
dan Jenis Kelamin Periode Tahun 2008 

I I WNI WNA 
Kecamatan --

Lald-Iak! Percmpuan Laki-Inkl Pc!"empuan 
-' Kedung Kandang 84.200 86:336 204 229 

Klojen 58.683 84.592 198 198 

I fllim,)ing 82.515 82.354 158 159 

Lowokwnru 84.196 75.006 89 89 

I Sukun 85.935 84.521 98 94 

I'umlah Total 395.549 412.809 i 752 771 
-
Sumber: Malans dalnm nnska, 2008. 
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Jumlah % 

170.997 21,11 

143.671 17,74 

165.176 20,40 

159.382 19,68 

170.650 21,07 

809.830 100 

Kondisi penduduk rnenulut mata pencaharian di Kota Malang selama 

dua tahun terakhir seeara sektoral menunjukkan di sektor pertanian 

mengalami peningkatan sebesar 51,24%, pertarnbangan dan 'penggalian 

meningkat sebesar 45,51%, industri medngkat 6,23% listrik, air d~n gas 

l1lellltr1m sebesar 64,98%. konstruksi meningkat 4,:36%, keuangan menurun 

sebesar 34,84%, jasa-jasa menurun 9,19% dan lainnya mcningkat 36,7% 

U:1tU!< mengetahui jumlah tenaga kerja menurut lap<:ngan I:elja dapat dilihat 

dalam tabel sebag~.i berikut: 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



r -
1-

No. 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
Q. 

. 10. 
r 
L 

Tabel2 

Jumlah Penduduk Usia 10 tahun ke !ltas yang Bekerja 
Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2()08 
- I Lapangan Pekcrjaan .Tumlah 

Pertanian 26.885 

Pertambangan dan Penggalian 664 

Industri 61.692-

Listrik, Gas dan Air 322 

Konstruksi 16.115 

Perdagangan 90.071 

Komunikasi 22.&77 

I Keuangan 11.379 

.lasa-jasa 76.002 

I Lain-lain 592 

312.549 : Jumlah Total 
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% 

8,59 

0,21 

21,66 

0,10 

5,16 
28,82 

7,32 

3,64 
24,32 

0,19 

100 

Sumber: Malanr, dalam angka, 2008. 

Di bidang tenaga kerja nampak ar:1anya peningkatan angka 

pcngangguran nkibat krisis ekonomi menyebabkan meningkatnya pencari 

kcrja. Selama dna tahun terakhir menunjukkan bahwa peneari keija yang ada 

d! Kota Malang meningkat sebesar 17,46% dari 12.533 jiwa menjadi 14.721 

4.2 Kondisf So~ia1, Budaya dan Pcndidikan 

0.1 Keadaa(l Sosial BlIdaya 

Seeara umurn kOildisi sosial budaya masyarokat di wilayah Kota 

Malang bersifat heterogen karen a '1ampir semua etnis yang ada. di 

Indonesia serta latar belakang budayanya ada di Kota Malang. Mereka 

paca umumnya datang ke Malang un~uk menuntut pendidikan yaitu 

sl!d~ng kutiah di berbagai pel'guruan lingg! balk neger! maupun swasta, 
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sehingga memungkinkan terciptanya kehidupan kota yang cenderung 

dinamis. 

Sebagai salah satu kotapendidikan, masyarakat Kota Malang 

dengan budaya lokalnya telah lama berintegrasi dan berasimilasi dengan 

adat kebiasaan dan budaya dari b~rbagai macam suku bangsa yang ada di 

Kota Malang. Dari beberapa suku yang berada di Kota Malang, mayoritas 

penduduk berasal dari etnis Jawa dan Madura. Bahasa pergaulan sehagai 

wahana komunikasi sehari-hari antar penduduk adalah bahasa jawa 

malangan, bahasa madura dan bahasa Indonesia. 

Ciri khas lain masyarakat Kota Malang yang cukup majemuk 

adalah sifat toleransi dan kerja samanya yang tinggi dalam kehidupan 

beragama, sehingga menjadikan Kota Malang cukup aman dengan 

terciptanya kerukunan dan kebersamaan antBr umat beragama. 

Sementara agama yang dianut oleh masyarakat Kota Malang 

cenderung heterogen, hal ini dapat dilihat dari jumlah tempat peribadatan 

sampai dengan tahun 2005 ini yang ada di Kota Malang adalah sebanyak 

372 masjid, 1132 mushoIla, 53 gereja protestan, 54 gereja katolik, 6 pura, 

dan 6 Vihara. Adapun perincian tentang jumlah tempat ibadah di Kota 

Malang disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel3 
Jumlah Tempat Ibadah di Kota Malang pada tahuD 2008 . 

I , Kecamatan Masjid Musholla 
Gereja Gereja 

Pura Wihara 

II< 
Protestan Katholik 

Kedung Kandang 10 374 4 - I -
Klojen 54 149 23 34 I 4 
Blimbing 82 233 9 I I -
Lowokwaru 85 209 - 6 I 2 

~ 
Sukun 81 167 IS 13 2 2 
Jumlah Total 372 1132 53 54 6 6 

Sumber: Malang dalam angka, 2008. 

Sedangkan kondisi keluarga miskin di Kota Malang sebanyak 

24.116 keluarga dari keseluruhan jumlah sebanyak 7 18,804 jiwa. Dengan 

tingkat kemiskinan sebesar 3,36%. 

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kota MaIang pada 

tahun 2004 terdiri dari Rumah Sakit Umum (RSU) dan rumah sakit swasta 

yang berjumlah 7 buah, rumah sakit bersalin 4 buah, rumah bersaIin 10 

buah, puskemas 15 buah, puskemas pembantu 33 buah, puskemas keliling 

21 buah, baIai pengobatan gigi di luar rumah sakit 18 buah, klinik 

keluarga berencana (KB) 52 buah, apotik 100 buah, rumah obat 10 buah 

dan laboratorium abat 11 buah. 

Sementara tenaga medis tahun 2003 meliputi 15.136 dokter, 

khusus pelayanan di puskesmas sebanyak 48 dokter, bidan sebanyak 

45.344 orang, tenaga medis lainnya yang melayani posyandu sebanyak 

480 orang. 
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4.2.2 Bidang Pendidikan 

Fasilitas pendidikan yang berupa gedung sekolah yang tersedia di 

Kota Malang pada tahun 2005 dapat dijelaskan bahwa untuk sekolah 

dasarlMadrasah Ibtidaiyah sebanyak 419 unit, sekolah lanjutan tingkat 

pertamaIMadrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 123 unit, ~ekolah 

Menengah AtaslSekolah Menengah Kejuruan sebanyak 104 unit dan 

akademi serta perguruan tinggi sebanyak 40 unit. 

Sementara jumlah murid yang ada di Kota Malang adalah untuk 

Sekolah DasarlMadrasah Ibtidaiyah NegerilSwasta 64.264 siswa, untuk 

Sekolah Lanjutan Tingkat PertamaIMadrasah Tsanawiyah negerilswasta 

sebanyak 29.678 siswa dan untuk Sekolah Menengah UmumlSekolah 

Menengah KejuruanlMadrasah Aliyah negerilswasta sebanyak 33.069 

siswa. Sedangkan anak putus seko;ah yang ada di Kota Malang adalah 

sebagai berikut: untuk sekolah dasar sebanyak 124 siswa, madrasah 

ibtidaiyah 63 siswa, untuk SLTP sebanyak 232 siswa dan MTs sebanyak 

51 siswa dan untuk SMU sebanyak 299 siswa, SMK sebanyak 434 siswa 

dan Madrasah Aliyah 21 siswa. 

Sedangkanjumlah guru yang ada di Kota Malang sebanyak 3.620 

guru SDIMTs terdiri dari guru tetap (Gn 3.296 guru dan guru tidak tetap 

(GTT) sebanyak 324 guru. Dan guru SLTPIMTs yang terdiri dari guru 

tetap 987 dan guru tidak tetap (GIn sebanyak 1.832 guru dan untuk 

SMU/SMKlMA sebanyak 3.461 guru terdiri dari 1.239 guru tetap dan 

2.222 guru tidak tetap (GTT). 
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4.3 Kondisi di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

4.3.1 Pemerintahan 

Di bidang pemerintahan Kota Malang mempunyai sistem yang 

tidak jauh berbeda dengan kabupatenlkota yang lain yakni 

unitlpemerintahan di bawah kota secara langsung adalah kecamatan. 

Setiap kecamatan mempunyai beberapa kelurahanldesa yang terbagi 

dalam Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (Rn. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan· Kota Malang terbagi 

menjadi 5 kecamatan, 57 kelurahanldesa, 500 Rukun Warga (RW) dan 

3.661 Rukun Tetangga CRT). Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel4 
Luas Wilayah,Jumlah KelurahaniDesa, RW, RT 
dan Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2006 

Kr.camatan 
Kelurahanl 

RW RT Keluarga 
Desa 

Kedung Kandang 12 97 734 36.478 

Klojen 11 89 674 31.227 

Blimbing 11 121 854 36,245 

Lowokwaru 12 119 698 33,126 

Sukun 11 84 754 36,J 58 

\ Jumlah Total 57 510 3.714 174.244 

Sumber: Malang dalam angka, 2005. 

L. Wilayah 
(Ion) 

39,89 

8,83 

17,77 

22,60 

20,97 

110,06 

Sementara batas-batas wilayah administratif Kota Malang adalah 

sebagai berikut: 

SebeIah utara berbatasan dengan kecamatan Singosari dan 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 
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3ebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan 

Tumpang KabupMen Mabng 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamalan Tajinan dan 

kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. 

Sebelah Larat berbatasan deng~.n Kecamatan Wagir Kabupaten 

Malang dan Kecarnatan Dau KotE. Batt!. 

Berdasarbn Peraturan Pemerintah NomoI' 15 TahlJIl 1987 

tentang Perubahan Batas Wi/ayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malnag 

dan Kabupaten Da"rah Tingkat II Malnng. Burdasarklln Peraturan 

Pemerintah tersebut Kota Malang menerima pelimpahan 12 (d'la belas) 

desa dari Kabuoaten Malar:g. Desa-desa tersebut adalah: Balea.--josari, 

Comorokandang, Tlogowaru, ArjowinanguIl, Bakalan Krajan, Mu1yorejo, 

Karang Besuki, Baudulnn, Merjosari, Tlogomas, T~.mggul. Wulurrg dan 

Tasik Madu. S~cara administratif wi/ayah Kota Malanr, dibatasi (lleh 

Kabupaten Malar.g. 

·.3.2. Di Bidllng Politik 

Gerakan reformasi tahun 1998 rii Indonesia, menghasilkan 

ketcl'batasan PGlitik yang cukIJp signifikun eli hampil' seluruh wilaynh 

nusantara. Berbeda dari ~ra Orde Baru pimpinan Socharto, dew&sa ini 

masyarakat relatif dalam dapat menikmati kemerdekaan di bidang politik, 

seperti kebeba£an mellyatakan per,dapat. Tidak hanya masyarakat 

perkotaan saja yang bisa menikmati hal i.tu tapi masyarakat di tingkat 

pedesaan pun dapat menikmati juga. tanpa r.ams merasnkan ketakutnn. 
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Perubahan mcmunculkan kebangki.tan politik lokal yang ditandai dengan 

mobilisasi di tingkat akar rumput (grass root). 

Setidakrlya ada dua faktor yang mendorong terjadinya repolitasi 

masyarakat lokal. Pel1ama, demokrasi melalui kebebasan' menyatakan 

pelldapat dan berasosiasi dan berkembangnya masyarakat madani (civil 

sC'ciety) di tingk:at aka: rumput. Kedua, tak kalah pentingnya juga untuk 

j)olitik lokal ada1ah k.!bijakan pelaksanaan oto:J.omi daerah (UU No. 22 

Tahun 1999 ten tang Pemeriutahan Dacrah) sejak Januari 2001. Secara 

-relatif baik otonomi maupun desentralisasi memberikan keleluasaan 

kepada pemerintah dae\'ah untuk mengatur daerahnya sendiri. Salah satu 

yang menjanjikan dari otonomi daerah adalah kemungkinan membuka 

bagi rakyat untuk mengambil peran aktif dalarn memerintah 

masyarakatnya sendiri. Oleh karen a itu, implikasi dari otonomi daerah dan 

desentralisasi diharapkan dapat menliorong rakyat untuk menggunakall 

bnk demokrasi atns masalah-masalah publik dengan mendorong 

per.lbuatan kcbijakan pembuatan kebijakan yang dilandaskan pada 

kebutuhan masyarakat laka!' 

Di Ko ~a Malang perkembangan politik masyarakat dewasa ini 

bt:rbeda dengan kondisi kctika masa Orde Baru yang mana jumlah 

organisasi pal1ai politik sangat tcrbatas sckali sctelah disederhanakan 

tinggal Partai OoJongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dRn Partai 

Dp,mokrasi Indonesia. Di dalarn parle!Jlen (DPP.) hany~ terdiri dari dari 

partai tersebut ditambah per.vakilan fraksi TNI/Polri sehingga dalarn 

pembuatan kebijakan ketika eksekutif m'!ngajl'kan ke forum parlemen 
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maka demik;an mudahnya untuk disetujll' karena ketika itu memang 

eksekutif jauh lebih kuat dibandingkan legislatif. Oleh karen a itu tidak 

jarang eksekutif melakukan intervensi ke dalam Iegislatif. 

Akan tetapi pada saat 3ekarang ini' terutama ketika kebijakan 

otonomi dilaksa.,akan maka jumlah partai politik di Kota Malang jauh 

Iebih banyak daripada ketika :nasa Orde Baru. Implementasi tiga UU 

Politik tentang Pemilu, Partai Politik (parpoI) dan susunan dan kedudukan 

MPR, DPR, DPD dan DPRD ma3ing-masing mempunyai' kontribusi 

meningkatkan pemberdnyaan politik masyarakat. UU Partai Polltlk reIatll' 

memberdayaklln masyarakat secara poUtik rnelalui wadah partai politik 

yang majemuk, yang bertanggung jawab pada anggota, yang terorganisasi 

sampai pedesaan, otonom dan bebas dari pembinaan pemerintahan dan 

birokrasi. 

Meskipull jumlah partai politik di parlemcn jauh Iebih banyak 

dibandingkan dengan ketika pad a maSH Orde Baru. Namun jarang 

mempunyai kemandirian di tingkal finansial (keuangan) terutama ketika 

uda pemilihan kepala daerah (Bupati/Walikota) sehingga golongan partai 

puli,ik yang bgin mencalonkan sebagai BlipatilWalikota di daerah 

tertelltu masih rnencari sponsor untuk bisa ke jabatan ke Bupati/Walikota. 

Sponsor tersebllt biasanya dari p~l1gusaha (kilpitalis) daerall atau dari Iuar 

daerilh. Apabila calon B upatilW alikota terpilih maka di s;nilah terjadi 

kl!terikatan BupatilWalikota tel'pilih dengan Tlc,gusaha daerah (sponsor) 

yang telah menc1.anai ker.lennngal1!1ya. ~ehil1ggn BlIpnti/Walikota tersebllt 

tldak bisa Iagi independen dalam membuat suatu ke1:-ijakan melainkan 
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banyak diwarnai oleh kepentingan pemoda!r.<:apitalis yar..g telah 

mensoponsarinya, sehingga BupatilWaHkota tudi tidak bisa lagi secara 

akuntabel memp.nuhi I15pirasi masyarakat pemilih karena terikat oleh 

kepentingan sponsor tadi. Dengan dem;kian naml'a!c bahwu pasar (market) 

(etap menguasai partai politik dengan kerja I;ama melalu: elit politiknya 

meskipun golongan partai politik tersebut dominan atau mayoritas dalam 

parlemen karena masih dapat dikuasai pengusaha. Demikian juga kondisi 

perkembangan partai politik yang terjadi di Kota Malang. 

0.3. DI Bldang Pembangunan 

Dalan, bidang pembangunan Kota Malang sebagai salah satu 

tiaerah tingkat II d: Jawa Timur boleh dikatakan cukup pesat sesuai 

rlengan apa yang telah di tetapkan dalam salah satu sidang paripuma 

Dewan Perwakilan RakY'lt Gotong Royong (DPRGR) Kota Praja Malang 

pada tahun 1962 bahwa Kota Malang ditetapkan sebagai: (1) kota p~lajar 

(sekarang diistiIahkim kota pendidikan), (2) kota industri, dan {3) kota 

pariwisata. Ketiga sebutan tersebut menjadi eita-eita masyarakat Kota 

!\!talmg yang terus d:bina. Oleh sebab itu kemudian disebut "Tribina eita 

Kota M&lang" (HUlnas KMM, 1998) sebagai daerah yang memiliki peran 

mengatur arus barang dan jasa, Kota Malang mengalami pertumbuhan 

I!konomi yang cukup pesat dilihat dar: pertumbuhan penduduk yang t~rus 

meningkat, diiringi pcrtumbuhan p.konomi yang semakin baik rada 

gili;anllya melahirkan kebutuhan perbaikan samna d~.n prasarana 

dimaksud berupa aktivitas pembangunan antara lain, merombak gedung

gedung bersejarah menjad; pusat bisnis seperti pluza dan pertokoan 
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d"ngan cara ,"uislagh dset negam dengan meuggunakan sis~cm kOi;:pensasi 

bagi hasil. 

Pembangllnan sebagai sarnna menlp~rluas akses ekonomi 

masyarakat dipandang penting dilakukan walallpun kemampuan anggaran 

pendapatan dan beJanj'l daerah (APBD) pada dasamya minim dan tidak 

mungkin terjan~kau semuany~,. Kon:lisi keuangvn daerah yang serba 

terbatas itu r.kllirnya m~nimbulkan spekulasi bart; ymg oleh cksekutif 

dijadikan model efektif untuk melakukan aktivitas pembr.ngunan dellgan 

earn mencari terobosan yang belE.ktmgan po puler disebut ruislagh atau 

kompensasi alias tukar £uling. Dengan terobosan seperti ini, pemerintah 

praktis t;dak memerlukan modal awal, modal kegiatan dan sebagainya, 

karena semua itu akan dipenuhi oleh, investor sebagai bagian dari 

tanggungan kompensasi yang ditimbt:lkan oleh kesepal:atan para pihak 

dalam melaksanakan rUislagh dengan sebagian be~ar obyek berupa aset 

nc~ara. Dengall kata lain untuk melaku!<an pembangunan eksekutif lebih 

dulu mencari modal dengan eara menjual ata:! melepas aset negara dengan 

synrat dan atau tidak bersyarat kepada pihak swasta. 

Berkenaan den3an swa:;tanisasi dalam hal ini investor sebagai 

remilik sarana dan alat produksi maka disadari atau tidak sesunglluhnya 

secara tidak langsung pemerintah (eksekutif rlaupun legislatif) tidal; lagi 

berfungsi optimal sebagai fasilitator namun lebih d~kat dengan ""ilaynh 

pel~i1ik modal. 

Model kooptasi berked,)k demi p(;mbangunan dlduga semakin 

IllI)!11pcrlemah kedudukan pemerintah sebagai pihak yang menggad'likan 
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as~t pada investor selaku pembeli. Proses tp.rjadinYIl pergeseran wilayah 

polit:k atas otorilas ekollomi itu melahirkan fenomena baru akan jungkir 

baliknya simbol-simbol sosia! politik, dimana penguasa (bJrokr&t) menjadi 

pengusaha sementara pengusnha cenderung berperilaku sebagai penguasa. 

RlIislag adalah model pembangllnan yar.g dilakllkan dengan eara 

tukar g'Jling alau tJkar menukar aset antara dua belah pihak atau lebih 

untuk maksud dan tujuan i)embanguilan. Ruislag :lilakukan dengan 

bekerjasama antara ncgnra atau pemerintnh dengan pihak swasta, 

perorangan maupun kelompok orgnnisRsi, usaha yang bersifat saling 

menguntungkan. Sedangklln nset negara adalah benda bergerak maupun 

tidak bergerak dalam penguasa.m dan atau sebagai milik negara baik yang 

dikuasai atau dikelola o!eh pemerintall pusat atau daerah maupun 

pemerintah selingkat desa. 

Di Kota Malang, aktivitas pembang'Jnan ciimlliai ketika walikota 

dijabat oleh Tom Uripan (nlrnarhum) 1983-1988, kemudian dheruskan 

pe'lggantinya, Soesamto yang meluabat se1amn dua periode (1988-1998) 

dan penerusnya adalah Suyitno (1998·2003) kemudian Peni Suparto (2003 

- hingga sekarang). Swa.~tanisasi dengan cura ruislagh aset negata tercatat 

paling dominan di e~a Soesamto. Kasus tukar menukar lahan seperti 

Taman lndrokilo mengakibatkan ruang terbukz. (open space) itu sebrang 

berubah menjadi perumnhan elit yang dihuni pejabat atau penguasa dan 

pengusalla secara berdampingan. 

Tempat-tempat fasilita:1 umum seperti terminal Pattimura yang 

terletak di jantung kota dipindehkan ke Arjosari perbatasan Ma!ang utara. 
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Demikian j\;[l<t ';enninal Dinoyo digeser b' Landungsari, pert.atasan 

Malal'g barat. Terminal bemo di Blim!:>ing sekarang berubah jadi Kantor 

Pusat Telkom c~.bang Malang. Walikota "oesamto juga membangun tiga 

sub terminal masing-masing sub Te:mLtal Mulyor~jo, Kecamatan Sukun. 

S.;:lain itu sub t.!rminal TclogoVl'.ru dan Madyopuro c:i wilayah Kecamatan 

Kedung Kandang yang tel'bukti k'lrang efektif pengoperasian.,ya. 

Akibat ruislagh ini seb?gian besar aset negara di Kota Malang kini 

berubah dari bentuk aslinya atau pind&h ke lokasi dengan ditandai makin 

maraknya simbol-simbol kapilalisme seperti munculnya alun-aiLiII mall 

(dulu Lembagn Pemasyarakatan Wanita) dan McDonald di emplasement 

~arinah Plaza (dulu Geclung Concordea) dan scbagainya. 

AKibat ruislagh tersebut memunculkan perlawailan dari rakyat 

yang disebabkan karena gagalnya dicapai kompromi antara warga dengan 

investor yang sudah mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Dalam 

ka5'ls ini, pelwakilan warg;! bahKan protcs langsung ke Jakarta. Setelah 

aksi demo yang mereka gelar kurang mendapa, perhatian, mereka menilai 

bahwa dewan (sebelum reformasi) terkesan main-main, tidak serius 

memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakil;nya. Para legislator dinilai 

lnmban dalam menuntaskan pcnanganan masalah sepcrti ma~alah Gedung 

Ampera yang mau diruislagh tapi ditentang olch masyarakat. 

Perlawanan yang muncul sebagai reaksi penolakan atas 

pembangunan bermodel ruisillfh juga dilakukan para wartawan Malang 

ketika Gedung Balai Persntuan Wartawan Indonesia (PWl) di Jalan Raya 

r ,angsep 2D yang mcnjadi kantor m~reka diminta pemerintah dat:iah 
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(Pemda) karMa pda in\'estor yang berrninat akan membelinya dengan 

rUislagh lahan Yllllll d~tempati para kl'li disket di Gedllng PWI seIuas 748 

m2
• Sebagai rea!(si, bentuk perIawlIIlan yang mereka lakukan antara lain 

dengan menggala.'lg dana peduli PWI untuk menutup kekurangan sewa 

tanah aset supera dapat bertahan di gedung yang ditempati sejak tanggal 

2S Md 1980. Bentuk pel'lawanan yang lain, kalangan aktivis '!ksponen '66 

Malang juga berhasil menggagalkan rener,na ruislagh Ciedung KNPI di 

1alan Kawi Ker.amatan Ktojen Malar.g. 

Seeara umum, penolakan pembangunan berwatak kapitalistis 

terjadi kacena tidak aspiratifnY3 keputusan Iltau kcbijakan yang cii:'uat oleh 

walikota Malang (semasa dijabat oleh Soesamto). Dalam menggelar 

aksinya. demo-demo yang te~iadi sebn.g •. Li tkspresi penolakan terhadap 

ruislagh itu kebanyakan dilakukan seeara damai dengan eara berorasi 

J~eara bergantian di Gedung DPRD Kota Malaug. Memasllki era 

reforrnasi, penyampaian aspirasi yang merel:a laknkan umumnya lebih 

uerani dan pro8l'esif dibanding sebelum ambruknya rezim ode baru 

(Orba). Anggota. Dewan yang baru (DPRD Reformasi) hasil pemilu .1994 

din:lai sedikit lebih memberi peluang dan harapan akan adanya perubahan 

daripada sistem perwakilan yanll cenderung pasif pada era sebelumnya. 

Meneermati terjadinya proses "negaranisasi" dalam berbagai aspek 

kehidupan seperti itu, masyarakat di ting kat akar rumput (bawah) 

eenderung mehkukan penolakan-penolnkan terhadap domestikasi negara 

baik seeara terbllka maupun lerselubung, kctergant'.mgan dunia usaha 

terhadap berbagai fasilitas negara telah memaksa hampir semua pengusaha 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



148 

yar:g ingin berusaha di IndoneHia untuk menc'lri p~.tron dalam Iingkungan 

birvkrasi (Muhaimin, 1996). 

Hal tersebutlah yang membuat pihai< pemerintah daerah dalam 

memaknai pem bangunan di segala bidang mengartikannya sebagai dalam 

satu frame ~emangat pembangunnnism~ yang oleh pemerintah orde baru 

(ketika itu) dijabarkan dalam tahap-tahap Repelita (Rencana 

Pembangunn.n Lima Tahun). Pt:mbangunan sebagai sarana memperluas 

akses ekonomi masyarakat dipand?ng penting dilakukan walaupun 

ke:na;npuan Anggaran Pendapatan dan Edanja Daerah (APBD) pada 

dasarnya minim dan tidak mungkin menjangkau semuanya. Kondisi 

keuangan daerah yang serba tClbatas itu, akhi.rnya menimbulkan spekulasi 

b>\ru yang oleh eksekutif dijadikan model efektif untuk melakukan 

akt.ivitas pembangunan dengan cara mencari teroho5an yang belakangan 

populer disebtlt ruislagh atau kompensasi, alias tukar guling. Dengan 

terobosan seperti ini pemerintuh praktis tidak memerlukan modal awal, 

modal berjalan dan sebagainya, karcna s-:mua itu akan dipenuhi olch 

investor sebagoi bagian dari tanggl'llgan kompensasi yang ditir.;\;)ulka.n 

\.llch kesepakatan parll pihak dal'lm melaksanakan ruislagh dengan 

sebagiJ.n bcsar obyek berupu asct negan. Dcngan kata lain untuk 

melakukan pembangunan, eksel:utif leblh duhl mencari modal dengan cara 

menjual atau melepas aset negara dengan sya:at dan atau tidnk bersyarat 

i(epada pihnk s·,vasta. 

Dengan wilaya!'. yang cukup luas terse but Kota Malang di bidang 

pembangunan mengalami pertumouhan yang o::ukup pesat terutama ketika 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



149 

jabatan walikota dijabat oleh Soesamtc. perioue 1988-1998. Melalui 

kebijHkarmya yang seringkali dinilai bablas (bahasa Jawa, tanpa 

konsultasi) karena hanya diputuskan sendiri oleh pemerintm da:rah tanpa 

melibatkan Dewan Pcrwakilan Ra!<y"t. Dengan berbagai kebijakannya 

ya:1g dibuat wajnh tradisional K(lta Malang kemudian mengalami 

pembnkt!an per.lbangullan ke arall kota modern yang ditandai dengan 

pe.nbangunan gedlmg-gedung untuk menunjang kegiatan-kegiatan 

per,okoall, kantor bank, kantor Telkom, fa.st food, mall, plaza, tempat

tempat kursus dan lingkungan industri di daerah Blimbing. 

S~jalan derigan pertumbuhan Malang sebagai kota pendidikan 

clengan beberapa ptlrguruan tin;!gi yang cukup terkenal seperti Universitas 

Brawijaya, Universitas Negeri Malang (dulu IKIP Ma:ang), Universitas 

Merdeka, Universitas Muhamamdiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan 

Perguruan Tinggi lainnya, tnmbuh pula pemukirnan baru yang juga 

mengalarni perkembangall, sangat Menyolok di wilayah kota seperti di 

st:helah utara tambuh pemukiman ynng cukup besar clan I.erkenal dengan 

nama Perumahan POlJdok Blimbing Iudah, di sebelah timur berdiri 

pe;nukiman yang dibangun oleh Pcrumnas cii Sawojajar, di sebelah selatan 

berdiri perumahan Puri Cempaka Putih, dall di sebelah biITat berdiri pula 

perumahan yang .:ukup prestisills yakni perumahan Bukit Cemara Tujuh. 

Peruballan dan perkembar.gan Kota' Ma!Emg yang u~mikian 

pesatnya itu berjalan seiring dengan masalah-masalal1 perkotaan pada 

umumnya, terutarna masalah pertanahan. Masalall perta.;1anan memang 

. ... 
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tidak terjad: begitu saja, tetapi sangat terkait dengan implikasi dari 

kebijakan yang dijadikan landasan dalam pembangunan kota. 

Kota Malang pada awalnyr. ;lik~m'oangkan sesuai dengan 

kebijakan pain dasar pembangunan kota yang nampak otoritatif <!iikuti 

deng&!t renca.,a umum tata nlang kota, dimana keoijakan itu berubah 

sccara signifikan pada tahun 1993 melalui Pel'atumn Pemerintah Daerah 

yang baru tenlrutg Rencana Tala Ruang Wilayah yang kemudian berubah 

lagi pada tahun 2001 melalui Peraluran Daerah Kota Malang Nomor 7 

Tahun 2001 t(;ntallg Rencana Tata Ruang Wilayah Kola Malang 200 I· 

2011. 
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HASIL PENELITJAN DAN ANALISIS'DATA 

5.1 Awal Mula Lahlrnya Kebijakan Pembnngunan Matos 

Pembangunan yang dieanangkan Pemerintah Kota Malang yaitu 

pembangunan kawasan lingkungan yang menandaskan bahwa pembangunan 

tidal< hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan 

segala sutnber daya yang ada, tetapi juga berusaha mp.njagu hubullgan ~ntara 

kegiatan pembangunan dengan lingkungan seeara sadar dan bijaksalla. 

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai jaminan kelangsungan 

h:dup manusia saat ini maupun masll yang akan aatang. 

Pembangunan Matos yang dilaksanakan di Jatan Veteran Malang 

merupakan usaha memanfaatkan lahan kosong yang tidak prod·.!ktif menjadi 

I~.hln yttng bermanfaat dan mampu menggerakkan sektor perekonomian 

menjadi lebih maju serta mt!ningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan 

pemba!1gunan dilaksanakan melalni beberapa tahap dcngan menggunakan 

berbagai maeam teknologi yang tepa!. Kegiatan pcmbangunan terse but 

diperkirakan akan merubah kondisi ekosistem pada saat ini sehingga akan 

me'1imbulkan dampak posit!f maup,tn negatif. 

Pemerintah Kota Malang menlandang bahwa perr..bangunan Matos ini 

d i1akul:an untuk mendukung agar pembangunan berkelanjutan dan konsisten 

\1ustainable development) t-ereapai. Anggapan ini kemudian direalisasikan 

ner.gan berusaha pemanfaatan potcnsi dan sllmbcr daya seeara efisien dan 

efektif (sumber c.aya rnanllsia, alarr., atau bua~an) dan berwawasan 
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lingkungan, yang berarti ballWa pp.mbangunan selalu bl!.·orientasi bagi 

kekstarian Iingkungan yang d.!pat menjamin generasi saat ini maupun 

generasi mendatnng. Akan I.etapi dalam Kenyata?.nnya temyata hal inilah yang 

dilallggar oleh Pcmerintah kota. Karena ternyata pembangunan Malang Town 

Square (Matos) sendiri telah melanggar Ruang Tata Kota dan Ruang Wilayah 

(RT RW) yang telah dibuat oleh Pemkot Malang. Karena dcngan 

dibangunllya Matos terscbut menimbulk1:1l masalah bahkan kontlik al1tara 

Pemerintah kota pengusaha (invc1 tor) dengan masyarnkat. 

Pemerintah menyatllkan bahwa tujuan dari pembangunan Malang Town 

Square yang berlokasi di Jalan Veteran Kota Malang adalah ulltuk menunjang 

ekonomi Kota :v1alang maupt;n Propmsi Jawa Timur melalui kegiatan 

perkan!oran dan perdagangan. Diharapkan pembangunan Matos ini tidak 

hanya akan men,ngkatkan pendapatan para tenaga terja maupun pengelola 

proyek yang terkait, tetapi juga akan meningkatkan roda perekonomian 

tel'lnasuk pemasukan. pendapatan devisa bagi Kota Malang. Lebih jauh 

pembangunan Matos ini diharapkan akan eukup berperan dalam menstimulasi 

kegiatan-kegiatan ekonomi lain di Kota Mulang. Karena sub ~ekt.or 

perdagangan dan perkantoran ini juga memerlukan dukungan dari berbagai 

kegiatan dar. sektor jasll dan konstruksi, diharapkan pula bahwa pad a akhirnya 

pembangunan Matos ini akan dap;lt ikut mendOlong pcmbangunan di lingkat 

lokal rnaupun regional. 

Dale.nl kenyataannya ketentlan atau aturan terse but dUanggar sendiri 

oleh Pemerintah Kota Malang set.agai eontoh seperti pembangunan Malang 

Town Square tersebut jika dilihllt seeara kronologi awalnya berasal dari 
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ruislagh tanah dan bangu~an yang ada di atasnya yai tu tanah milik dari 

Akade:ni Pendidikan Pertanian (APP) yang terletak di dua tempat yaitu di . 

.hl.l!l Ir. Rais (Daerah Tanjung) dengan luas 224.230 rn2 dan di lalan Veteran 

(da-:rah Penanggungan) dengan luas 280.300 m2
• Ruislagh dilakukan antara 

pcngusahaJinvesto~ yang terdiri dari (PT. Bangun Karsa Bentala. PT. Sumber 

ll.:nit,g. PT. Hakim Sentausa) dengan instansi pcmilik tanahlgedung kampus 

tersebut yaitu Departe-men Pertanian. Namun sebelum terjadi rulslagh ada 

permintaan dari pihak pengemhang dengan menyebarkan isu tentang 

k('amanan. Dengan kata lain bahwa di wilayahlsekolab Akademi Pendidikan 

Pertanian (APP) t'~rjadi kondisi tidak amant sehingga APP harus dipindah. 

Anehnya isu ini diperkuat oleh surat keterangan dari Kansospol Kodya 

Malang nomor 800/346/428.56 tanggal 10 Nopember Talmn 1990 yang isinya 

I~.eterangan tentang ketidak amanan situasi kampus dan disarankan agar 

!l:lmpUS APP/SPP Malang dipindah ke lokasi yang memungkinkan. Akan 

1elll.pi pada tanggaI 21 Nopemhrr 1995. di depan Foru~ Pemerhati. 

Lingkullgan dan monumen sejara" (FPLMS). Kansospol membantah telah 

nJengeluarkan sumt terse but. bahkan mengatakan bahwa kode 800 bukan 

kr:dt; Kasospol (l!:camanan). melainkan I~ode bidang keuengan. (Laporan. 

Penlantauan LBH St;rabaya Pos Malang atas Kasus APP Malar,g tabun 2001). 

Keml..dian pada bulan Desember tahun 1990 CV. ELl'RI mengajukan 

permohon~n kepada. Badan Diklat Depaltemen Pertanian yang diIanjutkan ke 

Menteri Pertanian untvk dapatnya di .uislagh lahan APF' tersebut. 

Pada t",nggal 31 Des~mber 1990 ,yalikotamadya Ma1ang Soesanlto 

rnengirimkan surat kepada C.\'. ELTRI di lalan Raya Dieng Terusan 51 
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Ma!ang yang isinya menjeJaskan bahwa sesuai uengan Ruang tJmum, Tata 

Ruang Kota (RUTRK), lokasi Diklat APP. JI. Ir. Rais diperuntukkan sebagai 

kawasan pendidikan sehingga perlu dipe.'!alJ.a !kan scknligus berfungsi sebagai 

RU':mg Terbuka Hijau (RTH). Selain itu lokasi SNAKMA JI. Veteran 

uiperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. 

Setelah itu Kepala Biro Rumah Tangga dan perlengkapan Sekretaris 

.Tenderal Departemen Pertanian mengirim surat ke Diklat Pertanian dengan 

i'1o. PL 230/10/134/111991, yang isinya mengajukan permohonan 

J:el!!ngkapan data ass!':t DiI:lat Malang untuk mengetahui berapa semc.a aset 

yang dimiliki oleh Diklat di. Malang. Kemudian pada tanggal 25 Juli 1991 

Wa:ikotamadya Malang Soesamto membuat surat ke:erangan (sepihak) yang 

isinya bahwa .lahan SPMA (SekoJi!h Pertanian Menengah Atas Malangj yang 

berlokasi di 1alan Ir. Rais Bareng, berdasarkan RUTRK Kotamadya Malang, 

penggunaan tanahnya terOlasuk kawasa;1 pemukiman. Padahal pada tahun itu 

(19':JI) Perda RTRW menyatakan bahwal<awasan tersebut untuk pendidikan 

dan ruang terbuka hijau, hal ini dibantah scndiri oleh Walikotamadya Malang 

dengan surat perny&t:lan No: 593/979/428/139/1998. 

Selanjutnya Departemen Penanian atas nama Sekretaris Jendral, Kepala 

Rnmat. Tangga dan perlengkapan Ir. Drs. Bagus Ruhnayat mengirim surat 

kcpada D;rjenlBadan dan Inspektnr lendral Departemen Pertanian dengan 

ncmor: PL. C 1 0/8 J 6/34Nl1II/1991 pada tanggal 23 AgustllS 1991 yang isinya 

tentang Prosedur Tukar Menukar (/ uislagh) antara lain: 

I. Harus ada surat persetlljuan dari Departemen Keuangan 

).. Harus ada S.K Menteri Pertar.ian tentar.g Ruslagh tanah dan bangunan 
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3, Ada Team Seleksi Developer oleh Sckjen Departemen Pertanian 

4, Surat penunjukan developer pcmenang oleh Menteri Pel'lanian 

5, Ada Panitia Penaksir Harga antar departemen oleh Menteri Pertanian 

(i, Ada Surat Perjanjian Ruisiag 

7. Ada Berita Acara Serah Terima 

ISS 

S, Laporan oleh Kepala Biro Rumah Tangga dan Periengkapan Menleri 

Pertaniall, menteri keuangan, BPK dan Irjen Departcmen Pertanian 

Sedangkan Tim Seleksi develop'~r harus diketuai oleh Sekretaris Eselon 

11K abiro Tata Usaha (BP Bimas). 

Pada tanggal 28 Januari 1992 Sekr.:taris Badan Diklat Pertanian, Ir. 

Moch. Sobirin membuatltnengirirr. surat ke Kepala Biro Rumah Tangga dan 

!'erlengkapan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dengan Nomor: PL. 

230/522/1/192 K yang isinya menjelaskan Rincian luas tanah APP (Akademi 

Penyuluhan Pertani:ln)daerah Tanj1mg dan di Kelurahan Penanggungan serta 

~el'cana asset penggantinya. 

Pada tabun yang sama menteri Pertanian Republik Indonesia 

mengirimkan surat dcngan nomor: PL 81 0/115fl,,1entanlIII/92 kepada Menteri 

Keuangan yeng isinya permohonlln pemindahanlRuslag Diklat APP Malang, 

kemudian dijawab olch Menten Keuangan yang diwakili olch Dirjen 

Anggaran (Benyarnin Parwoto) waktu itu melalui surat nomor: S-

3130/A/4510792 tertanggal29 Juli 1992 kepada Menteri Pertanian yang itinya 

Pemberian ijin Pemindahanlrufslagh Diklat APP Malang. Berdasarkan surat 

dad Menteri Kewmgan tersebut kepada Badan Diktat 

Ir. Syamsliddin Abbas membuat surat keptltusan dengan nomor: I 66/SKlPL. 
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420/8/; 982. Tanggal 20 Agustvs J 992 tentang Pe:nbentukan Tim Seleksi 

;)~vf'lop~r dalam rangka Pertukal'an Tanah dan Bangunan Diklat APP Malang 

dud Surat Keputusan itu maka terbentuUah Tim Sdeksi Developer yang 

diketuai oleh Ir. MO<.:h. Sobirin, Sekretaris Badan Diklat PertanianIPejabat 

Eselcln II1Saudara Ipur lr. Soeharmis, Direktur APP Mal!mg. Padahal 

btrdasarkan surat No. PL. 010/816/341111'1991, tanggal 23 Agustns 1991 

Ketua Tim Seleksi Developer harus Sekretaris E3elon I1Kcpala Biro Tata 

Us~ha bukan oleh Sekretaris Badan Diklat Pertanian, karena berdasarkan 

Surat dari Sekjen Departemcn Pertanian nomor: PL. 01 0/8 1 6/34NII1I11 991 

Icrsebut bahwa Tim Seleksi Developer dibentuk okh SekJen Departemen 

Pertanian, bukan oleh Kepala Badar. Diklat APP. 

K~mudian Kepala Badan Diklat APP Malang membuat sura! dengan 

nornor: KlPU420/251XII 92K tertangga! 3 Desember 1992 yang dikirim ke 

Mcnteri Pertanian yang isin~'a tentang t Isulan Calon PemcMng dalam tukar 

IJ1enukar aset diklat Akademi Penyuluh ?ertanian (APP) Malang yang terdiri 

atas: 

I. PT. Bangun Karsa Bentala, Malans 

2. Cadangan I : PT. Sumber Ben:ng Surabaya 

3. Cadanga'l. II: PT. Hakim Sentwsa 

Dalam pembukaan penawaran Tukar Menukar a~et APP Malang 

~f;I)agaimana tertu8lig dalam BAP Nomor PLh.?0/621XJ1992 penawaran yang 

dipero\eh febagai berikut: 

I. PT. Sumber Bening menawar Rp 25.997.0!12.000,-

2. PT. Bangun Karsa Bentala Rp 23.181.745.000,-

3. PT. Hakim Sentausn menawar ·;tp 20.403.817.000,-
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Kemudian Bupati Malang Abdul Hamid ketika itu mengirim surat 

kepade. Kepala Dildat APP Malang dengan Nomor 050/134/429.20111993 

yang isinya keterangan fatwa Rer,cllna Tata Ruang bahw!l desa Randu Agung 

dalam RUTRK dlpriorita3kan untuk pendidikan bukan untuk komplek 

perumahan. 

Sctelah itu pada tanggal 22. Agustus 1995 diadakan ekpose lahan 

kampus APP (Ahdemi Penyuluhan Pertanian) Ma!ang oleh Tim dari PusHt 

(Pusat PeneHtian tanah) dan Agroklimat, Bogar yang isinya antara lain: 

I. Pada calon kIltnpus bam, teJ'~apat tanah seluas ± 400 m2 yang belum 

dilepaskan oleh developer. 

2. Tingkat kesuburan calon lahan kampus yang dipetakan seluas 38 .ha 

adalah rendahlkurang suhur. 

3. Untuk hamparrtn lahan tidak kompal<Jmenyatu berbentukjari-jari. 

4. Terdapat lahan yang curam leblh dari 46%. 

5. Masih ad-a penambangan batu oleh masyarakat. 

E. Lallan ~:lgian alas ca10n sulit dijllngkau traktor. 

Setelah menget.ahui hasil cl~ri tim pusHt tersebut mllka Ketua· Tim 

Pemantauan (Ir. Moch. Sobirin) mengirill' surat d engan nomor: PL.42u1IXl95 

pada langgal 22 September 1995 k'~pada Direktur PT. Bangun Karsa Bentala 

yang isinya adalah bahwa sctelah diadakr.n pemantauan, di per!drakan jadwal 

waktu serah terima seperti dalam kontrak (tangga! 23 Oktober 1995) tidak 

akaI'. mungkin dilaksanaka01. Untuk menghindari hal-hal yang tidak 

c:iinll!r.kan di kemudian hari, dihnrapkan agar PT. Bangun Karsa Bentala 
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I11cngusulkan perpanjanganwaktu dalam kontrak dengan alasan keadaan 

memaksa (force majcure) untui< di;Jertimbangkan dalam adendum kontrak. 

Kemudian pad a tanggal 2S Juli 1996 kel uar surat kuasa dari Sekretaris 

Badan Diklat Pert ani an Ir. Moe .. 1. Sobirin memberikan kuasa kepada Ir. 

Sliharmis Direktur APP Malang untuk bertindak atas nama Direktur APP 

Malang menandatangani penerimaan pelepasan hak atas tanah dari PT. 

Ballgvn Karsa Bentala. Meskipun r,anyak teljadi protes dari para dosen 

Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) Malang yang menentang menolak 

ti:rhadap rencana ruislagh nalUlin pada tanggal J 6 Agustus 1996 terjadilah 

sprah tp.rima pendahuluan atas tanah dan bangunan karnpus APP Malang di 

Desa Randu Agung dimana pihak APP diwakili olen Sekretaris Badan Diklat 

(Ir. Moch. Sobirin) dengan Edy Sutjipto sebagai Direktur PT. Bangun Karsa 

Bentala. 

Paela tanggal 4 Jal1lldri J 998 Direktur APP Malang (Ir. Soehamis) 

membuat Surat Keputusan denf:an nomor KP 740/l3/1/96.KlRhs yang 

ciitujukan kepada Ir. Hindarsih CauRdi (dosen Widyaiswara) untuk mengikuti 

[.itsu~ yang mana surat tersebut diindikasikan sebagai peringatan ill1tuk 

menckan dos~n APP yang ge~ol mmolak rencana Ruislugh. 

Kemudian pada tanggal 9 Februari 1998 dilaksanakan serah terima 

Lanjutan Tal'ah dan Bangunan Kamptls APP Malang antara II'. Moch Sobirin 

(clari Sekretaris Badan Diklat Pertanian) dan Harry Fernandez (kuasa Direktur 

Utama PT. Bangun Karsa Bentala) diketahuildisaksikan oleh Sekjen 

Departemen Pertanian Dr. Ir. Syarifudin Karama. Hal ini juga menimbulkan 

t3nda tanya mengapa serah terim a dilakukan di Jakarta bukan di Malang, 
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padahal letak dari Sekolah Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) !Jcr~da di 

Malnng. 

Beberapa bulan kemudian tepatnya 1 anggal 20 Agustus 1996 keluarlah 

Surat Keputusan KP.43()/027/ASIB2.3NIII1998 atas .nama Mented Pertanlan 

tentang Mutasi Alih Tugas Pejabat Fungsional Widyaiswara yang memindah 

Ir. Hind&rsih Carnadi dari APP (Akademi Penyuluhan Pertanian) Malang ke 

Balai Penataran dan Pelatihan Fungsional Pertanian (BPPFP) Ciawi Bogor. 

M'ltasi tersebut diindikasikan untuk· menyingkirkan Ir. Hindarsih 

Carnadi yang selalu menolak ruislagh. Akan tetapi pada waktu sebelumnya 

tepatnya tanggal 10 Juni 1998 Walikotamadya W-alang H.M. Soesamto 

membuat surut pemyataan denga.'1 Nomor 593/979/428.138/1998 yang isinya 

menyatakan bahwa: Sural Keputusan Nomor 1965 tahun 1991 tentang 

Penetapan Penggunaan Lahan SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Alas) 

diragukan kebenarannya/keabsahannya dan dinyatakan bahwa SK (Surat 

Keputusan) tersebut dianggap tidak perna!: ada. 

Jika dilihat dati Surat Keputusar. ter3ebut nampak menunj'.lkkan 

adanya "keticlakberesan" dalam kasus rulslagh Akademi Penyuluhan 

Pertanian (APP) Malar.g Ok~l karenl itu harus ada klarifikasi alns sikap 

Walikotamadya Malar,g waktu itu Soesamto yar,g diniJai "plin plan" dan 

"berrnain-main" dengan kebijakan. 

Kemudian pada tanggnl 12 Juni 1998 Walikotamadya Malang H.M. 

Soesamto membuat surat dengan Nomor 59311985/428.401/1 \ly8 yang 

ditujukan kep;lc1a Ketua DPRD Kotamadya Malang yang isinya tentang 
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usulan perubalJan peruntukan kawasan Akademi ?enyuluhan Pertanian (APP) 

menjacli kawasan Pendidikan dan Ruang Terbuka Hijau. 

Hal tersebut memang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang 

Reneana Tata Ruang dan WilayahIPerda Nomor 7 Tahun 2001 menyebutkan 

bahwa lokasi APP (Alcademi Penyuluhan Pertanian~ digl1nakan untuk 

pendidikan dall Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Di sisi rain Perda No.7 Tahun 2001 oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dinil:3i sebagai eaeat hukur.l~ hal ini dilontarkan oleh Wakil Ketua 

DPR ketika itu (Pernyataan Aehmi\d Syafie) dir.ilai sebagai eaeat hukum 

(formal) karena gambar tidak ada. Padahal pengerdan eaeat hukum adalah 

apabiJa perlama, seeara prosedur tidak memenuhi tahapan yang scharusnya 

dilakukan; kedua, s~eara substansi berlen tangan dengan peraturan 

perundangan yang lebih tinggi atau tidak meneerminkan keadilan material 

bagi masyarakat banyak (bukan kelompok pemodal). 

Setelah mengalami pel'debatan dan proses yang panjang ten tang tarik 

menarik eli antara pihak yang berkep.;:ntingan tersebut maka pad a awnl tahun 

2002 di lokasi mulai dipasang plang nama "PT. Jenaka Agung dan ·PT. Duta 

F·.;:rkasa Unggul Lestari" dimana pel:1bangunall dimulai dengan 

pembolcloseran !anah, tana'llan dan lain-lain. Namun kegiatan pemboldoseran 

tersebut sempat dihentikan oleh Sekretaris Kota Malang (Moh. Nur, SH., 

M.Si.) knrena tidak memiliki ijin, pernyataan senada jug~ dilontarkan oleh 

Kapo/resta Ma!ang waktu itu (8yahrul Mamar.) dan Wakil Kellla DPRD Kota 

Malang Oetojo Sardjito. 
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Dengan dihentikannya kegiatan pemboldoseran terse but maka 

Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari mengajukan protes atas 

penghentian kegiatan t~rsebut dengan dalih bahwa dia telah melakukan 

pcmaparan proyek ke Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Ma:ang. Dasar mereka yang dijadikan dBlih adalah Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 1995 yaitu tentang Rencana Tata Ruaog Wilayah Kotamadya Dati II 

Malang tahUIl 1993/1994 - 2003/2004 Lampiran I halaman III-9 poin 2 

dinyatakan bahwa areal bckas Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di 

Tanjung dipe11mtukan bagi perumahan. 

Akan tetapi b~rdasarkan surat Walil:ota Malang No. 

5931/985/428.40111998 tertangga1 12 Juni 1998 tentang usulan perubahan· 

peruntukan Akademi Penyu1uhan Penanian (APP) maka olch Walikota 

Malang diusulkan perubahan. peruntukan menurut Pernn.~an !:>aerah No. 8 

Tahun 1995 dad kawasan perumahan diusulkan menja:li kawasan pendidikan 

dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Surat Walikota Malang menunjuk pada 

RUTK 1990-2000 yang peruntukannya bagi kawasan pendidikan sekaligus 

berfungsi sebagai ruang ter?uka hijau. 

Dengan demikian dasar yang dipakni untuk protes oleh PT. Duta 

Perkasa Unggul Lestari tersehut lemah. Walaupun kemudian Walikota 

Malang mengajukart perrnohonan perukhan Perda No.7 Tahun 2001 kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun DPRD Kota Malang menolak 

terhadap pe~mohona.'1 walikota tersebut. Kemudian empat fraksi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah KOla Malang (TNIlPolri, Golkill', PKB, Gabungan) 

mengajukan permohonan untuk dibentuk Panitia Musyawarah (Panlnus) guna 
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melakukan perubaha.n ierhndap Perr,turan Daerah Nc. 7 "rahun 2001. 

Kemudian setclah diadakan pemilihan maka terpilihlah Wakil Keilla DPRD 

dari traksi gnbungan yaitu Bapak Oetojo Sarajito sebagai ketlla panmus 

lersebu!. 

Pada saat terbenluknya panitia musyawarah ini nampnk tentang 

bagaimana para aktor terutarna dari aktor pasar (p~ngembang) berllsaha untuk 

mempengaruhi panitia musyawarah agar mau mengikuti kemauan 

pengembang r,ehingga perubahan peruntukan lahan tersebut sesuai dengan 
. . 

keinginan pengembang. Kelompok pengembang (aktor pasar) berusaha 

dengan berbagai cara agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mau mengikuti 

sesuai dengan keinginannya. Bahkan aktor pasar tidak segan menggunakan 

eksekutif agar dapat mempengaruhi Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini 

Pan:tia Musyawarah (Panmus) yang ditugasi untuk mengadakan perubahan 

terhadap apa yang diusulkan oleh Walikota Malang ketika itu. Bahkan pihak 

pasar tidak hanya berusaha mempengaruhi eksckutif tapi juga legislatif 

dipengaruhi. Hal ini sesuai dengun hasil wawancara yang dilakllknn dengan 

responden yang menyatnkan bahwa: 

... saya berkali-kali berusaha dipcng3ruhi oleh pihak yang 
berkepentingan agar saya menyetujui terhadap apa yang 
diusulkanldiinginkan olch ll1ereka. Akan telapi saya tetap tidak mau 
karena keinginan mereka bertenlangan dengan peraturan yQllg ada .... -
(wawancara 12 Februari 2006). 

Dengan demikian pihak yang bcrkepe'1!ingan berusahn dengan 

berbagai cara agar apa yang diinginkan dapa! tel'penuhi. 
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5.2. Pembangunan Malang Town Square (Mato~) 

P('mbangunan Ma1ang Town Square (Matos) ini dibangt!" di Jalan 

Veterar. Kelurahan Penanggungan Keeamatan Klojen. Bangunan Malang 

Town Square ini dibangun di alas tamh seluas ± 18.500 rn2 di at3s tanah 

bckas mi!ik APP (Akademi Pendidikan Pertanian) Malang. Pemilik gedung 

Matos adalah PT. Lippo Karawaei. Ide dasB.r/gagasan rencana mel11bangun 

gedllng Matos tersebut pertama muneul dari PT. Pendopo Niaga yaitu sebuah 

perusahaan yang dibentck oleh PT. Lippo Karawaei. Dari PT. Pendopo Niaga' 

ini muncul ide/gagasan rencana untuk membuat mall/s;}permarket yang 

disebut dengan Matos, kemudian ide atlu gagasan-gagasan tersebut 

dituangkan dalam· bentuk gambnr/panduan-pandcan rel:canrt kerja serta 

syarat-syaratnya baik yang mellyangkut masalah elektrikal, arsitek, struktur 

dan mechanica.l serta yang lainnya. SeteJah semua rencana gam bar dan lain 

sebagainya disusun kemudian ditenderkan ke kontraktor sipii maka terpilihlah 

PT. Surya Bangun Persada Indah (SBPI) sebagai pihak yang akan 

mclaksanakan pembangunan Matos terscbut, sebagai kontraktor lnduk. 

Kemudian dari kontraktor induk disubkan lagi ke beberapa konmikiur. lagi 

sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Sedangkan nama dari masing

masing kontraktor tersebl1! adalah: 

I. PT. Inter Design adaJah PT yang bertugas untuk meTlangani pembangunan 

plafon (spesialis/p!afon) mulai dari hntai 3atu sampai ke lantni ntns secara 

keseluruhan. 

2. PT. Masgo adalah PT yang bertugas untt:k menangani material yang 

khusus di bidang Gite! (Jok Metal) 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



164 

3. PT. Index Yl'itu PT yang menangani atan mensuplai material khusus di 

bidang kaea dan aluminium seea,"a kesp.luruhal1. 

4. PT. Rusa Dahaga yait;.! PT yang menangani/mensuplai material khusus di 

bidang baja seeara keselumhan. 

5. PT. Karya Jndah adalah PT yang menangani kebuluhan malrial yang 

bersifat lokai. 

6. PT. Haryono Motor adalah PT .yang juga menang:'lI1i atau mcnsuplai 

segal a kebutuhan yang bersifat lokal. 

7. PT. Jof Metal yaitu PT yang melaksanakhn pembangunan khttsus d! 

bidang Roling Door secara keselttruhan bangunan Matos terse but. 

8. PT. Dwi Prakarsa yaitu PT yang melaksanakan tl1gas khusus di bidang 

pengeeatan selttruh bangunan Matos. 

Jadi dengan demikian pembangunan Matos tersebut yang sedt!mikian 

besarnya pelaksanaan pembangunannya tidak dikerjakan olch satu PT. akan 

tetapi dilaksanakan atau disubkan ke beberapa PT untttk menangani hangunan 

Mat03 tersebttt sesuai dengan bidang (spesialisasinya) masing-masing. 

Sedangkan pengcrjaannya dimulai sejak p(;;m~sangan liang pan~ang 

pertama Malang Towll Square pada tanggal 10 Agustus 2004. Pada 

pemancangan tiang pertama Matos ini diwamai keteganga,} anta,a kclompok 

yang masyarakat yang pro Matos dengan kelompok masyarakat ynllg kontra 

dengan Matos. 

Pelaksar.aan p~mbangunal1 Matos ini m~makan waktu kUl"al1g lebih 8 

bular. yaitu dari sejak pemancangan tiang pertnrna Matos tangg,,1 10 Agustus 

2004 hingga tanggal 26 Mei 2005 ka .. ena pada tanggal terse but pcmbukaan, 
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hipermarket Matos dimulai akan tetapi secara resmi Matos dibuka tanggal 5 

Juli 2005. 

Bangunan Matos yang dibangun dengan megal! serta spcktakuler ini 

merupakan gedung hypermarket yang ;Jaling besar di Jawa Timur eli luar Kota 

Surabaya dengan luas bangunan seluas 47.50() m2
• Sedangkan lantai terbuat 

dari lantai granito tile 40 x 40 em mtlnggunakan AC (Air Condition) Central 

dengan Ceiling 3,5 m (stlsuai dengan tinggi plafc'n setempat). 

Malang Town Square ini terletak di lokasi emas karena letaknya 

paling strategts di jalan raye 4 (empat) jalan dekat dengan kampus Universitas 

Br2.wijaya yang memiliki jumlah mahasiswa kurang lebih 32.000 mahasiswa. 

Kampus Universitas Malang Negeri dengan jwnlah mahasiswa ± 8.200 

mahasiswa dan dekat dengan kampus Universitas Merdeka Malang yang 

memiliki mahasiswa ± 13.300 maha~iswa serta !erletak di daerah paling elit di 

Malang karena terutama letaknya yang sangat strategis. 

Malang Town Square termasuk hypermarket yang paling besar di 

Malang dan isinya paling lengkap terdiri dari hypermarket, Matahari 

Department Store, Time Zone, Gramedia, Biosbp serta, rood Court, 

sedangkan jUlnlah kios yarlg ada berjumlah kurang lebih 760 unit. Dari segi 

parkir paling banyak termpat parkimya yaitu terdiri dari 7 lantai dan bisa 

masuk langsung ke tiap lantai mall. Sedangkan tempat pamerannya .nampale 

luas yaitu terdiri kurang lebih 3.300 nl, secara keseluruhan dan 

kepemilikannya terJamin karena menggunakan hak milik Strata Title dengan 

bebas pengalihan hale 1 (satu) kali. 
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Sementara kalau dilihat dari segi biaya pembangunan Gedung Malng 

Towns Square cukup tinggi berdasarkan informasi yang diperoleh dikatakan 

bahwa luas keseluruhan bangunan Matos tersebut kurang lebih 45.000 m2
• 

Sedangkan harga tiap m2 ± 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 

sehingga jika ditotal secara keseluruhan mencapai ± 45.000 m2 x Rp 

2.500.000 = Rp 11.250.000.000. 

Yang menjadi persoalan dalam pembangunan Matos tersebut adalah: 

pertama adalah perolehan tanahlhak kepemilikan tanah. Tanah yang dibangun 

gedung Matos tersebut pada awalnya adalah Sekolah Akademi Penyuluhan 

Pertanian (APP) di bawah Departemen Pertanian Republik Indonesia. Sekolah 

Akademi Penyuluhan Pertanian tersebut terletak di dua lokasi yaitu Ir. Rais 

Tanjung Kelurahan Bareng seluas 224.230 m2 dan di Jalan Veteran Kelurahan 

Penanggungan seluas 39.620 m2
• 

Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya 

Malang, kawasan APP (Akademi Penyuluhan Pertanian) dinyatakan sebagai 

kawasan pendidikan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini juga ditegaskan 

oleh Walikota Malang (H. Soesamto) dalam suratnya kepada CV. Eltri Nomor 

05012923/428.41190 tanggal31 Desember 1990. CV. Eltri termasuk salah satu 

pcngembang (developer) yang juga menghendaki ruislaghltukar guling tanah 

APP tersebut. Selain itu ada juga pengembang/developer lain yang. 

menginginkan ruislagh terhadap tanah milik APP tersebut seperti PT Bangun 

Kuasa Bentala dan PT. Duta Perkasa Unggul L!stari. 

Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), lokasi 

Diklat Akademi Penyuluhan Pertanian di Jl. Ir. Rais Tanjung diperuntukan 
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sl'hagai kawa3r.n pcndidik"n :lchingga pcrlu dipcrlnhnnka.1 sckaliglls hcrftlngsi 

sebagai Ruang Terbui<a Hijauh (RTH). Selain itu lokasi Sekolah Pcrtaniar.. 

Malang (SNAKMA) di lalan Vetcran dipcruntukkan scbagni knwasan 

pemukiman. Kemudian paua tanggal25 Juli 1991 Walikotamadya Malang (H. 

Sop-samtn) waktu itll membuat Sural Ketp.rangan (sepih3.k) yang isinya bahwa 

lallan Sekolah Pertanian Menengah Ata.s (SPMA) Malang yang berlokasi di 

lalan Ir. R2.iS Tanjung Kelurahan Bareng, berdasarkan RtlTRK Kotamadya 

Malang, penggunaannya termasuk kawasan pemu1<iman. Padahal pada tahun 

!til (1991) Peraturan Daerah RT RW mC::1Ylltaklln bllhwu knwoson tcrsebut 

untuk pendidikan dan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini dibantah sendiri oleh 

Walikomadya Malang dengan Stlrat !'emyataan. Nomor: 

593/9791428/) :3111998 dinyatakan c!iragukan kebenaranlkeabsahallnya dan 

dillyatakHn tidak pernah ada. 

Dalam Pcraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 tentang Rcncalla Tata 

Ruang Wilayah Kotamadya Dati II Malang rahun 1993/1991-2000/2004, 

lampiran I halaman III, poin 2 dinyatakan bahwn areal bekas Sekolah 

PeternakfJl ~knengah Alas/APP di Tanjung diperuntukan bagi p~rlln,ahan. 

11crdasurkun Sura! Walikotn Mulang No. 5931 i985/42R.40 1/1998 

tertanggal 12 .Tuni 1998 tentang usulan Pcrubahan Peruntukan Akademi 

Penyuluh Pertanian (APP) maka oleh Walikota Malang dimaksudkan 

perubahan perl!.ntukan, menurul Pcraturan Daerah No. 8 rahun 1995 dari 

kawasan penlmahan diusulkan mrnjadi kawilsan pendidikan dan ruang 

tcrbuka hijau (RTH). Surat Walikota Malang inenunjuk pada RUTRK 1990· 

2000 yang peruntukannya bagi kawasan pcndidikan sekaIiglis bcrfungsi 
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s(:bagai ruang terbuka hijau. Berdvsarkan Pel'aturan Menteri Dulam Ncgeri 

No.2 Tahun 1987 tenhng Pedoman Penyusunan Rencana Kota Pasnl 33 ayat 

(3) revi~i rencana kota dilal:sanakan apabila hasil peninjauan kcmbali yang 

dimaksud ayat (2). Pasal ini menunjukkan perubahan dan penyimpangan yang 

mendasar. Mengenai tata cara atnu proseciur peninjauan kembali ~crta revisi 

rencana diatur lebih lanjut oleh Menteri (yang dimakslld adalah Menteri 

Dalam N~geri). 

Kemt:.dian pada tanggal 18 Juni ; 998 tCltuang dalam Keputusan 

DPRD KotBmadya Da~i. II Malang No. II Tahurl 1998 dllakukan 1'~l'ubahan 

menjadi kawasan pendirlikan dan ruang terbuka hijau dengan persentase ruang 

terbuka hijau :,ang lebih dominan. 

Menyusul dikeluarkannya Peratumn Dat:rah Kota Malang No. 7 

Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang lahun 2001. 

201 j Pasal 20 ayat (5) huruf I dinyatakan bahwr. kawnsan APP 

kebt.radaannya dipemntukkaa sebagai ruanr, tcrbuka hijau 'yang ramah 

lingkungan juga diarahkan st:baga.i ol:>yek wisala yang berorientasi pada 

pelestarian alam yang ada dan pendiriall lingkungan. Pasal d&n ayat. yang 

sam a huruf m tcgas menyatakan bahwa ru~ng terbuka hijall (RTH) yang ada 

sekarang keber&daannYfI te!ap dipertahankan dan dihindari peralihan fungsi 

maupun pemanfaatan sdain mang terbuka hijau (RTH) atau sejenisnya. 

5.3. Aktor yang Terllbnt dalam PCl'utnl'.san Kr.bijakan Pcmbangunan 
Malang TOWll Square 

5.3.1. Aktor Negara/ Pcmllrintah 

Dalam proses perumusan suatu !r.ebijakan pasti melibatkai1 berbagai 

aktor yang mempunyai kllpentingan de:ngan kebijakan tersebut. dengan kata 
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lain setiap keHjakan pasti mclibatkan para stakeholders yang berkepentingan 

dengan kebijakan tcrsebut. 

Dalam proses perumusan kebljclcan pembangunan Matos terdapat 

b~berapa aktor yang terlibat yaitu: aktor negala yE.ng meliputi walikota. 

camat. dan lurah. serta kimpra.swil dan Badan Pertanahan Nasional Kota 

Mulang. selain itu juga Dewan rerwakilan Rakyat Kota Malang. Sedangkan 

aktor pasar yaitu terdiri d?xi pelaku ekonClmi (pemodal) yang mcliputi: PT. 

Bangun Karsa Bentala Malang. PT. Lippo Karawaci Tbk. PT. Pendopo Niaga • 

• ertA PT. Dutil PorkllSl UnSSltl Lestar! Aktor masyarakat terdiri dari elemen

elemen masyarakat yang meliputi LSM (Lembaga Sosial Masyarakat). 

organisasi kemasyarakatan baik yang pro mauFun yang kontra dengan 

Fembangunan Malang Town Square seperti. KOMA (Koalisi Mnsynrakat Anti 

Matos), SORAK (Solidaritas Rakyat Anti Korupsi). Aliansi Masyaraka-

Pp.duli Kota Malang d:m Forum Peduli Pembangunan Kota Malang (FPPKM), 

sehingga kalau dideskripsikan dapat dilihat sebat~ai berikut· 

Gambar 5. Aktor yang Tcrlihat 

J Neg'" DPRO 

/ _ ,.--__ -, ;..[_p.,mOd8' LOk.~ 
~~ar j t PeJaku Bhmis Femodol Regional 

"{ pemOd'~~ 
LS-;:;-J 

ElemclI.elcmen Orgonlsosl 
Mns),orokat KemRs),lIrakatan 

Pro 

KontNl. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



170 

Dari d.!skripsi alau gambaran tersebut di atr-s, dapat dilihat aktor-aktof. 

yang ~erlibat kepentingannya dalan. pe:nbangunan Malang Town Square di 

Kota Malang. 

Aktor negaraipemerintah yailg terlibat terutama dalam hal 

pernbebasan t>anah dalam pembangunan Malang Town Square (Matos) adalah 

pemerin~ah Kota Malang bes~rta jajaran, birokrasbya dan Badan Pertanahan 

Nasional. Selain itu Gubemur Jaw~ Timur dan Mented Dalam Negeri. Dari 

aktor-aktor ter.~ebut yang terlibat secnra langslIng adalah Pemerintnh Kota 

Malans. Sedanskan Ouberllur Jawn Timur hanya !:1'lemberiknn rckol11endasi 

dan ijin lokasi pembebasan tanah aset milik Departemen Pertanian. Demikian 

juga Menteri Dalam Negeri hanya mengesal,kan Surat Keputusan Walikota 

Malang tentang pelayanan hak !ltas tanah dan bangunan milik Departemen 

Pertanian yaitu tanah ekslbekas API' (Akader.11 Penyuluhan Pertanian) yang 

terletak Ji Jalan Veteran kepada PT. Bangun Karsa Bentala, sehinggn lepaslah 

tanah milik Departemen pertanian tersebut dan berada di bawah kekuasaan 

PT. Bangun Karsa Bentala sebagai pengembar.g. Sedangkan sekolah APP 

ter3ebu~ c!iganti atau dipindah di daerah Randu Agung Y..ccamatan· La."'ang. 

Selanjutnya tanah yang telan dikuasai oleh PT. Bangun Karsa Bentnla tersebut 

diproses untu!< mendapatkan permohonan pembuatan ijin lokasi kepada 

Walikota Malang dan Badan Pertanahan Nasiol"al, padahal tanah tersebut 

nlr.sih dalam sengketa dengan warga penghuni di lokasi tersebut sebagaimana 

telah diuraikan pada b!lgian terdahulu. Namun ada komentar dari jajaran 

Pemerintah Kota yang mengatakan bahwa pembangunan Matoster~ebut tidak 

menyalahi aturan 3ebagmmana tertuang daiam Peraturan Daerah No.7 Tahun 
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2001. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Seksi Badan Pengawasan 

Pembangunan dan Dampak Lingkungan sebagai berikut: 

" Pada waktu permohonar. pembuatan 1JIO lokasi untuk 
pembangunan Matos ini sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2001 
tentang Tata Ruang Kota Malang yang mana kawasan tersebut sesuai 
dan merupakan kawasan untuk pembangunan fasilitas umum dan 
sosial ... oleh karena itu begitu ada permohonan untuk membangun di 

. daerah ini kami pikir sesuai dan kami ijinkan (Wawancara, 19 
Nopember 2005). 

Selain itu dari kacamata pemerintah Kota Malang menganggap bahwa 

pendirian/pembangunan Matos di wilayah pendi iikan itu adalah hal yang 

legal dan tidak melanggar. RTRW. Komentar yang dikemukakan adalah 

sebagai berikut: 

"Untuk kawasan pemukiman yang terletak di jalan utama (jalan arteri 
dan kolektor) diijinkan untuk berubah menjadi fasilitas pelayanan 
umum baik komersial maupun fasilitas sosial maksimum 40% dari 
luas yang telah ditetapkan" (Wawancara, 19 Nopember 2005). 

Padahal dalam kenyataannya, berdasarkan RTRW Kota Malang Tahun 

2001 kawasan sekitar Jalan Veteran diperuntukkan sebagai kawasan 

perumahan dan fasilitaS umum dan sosial terutama penunjang pendidikan. 

Maka keberadaan bangunan yang berupa pusat perdagangan skala regional di 

sekitar Jalan Veteran bertentangan dengan Perda No.7 Tahun 2001 tentang 

RTRW Kota Malang, hal inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi di 

kalangan publik, mulai dari awal pemancangan tiang bangunan tersebut 

hingga berdirinya bangunan gedung Matos. 

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai representasi 

dari masyarakat daerah sekaligus berfungsi untuk mengartikulasi kepentingan 

masyarakat di daerah. Di samping itu juga berfungsi sebagai regulator 

bersama eksekutif dalam merancang dan membuat peraturan daerah. 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah 

memiliki fungsi yang berbeda, di satu sisi DPRD Kota Mnlang bcrfungsi 

sebagai wakil rakyat dan di sisi lain DPRD berfungsi sebagai instrumen 

pemerintah. Dalam kasus MaJang Town Squar~ DPRD Kota Malang ketika itu 

memilikl argumen dan sikap tersendiri. 

Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota M'1lang masalah Matos 

yang banyak dibicarakan dan ditentang oleh masyarakat dibahas oleh komisi 

D yang rnembahas tentang tata ruang kota. Dalam sidang komisi D dalam 

membahas musalah Matos tirink pernah tuntes kw:ena tldak pernah memenuhl 

qorum. Oleh karena dalam sidang kurnisi D tidal( pernah memenuhi qorum 

maka masalah Mutos di bawa ke dalam sidang pleno. Dimana dalam sidang 

plenC' ini terdiri dari banyak wakil partai, menyebabkan pengkritisan terhadap 

kasus Matos tersebut sulit untuk dibahas apall.gi diputuskan, sehingga 

masala}1 Matos menjacli ngambang. Mengapa setiap pcrtemuan yang cliadakan 

oleh KC'misi D jumlah anggota kClmisi tiaak pernah memenuhi qorum. Hal ini 

disinyalir bahwa situnsi Dewan sengaja dibuat sedemikinn l'llpn sehingga 

setiap ada sidang komisi tidak pernah menghasilkan keputusan dan tidak 

pemah rnenentukan sikap, kerena sebelumnya telah dipengaruhi oleh pihak 

lain. Masalah illi sesuai dengan apa yang pernah d:kernukakan :Jleh mantan 

Wakil Ketua DPRD Kota Malang sebaga; berikut: 

U". rnemang ide awal adanya perubahan RT/RW datang dari pcmodai 
dengan eara mengi:im surat ke Walikota kemudian ke DPR dengan 
alasan kurang layak atau ada sesuatu dibalik itll. Selain illl mereka 
juga mempengaruhi anggota DPR agar m'lU menyetujui adnnya 
peruballan RTR W tersebut dcngan eara 26 dari 45 anggota DPR tela~ 
dikuasai dan dipengaruhi oleh pemodal "." (wawaneara, II Februarl 
2006). 
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Selair.l :tu komentar dari salah satu anggota DPRD dari komisi D 

mengatakan sebagai berikut: 

" . .. kami di DPRD ini memang melakukan p~mbahasan terhadap 
kasus Matos, tetapi karena memang sulitnya tercapai qorum maka 
sedang pleno untuk membahas Matos ini sulit untuk terlaksana ..... 
(Wawnncara, 27 Febnlari 2006). 

Padah.11 DPRD 3ebenarnya mempunyal beberapa hak yang sehnrusnya 

dapat dimanfaatkan antara lain hak interpelasi. Hak ini dapat dimanfaatkan 

oleh DPRD IIntuk bertanya kepada Walikota Mahng sebagai pengambil 

keputusan tentang keberadaan Matos di luar lahan pp.runtukannya. Akan tetapi 

kellyataanya hak inipun tidflk pemah c!igunakan. 

Selain itu hanyak sikap ~cl:,agian elit politik di DPRD dalarn 

me!1yikapi masalah Matos dan keberatan yang dilakukall oleh masyarakat 

tidak jelas, sehingga kesan yang muncui DPRD nampak lebih berfungsi 

sebagai instrumen pemt:rint~h daerah (eksekutif) daripada sebagai representasi . 

dari rakyat yang memilihnYIl. 

Posisi DPRD dalam hal ini masih sebuas meneliti, mempelajari dan 

membahas kembali ten~ang proyek Ma~os tersebut akhimya, DPRD berada 

dalam posisi yang terperangkap oleh kepen;ingan eksekutif dan !<epentingnn 

pasar, sehingga tidal< dapat mendeskrirsikan sejauh mana kepentingan publik 

diartikulasikan dalam proyek pcmbangunan Matos tersebut. 

5.3.2 Ketcrlibatan Pasar (Pcngusaha) 

Pasar yang dikenal sebagai suatu usaha baik dalr.m bentuk 

badanlinstitusi maupwi perorangan yang dikenal dengan orie'1tasinyn selalu 

berorietnasi pada keuntungan (profit oriented) ten ~Ullya setiap langknh selalu 
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dihitung dengan perhitungan bisniJ. Oleh karena itu, setiap pcngusaha 

(investor) sebclum menginvestasika~i modalnya melihat terlebih dahulu dalam 

benluk apa modal diinvestusikan termasuk lokasi serta letak geografis sangat 

diperhitungkan apalagi dalam hal pendirian saper market, mal: clan pusat 

perhelanjaan. 

Dalam kaitannya dengan pembangunan Malang Town Square (Matos) 

yang terletak di Jalan Veteran, yang.m~nuru~ peruntukannya dalam Perda No. 

7 Tahun 2001 tentang RTRW di lokasi tersebut adalah :.Intuk Rl1ang Terbuka 

HUau (R'I'H) dan kawasp.n l'el1dldlkan sepanJal1g kurang leblh 2 km ynltu dl 

J alan Bandung - Veterai1. Sulit dipahami pad a kawasan padat pendidikan 

Pemerintah Kota Ma\~.ng menerbitkan ijin pendirian pusat perdagangan Matos 

yang memiliki 791 tokolkios dengan I'Jas lantai 3.300 m2 untuk mcnwnpung 

kegiatan pamerA.n. hypermarket, bioskop, dan sebagainya. 

Dalam kasus Matos ini lahan yang ciigunakan adalah lahan kampus 

Akademi Penyullihan pert,lIliar. (APP), dalam RTRW ~csllni Pcrd" No, 7/2001 

maupur. analis Buku RevisilEvaluasi RTRW areal tersebllt adalah untuk 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana perubanan peruntukan tidak diijinkan. 

Fcnol11cna iniluh yang kCIlllld:an !11cnjndi pcmicl' 11111nclIIIlya sikap 

kt'ntra dan demonstrasi dari kalangan jJublik terlltama para akaclcl11i~,i yang 

beTa8al terutama dari beberapa universitas yang <lda di sekitar bangunl1n Matos 

terse1:Jut. akan tetapi pihak Lippo Ka.·awaci, Tbk. sebagai pihak yang 

mendirikan hangunan ~atos tersehllt memplIllyai alacmn ser!.. kOl11cll!ar 

sendiri tentang I)endirian, gedllllg Matos tersebut, sebagaiman[1 dikc!11l1kakan 

sehanui bedkut: 
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..... tujuan pe,nbangunan Matos ini adalah sebagai pusat pcrbelanjaan 
dan arena rekreasi terpadu di Kota Mahng ... karena br,gaimanapull 
t:eagan adanya Matos ini akar, dapat meningkatkan kualitas kchidupan 
dan penghidupan warga kota. Selain itu dengan dibangunI1Ya Matos 
akan rnembuka lapangan kerja ban.'. bagi penduduk kota ... Sclain itu 
juga Kota Malang dengan adauya Matos ini akan dapat berkembang 
sebagni kota berskala tidak hanya I.vkal t'~tapi akan berkembang 
sebagai lokasi perbelanjaan berskala regional bahkan nlungkin 
nasional ... " (WawanearR, 16 Maret 2006). 

Selain itu argumentasi lain yang dikemukakan oleh pihak Lippo 

Karawaci, Tbk. menyatakan sebagai berikut: 

" ... Kami dari pihak Lippo Karawaci, Tbk. schclum 111cmbangun 
Matos ini sudah mengek~pos'! atau mengumumknn kepada .masyarakat .. 
khususnya masYllrakat Kota Malang melalui berbagai hnrinn surat 
kabar yar.g ada seperti: harian Kompas, Jawa Pos dan Surya bahwa di 
sini ak'ln dibangun gedung Matos. Dengan adanY3 Matos ini Kota 
Malang akan dapat berkembang sebagai kota perdagallgan dan 
diharapkan akan dapat menaml>ah penghasi:an masyaraknt serta 
pendapatan pemc::ril1tah kota, di sisi lain juga dapa.! terjmninnya 
penyediaan bahan-hahnn kebutuhan masyarakat sekaligus akan dapat 
menjamin stabllitas perekonomian Kota Malang juga". (Wnwllncara, 
27 Maret. 2006). 

Dari segi geografis bangunan Matos ini memang strategis karena tidak 

ada saingan pusat. perbelanj8an lain yang ada di sekitamya. Di samping itu 

juga lokasi parkir sail gat memungkinkan 2.pa bila dibandingkan dengan 

supermarket yang lain yang ada di Kota Malang ap2.lag: di depannY1l terdapat 

jalan kern bar yang langsung menuju ke pus lt kota. 

Mengenai tata cara dan prosedur pl!ndirie.n Matos berikut komentar 

dari pihak pengembang 3cbagai becikut: 

" ... Bangunan gedung Maios ini didiril(an menurut kami suC:ah sesuai 
dengan prosedur melalui pemerintah Kota Malang jadi tidak ada lagi 
yang perlu diperuoalkan karena telah sesuai dengan ketentuan dan 
aturan yang ada" (W&wancara, 29 Maret 20G6). 

Dari berbagai argumentasi tersel>ut mulai kemajuan perdagangan dall 

devisa s~rta pcndapatan daerah ternyata menjadican PT. Lippo Karawaci Tbk 
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berupaya untu!: :nelaktJ·.an pembangullan Matos sebagai salah salu proyek 

besarnya. Babkan PT. Lippo Karawaci, Tbk. tidal; hanya melakukan invetasi 

di Kota Malang dengan Matosnya akan telapi selang beberapa waktu pihak 

Lippo Karawaci, Tbk. juga mdakukall invetasi di Kola Surabaya Jawa Timur 

yang dikenal d~ngan "City of Tomorrow" yang juga menuai konflik tidak 

dengan publik/rnasyarakct karena lokas:.nya agaK terpisab dengan pcmukiman 

penduduk tetapi kontroversi d~nga!! pemerintah prooinsi dan Departemen 

Pcrhubungan Jawa Timur karena ketinggian bangunan. City of Tomorrow 

yaitu ± 115m sedangkan ketentuan aturall ketinggian gedung bangul1an di 

Kota Surabaya maksimum 97 m. 

Akan tetapi meskipun diprot~r. atau ditegur oleh kedua instansi 

tersebut pihak Lippa Karawaci tetap .ialar. terus pembangHnannya karena 

merasa mendapat restu dad Pemedntah Kota Suw·,aya. 

5.3.3. Aktor Masyarnkat (Civil Society) 

Keterlibatan masyaraht terutama dari kalangan akademisi terhadap 

pembangunan Matos karena mereka melihat adanya Ketidakkonsistellan 

Pemerintah Kota Malang dalam menjalankan keb;j akannya tenltama yang. 

menyallgkut kebijakan RTRW. Selair: ltu juga erat bitannya dengon citra 

Kota Malang scbagai kota rendidika'l. Kola Malang sejak lama dikenal dan 

dicitrakan sebagai Kota Pendidikrn, Perdagangan dan Pariwisata atau "Tri 

Bina Citra" KOla Malang. Mereka mellilai bahwa dalan perkembangannya 

Knta Malang lebih dicitrakan sebagai kNa pendidikan dan yang keberadaanya 

muiai ciikenal di kalangan nasional. Citra Malang sebaeai Kota Pendidikan 

sejak tanggal 4 Oktober 2004 dikembangkan dan disejajarkan dengan negara-
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negara yang telah maju di bidang pendidiknn. Pcm~rintah Kota Malang pada 

tang gal tersebut me:ldeklarasikan Malang sebagai KC'ta Pendidikan 

Internasional. 

Namun dalam kenyataannya konsistensi Kota Malang 

mempertahankan citra sebagai kota pcndidikan saat ini patut dipcrtanyakan 

berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Malang yang kontroversial 

dengan menerbitkan ijin pendirian. pusat perdagangan Matos di kawasan 

pendicikan Jalan VetE"ran Malang. Sulit, dipahami pad a kawasan padat 

pendldiklil1 1alan Bandung-Veteran sepanjang tidak lebih 2 km, dimana 

terdapat 1!l lembaga pcndidikan dasar dan menengah, 7 perguruan tinggi dan 

lembaga pendidikan lainnya diijinkan pcmbangunan Mat0s sebagai pusat 

perdagangan. Bagaimana mUl'gkin pendirian pusat perdagangan terbesar bisa 

dilakukan di tel'gah kawasan padat pendidikan? Bagaimana kajian terhadap 

dampak yang ditimbulkannya, bagi dunia pendidikan? Bagaimana kajian daya 

dukung lingkullgannya dan bagaimana kajian dampak sosial budayanya? 

Masyarakat jnga meiihat herbagai kebijakan yang kontroversial 

pemah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang pad a period a keperhimpinan 

Walikota Malang sebelu.mnya yaitu penggusuran lembaga pendidikan untuk 

kegiatan perdagangan misalnya sep",rti Sekolah Kehewanan di .Ialan Raya 

Lnns~p digusur untuk pusa! perdaganga Plaza Oieng, Kampus APP Tanjung 

diruislag untuk perumahan ellt tetapi dipertahankan rakyat sebagai Ruang 

Terbuka Hijau, dE.n kini kampus Arp lalun " eteral') diruisiagh untuk 

perumahan elit, pendirian Matos, clan tanah APP seluas kurang lebih 5.000 m
2 

di lokasi yang sama dibangun PlayGround temp"-t b'!rmain dan rekreasi. 
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Contoh-contc,h kebijakan ini sanga\ paradc,ks dan tidak kondllsif bahkan 

bertelltangan dengan citra Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang telah 

dican.angkan. 

Berbngai kebijakan yang t1dtlk abr.10datif dan bahkan m<!rusak citra 

Kota Malang sebagai Kota Pendicik:m, saat ini semakin transparan dengan 

I11l1nculnya bcrbngni nklivhas pCl11bnngul1nn sarana perlokoan ui plisal-pusal 

kota yang eenderung mengabaika'1 tala ruang wilayah kota. Berbagai kasus 

ruislagh (Iukar guling) lanah negara yang serr..ula berfungsi sebagaj tanah 

rcsapan, huten kota, !cantor-kantor po::rr.erimahan dan pusat pengembangan 

i1mu pengetaliuan dan teknologi berubah fungsi den peruntukan menjadi areal 

pertokoan, rumah toko, maJl, perumahan mewah, hotel, dan restornn fast food. 

Untuk menanggapi herbagai masalah ter~ebut, khususnya masalah 

Matos kelomjlok paguyuban Rektor ~/hilang peserta penyelenggara 

pcndidikan di kawasan lalan Veteran secant tegas te1.ah membuat pernyataan 

kcprihatinan dan penolakan terhadap pembeogunan Matos yang d;sampaikan 

kcpada Menteri Pendidikan Nasional. 

Selain ilu, dari Universitas Brawijaya mulai dari pimpinan universitas, 

pimpina., fakultas serta lembaga kemahasiswaan telab menyatnpaikan petisi 

pcnolakan pembangunan Matos yang diberikan kepada Pemerintah Kota 

Maiang dan pengembang. Namun tidak mendapatkan respon sebagaimana 

yang diharapkan. 

Menghadapi sikap tiuak responsif Pemcrintah Kot" Malang terhadap 

prute; yang dilakukan ol~h bcrbagai pihak maka kalangan k ampus tak tinggal 

diam. Berbagui aksi mulai mllllcul dan digelar baik berupa diskusi aksi tUTUn 
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ke jalan maupan bentuk-belltuk lain yang merupakan represcntasi wujud 

p<:nolakan. Oftlam gera.kan unjuk rasa yang melibatkan mclibatbn berbagai 

elemen masyarakat yang ada di Malang Entara lair.. KOMA (Koalisi 

Masyarnkat Anti Matos). SORAK (Solidnritas Rakyat AI;ti KOl'lIpsi Kolusi) 

Malang dan y~ng lainnya termasllk mahasiswl yang tergabung dalam aliansi 

mahasiswa Malang yang berasal dari berbagai eleMen barlan eksekutif 

mah:lsiswa serta organisasi ekstra. kampus telah mengorganisasir diri dan 

merap:ltkan barisan. Tidak ketingg:llan pula para Rektor yang tergabung·· 

clalnnl PlIguyuban R.ektor Juga telah melakuknn berbagal I'ertemunn khusus 

untuk m~lakukan konsolidasi dalam menghadapi pemaksaan pembangunan 

Matos yang terus berlangsung. 

Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan kebijakan RTRW Kota 

Malang dinilai oleh kalangan akademisi dan publik tidak konsisten. Oitambah 

lagi dengan banyaknya eaeat hukum dalarn pelaksanaan pengalihan hak atas 

tanah dari pumilik sebelumnya kepada pih~k pengembang. Oemikian juga 

eaeat hukum yang terjac!i dengan dikeluarkannyalditerbitkannya sertifikat 

tallah oleh Badan Pertanahan Kota Malar 6 serta IMB yang juga dikeluarkan 

oleh Oinas Perijinan Pemerintah Kota Nia:ang. 

Oalam kasus Matos ini memang menggunakan lahan yang sebelumnya 

digunakan kamplls APP. Lahan hi adalah kawasan RTH baik berdasar Perda 

No. 7/2001 maupun analisis Buku Revisi/Evaluasi RTRW dimana perubahan 

perulltukannya tidak diijinkan. Perda RTRW harusnya menjadi aeuan semua 

p.ihak dalam pelaksanaan pembangullan. 
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Sementara buku kajian tidak memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat, karena merupakan sebuah analisis. Di sinilah kekeliruan Pemkot 

Malang yang telah menerbitkan peljinan pembangunan Matos berdasar pada 

cuplikan kajian Buku EvaluasilRevisi RTRW, bukan berdasar pada peraturan 

perundang-undangan. Mereka melihat bahwa kesalahan berikutnya yang 

dilakukan pemberi ijin adalah tidak mempe1ajari Buku EvaluasilRevisi secara 

menycluruh, akibatnya tidak memahami semangat analisisnya secara utuh. 

Lahan yang sebelumnya digunakan kampus APP adalah kawasan RTH 

baik berdasar Perda No. 7/2001 maupun analisis Buku RevisilEvaluasi RTRW 

dimana perubahan peruntukannya tidak diijhkan. Dengan demikian 

pemberian ijin pendirian Matos bertentangan dengan peruntukan dan tata guna 

lahan. 

Sangat jelas bahwa pusat perdagangan baru dipusatkan pada pusat 

pelayanan yang telah ditetapkan. Pada kawasan baru dimungkinkan didirikan 

pertokoan. Toko dan warung untuk kebutuhan sehari-hari pengembangannya 

menjadi satu dengan kawasan pemukiman. Sedangkan pusat pelayanan 

perdagangan yang sekaligus berfungsi untuk pameran dan kegiatan lain 

disediakan pengembangan Malang Trade Centre, diarahkan di Kelurahan 

Mojolangu dan Tunjungsekar. Konsep perdagangan seperti Matos yang 

terlengkap, terbesar di Jatim dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan akan 

memiliki tingkat pelayanan tidak lagi lokal. Harusnya berada pada kawasan 

Malang Trade Centre, dan bukan kawasan Ke1urahan Penanggungan seperti 

sekarang. 
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Dalam konteks Buku Evaluasi/Revisi RTR W terdapat kesalahan yang 

dilakukan ?emkot Malang antara lain: 

I. CuplikM Buku EvaluasilRevisi dijadikan landasan penerbitun ijin 

pendirian Matos. Padahal buku tidak memi:iki kekuatan hukum. 

2. Pemkot ticlak mempelajari Buku Evaluasi/Revisi seeara mcnyeluruh 

sllhingga tidak memahami semt.ngat isinya. Ini disebabkm; hanya 

mengambi.! euplikan, karenanya,sangat parsial. 

3. Cuplikan yang diambil dalam BlIku Evaluasi/Revisi RTRW mcrupakan 

bagian dad arahan pengembangan pemukiman. M~stinya untuk pendlrlan 

Matos mempelajari bab Pcngembar.gan Perdagangan. 

4. Karena itu kesan yang ada, Pemk0t Meiang r.leTlearikan alas an pembenarl 

jus\ifikasi sekenanya untuk melegitimasi pemberian ijin pendirian Matos. 

Akademisi kampus juga melihat bahwa eaeat hukum yang terjadi 

sangat jdas, karena jika mengaeu pada Pelda No.7 Tahun 2001 tcntang 

RTRW ditemukan banyak pelanggar&n terhadap Perda ini. Di dalam Perda 

No.7 Tahun 2001 t'!ntang RTRW tidak ditemukan landa5a11 yang dapat 

dijadikan pembenar pcrnbr.ngunar. Matos di JJ. Veteran. Dari penel\lsuran 

Perda Nc. 7 Tahun 2001 tentang RTRW dapat disimpulkan: 

1) L?.han yang sekarang didirikan Matos peruntukannyc. adalah RTH ramah 

Iingkungan yang juga dir.rahkansebagai ohyek wisata, berorientasi pada 

pelestariarl alarn yang ada, dan pendidikan Iingkungan. RTH tidak dapa! 

dialihkan peruntukannya. 
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2) Jalan Veteran terrnasuk golongan jalan koridor utama m~nuju pusat kota 

(kokktor sekunder) dimungkinkan untuk kegiatan Perd3gang,'11 dan Jasa 

namlln intensitasnya rel'1dah dan sedang. 

3) Perdagangan dengan tingkat pelayar.an regional dan fasilitas yang luas 

semacam konsep Matos telah clisediakar. areanya disebut dengan 

Pengembangan Malang Trade Centre terletak pada bagian utara Kota 

Malang, yailu di antara Mojolangl:l dan Tunj'mgs('kar. 

5.5. Strategl Aktor dalam Mcn"nrtikulnsiknn Kepcntingannya 

5.5.1. Aktor' Negr.ra / Pemcrintah 

Strategi Pemer;n(ah Kota Malang dalam mempcljuangkan 

kepentingannya terutanla untuk pembangunan Matos setelah menerima atau 

mel:yetujui ruislagh tallah yang rnerupakan aset negara atas desakan 

pcnp,embang/pasar (PT. Bungun Karsa Bentala tv alang dan PT. Duta Unggul 

Lestari) dan .o;etelah melalui perundinganllobbi antllra Pemerintah Kota 

Mahmg dengan pengemb'lng (pasar) waktu ilu maka setelah sepakat 

Pemerintah Kola Malang mengajukan perlnohonan ke instll.nsi yang lebih 

tinggi yaitu propinsi dan ?cmerintah pusat Jabrta. Dengan memakan waktu 

yang clIkllp lama serta berbagai pcrsoalan yang mlln(;lIl ketika itl' kCn1l1dian 

disemjui oleh pusat (erutama Departemen Pertanian karena tanah yang 

digunakau untuk pembanguna:l Matos itu adalah tanah milik Depaftemen 

Pertanian RI yang mana diatasnya berdiri kampus APP (Akademi Penyulllhan 

l'ertanian). Kemudian setelah :lisetujui ruislagh tersebut maka Pemerintah 

Kota Malang mengeluatkan ijin lokasi No. 460. 13S.06-0.NF.l.S-2003 tanggal 
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27 lanuari 200:1 seluas ± 86.230 m2
• Surat ijin lokasi tersebut ditanrla tangani 

oleh Walikota Malang bersama Kepala Badan Pertnnahan Nasional. 

Akan tetapi dalam ijin lc,kasi yang diberikan oleh Walikota Malang itu 

bllkan untuk pend irian Matos tapi sesuai pcrmohonan rlari pengembang adalah 

untuk keperluan pemb~.ngunan perumahaa, pendidikan, rumah sakit dan 

perkantoran bukan untuk pembangunan gedung Malang Town Square 

(Matos). 

Setelah itu Walikota Malang berusaha untuk memberlakukan 

peraturar. daernh yang lama ynltu Perda No.8 Tahun 1995 lemtMIl RTIRW 

sehingga memudahkan pe1aksanaan pembangunan bagi pengembang untuk 

mcngopernsionalkan pelaksanaan pembangunannya. Paelahal, pe~dll. tersebut 

sudah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh Perda No.7 Tahl'n 200 I tentang 

RT/RW. Caranya, denganjalan mengundang ketuu fraksi OPRO KOla Malang 

d~lIgan aeara snrasehan bertempat di Ruang Pe~lemuan Balai Kola Malang. 

Kem.udiall oleh Ketua OPRD besama ketue.-ketua frak~i OPR hasil pertemuan 

tadi dibawa ke forum sidang pleno yang isinya mcnyampaikan hasii 

perlemuan di Bllai Kota bahwa Pen.la No.5 Tahun 1995 tentang RTIRW 

diberlakukan kemba.li degan alasan Perda No.7 Tahun 200 I tidak sal~ karean 

bclum ada petunjuk pelaksanaan dan pelunjuk \eknisnya, dengan kala lain 

c.acat hukum. Disinilah te~iadi rro dan kontra dalam sidang OPR tcrsebut, 

sehingga ada usulan untuk membcntuk Panitm Khusus (FanslIs) unutk 

perubahan terscbut. Disarr.ping itu, Pansus juga dibentuk unluk merevisi 

peruntl1kan lahan yang scbenmnya telah dilentukan dalam Perda No.7 Tahun 

2001. 
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Kemudinn Pcme;intah Kota Malang c.q. Dinas Pcrijinan 

mengeluarkan surat Ijin Mendiriknn Bangunan (IMB) untuk pend irian Matos. 

Dengan dikelllarkannya 1MB ini justru :nemb'lat masyarakat semakin resah 

karena Pemerintah KOla Malang telah melegalkan prndirian gedung Matos 

yang telah jelas menyalahi peruntukan I~.han yang telah ditetapkan dalam 

Perda RTRW No.7 Tahun 2001. Hal inilah yang kemudian mcnimbulkan 

konflik antara Pemerintah Kota Malang der,gll.n publiklmasyarakat terutama 

dari kalangan kampus. 

Dlnas Perijlnan semestinya tidak asal membcrikan sural IJln 

mendirikan bangunan (1MB) kepada pen gem bang, aka!:! tetapi Dinas Perijinan 

harus melihat terlebih dahulu gam bar layout Kota Malang sestlai dengan 

Perda No.7 Tahun 2001 sesuai atau ti:lak. Selain itu Dinas Perijillan harus 

mernperoleh advice plannillg dari bug ian Tata KotaiKimpraswil. Jika sudah 

mengetahui layout/gam bar ten tang Kota Malang dan dahulu mendapat advice 

planni~g dari bagian Tata KotaiKimpraswil bru dibenarkan Dinas Perijillan 

memberikan Surat Ijin Mendirikan Banaunan (1MB) kepada pellgcmbang. Hal 

ini sesuai dengan Pasal S9 P~raturall Daer.,h 200! bahwa RTRW Kota Malang 

menjadi pedoman untuk pe!:!erbitan periJinan lokasi pembangunan. 

D3.ri apa yang diuraikan tersebut jrlas bahwa RTRW mcnjadi aeuan! 

arahan dalam melaksanakan pcmbangunau wi!ayah kota, akan tetap; mengapa 

Pemerintah Kota Malang melanggar terhadap aturan yang telah ditetapkan 

selldiri, bahkan merubah dengan jalan mengevaluasi/merevisi RTRW Kota 

Malang hanya karena memenuhi permintaan para pengemba'lg (pasar). 
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Dengan dikeluarkannya Surat Uin Mendirikan Bangunan (1MB) 

terse but justru membuat masyarakat semakin resah, karen a Pemerintah Kota 

berarti melegalkan pendirian (Jedung Matos yang telah menyalahi peruntukan 

lahan yang telah ditetapkan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik 

antara Pemerintah Kota Malang dengan publiklmasyarakat terutama dari 

kakngan kalllpus/akademisi. Masyarakat menilai Pemerintah Kota dalam 

membuat hbijakan telah berpihak kepada pengembang/pemilik medal. 

Pcmerintah Kota tidak netral melair.kan telah dikendalikan oleh kaum 

kapltlllls. Hal !n! terbuktl d~rl kMl1S l'ernbnngunn!1 gOdU!1S Mntos mulal dar! 

cara perolehan tanah hingga proses pelaksanaan pembangunan Malang Town 

Square. 

:;;edlllTJkaD-- DPRD Kota Malang dengan alasan demi l11enjaga . . . 

kelangsungan serta unt1Jk meningkatkan pembangunan di Kota Malang, 111aka 

DPRD ll1cl11b(~rikan p8rsetl(juan untuk mengadakan pcninjauan kCI1Jbali 

dengan lllengadakan revisi/evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Malang 

No.7 'hhlln 2001 tcntang RTRW walallplln di dalal11 intern antnr I'raksi di 

DPR Kota Malang terjadi pro dan kontra terhadap perubahan RTRW tersebllt. 

karena fraksi yang kontra tahu bahwa usul adanyc. perubahan terhadap Perda 

No. 7 Tahun 2001 t('ntang RTRW itu berasal dari pemodallpengcl11bang. 

Karena dengan dirubahnya RTR W terse but akan lebih memudahkan bagi 

pemodaJ untllk membanglll1 daerah-daerah atau tempat-tempat tertentll di 

dalam wilayah Kota Malang yang peruntukannya sudah ditentukan di dalam 

peraturan daerah tentang RTR W. 
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Selain iiU sebeium Peraturan Daerah No. 7 Tahun 200 I dievaluasi! 

direvisi unsur pimpinan OPR Kota Malang telah diberi tahu olch pihak 

eksekutif (Walikota Malang) dalam acai'a siiaturahmi paaa hari Kamis tanggal 

17 Oktober 2002 berlempal di Ruang Rapal Walikota yang I11cngatakan 

bahwa: 

" ... pad" saat ini ketentuan hukum/Perda No. 8 Tahun 1915 tentang 
RTIR W masih telap dipakai sehagai dasar hukum de.1am rangka 
memberikan pelayanan' ijin bidang peo'l.taan ruang dan penataan 
pembangunan. Oleh karcnanya Percla No.7 Tahun :<'001 belum bisa 
dih.ks:lI'akan mengingat tidak -:iidukung dengan peraturan yang lebih 
operasional. Ruang Detail Tata Ruang K Ita (RDTRK) dan Rencana 
Tata B~mg:.tnan dari Lingkungan (RTBL) nya belum ada serta 
lampiran gambar yang belum selesai" (Wawancara, 12 Febmari 2006). 

Sehingga dengan demikian pihak OPRD Kota Malang menerima 

begitu saja terhadap apa yang disampaikan oleh Walikota Malang pada waktu 

illl mestinya pihak OPR)) Kota Malang harus lebih bersikap kriti. tClbadap 

apa yang disampaikan oleh Waiikota Malang apalagi Pel'da No.7 Tahun 2001 

itu Y:lng membuat dan membahas adalah OPRD Kota Malang. Mengenai 

peraturan yang lebihoperasional (RDRTK dan RTRK RTBLnya belum ada) 

serta lampiran gambar yang belurn sele~ai adalah menjadi tugas eksekutif .' 

bersama DPRO l!ntuk rnelengkapinya jangan lall! dijadikan alasan untuk tidak 

memberlakukan Perda No.7 Talmn :;'001 dan kern bali rnernberlakubn Perda 

No.8 Tabun 1995. Padahal sdarna Percia No.7 Tahun 2001 itt:lah yang harus 

c1\jadikan sebagai landasan dan harus dilaksanaJ:an oleh eksekutif. I?i sini 

nampak bal)wa DPRD diciikte unt'Jk melegitimasi semua kcbijakan 

pemel'intab dengan alasan demi kepentingarJ pembnngunan. Oleh karen a itu, 

dalam kaitannya dengan Matos DPRD tidak meng?cu pada Peraturan Oaerah 

No. '7 Tahun 2001 akan tl!tapi mengacu pada Perda No.8 Tabun 1995 yang 
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sebetulnya sudah tidak berlaku lagi kilrena digantikan dengan Perda No. 7 

Tahun 2001. Hal ini nampak ketika pembebasan tanah APP di Kelurahan 

Penanggungan dan sekarang didirikan bangunan Matos, perurnahan ruko dan 

playground. 

5.5.2. Stratcgi Pasar (Market) dalam Mengartikulasikan Kepentingannya 

Dalam eksplanasi ekonomi politik menggambarkan bahwa struktur 

sosial yang turnbuh dan berkembang di daerah-daerah industri telah 

menempatkan pemilik kapital atau pelaku bisnis pada posisi sentral dan 

dominan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut 

hajat hidup orang banyak. Sementara komunitas lain atau yang tidak terlibat 

dalarn kegiatan industri berada di pinggiran dan kerapkali dikesampingkan 

daiam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak. Posisi komunitas ini semakin buruk ketika pemerintah dan para elit 

politik dengan dalih demi kesejahteraan masyarakat lebih berpihak kepada 

kepentingan para pemilik modal. 

Bagi pemerintah jalinan kerja sama dengan para pemilik modal sangat 

dibutuhkan sekali terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah 

melalui pembayaran pajak, retribusi dan pembagian dana bagi hasil yang lain. 

Peningkatan pendapatan daerah membuat pemerintah merasa lebih leluasa, 

lebih longgar dalam merancang dan mengimplementasikan program-program 

pembangunan seperti yang diinginkan. 

Sementara bagi para elit politik jalinan kerjasama dengan para pemilik 

modal amat diperlukan sekali terutama ketika partai politik yang mereka 

pimpin melakukan fungsi elektoral seperti kampanye, rekruitrnen 
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anggotn legislati" dan m'.!mbCiltuk pemerintahan. P!:.ra pelaku bisnis bisa 

dimintn untuk mcngalokasikan dun a dalam j\lllliah yang cukup besar untuk 

r.lendukung program-program yang mereka tawarkan kepada para pemilih. 

SekaJir,us memberi jarninan kelak ketika mereka menang. 

Sdain itu ~ubuJlgan pribadi antara pengusaha dcngan pejabat birokrasi 

(pemerintah) meJUpakan salah satu faktor yang cukup mcnentukan. 

Kcbcrhasilan terhadap akscs politik I~bilt ditentukan oleh kcmakhiran mereka 

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pejabat birokrasi, mereka memperoleh 

pengh~silan dari keuntungan jabatannya. Sementara para pel)1ilik modal! 

;len~\lsaha memperoleh perlindungan :Ian konsesi dari para pejabat tersebut. 

scmakin dekat mereka denga;1 pusat kekuasaan maka semakin mudah mereka 

nlcl11p'!roleh konsesi atau kemudahan-kemudahan yang lain. Pad a sebuah 

slale/oegara sesliai dengan tujuannya acialah untuk menciptakan kesejahteraan 

l11:1synrakatnja. Demikian jJga dalam membuat keputllsan dia harus selalu 

berol eintasi pad;! kepentingan lImum trJublic inleflw) bllkan sebaliknya yaitu 

memihak kepadz. kelompok atau golongan tertcntu. 

Dalam b.itannya dengan pembangunan Malang Town Square (Matos) 

scbdulll dibangun. slralc~i pasar/pcngusaha (PT. Bangun Karsa Iknlala dan 

PT. Dula Perk as;! Unggul Lestari) llle.1YW,p pemerintah untuk 

menynlahgllnakan kewenangannya :lemi keuntllngan pribadi. Kemudian 

W~likot~ Malang mengajukan pcrmoho'1an untuk mcrllbah Pcrda No.7 Tahlln 

2001, namllJ1 OPRO Kota Malang menolak. Akan tctapi, 4 fnksi OPI~D Kota 

tv:alang (TNIIPOLRI, Golongan Kr.rya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan 

Fr~ksi Gabllngall) menga.iukan permohonan kepa:k Panitia Musyawarah 
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untuk perubah:ll1 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 200 \. Pada sa at inilah, 

IlIdului Kimpraswil, pengernb~ng (pasJ.r) meyuap Ketur. DPRD dengan uang 

sejumlah Rp50.000.000,OO dan melalui ~etua DPRD ini pula Ketlla Pansus 

disuap dcngan liang sebesar Rp50.000.CJOO,OO. Selain itu, pcngembang (pasar) 

mdalui teman akrab ketua Pans us melakukan penyuapan uang sebesar 

Rp500.000.000,OO kcpada Ketlln Pans us agar dalum pembahasan pcrubahan 

RT/RW tersebut d:lpat berjalan lane,ar sesuai dengan keinginan pihak pasar 

(pengel11bang). Akan tetapi, upaya it!.! ~b-"ia karena pcmberian suap tcrscbut 

ditolak oleh ketua Pansus yang llada akhirnya terjadi pemecatanl 

pemberhentian kepada ketua Pans us yang juga sebagai salah satu wakil ketua 

DPRD kctika itu, karena dianggap tidak bisa bekerja s~ma. 

Stl'ategi berikutnya yang dilakukan oleh pengembang adalah 

mcnga::lakan perundingan dengan Walikota untuk pengembangan serta 

pembungunan Matos di wilayah yang telah didapatkan ijin lokasinya. 

Kemudian strategi yang dilakukan oleh PT. Bangun Karr.a Bentala 

adalah mclepas atau merljual sebagian tanah yang sudah mendapatkan ijin 

lokasi dari Walikota kepada PT. Lippo Karawaci, Thk. Setelah ta!1ah tersebut 

dibeli/rlikuasai oleh PT. Lippo Karawaei, Tbk. maka dengan mcnggunakan 

PT. Pendopo Niaga, PT. Lippo Kr.rawaci, Tbk. mengajukan surat ijin 

mendirikan bangunan kepada Dinas Perijinan Pemerintah Kota Malang dan 

setelah mendapatkan surat 1MB Pemerintah Kota l\1alang maka dibangunlah 

gedu1lg Malang Town Square (Matos) di lokasi terscbut yang sebetulnya 

dalam RT IRW lreal terse but prruntukannya tidak untuk bangunan Matos, 

akan tetapi untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meugapa tanah yang 
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ijin lokasinya f,ud:lh dikuasai olch PT, Banglln KaI'3(!. Bcntala bisa lepas at:m 

pi noah tangan kl! PT, Lippo Karawnci, Tbk,? sesuni dengan hasil .vawancara 

diperolch infor;nasi s~bagai berikut: 

", .. tallah yang tadi berada dalarn .'<ekuasaan PT. Bangun Karsa 
Bentala, kemudian sebugi:ll1 pindah tangan atau bisa dikuasai olch PT. 
Lippo Karawaci, Tbk. mungklll karena PT. Bangun Karsa Bentala 
sudah banyak mengeluarkan biaya (cngkos) lintu:( menguasai tanah di 
Jala:l V~teran ilu snmpai keluarnya :jin lokasi dari Walikota Malang. 
Jadi mencari ganti kerugian dan kebetulan ada pengusaha lain yang 
berani membeli lebih mahal, sehingga pengeluaran l!ntuk ongkos tadi 
dapat diganti! (ertutupi" (Wawancara, 13 Marl"t 2006). 

." 

Oleh knNna itu, maka dibangunlah gedung Matos yang akhimya. 

menimbulkan rcaksi dari publik masyarakat knrena dinilai menyalahi aturan 

peruntukan lahan sesuai dengan RTIRW. Di samping itu masynrakat umum 

mengetahui bahwa di daerah tempat dibangunny!, Matos itu adnlah kawasan 

pendidikan sehingga tidak sesuai dengan peruntukan laban yang sudah 

ditr:tapkan dalam ?erda No.7 ten tang RTIRW, Akan tetapi bagi pihnk PT. 

Lippo Karawaci, Tbl:.merasa (idak ada masalah karena apa yang ia lakukan 

tidal<: menyalahi aturan karena telah sesuai dcngan prosedur, mcngapa 

masyarakat haru~ protes karena sCll1ua attITan sudah kami tempuh sesuai 

prosedur. Masyarakat mempennasalahkan bangunan Matos tcrsebut tidal<: 

hanya menyangkLlt pembeb&snn tanah png berhasil ciikuasai akan tctapi juga 

masalah Surat Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) untuk pembangunun Mntos 

begitu cepat dan Inncar karena eksckutif dan legislatif telah diku.asail 

dipcngaruhi oleh Jjasar!per.gembang sehingga untuk kcperluarl pembangunan 

Matos yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Malailg tidak !ldl1 masnlah 

knrena pemerintal1 kota (negnrn) telah dipcngnruhi atutl dikuasai olch pasar. 

Sehingga blau ada demo!unjuk rasa dari masyarakat seolah-olah masyarakat 
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be':ladapan dcngar. Pemerintah Kota, bukan dengan pasar, Bahkan 

pa,m/;:>engcmbang tidak hanya menguasa; np.garaleksekutif akan tctapi OPR 

(Dewan Perwakilan Rakyal) juga telah. dikuasrti dan Jipcnga,llhi sehingga 

wajar kalau DPR hencJak mengadakan sidang kln:sus tentang Ytatos jumlah 

yang IJacJir tidal< pernah Illencapai qorum, 

Jika telah tCljadi dc.;mikian lllab nampak l1cgara tidak dapat berbllat 

banyak untuk kepentingan publik meiainkan telah terkooptasi pcnlikirannya . 
oleh pasar, dengan kala lain negara tel::.!l didikte olch pasar, Sehingga 

keputusanlkebijakan yang dibuat oleh 'legara seringkali merupakan hasil dari 

apa yang telah dirancang oleh pasar, 

5.5.3 Strrttcgi Aktor MlIsYllralmt dlilam Mcngllrtikulasikan Kcpcntingnnnya 

Strategi masyarakat (civil society) terutama dari P.liansi Masyarakat 

PCdllli Kola Malang (AMPKM) dal1 Koalisi Masyarakat Anti ~atos (KOMA) 

dan dari kalanl1an kampus sebelum m~mberikan reaks: t.:rhadap pelaksanaan 

pembangllnan Malang Town Square pertama melihat dengan kritis Peraturan 

Dacrah/Pcrda tr.ntang RTR W yang bcrlaku eli Kota Mnlang. Sckaligus melihat '._ 

aoakah lokasi tempat didirikannya gedung Matos itu sestlai dcngan !ahan serta 

peruntukan lahal1 ter3ebut sebagaimana yang tcrcantum dalam Perda tenlang 

RT/RW Kota Malang. 

Selain itu langkah kcdua adalah mengajukan keberatan kepada 

Petnerintuh Kota Halang atas pembangunan Matos eli kawasan pendidikan 

dan mer.yalakan balma p~mballgunan gedun~ Matos tclah melang£ar RTRW 

yang ada, tenltama Illelangg'lr Pcraturan Dae.~ah No. 7 Tahun 2001 tentang 

RTIR W. Ketigo, publiklmasyarakat meminta kcpada Dewan Perwakilan 
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R,:kyat Dacrah Kota Malang untuk memanggil Walikota M:dang atas 

ciijinbnnya pembangunan gedung Matos. Karena dari Pcmerintah Kota 

Maiung tidak meresopn terhadap apa yang telah diajukan oleh pUblik tersebut, 

mab langkah keempat adalah melakukan aksi turun ke jalun yaitu mclakukan 

demollstrasi ke kantor Walikotn Malanr, dan DPRD Eltas pcmbangunan Matos 

tcrsebut. Berbagai aksi mulai muneul dan digelar, baik bempa diskusi 

terbatas, aksi tumn ke .ialan maupun bentuk-bentuk lain yang mempakan 

rcpre5entasi Wl~ud penolakan terhadap pembangunan Mato3 tersebut. 

Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswl Malang yang berasal 

dari berbagai elemen dan Badan Eksekutif Mahasiswa ~erta organis~si ekstra 

kampas mengorganisir diri dan merapatkan barisan. Tidak ketinggalan pula 

para oktor yang tergabung dalam pagu)'uban rektor juga telah melakl1kan 

berbagai pertemuan khusus untuk melakukan koord:.nasi dalam menghadapi 

pemaksaan pembangunan y~ng tems bcrjalan. Kemudian langkah kelima, 

PaguY'Jban Rektor Malang beserta pe.'lyelenggara kawasan Veteran seeara 

tegas t~lah membuat pemyata:m keprihatinan dan pe;Jolakan pembangunan, 

Matos yang disampaikan kepada Menten Pendidikan Nasional. 

Dari universitas, para anggota Senat Guru Besar, pimpinan 

um versitas. pimpinan fakultas. dosen, karyawan serta lembaga 

kemahasiswaan tdah menyampaikan petisi penolakan pembangunan Matos 

yr.ng diberikan kepada Pemerintah Kota Malang dan pengembang. Namun 

da~i Pemerintah Kota Malang belum juga mendapatkan respen seba[!,aimana 

dihlrapken. Agar sikap penolakan dari kalangml kampus atas' kebijakan 

Walikota Malang tidak mcngarah pnda gerakan anurkbis yang Iinr, maka 
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11ereka membl;at nUf,kah akndemis perolnkan kebijakan Walikota tersebut 

ya!1g di dalamnya berisi tent8J1g berbagai analisis kritis dan komprchensif 

serl a lintas disiplin ke-ilmuan yang meliputj analisis hukum, analisis tcknis dan 

<Innlisis dal11pak. IllIsil dari lInalisis ini digunakan untuk mcrlll11l1skan 

rekornendr.si bagi Pemerintah Kota Malang untuk meninjau kembali 

/lcmbangunan Matos tersebut. 

Karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh publik/mllsynrakat 

dalal1l l11enentang kebijakan Peml'rintah Kota Malang tentang pembangunan 

M'ltos itll tidak digubris maka pihak masyarakat mengadakan aksi turun ke 

Julan untuk kesekian kalinya. Aksi unjuk rasa ditujukan kepada Walikota 

Malang dan DPRD Kota Malang. Akan tetapi kendatirun berbagai lallgkah 

dan tindakan telah dilakukan oleh masyarakat, respon pemerintah kota tetap 

mengatflkan bahwa pembangunan Matos itu tctap tldak nlcnynlahi aturan 

kan;~a telah sesuai dengan RT/RW K0ta Malang. Padahal RT/RW Kota 

Mainng itu dirubah atau direvisi "Ich Pemerintah Kota Malang hanya untuk 

memenuhi keingin&n pasar (pengembang). 

Selain itu strategi aktor masyarakat dalam mcngartikuiasikan 

kepenthgannya adalah !11emperkarakan alau mengad'l ke Pengadi!an Tata 

Usaha Negara atas pelanggarnn-pelanggaran yang telah dilakukan oleh 

Pemcrinta'il Kota Malang atas pemhangunan Matos tersebut. seperti 

pemberian ijin lokasi, penerbitall sertif.kat tanah o!eh Badan Pertanahan 

Nasional Kota Malang dan lain-lain. 

Selain Pemerintah Kota Malang yang diadukan ke Peradilan Tata 

Usaha Negara, m~.syarakat juga rnengadukan pengembar,gldeveioper seperti 
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PT. Bangun Klrsa Bentala dan PT. Lippo Karawaci, Tbk. ke Peradilan TMa 

Usaha Negara jj Surabllya. Oi samping itu juga mellgaoukan Kepala Kanwil 

Badan Pertana:lan NasiClnal Jawa Timur .dan KC'pala Kantor Pertanahan Kota 

Malang k:ll'cna telah menerbitkan sertifikat hal: guna bangunal'. Selain itu 

juga Kepllia Oinas Perijinan Kota Malang karena menerbitkan Surat Ijin 

Mendirikan Bangur.an (1MB). 

5.6. Dari Sisi Norrnatif 

5.6.1. Alih kepemilikan Tanah APP I\blang 

Sesuai denglll1 sertifikat Hak Pakai No. 16 dan 17 Juni 1998 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahr.n Kota Malang atas hak. pe!l1egang 

pe.rtama (Ocpartemen Pertanian sebagai h.:mbaga yang dibawahnya 

bemaung APP) sdalah Hak Pakai yang dalam buku tanah tertulis jangka 

waktll sepanjang tanah tcrsebut digunakan ur,tuk pendir!an dan latihan 

pertaninn dengan lUlls 224.2'50 m2 untuk lokasi Tanjung. Sertifikat hak 

pakai No. 23 tanggal 17 November 1998 untuk lokasi JI. 

PenanggunganIVeteran luasnya 39.620 m2 (yang sekarang dibangun 

Matos,. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kuta Malang mcnegaskan 

d.l1am smatnya tanggal 17 Juni 1991i bahwa sertifikat hak pakai (ctap atas 

nama Departl!men Pertanian dan belum dialihkan ke pihak manapun. 

T)engan demikian meJujuk pada proses yang rnendahului yai:u ·tukar 

menukar bcnda tetap/ruislagh antara Oepartemen Pert.anian dengan 

pemenang tender PT. Bangun Karsa Bentala belum diikuti dengan 

pendaftaran perubahan hak yang berimplikasi p"da perubahan data dan 

sertifikat seb:1g~.imana dimaksud oleh PP. No. 24 tahun 1996. 
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Mengenai ijin lokasi kawasan Akademi Penyuluhan 

I'crlanian/Sckolah Pendidikan Pertanian No. 02 Tahun 1995 diberikan 

kcpada PT. Duta Perkasa Unggul Lest,lri (D?UL) (buknn Bangun Karsa 

BentnlalBKB) tanggal 21 Januari 1995 untuk lahan seluns 280.300 ml 

dengan bcbuapa kewajibnn yang perlu digarisbawahi yaitu: 

a Melakukan pengadnnn tanah melaluimekan:sme jual beli sebagaimana 

diatur dalam Kepntusnn Presiden No. 55 Tahun 1993 dengan acara 

nelepasan lIak sclama 1 t"hun dan perpanjangallnya 1 tahun. 

I,. Dilakukan kegiatan pembangllilan diatasnya paling Inmbat 24 bulan 

sejak dipcrolehnya hak. 

c. Diwujibkan memelihara dan menjaga kelestarinn tanah dan lingkungan 

hidup sesuai peraturan perundang·undangan yang berlclku. 

Berdasurknn jangka waktll yang terte..a dalam ijin lokasi, ternyata 

telah habis sejak 21 janunri 1997 dan Ke;:mla I(antor Pcrtanahan Kota 

Malang telah menegaskan bnhwa ijin loknsi yang \clah' habis 'jangka 

waklunya lidak akan diperpanjang i~in lokasinya. Di samping itu sejnk awal .. 

tclnh terjad; kejanggRlnn bahwa mcnurut Surat M~n\eri Pertanian No. 

1'1 J420/40/McI1lnnlll/9J/RIIS langgal 19 Februari 1993 lcnlang pCl1unjukan 

rui31agh APP/SPP atas nama PT. Bangun Knrsa Bcnlaln (BKB) ternyala 

pihak yang menerima ijin prinsip dan ijin lokn~i adalah PT. DlIta Perkasa 

t.inggul Lestari (DPUL) sehingga seca:a tegns dikatal:an telah bcrtcntangan 

dengall: 
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a. Pasal 13 Kepres No. 16/1994 tentang Pelaksanaan APBN sebagaimana 

diubah dengan Kepres No. 24/1995 tentang Perubahan Kepres 1611994 

Pasal 13 Ayat (4). 

b. Keputusan Menteri Keuangan No. 3501KMK.03/1994 Tentang Tata 

Cara Tukar Menukar Barang MiliklKekayaan Negara. 

c. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 1931KPTS/1988. 

d. Pasal1320 yo 1541 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Konklusi yang dapat diambil dari poin ini adalah bahwa secara 

yuridis teJjadi penyimpangan tata cara ruislagh yang mengakibatkan cacat 

hukum yang berimplikasi hak demikian dapat dimohon pembatalan ke 

pengadilan (tak terpenuhinya syarat esensial peJjanjian Pasal 1320 yo 1541 

KUH Perdata). 

5.6.2. Penyimpangan Tata Cara Ruislagh 

Sebagaimana telah dikemukakan di muka maka ruislagh atau tukar 

menukar benda tetap yang bukan aset privat/perorangan melainkan aset 

negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini 

adalah: (1) Pasal 13 Kepres No. 16/1984 tentang Pelaksanaan APBN 

st"bagaimana diubah dengan Kepres No. 24/1995 tentang Perubahan Kepres 

16/1994 Pasal 13 ayat (4); (2) Keputusan Menteri PekeJjaan. Umum No. 

I 931KPTS11988; (3) Pasal 1320 yo 1541 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. 

Sementara tujuan dilakukan ruislagh adalah: (1) terkena perubahan 

planologi/tata ruang wilayah yang bersangkutan; (2) aset 

Jembaga/departemen tersebut belum dimanfaatkan secara optimal (idle); (3) 
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I'cnyallian a:;cl dalam rungka koordinasi dan elisiensi dana dnn daYll yang 

ada; (4) Pemcnuhan kebutuhan operasional p,merintah karena 

;:>cngembangan organisasi; (5) pertimbangan khusus pe.1aksanaan rencana 

slralcgik Hankum. 

Bcrdasarkan uraian prosedural ruislagh t~rsebut merujuk pada 

hukurn positif yang ada seperti diulns di n.uka, maka nampak terjadi 

beberapa penyimpangan hukum yaltu: 

a. Berdasarkan hasil riset Tim Pusal Penelitian Tanah dan Agrc> Klimat 

Bogor tanggal 22 Agustus 1995 ditemukan kejanggalan yaitu: 

I. Terdapat sekitar 400 m2 tanah yang b~llIm dibcbaskan. . 

:2.. Tingk~.t kcsub-.Jran tanah pengganti ascI rncrupaknn tanah dcngan 

kesuburan rendah/kurang subur; 

3. Benluk hamparan I()ka~i lahan pengganli curam lebih dari 40% dan 

tidak ml!:lyatu. 

4. Masih terdapat penambangan batu oteh masyarakat. 

b. Surat permintaan dari tim Pemantnu No. PI. 420/ . .IIX/9SK agar PT. 

Bangun Karsa Bentala mengusulkan perpanjangan/adendum kontrak 

dengan alasan keadaan memaksa (force majeure). 

Padahni adendum perp~.njangan kuntrak scbarusnya dilakllkan oleh 

pihak :'1'. Ba'1glln K3rsa Bentala maksimal salu kuli serta mempc'roleh 

pe;'sellijuan :.ertulis dari Dircktur Jendcral Anggaran Dcparlcmen 

Ke~langan. Merujuk pada i3i/subSlill1si perjanjian 11Ikar menllknr dan 

bal~gunan No. 62 yang dibuat oleh dan di hadapan notari~ Suhardirrian, SH 

paria tangeal 23 April 1993 khususnya Pasal 13 angkn I kriteria force 
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majeurelkcadaan memal(sa tidak dikemukakan seh"gai alasan adendum. 

Demikian pula merujuk Pasal 5 tent.ang jangk.'l waktu serah terima 

l'cndahuluan aset APP dilakukan tanggal 23 Oktober 1995 dan sete1ah 

dilakukan pemantauall tidak mungkin dilakubn. Temyata ~erah terimn 

pendahu1uan baru dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1996 s~hingga 

mundur selama kurang lebih II bulan. Sedangkan serah terima lanjutan 

dilnkukan parla tanggal 9 Febr'Jpri I qo~ tet •. p kepada PT. Bangun Karsa 

Bentala bukan PT. Duta Perkasa Unggul Lestari. 

Berdasarkan surat pengakunn petani eks pcrnilik tanah pengganti 

dalam proses pengadaan tallah dipaksa untuk melakubn pelepasan hak 

milik atas tanahllya dengan eara me1akllkan pend(anan baik secara fisik 

mallpull sceara mental oleh pihak-pihak terler.tu. Hal demikiar. secara 

yuridik bertent.angan dengan Keputl'san Presidfn No. 55 Tahun 1993. 

Selain diternukan kejanggalan pula mengenai penetapan harga 

tanah berdasarkan taksasi riillharga pasar pada tahun 1993 sckitar Rp 

5GO.OOO,-/m\ jika dihitung harga pe!11belian oleh pihak developer (PT. 

Bangun Karsa Bentala) scnilai Rp 23.81 milyar maka harga rata-rata tanah 

h~llya scbesn,. Rp 81.000,-/nl belul,' termasllk harga benda tetap yang ada 

c1iatasnya dan harlls dilakukan perhitllngan tersendiri. 

Dari kesimpulan ini adalah bahwa sesunggllhnyn pihak developer 

rnelakukan pelanggaran isi perjanjian yang disepakati dengan Dcpartemen 

Pertanian maka dapat dihatalkan menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 

bahwa isi perjanjian tidak dilaksanakan dengan :tikad baik oleh plhak PT. 

Bangun Karsa Bentala. 
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5.6.3 t:>clanggllrlln PT. Duta Pcrkasn IJnggul Lcstllri cks APr Mailing 
tp.rhadap UU No. 23 Talmn 1997 tentang Pcngelolaan Lingkungan 
Hidup 

Pelanggaran PT. Duta Perkasa UnCgul Ler,tari eks API' Malang 

terhadap UU No. 23 Tahun 1997 twtang Pengclolaan Lingkungan Hidup, 

yakni: 

• Melakukan perusakan lingkungan di lokaf i dcngan jalan memboduser 

lahan seluas 15-20 Ha yang. terdiri dari kcbun cacao, kebLln kopi,··· 

lunamun-tanamal1 langka., habitat burung-burung, ular-ular bcsar, dan 

binatang lainnya, sawah beririgasi tel:nis, salUratl irigasi teknis, sungai 

dan lain-lain. 

• Menggunakan dokumen-dokumen yang sudah tidak berlaku lagi, 

karen a dibatasi waktu tertcntu, sepcrti ijin AMDAL, Ijin Prinsip, Ijin 

Lokasi dall ijin-ijin yang lain. 

Berdasarka;l pelanggaraa-pelangg:!ran yang dilakukan PT. Duta 

Perkasa Unggul Lestari di atas, telah terjadi baku mutu dan kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup, pengelfopan secara sewenanc-wenang 

dengan jalan intimidasi dan kekerasan, hilangnya asset saluran irigasi 

tekds, hilangnya sungai yang mengalir di Iingkungan yang digu'1akan 

oleh mMyarakat, telall terjadi perpccahan di antara masyarakat Tanjung 

dan Bareng, telah membuat kebohor.gan pubIik dengan membllat papan 

nal11a. baik di .Inlnn Tcrllsan ljcn '1'.nllplln di .Inlan Ir. Rais, dcngnn jclns 

mencantumkr.n c!okumen-dokumen yang sudah kadaluarsa tersebut, 

me.rekayasa (dengan jalan meminta 'kebijaksanaan') kepada pejabat yang 
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bcrwcnang baik tli cksckutir milUpUI1 eli Icgislatif, schingga lcrbillah 

Keputusan OPRD tentang EvaluasilRevisi Pen.la No.7 Tahun 200l. 

Bedasarkan uraian di atas, pasul-pasal Undang-undang PLH 

yang dilanggar adalah sebagai beribt: 

(I) Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: Untllk menjamin peiestarian fllngsi 

lingkungan hidllP, setiap usaha clanlatau kegiatan dilarang melanggar 

baku mutu dan kriteria baku,k'~rusakan lingkungun hidup. 

(2) Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: setiap retlCana usaha dan/atau 

kegiatan kemungkinan dapat menimbulkan dampak besat dan 

penting terhadap lingkungalJ hi:lup, w~jib memiliki analisis 

mengenai darnpak lingkllngall. 

(3) Pasal 18 ayat (I) yang berbunyi: setiap usaha dan/atau kegiatan yang 

menimbllikan dampak besar dun penting tcrhadap lingkungan hidup 

wajib rnemiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk 

mempe~oleh ijin melakukan us~ha dan/aiau kegiz.tan. 

(4) Pasal 19 ayat (1): Oalam menerbitkan ijin melakukan lIsaha dan/alau 

kegiatail wajib diperhatikan: rencana tala ruang, pendapat 

masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang 

yang bcrkaitan dengan usahalkegiatan tersebut. Ayat (2) keputusan 

ij in mel::tkllkan usaha danlatau kegiatan wajib diumllmkan. 

Adaplln pciallggaran terhadap pa5al-pasal di fltas, telah 

memenuhi ketentllan pidana dalam Undang-undang dimaksud, yal:ni: 

(1) Pasal 41 ayat (I) : Barang siapa yang secara melawan hukum dengan 

sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 
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lingkllngan hidup dan/atau perusakan Iingkungan hidup, diancam 

dengan pi dana penjara paling I,~ma 10 (sepuillh) tahlln dan dcnda 

paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) .. 

(2) Pasal 45: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini 

dilakukan. oleh dan atau atas nama suatu badan h:Jkum, perseroan, 

perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pi dana denda 

. diperberat dengan sepertiga. 

(.1) Pasal 46 dan 47 uns'Jr-unsurnya pun telah dipenuhi oleh para 

terlapor. 

(4) Pasal 48: tindak pidana yang diatur dalam bab ini (ketentuan pidana) 

adalah kejahatan. 

5.6.4 Pclanggaran tcrhadnp lJlldang-undang 1'10 • 4 Tahun 1992 tcntang 
pcrumahan dan Pcmukimnn 

Pr.lar,ggaran terhadap Undang-undang No.4 Ta:1U!l 1992 tentang 

perumahan dnn Pemukiman antara lab: 

• PT. DPUL tidak mengikllti persyaratan teknis ekologis, dan 

administrasi )'lng sah dan benar, yakni tidak memperhatikan 

keselamatan dan kenyamanan bangunan dan keandalan sarana serta 

prasarana tingkungannya sebagai persyaratan teknis, tidak 

me.ngindal:kan keserasian dan keseimbangan, balk a.!ltara Iingkungan 

buatan dengan lingkungan alam maupun dengan Iingkungan sosial 

budaya, le.rllla.'lIk nilai-nilai buday~ bangsa yarg p<:rlu dilcstarikan, 

sebagai persyal'atan ekologis, dall tidak menggunakan dokumen yang 

sah, baik masih bermasalah dalam kepengurusannya maupun 

menggunakan dokumen yang sudah kadaluwa~sa, !'akni dengan 

.. -
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menggunakan ijin usaha, ijin lokasi, dan ijin mendirikan bangunan serta 

pemberian hak atas tanah, yang ditengar&i banyak pihnk 'penuh 

rekayasa'. 

• Bclum dipenuhinya persyaratan-pcrsyaratan berdasarkan UU 

Perumah:lI1 dan Pemuki;nan tersebut di lokasi telah terjadi pemasangan 

pupun dengan jalan membuld(1ser secara besar-besaran dengan 

mengabaikan aturan hukum l'l!ng berlaku, baik berdasarkan Undang

undang Pengelolaan Lingkungan H:dup maupun Undang-imdang 

Perumahan dr.n Pemukiman. 

Berdasarkan lIraian di atas, PT DPUL telah melanggar Undang

ulldang Peru1l1ahan dan Pemukiman pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: 

(2) dalam Pasal 7 (1) : setiap orang atau badan yang membangun rumah 

atau perumahan wajib: 

a. mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif; 

~. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak 

berdasarkan rencana per.1antat'.an lingkungar: 

c. melakl:kan pengelolaan iingkungan berdasarkan rencana 

pengelolaan lingkungan. 

Dalam penjdusan pesal 7 ayat (1) tersebut: yang dimaksud dengan 

membangun rum1h atau perumahai1 tennasuk r.1embangun rumah ,baru, 

memllgar, mernperluas rumah atau perumahan dengan mempertimbangkan 

faklar-faktor set.empat mengenai 1,eadaan fisik, ekonomi, sosial, dan 

budaya Eerta ket~rjangkauan masyarakat, bail<. Ji dnl)\'8h pcrkotnan 

!.naupun di dc.~ral1 pedesaan. 
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Pengertian setiap orang atau badan adalah Warga N egara 

Indonesia dan bad an hukum Indonesia serta warga negara asing pcndllduk 

Indonesia dan badan asing yang berl:edudukan di Indonesia, yang menurut 

peraturan perundang·undangan yang ber!aku tl!jll.h dibenarkan untuk 

mcm bangun rumah atau perumahan. 

Untt:k mewlIjlldkan rumah yang layak dalam Iingkungan yang ... 

schat. aman, serasi dan tcratu!, maka pembal1gllnan rllmah atau 

perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif 

scrta wajio mclakllkan pemantauan dan pengclolaan Iingkungan. 

Pcrsyaratan tekllis berkaitan dengan kese!.amatan dan kellyamanan 

bangunan dan keandalan sarana serta prasarana Iingkun~annya. 

Pcrsyaratan e!<ologis berkaitan dengan keserasian dan ke5eimb1ngan, baik 

antara Iillgkungan buatan dengan Iingkungan alam mallplln dengan 

lj,lgkllngan 50sbl budaya, tClmasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu 

dilestarikan. Pers/aratan administratif berkaitan dengan pemberian ijin 

usaha, ijin Ie·kasi, dan ijin mendirikan bangunan serta pemberiall hak atas 

tanah. 

Pemlllltnllan Iingkungan bcrtujuan unluk mcngelahlli dampak 

negatif yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan rumah atau 

pcrumahan, 3edangkan pengelolaan Iingkungan bectujuan untuk dapat 

mcngambil tindakan korcksi oila terjadi dumpak negatif dari 

pcmbangunan rumah atau peru mahan. Rencana pemanlallan dan 

pengelolaan Iingktmgan diwsun dan dilaksanakun dengan 
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rr:cmpcrtirnbangkan tingkatan dampak yang timbul sesuai dengan 

p~raturan perllndang-lIndangan yang bedaku. 

Persyaratan-pcrsyaratan tersehut oi atas. oleh PT; DPUi..· telah 

:idak dapnt dipenuhi secara scmpurna. sehingga sarna sekali kcgiatan 

pcngolahan dan pematallgan lahar, untuk perurr..ahan. seharllsnya tidak 

bolch dilaksallakan. dan pada kenyataan hill tersebut tela!l dilakukan. 

sehingga harus dikenakan pasal. ketentuan pidana yang dintllr dalam UU 

Peru mahan dan PenlUkiman terscbut, yakni; 

Pasal 36 (1): setiap orang a!au barlan dengan sengaja melanggar 

ketentuan dalam pasal 7 ayat (I), pasal 24 dan pasal 26 ayat (I) di 

pidana dcngan pidilna penjara selama-Iamanya 10 (sepuluh) ~ahun dan 

atau denda setinggi-tingginya Rp J 00.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Pasal 36 (2): setiap orang karena kela!aiannya mengakibatkan 

pe!anggaran atas ketentuan sebaglimana dimaksud dalam pasa! 7 aya! 

(I) dipiclana dimg'ln pidana kurungan selama-Iar.lanya I (satu) tahun 

dan atau dcnda Gct:nggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (s.epu\uh juta 

rupiah). 

Pasa! 36 (3): setinp badan karen a kela13.iannya mengakibatkan 

pe!anggaran atas ketentuan seb:lgaimana dimaksud dalam pasa! 7 nyat 

(I), pasa! 24, pasa! 26 ayat (I) dipidana dengan pidana kurungan 

se!ama-!aman:;a I (sntu) tahlln dan rtau dcnda sctinggi-tingginya Rp 

100.000.000,00 (seratus jnta rupiah). 
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Pasal 38: Pcnerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 36 tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memenuhi 

ketentuan Undang-undang im. 

Pasal 39: Iika kewajiban sebagaimana c1imaksud dalam pasal 38 tidak 

dipenuhi oleh suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan 

dan pemukiman, maka ijin usaha badan tersebut dicabut. 

Terhadnp pclanggaran-pelanggaran aturan-nluran efi atas, 

masyarakat yang tcrdiri dari komponen-komponen mahasiswa, Perguruan 

Tinggi, LSM, !,etani, tokoh agama dan lain-lain telah melakukan upaya

lIpayn sebngai berikut: 

I. Mempertanyakan, melapori(an, me:1gadukan dan meminta 

perlindungan hllkum kepada Pemerilltah Kota MaJang. 

2. Mempe11anyakan, melapork<in, mengadukan dan meminta 

perlindllngan hukum kepada DPRD Ko~a Malang. 

3. Melaporkan, inengadllkan dan memintJ perlindungan hllkllm kepada 

Kepala Kepolisian Resort Kota Malang, dengan surat pengaduan. 

UpBl'a-upaya di atas seeara maksimal belum mendapat tanggapan 

y:lllg p()~ilir dud pcjubal-pcjabal yang bcrkcpcnlingan, baik itu di 

eksckutif, kgislatif maurun di Kepolisian Resort Kota Malang. 

Pengaduan-pcngaduan terscbut sampai sekarang belull1 di proses secara 

hukum bcrda~arkan kcwenangan masing-masing pejabat di atas, meskipun 

Kapolwil Malang telah mendapat teguran dar! Komisi Ombudsman. 
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5.6.5. Pcrijinan 

Perijinan yang dikiaim seeara sepihak eleh d~veloper (PT. DPUL) 

dalam melaksanakan pembangunan perumahan t.ersebut adalah sebagai 

berikut di bawah ini: 

J. Ijin prinsip Walikotamadya KDH Tingkat II Malang 

NO.050/2669/428/4 J 11994 tertanggal 31 Oktobel" 1994. 

2. Ijin lokasi dari BPN Kotamadya Malang No. 02 Tahun 1995 dan 

Perpanjangan No. 02 Tahun 1996, Pembaruan Ijin Lokasi sesuai surat 

Permol.onan No. ILIER·BPN/007/2002 tanggal 7 Mei 2002 dan No. 

ILlER·BI-'N/008/2002 tanggal 28 Mei 2002. 

3. Ijin AMDAL dari Kepala Kantor Wilayah Departemen l'ekerjaan 

Umum Propi.nsi Jawa Timur No. PROI.06·WI3!1309 tanggal 15 

Agustus 19')7; 

4. Ijin Blok Plan dari Walikotamadya KDH Tingkat II Malang No. 

65011 87!428.308!l 998. 

Dari perijinan yang tdah disebut di atas, terctapat kejanggalan

kejanggalan ~ebagai bcrikut: 

I. Ijin Prinsip Walikotamadya KDH Tingkat II Malang 

No.050!:l669/428/4111994 tertanggal 31 Oktober 1994, terdapat 

klausula yang berbunyi: agar saudara dapat melaksanakan semua 

pcraturan dan ketenlUan yang berlaku sebeillm pembangunan 

f1siknya dimulai .. Dari klausula tersebut, PT DPUL banyak I11cnyalahi 

aturan dan ketentuan yang berlnku, sehingga Ijin Pdnsip tcrsebut 

secara hukum sudah tidak dapat lagi dipergunakan, karen~ su.bstansi 
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matel i nyu hcrlcntangan ciengan Ij in Prinsip ilu scndiri. lJi samping 

ilU, wai(tu pemberian !jin Prinsip 0994) de'lgan pelaksanaan di lokasi 

(2()02) ter jupat pcrbedaan renlat:Jg wa"-tu sekitar 8 tahun, yang mana 

telah terjadi han yak fckal: perubahan-perubahan, baik substansi 

(mated) lokasi maupun hukum yang mendasari rencana 

pemhangunan pcrumahan terscbut. 

Substansi lokasi,. telah terjadi perJb,1han yang berupa 

perusakan Iingkungan sccara liar dan tidak bertanggung jawab, tclah 

merubah kondisi alam lokasi, sehing£a tidak sesuai lagi dengan Ijin 

Prinsipnya (kejahatan melanggar aturan pidana Undang-undang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup). 

Slibstansi hllkllll1nya, sudah tidak sesuai lagi del~gan kondisi 

pada saat Ijin Prinsip itu diberikan, ncperti RTRW yang bukan untuk 

peru mahan, pcrsyaratan-pcrsyaratan yeng harus ditempuh 

berdasarkan Undang-undang Peru mahan dan Pemukiman dan lain

lain. 

Dengan terjadinya ,erubahan-perubahan mendasar tersebut 

maka 1jin prinsip tcrsebut t:dak dapat dipergunakan baik karena 

lampau waklu lI1aupun l:arcna bertentangan dcngan aturan-atllran 

lainnya.. 

2. !jin lokasi dari BPN Kot'lmadya No. 02 Tahun 1995 dan 

Perpanjangan No. 02 Tahun 1996, Pembaruan Ijin Lokasi sesuai 

Surat Permohonnn No. 'LiER-BPN/007/2002 tanggal 7 Mel 2002 dan 

No. 1L1ER-BPN/008/2002 tansgal 28 Mei 2002; terdapal ijin lokasi 
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ini tcrdapat 2 hal yang hants dikritisi, yakni (l) Ijin Lokasi No. 2 

Tahun 1995 dan perpanjangan ~o. 2 Tahun 1996, kedua ijin tersebut 

saat ini sudah dianggap tidak adr; dan tidak bcrlnku Ingi (vide 

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN N0. 2 Tahun 1999 tentang 

Ijin Lokasi tanggal 10 FeblUari 1999 pasal 5), dengan jelas 

meOib~rikan batasan waktu in casu 1 tahun dan dapat diperpanjang I 

tahun lagi, sehingga ijin loka.si ~elain kadaluw&rsa juga bertentangan 

dengan fa!<ta dan hukum yang berlaku, (2) Surat Permohonan No. 

ILIER·BPN1007/2002 tanggal 7 Mei 2002 dan No. ILlER. 

BPN/OOS/2002 !anggal 28 Mei 2002, adalah bukan ijin lokasi 

sebagaimana yang dikehendaki oleh PerJ'lturan Menteri 

Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999, kedua surat tel'sebut 

hanyalah sural permohonan yar.g belurr dikabulkan oleh pejabat atau 

instansi pemberi ijin, sehingga pe~,e~i<lan yang dilakukan di lokasi 

adalah bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku, 

klaim bahwa kedua slIrut ini adalah ijin lokasi adalah pernyataan .. 

palsu dan bohong dan tidak sesuai dengan hukum. 

Pell1berian Ijin Lokasi dipersyaratkan hants scsuvi dengan 

Rencana Tata RUling Wilayah (pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri 

!\gl'min/Kcpala I3PN No.2 Tahun 1999 ;cntang Ijin Lokasi). Uatuk 

lokasi dimaksud sampai s.!karllllg belum ada r-erubahan, peruntukan, 

yakni untuk kawasan pendidikan dan ntang terbuka hijau, sehingga 

membah peruntukan untuk pembangUilan perumahan, adalah 

bertentangan dengan hukum (vije Perda Kota Malang 7 Tahun 2001 
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tentnng RTRW Kota Malang, Perdn No.8 Tahun 15198 tenteng Revisi 

RTRW Kota Mnlnng, Surnt Walikotn Mulang No. 

593111 985/428.40 111998 tanggal i2 Juni 1998 tentang Usulnn 

Perubnhan Pcruntukan Kawasan APP, Surat Pernyataan Walikota 

Malang No. 593/979/428.1 3611998 tnnggal 10 Juni 1998 tentang 

ketidakabsnhannya Surat Kcterangan Walikota No. 1965 Tahun 1991 

yang dibuatnya sendiri). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

RTR W di lukasi tidak pemah mengalarr.i perubahan, yakni sebagai 

kawasan pendidlkan dan ruang terbuka hijau, sehingga hal-hal yang 

bcrtenlangan dcngan RTRW, sudah seharusnya tidnk dapal 

diberlakukan lagi, karen a cacat hukum, term as uk ijin-ijin yang lain. 

Pasal-pasal Peraturan Menteri AgrarialKcpala EPN No.2 

Tahun 1999 Tentang ljin Lokasi Tangciul 10 Februari 1999 yang. 

dilanggar oleh PT. DPUL, diurnikan sebagai bcrikut: 

• Pasal 2 ayat (2) alinea terakh;r, ..... d~ngan xetentunn bahwa 

tanah··tanah tersebut terleiak di luka~i yang menurut Rencana Tata 

Rua'lg Wilaynh yang berlnku diperuntukkan bagi penggunaan 

yang sesuai dengan rencana pcnanaman modal yang 

bersangkutan. " 

• Pasal 3, "Tanah ynng dapat ditunjuk dalam ijin lokasi adalah tanah 

yang menurut Rellcana Tata Ruang Wilayah yang berlaku 

diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana 

penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan 

menclrut persetujuan penanaman r.lodal yang dipunyninya". 
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• Pas::!1 5 ayat (I), "Ijin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai 

berikut: (1) ijin lokasi selua.~ sampai dengan 25 Ha: 1 tahun, (b) 

ijin lokasi seluas lebih dari 25. Ha sampai dengnn 50 Ha: 2 tahun, 

(e) ijin lol.;asi seluas lebih dari 50 Ha: 3 tahun". 

• Pasni 5 aynt (1), "Pcrolehan tallah (lleh pcmegang ijin l'oknsi harus 

diseie8aikan dalam jangka waktu ijin lokasi". 

• Pasal 5 nya! (3), "Apf\bi:a dalam j~ngka waktu ijin lokasi 

sebagaima'1.a dnlam ay"t (I) pc:olehan tanaa belum selesai, maka 

ijin loka5i dapat diperpanja:ig jr.ngka waktunya selama I tahun, 

apahiln tanah yang diperolehnya mencapai 50% dari luas tanah 

yang ciitunjuk dalam ijin lokasi". 

• Pasal 5 ayat (4), "apabila perolehan tallah tidak dapat diselesuikan 

dalam jangka waktu ijin lokasi termasuk perpr:njangannYEl, maka 

perolchan tanah tidak dapat lagi dilakukan olch pemcgang ijin 

loka!li". 

• PasaI 6 ayat (I), "Ijin lokasi diberika:l berdasarkan pertimbangan 

mengenai aspek penguasaan tanah dan tekllis tata gUlla tanah yang 

melipt:ti keadaan hak serta pcnguasaan tanah yang br.rsangkutan, 

penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan 

tanah". 

Terkait dengan pasal-pasal di atas, ir. casu (entang perolehan 

tallah haruslah disdcsaikall dalam jnngkn waktu ijin lokasi diberikan 

(I tahun tersebut), dengon demikian Ijin Lokasi No. 2 Tahun 1996 

(yang mcrupakan perpanjanga:1 Ijin Lokasi No.2 Tahun 1995) telah 
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tid.1k <lallat mcmcnuhi kewajibannya menyelesaikan perolchan tanah 

sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan, termasuk perolehan 

tanah .50% (persyaratan perpanjangan) yang d.;tllnjuk dalam ijin 

lokasi, sehi'lgga Ijin Lc.kasi tersebut, tidak mcmenllhi pcrsyaratan 

aturan yang berlaku, dengan <lemikian Ijir. Lokasi tersebllt adalah 

bertentangan dengan hukum dan tidak sah keberadaannya. 

Jika pcrolehan tanah tidak dapat diselesaikan sdama ijin 

lokasi dan perpanjangannya, maka peroleh~.n tanah dda~ dapat 

dilakllkan lagi oleh pemegang ijin lokasi, d~l1gan demikian PT DPUL 

telah tidak memenllhi persyaratan aturan jang berlaku. 

Di samping itu dalam pertimbangan pemberian ijin lokasi 

adalah: (1) a~pek penguasaan tanah dan; (2) tekI'is tata guna tanah 

yang rneliputi: (a) keadaan hak pen~uasaan tanah yar.g bersangkutan, 

(b) penilaiall fisik wilayah, (e) penggunaan tanah, dan (d) 

kemampuan tanah. 

Dari aspck pCllgllasaan tanah, jelas PT. DPUL tclah tidak 

clapat Illenunjllkkan bahwa ia \elah sah berdasarkan hukum 

1llt:llgllasai tallah Ilcgarn terscbllt Idalam hal ini scrtilikat masih 

berstattls hak pakai atas nama D~partemen Pertanian Rcpublik 

Indonesia). 

Dari aspek teknis tata guna tanah, PT. DPUL telah tidak 

dapat memenuhi persyaratan keadaan llak penguasaan atas tanah 

(Bumi Tanjung), penilainn fisik wilayah yang bertentangan dengan 

nilai historis dan akses publik bagi hutan Kc,ta Maiang, berlawanan 
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dengan rcnggunaan tanah yang mcrupakan area pcndidikan dan 

rua'1g terbuka hijau dan bukan untuk pemukiman dan perumnhan. 

1. Ijin Amdal dari Kepala Kartor Wilay~h Departemen Pekerjaan 

Umum Propinsi Jaw:; Timur No PR01.06-W13/1309 tnnggal 15 

AgushJs 1997; Ijin AMDAL ini harusnya berlaku atau dilaksanakan 

pHda tnhun 1997, sesuai dcngan kondisi lingkungan pada saat itu (saat 

ijin dikeluarkan), dan sesuai. pula dcngan at.lran pada saat itu, namun 

karcna peluksanaan pembangunan dilaksanakan pada tahun 2002 (5 

tahun setelah ijin dikeiuarkarJ) ijin dimakslld ~eharusnya diperbaharui 

karena selama 5 tahun telah terjadi ban)ak sekali pentbahan kondisi 

Iingkungan di lokasi, termasuk juga undang-undangnya. Acuan ijin 

Amdal yang dimiliki PT. DPUL adalah UU Lingkungan Hidup yang 

lama tr.hun 1982, semen tara ~aat ini yang berlaku adalah Undang

undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru (UU No. 23 Tahun 

1997), d~ngan demikian tidak pad a tempatnya mempergunakan ijin 

Amdal yang sudah usang ters~but. 

4. Ijin Blok Plan dari Walikotam~dya KDP. Tingkat II Malang No. 

650/187/428.308/1998. Ijin Blok plan ini pun, diberikan pacia zaman 

Walikotamadya Susamto 4 tahun yang lalu, dimana peru'1tukan dari 

lokasi ~ejak tanggal 18 Juni 1998 tehh dievalunsi dan direvisi 

berdasarkan Kept;tusan [lPRD Kotamadya Dati II Malang No. II 

Tahun 1998 tentang Pel'setujuan Di&dakan Evaluasi clan P.cvisi Perda 

KOlamadya Dati II Malang Tahlln 1993/1994-200012004, yang 

kemudian dituangkan dalam Perda No. 8 Tahun 1998 ten tang R;)visi 
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RTRW Kota Malanr, dan kcmudian dituangkan h:gi dalam Perda 

Kota Malang No.7 Tar.un 2001 tent~ng RTRW Kota Malang yang 

mana di lokasi disebutkan sebagai sarana pendidikan dan ruang 

terbuka hijau, sehingga ijin blok plan developer sudah bertentangan 

dengan Perda ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang mana 

secara otomatis tidak berlaku lagi (Hha! pula Sural Walikotn Malang 

No. 59311985/428.401/1998 tllnggal 12 Juni 1998 lentang Usulan 

Perub"han Peruntukan Kawas~.n APP, Surat Pernyataan Walikota 

Malang No. 593/979/428.136/1998 tanggal 10 Juni 1998 tentang 

ketidakabsahanrmya Surat Keterangan Walikota No. 1965 Tahun 

1991 ). 

5.6.6. Opini Hukum Tcrhadap K~putusan DPRn Kota Malnng 
No. 47 Tahun 2002 

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2002 DPRD Kota Malang telah 

mengeluarkan Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 47 Tahun 2002 tenlang 

Persetujuan Evalua~i/Revi$i Peraturan Daerah Kola Malang Nomor 7 Tahun 200i 

(entang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahlln 2001-2011. 

13ahwa pCl'ljl11bangan hukul11 d:kcluurkanny" Kcputllsan DPRD Kota 

Mala:lg tcrsebut sebagaiman~, dinyatakan or.lam k()nsidenl1: 

a. liahwa sampai saat ini Peraturan Daera~ Kota Malang Nomor 7 Tahll~ 2001 

tcntang Rcncana Tata Ruang Wilayah Tahun 2001-20 II tidak dapat 

dijalankan karena secara materiil belwn mcmcnuhi unslir Kcbcnaran yuridis, 

kl!u(Hlan, kcpllstian hukul11 dan kcgllnaan, serta sccam tcknis bdum ada 

amran-aturan pclaksananya, yaitu Rencana uetail Tatn R,!nng Kota 
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(P,DTRK). Rencana Tata Ruang Kota (TRRK) dan RencHna Tata Bangunan 

dan Lingkllngan (RTBT.) sehingga perlu lIntuk mengcvnluasi terhadap 

Pcraturan Daerah dimaksud. 

b. I3ahwa berd1snrkan Surat Walikota Malanc tangg:}1 30 Mci 2002 Nomor 

0501736/420-123/2002 perillal penataan dan per ... ntukan tanah eks APP 

Keiurahan Bareng Kec3matan Klojen Kota t,'(alang dan SUM Walikota 

Malang langgal 17 Juni 2002 N0mor 620/343/420-420/2002 peri hal 

pel'uh.qhan fungsi Jalan di kawasan Penmmas lvlalang serta Surat Walikota 

ivlalang tanggai 13 September 2002 Nomor 650/14·63/420-4201:l002 perihal 

pcmbangunan prasarana .ialan di lokasi Pt'rumnas Sawojajar I n~aka perlu 

mengakomodasi aspirasi lersebut dengan m~ngadakan perubahan terhadap 

I'cl'aluran Dacrah KOla Malang Nomor '7 Tahun 2001 lcnlang RC;lcana Tata 

Ruang Wila)lah Tahun 2001-20 II dcngan menetapkannya dalam Keputusan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. 

Baltwa isi dari kepulusan DPRD Kola Malang Nomor 47 Tahun 2002 

lenlar.g Pcrsetujuan Evallla~ilRevisi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 

'{ahun 2001 tentang Rencar.z. Tata Rllang Wilayah Kefta Mabng Tahun 2001-

2011 I11cliputi: 

a. Pafal 1, menyetujlli EvalllasilRevisi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 

Tahun 2001 tenlang Rcncana Tata Ruang Wilayah Kola Malang Tahun 2001· 

2011. 

l;. Pasnl 2, selama proses evaluasi/rcvisi Pcraluran D1Cruh Kota Malang Nomor 7 

Tahun 2·)01 Illasih berlangsung maka untuk menghindari stagnasi 

pembangllnan, segala yang terkait dengan kegiatan pembal1gunan baik yang 
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dilak'lkan oleh Pemcrintah maupun pihak swasta, maka Pe'11erinlah Daerah 

harus rnempcrgunakan Pcraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Rencana' Tata Ruang Wilayah Kotamadya 

Dn.:rah Tingknl 11 Mnlang Tahun 1993/1994-2003-2004. 

c. rasal 3, selambat-Iambatnya pada bulan Januari 2003 setelah Surat Keputusan 

ini Dewan ?crwakilan Rakyat Daerah Kota Malang segera membenluk Panitia 

Khusus dalam rangka memper~iapkan Rancang Evalllasi/Revisi Pcraturan 

Daerr.h KOla Mala'1g Nomor 7 Tahun 2001 dan mengeluarkan rekomendnsi 

kcpada Walikota untuk melanjutkan kegiatan pemba"gllnan fisiko 

d. Pasal 4, t1Stl!, saran dan penelapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Malang dalam Rapat Paripuma Khusus tangga! 30 November 

2002 dan dilanjutkan 3 Desember 2002 merupakan bagian yang tak terpisahkan 

c1ari keplitusLn illi. 

e. Pasal 5, keputlls~n ini berlakll se~ak tangga! ditetapkan. 

r Pasal 6, I11cngllmllmkan kcplItlisan ini dalam Lembaran Daerah Kota Malang. 

Jika diliho.t dari bentuk KeJlutusar. DPRD Kota Makng Nomor 47 Tahlln 

21)02 tentang Persetujuan EvalllasilRcvisi Perateran Daerah Kota Malang Nomor 

7 Tuilun 2001 tentang R'!llcana Tala RUling Wilaynh Kota Mulang 'I'ahlill 2001-

'20! 1 berdasarkan ilmll penmdang-lIr.dangan sebagai berikut: 

1. Materi Muatnn 

Bcrdasarkan ihnu perundang-lIndangan KepullIsan Dewan 

Perwakilan RaJ:yat Dacrah adulah tcrmasllk scbagai Besch;kking yang hanya 

!l1~l11punyai kekuatan hukunl mcngikat ke dalam instansi pe:l1buatnya. 

Sl'ilingga mated muatan yang bisa diatur adalah ketentuan-ketentllan yang 
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sifat kcberla!:uannya internal dan (idak mengatur masyarakat umum atau 

il1S1al1~i Ininnyn. 

SubstmlSi Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 47 Tahun 2002 

t~l1t3ng Persetujuan EvaluHsilRevisi Peraturan Daerah Kola Malang 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayail Kota Malang Tahun 2001-20 II sebagaimana ketentuan Pasal 

2 telah mengakibatkan tidak berJakunya Peratt'ran Daerah Kola Malang 

Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 

Tahun 2001-20 II dan membcrlakukan kembali Peratur'ln Dacrah Kotamadya 

Tingkat II No:nor 8 Tahun 1995 tentang R ~ncana Tata Ruang Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1993/1994-2003-2004. 

Ketenluan yang demikian ini lelal! melebihi material mualan sebuah 

KepuIllsan DPRD yang bersifat mengikat ke daiam I:arcna: 

a. Membata!kan kebcrlakuan Feratl':l'nn Dacrah Kota Malang Nomor 7 

Tahun 200 I tentallg Rencana Tata Ruang Wila)'ah Kota Malang Tahun 

2001-2011. dcngan membcrlakukan kembali Peraturan Daerah 

Kotamarlya Tingkat II NomoI' 8 Tahun 199:; tentang R,encan'l Tata 

Ruang Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat II Malang Tahun 1993/1994-

2003-2004, pndahal bcrdasarkan TAP MI'RS No. /lI/MPR/2000 

kedudllkan Percla tidak termasuk peraturan perL~ndang-ltndr.ngan. 

Sehingga Keputusan OPRD tidak dapat membatalkan keberlakuan ~erda 

scbagai peraturan pcrunclang-unclangan, 

b. Mengharuskan Pemerintah Dacrah untllk menggllnakan Peratllran Daerah 

Kotamadya Tingkat 1I Nomor 8 Tnhlln 1995 ten tang Rellcana Tata 

Rllang Wila)'ah Kotamadya Dacrah Tingkat II Mdlang Tahlln 1993/1994-

2003-2004 be-ral'ti Keplltesan ter~ebllt If lah mengikat keluar. 
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2. Bentuk Kepli!Usan DPRD 

Berdasarkan ilmu perundang-undangan oentuk sebuah produk 

hukum keputusan adalah mengikuti format yang la.!im dan terdiri riari: Judul, 

Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjei"r.an Uika diperlukan) dan 

Lampiran Uika diperiukan), Jika dilihat dari bentuk keputusan DPRD tersebut 

lllaka dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Dari scgi .iuJul Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 47 Talmn 2002 

ini kabur/lidak jelas, Disebutkan dalam judul: TENTANG 

PERSETUjUAN BV ALUASl/REVISI PERA TURAN" '" Pencantuman 

Evaluasi dipersamakan deagan revisi dengan meletakkan tanda baca (I) 

adalah tidak tepae Mengingat bahwa evaluasi. dan revisi punya makna 

yang sanga! I:,erbeda dalam ilmu perundang-undr.ngan, Evaluasi berarti 

penilaian alas berlakunya sua!u peratuTnn sehingga dapa! diketahui 

cfektivitas suatu peraturan dan akhirnya dapat dilakukan peru bahan, 

/~-I;~I~ulall atuumcl1lpcrtahankan pcratUTan t~rscbul. Scda'lgkan rcvisi 
. " ! ' 

alau perb!\jkan adalah tcnnasuk calam pengerti~n pcrtlbahan peraturan. 
'I 

Di dalam ;i,crubahan ini tidak ada lagi ada evaluasi, :1amun yang ada 
/ 

mlalah icngkaidnhan 1I1ltlik I11cnycl11jlllrnnkan suhstan~i pcrallln1n y:lng 

~. D,!nga!l dcmikian judlll Kepllt;}san DPRD terscbut tidak jelas 

--_/ l11au l1\el:lkukan eVllluasi alau maa mclakllknn peru bah an l'er;Jluran 

Daerah, 
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Disebutkan :i'llam M~~imbang huruf (a) bahwa sampai saat 

ini Peraturan Dacrah Kota Malang Norr.or 7 Tahun 2001 tentang 

Rencana Tata Ruang W;Jayah :<ota Malang Tahun 2001-2011 tidak 

dapal dijalankan karena sceara rr.ateriil behlm memenuhi unsur 

kebeharan yuriciis, keadilan, l<epastian hukum, dan kegunaan, serta 

secars teknis belu'll ada aturan-aturan pelaksanaannya, yaitu 

Renc~na Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rcncana Tuta Ruang 

Kota (RTRK) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungall (RTBL) 

sehingga perlu untuk mengevaluasi terhadap Peraturan Daerah 

dimaksud. 

Dasar pertimbangan ini mcnggunakan logika hukum 

terbaJik dengan mengesampingkan keberlakuan Perda karena tidak 

ada atu:an-aturan pelaksanaannya, yaitu Rencana Detail Tata Ruang 

Kota (RDTRK), Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) dan Rencana· 

Tata Bar,gunan dan Lingkungan (RTBL) aturan pelaksanaan. 

Seharusnya justru ketik£l aturnn-atu' an pelaksanaannya tidok ada 

mnka dibuatkan dan bukan malah tidak memberlakukan Perda yang 

sudah ada. Justru dalam logika hukum yang demikian ini maka tidak 

terjadi kepasti~n hukum, dan ketidakadilan. Dengan demikian 

pertimbangan bahwa belum memenuhi unsur kebenaran yuridis, 

keadilan, kepastian hukum dan kegunaan ad alah menyesatkan. 
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Dasar pertil11hangan kedua sebpgairn~na dinyataknn dnlam 

humf (b) hanya melihat dari satu aspek saja yaitu Pemcrintah Kota 

Mala,lg melalui tiga Surat Wali~ota yang dikirimka:1 ke DPRD Kola 

Mnlang. DPRD Kota Mulang tidak menimbang bahwasanya ada 

aspirasi lain dari masyarakat tidak setuju dengan peralihan fungsi 

lahan terut~mn lahan eks APP menjadi kawasan perumahan. pengan 

demikhm DP RD Kota Malang sangi,t berat sebelah dan tidak 

me1akukan fllngsi penyalllran aspirasi. :nasyarakat. FlIngsi DPRD 

KOla Malang dalam masalah illi lebih pada penyalllran aspirasi 

pemeriJltah Kota Malang yang sebetlllnya keinginan dr.ri developer 

bllkan mcnyalurkan aspirasi Pemerintah K0ta Malang. 

Dengan demikian Keputusan DPRO Kota Malang tersebut 

juga mengandung unsur Korupsi antara Developer, Pemerintah Kota 

Malang dan DPRO Kota Malang karena prosesnya yang tidak wajar. 

Pihak developer telah mengirimkan sural permohonan kebijakan 

OPRD mengenai lahan eks APP No. 062/ER-WaIlDPULlIXl2002 

kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang 

dcngun tcmbus<1n Walikota Malung agar daputnya DPRD Kota 

MaLtng memberikan kebijakan politik bahwa pembang1.1nan 

peru~llahan di lahan eks APP clapat dilaksanakan berdas~rkan 

t.:ctcnluan Perdu No.8 Tnhlln 1995. 

Pihak develop"r juga t"lah I11cngajuknn sural perl11ohonnn 

kepada Walikotn Malang tanggnt 1 R Sept(:mber 2002 Nomor 

062/ER-WaIIDPUL/IX/2002 agar memberikan rekomendasi 
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pelaksanaan kegiatan, sesuai de.ngan perijinan yang telah ada. 

Kcmudian Walikota menindaklanjuti dengan surat Wa!ikota kepada 

i)PRD KOla Ma1ang No. C50!736/420-123/2002 langgal 30 Mei 

2002, perihal pcnataan dan pcruntukan tanah eks APP Kelurahan 

Bareng Kecamatan Klojen KOla Malang. Dalam proses ini maka 

den3~n dikabulkannya permohonan kebijakan pihak developer untuk 

men)·impcngi Perda No.7 Tahun 2001 dan memuerlakukan Perda 

NomoI' g Tahun 1995 dengan dikeluarkannya Keputusan DPRD 

Kota MalMg Nomor 47 Tahur. 2002 tentang Perselujuan 

EvaluasilR~visi Peraturan Daerah KOla Malang Nomor 7 Tahun 

2001 tell:ang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malallg Tahun 

2001-2011 maka Walikota M'Ilang dar DPRD Kota Malang telah 

mcnY11ahgunakan kewcnangan, kesempalan atau saran a yang ada 

padanya karenu jabntan alau kedudukan yang dapat mcrugikan 

keuan gar, negara atau perekonomi an negara untuk menguntungkan 

did sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (developer). 

2. Sedangkan dilihat dari daS3r huku111 yang dipakai maka nampak ... 

"([lillY:., illkoll~istcllsi all tum malcri mualun Kcpulusan Dcwan ini 

dengan dasar hukum yang dIpakai, seperti misalny:l.: 

I. Undang-undnng Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

bahwa di dalam Pasal 3 huruf c angka 4 disebutkan tujuan 

pe.manfaatan mang 10erkualitas adalab untuk mewujudkan 

perlindungan fungsi ruanc dan men :egah sertr mcnangulangi 

Jampak negatif terhad~p Iingkun[lan. Sednngkan apabila 
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Jr.enunjuk isi K':putusun D..:'Wan ini dengan memberlllkukan 

Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Notnor 8 Tahun 1995 

tentang Rencana Tata R.uanll Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat If Malang Tahun 1993/1994-2003-2004 maka tcrjadi 

pentbahfln fungsi ruang dari Ruang Terbuka Hijau sebagai 

konservasi Iingkungan menjadi fungsi ruang pcrurr.ahan. Hal 

d emikian tentunya akan terj adi kerusakan Iingkungan terutarna 

di lahan eks APP. 

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perulllahan dan 

Pemukiman. Bahwa di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa 

penataan perumahan dan pemukiman herlandaskan pad a asas 

manfaat, adil dan merala, kebersamaan dan kckeluargaan, 

kepercayaan diri sendiri, keterjangkauan, kclcstarian Iingkungan 

h;oup. Sedangkan apabila menllnjuk substansi Keputusan DPRD 

illi maka akan terjadi kerusakan Iingkungan hid up, bukan 

kdcstarian Iingkungan hidup karcna lah~n eks APP mcrupakan 

Fuanll Terbuka Hijau yang memiliki kcanckaragaman variclas 

tanaman langka dan be.bagai sumber daya hayati lainnya serta 

i'ungsi rl:s:lpan air. Akan dihangunllya proyck pl:r<ll1luhan di 

lanan cks APP akan mengakibatkan kcrusakan Iingkungan. 

3. U,ldung-llndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Penye1enggaroan Ncgam yang Bcbuf Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme bahwa diakui Asas Kepasti~.n Hukllm yang 

mengutanlakan landasan pernturan pcrundang-llndangan, 
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kepatutan dan kcadilan dalam setiap ~ebijakan penyelcnggaraan 

negara. Dcngan adanya Keputusan DPRD ini justru tidak terjadi 

kcpastiall hukllll1, kal'ella Perda dibatalkan keberlakuannya 

hanya dcngan Keplltusan DPRD yang bukan merupakan 

peraturan perundang-undar.gan. Bahwa diaku: Asas 

Kepen!ingan Umum yang mendahulukan kesejahteraan umum 

dengan eara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Dengan 

adanya Keputusan DPRD ini tampak bahwa demi kepentingan 

segolonganlsekelompok orang maka hukllm (Perda dirubah dan 

hpentingan masyarakat untuk menikmati lingkungan yang 

schat dan kelcstarian lingkun[,an demi kelangsllllgun hidup 

orang banyak terabaikan. Selain itu Keputusan DPRD ini juga 

I11clanggar Asos Kctcl'bukaon, Asas Tcrtib Pcnyclcnggoroan 

Negara dan Asas Profesionalitas. 

4. Pe.raturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 

Rcneana Tata Ruang Wilayah Kota Maiang Tahun 2001-2011. 

Peroa ini adalah Peda yilng akan direvisi mab tentllnya tidak 

Japal dijac;ikan dasar hukt;ll1. Sckali lagi lcrjadi logika imkum 

yal~g mcnycsatbn dcng,al' mcnyandarkan pada Putin yang akan 

di:ev'si. Pcrda Nomor 7 tcrsebut dinyatakan bclul11 merricnuhi 

kebenaran yuridis. nan1llf1 tcrnY3ta di.i~dikan das,lr hukul11, nmka 

apa nantinya hasil revisi Perda tersebllt lidak lebih tidak 

1l1(~menllhi kchcnarnn yuric'is. 
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Dalam Batang Tubuh/lsi nampak bahwa: 

Substansi Pasal I kabur/obscuur 'brena menyamakan evaluasi dan 

revisi Peraturan Daei'ail Kota Malang Nomor 7 Tahun 200 I tentang 

Rencana Tata Ruang Wi/ayah Kota Malang Tahun 2001-20 II. 

Substansi Pasal 2 melcbihi materi muatan kcplltusan karena 

menyatakan tidal< berlakunya Peraturen Dacrah Kota Malang Nomor 7 

Tahun 200 I tentang Renc'ana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 

Tahun 2001 -2011 dan r.1cngharuskan Pemerintah Kota untuk. 

memp~rgunakan Pcraturan Dacrah KOlamadya Tingkat Il Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Malang Tahlln 1993/1994-2003-2004 padahal secara 

yuridis Perda NomoI' 7 Tahun 200 I tersebut masih berlnku dengan 

tidak ada peruturnn pcrunciang-undangan lain yang mcnyatakan lidak 

berlaku. 

Subslallsi Pasal (, lidak scsuai dcngan kclcnluan pcnYlIslIn<ln pr.raturan 

p(,rundang-unciangun dcngan mcngul11ul11kun Kcpulusan Df'RD ini 

cialum LCl11baran Daerah Kota Mulang. Secara ilmll pCTllndang-

l1nciangan, sunlu pcraturun dimnulllkan dalam Lcmbaran Dacrah 

ndnlah karena untuk Illcmenuhi lInsur publbitas peratllran pcrundang-

lInciungron yang hcrlaku 11111 1I Ill. Scdangkon KCPlitllS'.1n DPRD adnlnh 

bersifat internal dan hanya mengiknt bagi pa,·a anggotn DPRD Kota 

Malang, sehingga tidak perlu diuTr.umkan datam Lcmbaran Daerah. 
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d. Sedangkan dalam kcsimpulan terdirt dari: 

I. Materi mur.tan yang menjelaskan bahwa: Substansi Keputusan DPRD 

Kota Malang Nornor 47 Tahun 2002 tentang Persctujuan 

Eva:uasiiRcvisi Peraturan Dnerah Kola Malr.ng Nomor 7 Tahun 2001 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota M3.lang Tahun 2001-2011 . 

sebag:'!imana ketentllan Pasal :4 telah mengakibatkar, tidak berlakunya 

Pcratu(an Dacrah KOhl Mala-nil Nomor '1 l'ahun 2001 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahan 2001-2011 dan 

membcrlakukan i<embali Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II 

Nomor 8 Ta!:un 1995 tentang Rencana Tata Rua:1g Wilayah 

Kotamfldya Daerah Tingkat Il Malang Tahun 1993/1994-2003-2004. 

Ketentuan yang demikian ini telah meJebihi materi muatan sebuah 

Keputusan DPRD yang bersifat mengikat ke dalam. 

2. Dilihat riari Bentuk Keputusan DPRD narnpak di sini bahwu: 

a. Jud1l1 keputusan DPRD Kota Maiang NomoI 47 Tahun 2002 ini 

kabur/tidak jclas dan obscuur karena men:pcrsamakan antara 

eva basi dan r·!visi Perda. 

b. Sedangkan pembukaan yang :erdiri dari: 

1) Konsideran, bahwa dasar pertimbangan Keputusan DPRD ini 

menggllnaknn logika hukllPl terbalik dcngan mCllgcsall'pingkan 

keherlakuan Pcrda karC!Ill tidak ada nturan-aturan 

pclaks3naannya. Schamsnya justru ketika aturan-aturan 

pelaksanaanllya tidak ada maka dibuntknn dan bllkan malah 

tidak memberlakukan Perda yang sudah ada. 
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2) Dasar Hukum, babwa adanya inkon8istensi antara materi 

muatan Keputusan Dewan ini dengan dasar hukum yang 

dipakai yaitu: Undang-undang Nomor 24 Tabun 1992 Tentang 

Penataan Ruang. Undang-undang Nomor 4 Tabun 1992 tentang 

Perumaban dan Pemukiman, Undang-undang Nomor 28 Tabun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, 

kolus dan Nepotisme, dan Peraturan Daerab Kota Malang 

Nomor 7 Tabun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayab 

Kota Malang Tabun 2001-2011 padabal Perda ini adalab Perda 

yang akan direvisi maka tentunya tidak dapat dijadikan dasar 

hukum. 

3) Dalam Batang Tubuh/lsi nampak bahwa subtansi Pasal 1 

kabur/obscuur, substansi Pasal 2 melebihi materi muatan 

Keputusan, Substansi Pasal 6 tidak sesuai dengan ketentuan 

penyusunan peraturan perundang-undangan. 

Sementara khusus tanab APP/SNAKMA yang berada di Jalan Veteran 

seh.:as ± 86.230 m2 yang telah dikuasai oleh PT. Bangun Karsa Bentala 

(BKB) melalui ruislagh yang prosesnya cukup panjang serta agak rumit 

karena tidak seperti biasanya proses ruislab yang kita ketabui. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Malang (H. Suyitno) Nomor 

4060.135.06-03-NF.I.S-2003 tertanggal 27 Maret tabun 2003 tentang 

pemberian izin lokasi untuk keperJuan pembangunan kampus pendidikan, 

perumaban, rumab sakit dan perkantoran kepada PT. Bangun Karsa Bentala. 

Jadi jelas di sini babwa ijin lokasi yang diberikan kepada PT. Bangun Karsa 
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Hentala untllk kcperi1l3n pembangllnan knmplls Jlcndidikan, ncrumahan, 

rl1l11ah sakit dan perkantoran. Akan tctapi dalam kenyataannya bangunan yang 

dldirikan di situ adalah pusat perdagangan (MATOS), Ruko (rumah taka), 

pcrumahan dan tempat rekreasi playground. 

Sesliai dcngan surat iZ.in mendirikan bangunan (1MB) Matos yang 

dikeluarkan oleh Dinas Pcrijinan Kota Malang Nomor 640/372/420.318/2004 

tcrtanggal 30 Maret 2004 yang diberikan kcpada PT. Pcndopo Niaga yang 

mana 1MB ini diperuntukkan lIntuk pembangunan area perdagar:gan (pusal 

pcrbelanjaan) 4 (empat) lantai dengan basementnya. Sebeillm Matos dibangun 

scbetulnya masih ada tanah beserta bangunan rUll1ah warga yang sudah 

mcndiami rumah tersebul ± 25 lahun yang berada dalam lingkungan komplek 

pcrumahan Sekolah Mcnengah Peternakan Malang (SNAKMA) sebelum 

:anah terse but rliruislagh dengan PT. l3angun Karsa Bentala. Jika dilihat dari 

master plan Kota Malang, .ielas lokasi dimana Matos bcrdiri berdasarkan 

p(,l11ctaan wilayah dan detail pcnggunaan lahannya, sebenarnya dijJeruntukkan 

lIn~uk fasilitas UI11um dan sosial berdasarka;1 pada RT/RW Kota Malang, 

tetapi justru dibuat sebagai tempal perdal!anl!an dan jasa. Hal ini jelas 

n',erupakan kekel iruan dan kesalahan dari pemerintah kota schingga wajar jika 

banyak pihnk yang menentang ter!1ad:J.p k(;beradaan Matos tersebut. 

B'~rdasarkan RT/RW Kota Malang terlihat bahwa tempat dibangunnya 

M~tos ini adalah daerah berwarna mc~ah, yang artinya dalam ilmu ta~a ruang 

bcrarti termasuk daerah yang rnemiliki fungsi un'UK membangun fasilitas 

lllr.lIm. Fasilitas l1I11Um yang termasuk di dalamnya adalah perkantoran, 

kcsehatan, pendidikan, gedllng serbaguna, gedung kes,!nian, gedung olahraga, 
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stasiunl tem.inal dan trompat wisata. Dengan demikian jelas kcberadaan Matos 

di wi!ayah terse but menyalahi P.TIR W Kota Malang. Hal ini seslIai dengan 

apa yang dikemukakan oleh staf bidang fisik dan prasarana Bappeko Kota 

Mala'lg yang r.1enyatakan bahwa: 

..... Seb-::narnya untuk kawasan Matos sl!r.diri memang awalnya 
adalah lahan clari Depnrtemen Pertllnian yang diatasny~ didirikan 
SNAKMA. dan berdasarkan Perda No. 8 tahun 1995 memang 
kawasan ini adalah kawasan pcrumahan, jaoi perumukanny:\ memang 
untuk perumahan dan fasilitas pendukungnya ... tetapi setelah 
dikelllarkan Perdn pcngganti yaitu Perda No.7 Tahlln 2001 fungsi 
lahan ini dikcmbalikan pada fungsi semula yaitu sebagai areal 
pendidikan '" dengan demikian memang uda ketidaksesullian yang 
terjadi antara RTRW dan implemcnf.asinya .,," (Wawancara, 3 April 
20()6). 

Selain itu yang dite:iti dalam peneEtian ini adalah masalah pelcpasan 

hak atas tanah yang clilanjutkan dcngan pendistdbusian kapling pemilikan 

tanah yang baru saja penyelesaian scrtifikat tanah kepada para peserta. 

Unluk masalah ~ertifikat tana!l, kaslls yang ban yak te~jadi adalah 

pi:merintah Keota Malang bescrta jajarannY·l yang mengurtlsi masalah 

pertanahan tCrJla:na BPN (Bad an Perm nahan Nasional) Kcta Malang ternyata 

hcll';l1 menjalankan fllngsinya scbagaimana ~Ilcstinya. 

Pusa: perbelanjaan Matos yang dibangl!Il di atas tar,ah s-::!lIas 8,6 ha 

r~ncananya akan dibangun perumr.han, rumah sakit serta fasilitas lainnya 

scbagaimana tcrcantum dalam sural ijin lokasi. Akan tetapi dalam 

kr::nyataannya ternyaf.a dibangun dalam konflik pertanahan riengan warga 

yang menghuni di dalam areal tanah tersebut dcngan pihak 

pcng~mbanganlde,'eloper. yang kend.1tiplln dcmikian Badan Pertanahan 

Na~:ional telah mengelunrkan sertifibt tanah. Padahal menllrut aturan 

perl::U1ol1nn Ylll\g berlllkn nclnlnh BPN tidnk dihcnurknn n'cngcluarknn atau 
." 
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mcncrhi(kan serlifika( (anah apabila (anah lcrs !bul rrasih dalal11 ~engkela. 

Ak<1n lelllpi yang lerjadi adalah scbalik.1ya yailu BPN IlIcncrhilkan serlifikat 

(anah kepada PT. Bangun Karsa Benlala (pengembang) dcngan alFlsan bahwa . . 

kc(ika PT. Bang1Jn Karsa Bentala lIlengajukan hak alas tanah (dah memenuhi 

salah satu persyaratan yang harus dipcnuhi yaitu ijin lokasi dan SK Walikota 

Mailing tanggal 27 Januari 2003 Nomor 460.135.06.NF.1.S.2003. Sehingga 

yang terjadi adalah tuntutan atas nam'a masyarakat kepada Badan Pertanahan 

Nasional Kota Malang atas penyalahguna'ltl wewenal'g dan tindak pi dana 

!{Orup~i yang dituduhkan di pengadiJan. 

Tuntulan yang dialamatkan kepada Pemerintah Kota Malang ini 

I.crbagi menjadi 2 (dua)jenis. Perlama, tuntutan yang terkait rlengan sertifikat 

tanah yang diterbitkan oleh BPN. Mengingat syarat bahwa sertifikat tidak 

dapat diterbitkan jika sengketa masih tcrjadi di atas tanah tersebut, seperti 

contoh adanya warga (Ibu Soetj iati) yang masih bersengketa dengan pihak 

pengcmbangldeve[oper. 

Ibu Soe~iiati adalah salah satn dari beberapa warga yang lahan beserta 

bangnnan rumah yang ada di atasnya terken2 proyek Matos. Ihu Suei 

mCllcmpati lanahnya ± sudah 25 tahlln yang mcncmpati lahan bcserta 

bangunan rumar. yang dibcri olch Departemen Pertanian yang di alas tanah 

tersebut dahulu dibangun SNAKMA (Sekolah Petf!rnakan Malang). -Bukti 

kepemilikan yang dipegang lbu Suci atas !anah tersebut adalah surat 

Keterangan dari Departemen P\!rtanian. Ketika Matos direncanakan untuk 

didirikanldibangun, Ibu Suci diminta untuk melepaskan tunahnya guna 

pembangunan Matos tersebut. akan tetapi Ibu Suci tidak mau melepasnya 
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karen a tallah dan bangunan lumah tersebut adaluh tanah tumn temurun yang 

ia darat dari a.yahnya. Ayahnya scndiri telah mene.mpati tan1h ini sejak 

sebelum ia lahir. 

Kedua, tuntutan yang terkait dengan ljin Mendirikan Bangunan (1MB) 

yang diterbitkan oleh Dinas PeliJinan Kota Malang. Tuntutan yang diajukan 

fttas nama masyarakat yang ditujllkan kepada BPN dan Dimls Perijinan Kota 

Malang. BPN ditllntllt karcna BPN .adalah piha". yang menerbitkan sertifikat 

da~l ijin lokasl bagi pembangllilan Matos ini, padahal jelas. sekali ini telah .. 

l11cnyalahi kekntuan yang ada. Sedar.g'(an Dinas Perijinan dituntllt karena ia 

tdah mengeluarkan ljin Mendirikal'. Bangunan (1MB), padahal IHB inipun 

caca~ secara hllkum karena mendasarkan diri pad a Percla yang salah. Karena 

Perda yang herlakt. saat ini adalah Perda No.7 Tahun 2001 dan bukannya 

Perda No.8 Tahun 1995. Selain itujug'lIMB dari Matos illi adalah ijin untuk 

untuk pembuatan ruko 3 lantai serta pusat perdugangan 4 Im~tai dengan 

basement-nya. Dengan dibilngunnya Matos yang l11crllpakan pusat 

~erbelanjaan yanr, berskala regional, otomatis 1MB illi tidck sah dan 

seilarusnya pctl1 crintah mcnindak pihak pengembang dan Matos bukan iustru 

lilcngijinkannya bcrdiri ,a:lpn syural yang membcralkar .. 

Dalam penclitian ini. keberJdaan Malos schagai salah satu obyek 

rembangunan eli Kota Malang jika dilihat dari aspl:k pencabutan Ha~ Atas 

Tanah demi kepe'1tingan pembungunan, berkaitan dengall upaya memperoleh. 

sesuntu hak atas tanah serta mendapatkan sertifikat hnk alas tano.h sebagai 

tanda bukti kepemilikan. 
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Berdasarkan data lapangan yang dipcroleh dikctahlli bahwa 

lJcrnbr.llgunan Ms.tos ini prosesnya dlrn'llai dcngnn dilakukannya mislag tanah 

ya:1g dimiliki oleh Departemen Pertanial1 yang diatasnya dibangun Sekolah 

PClernakan Mcr.cngah Atll~ (SNAKMA). Proses ruislag ini dilakukan pada 

tahun 1995. D~ngan dilnkukar.nya ruislag ini maka tanah seluas 8,6 ha ini 

mcnjadi milik pihak ketiga yang dalam hal il1i adalah PT. Banglln Karsa 

Benlala. 

Tetapi lr:rnyata dari 8,6 ha lua~ lahan tersehut masih ada tanah milik 

dari warga ma3yarakat. Ibu Suci adalah salah satu dari beberapa anggota 

masyarakat yang menempati Inhan yang tidak mau pindah dari lokasi tersebut. 

Ala~annya adabh bahwa tanah ini telail ditempatillja selama 25 tahun dan 

jaga in telah memiliki surat keterangan dari piha!, APr yang' mcilgelola 

~ekolah Peternnkan Mcncnguh Atas, bahwa memang Ib\! Suci menempati 

lahan terscbut dan diijinkan oleh pihak APP. 

Kasus ini tidak sclesai sampai di sini sajn, brcna t,rnyala masalah ini 

kC@ldian men) eret Ibu Slltjia~i ke pcngadilan. Argumcn yang dikcmukakan 

oleh pih'lk pen8embang udalah bahwn merck a telah mcmiliki seltifikat atas 

lanah tersebllt. seclangkan Ibu Sutj iati tidak m.emi!i~i scrtifikat laMh tetapi 

hany~ memiliki surat ket(,l'angan dari pihak APP. 

Pencabutan oak atas tanah yang dialami I~u sud sepertinya. tidak 

nHlIH;siawi karcn~1 hak nlaS lan;\h yang dimil ikinya lidnk dinkui o:ch negara. 

Tctapi poin penting yang seharllsnya dlingat adalah, Ibu Sud walaupun tidak 

memiliki serlifi~at tanah, tet<:pi ia tr.emiliki surat keterangan dari pemilik 

tanah sebelumnya. Jika kita lihat dari aspek yuridis maka sebenarnya sertifikat 
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yang dimiliki oieh PT. Bangun Karsa Bentala i •. u tidak sah, karena dibuat 

kctika masih te~jadi konflik atas hak tanah terse but. Oleh karen a itu, BPN 

sehagai pihak yang mengelunrkan sertifikat kemudian justru ditulltut karena 

:elah melakukun penyalahgunaan w<!wenang dan melakukan tindakan eaeat 

hukum. 

Dad apa yang diuraikan tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa 

da1am rangka pem"angunan Malang Town Square (Matos) di Kota Malang 

ini telah lerjadi pelanggaran-pela:1ggaran yang dilakukan baik oleh 

pcngembang llIaupun Pemerintah Ko~a sendiri. Adapun jenis pelanggaran 

yang dilaknkar. da1am pembangunan proyek Matos tersebut nntar& lain: 

I. Apabild dilihat dari kebijakan tentang Rencana Tata Ruaug Wilayah Kota 

Malang khusu~nya berdasarkan Perda No.7 Tahun 2007 tentang RTIRW 

jclas bahwa iokasi tempat dibangunnya Malang Town Square 

bertcntangfm dengan Perda tersebut yaitu bahwa: Di dalam Perda No.7 

tahun 2001 tentang RTRW tidak ditemukan landasan yang dap~t dijadikan 

pembenar Ijas\ifikasi pembangunan Matos di JI. Veteran. dan lokasi eks 

APP, ditcmul(an sebagai berikut: 
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I. Pasal 16 mcngenai Pengembangan F'ariwisata 

a. Ayat (2) hurtlf g. "Pengembangan APP sebagal obyck atau taman 

wisata yang bcrorientasi pada pelestarian alam yang ada dan ilmu 

pengetahuan (pcndidikan) lingkungan". 

h. Lokasi yang sckarang dibangun Matos merupakan lahan yang 

sebelumnya digunakan pendidikan APP Arahan Perda RTRW di 

alao sangat jelas bahwa lokasi tersebut merupakan pengerllbangan 

ObyCK wisala yang bcroricntasi peiestarian alum dan ilmu 

pengetahuan lingkungan. 

2. Pasal 19 mengenai Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa 

a. Ayat (5) "Untuk perdagangan dan jasa selain yang dimaksud 

dalam ayat (2), (3), (4) yang berada di :;ekitar koridor jalan-jalan 

utama Kota Malang yang menuju pusat kota diarahkan llntuk jenis 

pcrdagangan dalljasa dcngan illtensitas yang rcndah dan sedang". 

Pengembangan pcrdagangan dan jast. selain Ylng telah ditentukan 

dalam ayat (2), (3), (4) dimungkinkan pad a sekitar koridor jalan 

utama y,mg menuju pusat kOla. Meskipun .n. Veteran tidak disebut 

secara irl1plisit, namun dapat digolongkan sebagai jalan utama 

menuju pusat kota. Jadi di sepanjang J1. Veteran menurut Perda 

RTRW memang dimungkinkan dibangrn kegiatan perdagangan 

dan jasa namun intensita3nya hanya rendah dan sedang. 

Perdagangan dan jasa intensitas rendah dun sedang dalam 

planologi mcrupakan kriteria tingkat pelayanannya bersifat loka!. 

Scdangkan konsep Matos pelayanannya bersifat regional. 
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b. Ayat (7) "Pengembangan Malang 1 fide Centre pad a bngian utara 

Kola Malang. yaitu di alltara Mojolangu dan Tunjungsekar atau 

kawasan LlK selain dimaksu<,l ayat (2), (3), (4), (6)". 

KOl1s~p pemhangunan M&tos dengan tingkat pelayannn regional 

dengan berbngai fasilitas yanl.! ditawarkan harllsnya menempati 

loknsi pengembangnn Malang Trade Centre. 

3. Pasal 20 ayat (5) mengenai. Ruang Terbuka Hijau (RTH) danOlah 

Raga 

• Huruf I "Lokasi-Iokasi penting seperti kawasan Unibraw serta 

kawasan lain yang memiliki lahan clikup bas dikembangkan 

konsep ruang terbub hijau yang ramah lingkungan, se;·ta untuk 

kawasan perkantoran dan pergutuan tinggi, khusus unluk kawasan 

APr keheradaannya selain pcrunlukar. sehagal RTH yang ramah 

lingknngan juga diorahkan sebagai obyek wisala yang berorientasi 

pada pelestarian alam yang ada dan pendidikan lingkunban". 

• Kawasan Unibraw dan kawasan lain yang memiliki lahan cukup 

luas arah pengembangan'lya sebagai RTH. Der.likian juga 

kawasan API' (Iahan yallg kini tiilcmp,lti pcnlhangllnlln Matos 

sCI,lula kampus APP) scsuai dcngan PcnJa RTRW diarahkan 

seJain untuk RTH juga sebagai obyek wisatn yang bcrQrientasi 

pada pelestariun alam dan pcndidikan li:lgkuilf.al"i. 
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4. Dalam Pasal 27 (2) mengenai 1 aringan lei an Sekunder 

o Sub b, "Jalan kolcktor sckunder yaitu diarahkan yang 

menghubungkan rencana pusat BWK denga!'! pusat pelayanan 

BWK '" lalan Bandung - lalan Veteran - lalan Sigura-gura terus 

bebk ke utara ... ". 

o 11. Veteran termasuk jaringan jalan kolektor sekur.der, dimana 

untuk intensitas banguna.n komersial yang diijinkan sebagaimana 

dialur dalam pasal 22 sub c "perdagangan dan jasa ya!1g berada di·· 

sekita~ koridor jalan utama (arteri dan kolekror) tetapi tidak berada 

di pusat kota sebagaimana dimaksud dalam humf a, untuk 

Koefi5ien Dasar Bangunan (KDB) 80-90%, Koefi:;ien Lantal 

Bangu,1an (KLB) 0,80-2,40 dan Tinggi Lantai Bangun:m (TLB) 1-

3 lantai". 

• Dengan pembatasan-pembatasan tersebllt, kalauplln btentuan inl 

digunakan; maka tinggi lantai maksimal 3 lantai. Pembangunan 

Matos yang sedang berjalan sudah melebihi yang diperboiehkan". 

Dari peneillsur~.n Perda No. 7 Tahnn 2001 tentang RTRW, dapat 

disil11pulkun bahwa: 

1. Lahan )"lI1g sckal'ang didil'ikan Matos peruntukannya adalah RTH 

ramah lingkungan yang juga diarahkan sebagai obyek wisata, 

berorienlasi pad a pelestarian alam yang nda, dan pcndid:kan 

lingkungan. RTH tidak dapat dialihkan peruntllkannya 

2. lalan Veteran termasuk golongan jalan koridor utama menllju pusat 

kota (kolel<.tor sekunder) dil11ungkinkan untuk kegiatan Perdagangan 
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dan jnsa ;lamun intcnsitasnya rendah dan sedang. Pada gnlongan ini 

bnngunan yang diijinkan untuk Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 80-

90%, Koefisi'!n Lantai Bangunnn (KLR) 0,80-2,40 dan Tinggi Lantai 

Bangunan tTL13) 1-3 lan'ai. 

3. Pcrdagangan dengan tingkat t:elayanan regional dan fasilitas yang luas 

semacam kO[lsep Matos telal! discdiakan areanya discbut dengan 

Pengembangan Malang Tr~de Centre terletak pada bagian utara Kota 

Malang, yaitu di antara Mojolangu dan Tunjullgsekar. 

II. Pembangunan Matos telah melanggar Unt'ang-undang Lingkungan Hidup 

karena Arnda! (Analisa Mengena: darnpak Iingkungan) Matos baru dibuat 

setelah Matos dibangul1. Hal ini nampek dari apa yang dikemukakan oleh 

(Hari Supriyanto) pengacara dari lembaga Bantuan Hukllm Solidaritas 

Rakyat, anti kOTUosi dalam Rapat Komisi Analisa Mengcnai Dampak 

Lingkungnn Pemerintah Kota Malang pada tanggal 29 April 2005 yang 

mengingatk.an bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 

1999 tentr'lig Amdal mcnyatakan bahwa Amdal wajib dibuat sebeillm 

surat ijin .Iain diberikan seperl; ijin mendirikan bangunan CMB). Akan 

lelapi dal,lI11 ]..cnyalnannya sural :jin I11cnd;rikPn lXlI1glll1t1n (1MB) lclah 

keluar terlebih dahulu ~chingga nll~ndapat protes dari masyarakat. 

Rapat Komisi Amdal y~ng dilaksanakan scbagai bagian dari 

pf~ngurllsan do'<umcn Amdnl M:1'.os lcrscbul dinilni lidak ,;ah, karena 

Komi,i Amdal Pel11crintah Kota Malang ha;lya mclnksannkan kegiatan 

tersebut sehagai bagian att!ll fonnil.lita~; sehingga dapat dinilai atau diklaim 
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bahwa telah memenuhi persyal'atan konsultasi dengan masyarakat 

seoagaimana perintah Undang-undang. 

Di dalam rapat komisi Anillisa Mengena; Dampak Lingkungan 

Per.lkot Ma1ang ketika itu diwarnai kejanggalan-kejanggalan yang 

dikcmukakan ')Ieh sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansl 

Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPL). Akibat kegagalan tersebut 

Pemerintah Ko:a Malang yang diwakili oleh Kepala Bagian Lingkungan 

Hidup (Haryono) dan kcpada bagian hukum (Wasta) diminta untuk 

memerintahkan satuan polisi pamong praja menghentikan pembangunan 

Matos, karer.a dokumen Amda!nya b~ru dibuat sementara bangunan 

Matos yang menimbulkan kontroversia! 5udah berdiri. Karena Pemkot 

I1lcnolak untuk memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja menghentikan 

kegiatan p<:mbangunan Matos maka P!merintah kota dinilai telah 

rnelanggal' lIndang-undang Lingkungan Hidup. 

Ill. Dinas Perijinan Pemerintah Kota Malang clinilai oleh publik telah 

rnelanggar aturan karena menerbitkan sllrat ijin mendirikan bangunan 

(1MB) untuk pembangunan Matos seharusnya Dinas Perijinan 

Illcllgclurrknn IMR npahila lclah I11clldnpnlknll at/vice' "Iolllling duri 

baginn tala kota dan warga sekitarnya apakah keberatan atnu tidak dengan 

dibangunnya bangunan Matos terseout. selain itu, Dinas Perijinan juga 

haru~ mengacu kepada RTRW yang berlaku yaitu Rar.cangan Pereturan 

Da~l'ahtentang Rcncalla Tata Ruang wil ayah Kota Malang tahun 2001-

20 I 0, jika melanggar alau tidak sesuai dengan RTRW yang berlaku 

scbaiknya tidak usah mengeluarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan 
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Oleh karen a itu surat keputusan yang dikcluarkan o,leh Dinas 

Perijinan yaitu Surat Ijin Mendirikall Bangunan (1MB) Nomor 

640/372i450,3: 812004 tanggal 30 Matet 2004 yang dibcrikan kepada PT. 

Pendopo Niaga (Matos) dituntut untuk dicnbut I:embali karena dianggap 

t.idak tcpat. Akan tetapi jawabnn dari pihak Dinas Pcri.iinun mcngataka.n 

bahwa untuk mencabut Surat 1MB' tersebut bukan kewenangannya 

melainkan kewenangan Wal,ikota kcrena pihak perijinan sekedar 

mclaksanakan kewennngan Walikota yang didclegasikan kcpada Dinas 

Perijinan sebagaimana tertera dnlam Surat Keputusan Walikota Malang 

Nomor 133 Tahun 200 I, tanggal 9 Januari 200 I ten tang Pcndelegasian 

sebagian tugas dan wewenang W.1likota Malang kepada Dinas Perijinan 

KOla Malang untuk menyelesnih.n stlrat ijin mendirikan bangunan. 

IV. Dari segi pengadaan tanah sebelum didirikan bnngunan Matos di lokasi 

tersebut sebenarnya masih terjaai sengketa antnra pcngembang (PT. 

Bangun Karsa Bentala) dcngan pcnghuni yang ma!:ih bertempat tinggal di 

lol:asi dimalla Mates didirikan yaitu salah satunya Tbu Soetjiati, SH. yang 

sudah menempati nlmah di lokasi terscbul selalTJa kur~ng lebih 25 tahun 

waktu itu masih lerjaru sengketa dengan pengem:'ang, karena Ibu Soetjiati 

tidak mau tiisuruh pindah. Akan t'!tapi pihak Bad,.n Pertanahan Nasional 

(BPN) Malang telah menerbitkan Sertifikat Tanah untuk pengembang 

(PT. Bangun Karsa Bentala). Padab,,1 BPN tidr.k dibennrkan menerbitkan 

sertifikat apabiJa tanah tersebut masih dalam ~engketa. Oleh karena itu 

EPN Kota Malang sebagai pihak yan!\ mengelua:kan sertitikat kemudian 

dilunlu( karcna (elah rnelakulo.an penyalal:gur,aan wewenanQ;. dan 

melakukan tindakan eaeat hukum. 
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Selain itu jika dilihat dari ijill lokasi yang d!berikan oleh Walikota 

Malang kepada PT. Bangun Karsa Bentala yaitu berupa Keputusan Walikota 

Malang Nomor 460. 135.06-03-NF.I.S-20.03 bertanggal 27 Januari tahun 2003 

tcntang Pernberian Ijin Lokasi untllk keperilian pcmbnnglln,lll Kampus 

Pel~didikan, P~rllmahan. Rumah Sakit dan Perbntorar. kepacla PT. Bangun 

Karsa Bentala. Jadi jelas c1alam ijin loksi tidak tcreantum bahwa di lokasi 

tersebut akan dibangun hYl'ermar~E:t, seperti Matos yang menirnbulkan 

kontroversiona ~ itu. Hal ini sesuai dcn:5~n apa yang d,kl'mukakan oleh mantan 

K\~pala Badan Pertanahan Nasional Kola Malang ketika illl mcnyatakan 

bahwa: 

" ... saya juga kaget kenapa berubah bangunan j~di Matos padahal di 
ijin lokasi dari Walikota Malang jelas itu untuk keperluan 
pembangunan kampus pendidikan, perumahan, rumah sakit, dan 
p<!rkantoran. Bukan untuk Matos, akan tetapi kita lihat mungkin 
bahwa penerima ijin Inkasi itu sudah banyak pengeitlaran y,~ng telah 
dikeluarkan untuk biaya atall ongkos maeam-maeam sehingga tanah 
itu kemudian dijunl ke fT. Lippo Karawaci sehingga o!eh pihnk Lippo 
Karawaci kemuclian dibangun gedung Malos tersebut" (w~wancara 26 
Desember 2006). 

Dari apa yang diuraikan terse but jelas lelah tcriaci pcnyimpangan dan 

penyalahgunaar. peruntukan dari ijin lokasi yang diperoleh dari Walikota 

Malang sehingga terjadilah protes dari kalangan publik (masyarakat). Akan 

tetapi walaupun dipl'otes oleh masyarakat melalui elemen-elemen masyarakat· 

yan!! ada di Kota Malang, mengapa dari pihak pemerintah Kota Malnng diarn 

sllja tidak mengamLiI tindakan baik berupa t !gUtlin atau mcmanggil pihak 

yang terkait dengar. masalah tCl'sebut sehingga menimbulkan kecurigaan di 

kalangan masya.rakat 
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PEMBAHASAN 

Pcmbahasan yang akan disajikan rada bab VI ini didasarkan pada apa 

yang tclah diuraikan pada bab V tentang hasil penelitian dan ar,alisis yang 

Jl1elil'uti berbagai kcp~ntingan yang terlibat dalnm proses pcrumusan kebijaknn 

p~mb;!ngunan Malang T ov,n Square' (Matos), relasi kel(Uasann di antara 

:(,~lompok-kelompok kep~ntingan l110bilisasi sumber daya calam merr.pengal1lhi 

k'ebijakan pemerintah dan kelompok yang diuntungkan dalam kebija:kan tersebut. 

6.1 Berbagai Kclompok K~pl;ntingal1 yang Terlibat dalnm Proses 
Perumusan KchiJnkan 

Dalam masyarakat terdapat tiga kelompok kcpentingan (stakeho!der) yaitu 

fl~m~ rintah (negara), pelakll bisnis (pusar) dan ma~yarakat (civil society). Di 

31'.tara kelompok ter~ebllt masing-musing memili ~i fungsi yang berheda walaupun 

sesungguhnya saling berkaitan an/ara satu dengan yang la.in. Fungsi pemerintah 

t~r1llafi1!k pemerint;;h dae~ah adalah '11engatur I11CJ11 bcri peJaymlan dan 

mcmfa~i1itasi· kebutl1han stake holders yang lain sehing[Fl sitllaS! yang kondusif 

bagi setiap lI~aha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Se!l?Jlgkan peiaku bisnis 

M.laJah k0munitas yoo:.g melakukan kegilltan ekonomi yang berorientasi profit 

(mencari keuntungan). Dan masyarakat dr-il ad'lJah kalangan yang difasilitasi. 

uilayani dan diberdayakan. 

!'roses demokrasi akan berjalan manakaJa hllbllngan di antara slake 

holders terse but menjalin hubungan kcseim bangan tGnpa hams mereJuksi fungsi 

Jan perannya masing-masing. Dalam proses peru1l1uson I~ebijakan pembangunan 
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tl.aI\1.ng Town Square (Matos) terntrona daIam hal perolehan ,anah melalui 

ruisla&h !111tara tanah Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) miiik Departemen 

Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Bangun Karsa Bentala. Di sini tronpak 

;nlgaimana pemcrintah dalam membuat keputusan len lang p~runtLlkan lahan yang 

diminta atau diinginkan pengembang (pasar) sepelii contoh misalnya dalam 

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Malang kawasan APP 

(Akademi Penyuluhan Pertanian) dinyat\lkan &ebagai kawasan pendidikan dan . 

Ruang Terbuka Hija'l (RTH). Akan tetapi pada tanggal 25 Juni 1999 Walikota 

t--1alang (l-I. Susamto) pada waktu itu membuat surat keterangan sepihak yang 

isinya ballwa lahan S<:kolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) yang berlokasi di 

JI. Ir Rais daerah Tanjung Kelurahan Bareng berdasarkan RUTRK KOlamadya 

Malang penggunaannya termasuk kawasan pemukiman. Padahal jelas dalam 

Perda tenlang RTIRW tahun 1991 kawasan tersebut adalah untuk pendidikan dan 

Ruang Terbuka Hijw (RTH). Kemudian sural lersebut dibantah sendiri oleh 

WaEkolamadya . M~lang dcngan surat pemyataan Nomor: 

593/979/\128/131/J/1998 yang menyatakan sural tersebut dirugukan kebenaran 

atan keabsahannya dan dinyatakan tidak pcmah ada. Akan tetapi dalam Peraturan 

Da~rah No.8 Tahun 1995 tentang R,;ncana Tata Ruang Wilayah Kotanladya Dati 

II Mabug Talmn i993/1994-2000/2004. Lampiran I halaman iii. poin 2. 

dinyatakan bahwa a:eal bekas Seko!ah Pellemakan Alas (APP) di Tanjung 

diperuntukan bagi perunlahan. Kemudian berdasarkan Sural "'aliko!;! Ma\ang 

NOl11or 593/985/428.401/1993 tanggal 12 Juni 1998 yang isinya mengusulkan 

peruhahan peruntukan Akademi Penyuluh ?ertanian (APP) yaitu dari kawasan 

p~rllmahan menjadi kawasan pendidikan dan Ruang Terbllka Hijau (RTH). 
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Akhirnya uSlllan tadi tertuang dalam Keputusan DPRD Kotnmadya Dati II 

Malang No. 11 Tahun 1998 dilakukan peruJahan menjadi kawasan pendidikan 

dan mang terbuka hijau. Kemudian menyusut dikeluarkannya Peraturan Daerah 

Kota Malang No.7 Tahun 2001 tcntang Rencana Tata Ruang Wilayeh Kota 

Malang Tahlln 2001-2011 Pasal20 ayat 5 hurufl dinyatakan bahwa kawasan APP 

keberadllannya diperuntukan ruang terbuka hijau yang ramah Iingkungan juga 

diarahkan sebagai obyek wisata yang be~6ricntasi pada pelestruian alam yang ada . 

dun pendidikan lingkungan. Dalam pesol dan ayat yang sama huruf m tegas 

menyatakrul bahwa ruang terbuka hijau (RTI'.) yang ada sekarang keberadaannya 

tetap dipertahankan dan dihindari peralihan fungsi maupun pemunfaatan selain 

(liang terbuka hijau (RTH) atau sejenisnya. 

Dari apa yang dikemukakan tersebut bahwa dengan adanya perubahan 

k~putusanlkebijakan dari pemerintahIWa1ikota terh",dap apa yang telah 

ditttapka:1Jdiputuskan (Perda tentang RTIRW) maka patut diclIrigai mengapa 

Peraturan Daerah tentang RT/RW dapat diubah-ubah, ada apa dibalik perubahan 

tersebut uan dari siapa ide atau gagasan awal perubahan lersebut. Padahal untuk 

mengllbah suatu kebijakan tentang RT/RW dalam sur.tu kota, tiduk cukup hanya 

dari Walikota atau Bupati sebagai kepala daerall. Akan tetapi harus m~jalui suatu 

pettemuanlmusyawruah yang melibatkan stakeholders dan harus jelas untuk apa 

diade.kan perubahan terhadap Perda RTIR W yang telah ditetapkan ber~ama 

instnnsi terkait. Sebab masing-masing pihak (stakeholders) mempunyai 

kepentingan dengan adanya peru bah an tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh 1...1 len dan Kilviagton (2004) bahwa pemangku kepentingan 

ada!ah orang-orang atau kelompok-kelompok yang mcmiliki kep~ntingan dalam 
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stbuah kebijakan program alau proyek. Se:mai dengan aUiI yang dibahas dalam 

penelilian ini adalah negara, pasar dan masyarakat, masing-masir..g sebagai aktor 

yang mempunyai kepentingan dengan kebijakan pemerintah. Kaitannya dengan 

kebijakan ;:>emerintah (Walikota Malang) yang sering mengubah kebijakan master 

ohm tentang RTIRW disinyalir bukan atas inisiatif daTi Walikota sendiri akan 

tctapi datang dari pasar (pengembang), karena pihak pasar mempunyai 

kepentingan dengan daerah atau lokasi Y\l.1g sudah ditetapkan peruntukkarmya. 

Mengapa pasar mendekati atau menggunakan Walikota untuk mendapat 

dnerah/lokasi yang diinginkan karena Walikota adalah orang nomor satu di jaj<.ran 

eksekutif sekaligus !:ebagai pembuat keplltusan (policy maker). Oleh karena itu 

sa'1gat memungkinkan untuk melakukan peru bah an terhad<>p' keputusan atau 

kebijakan yang telah ditetapkan. Akan tetapi mengapa dcmikian mudahnya 

seorang Walikota mengubah kebijakan png te1ah ditetapkan. Dalam hal ini 

t<entunya tjd(\k lepa:; dari kepentingan yang ada baik dari kalangan pasar 

(pen gem bang) maupun dari kepentinga!1 kalangan pemerintah/Degara. Pihak rasar 

(mm kel) berusaha untuk mendapatkan lahan yang telah ditt\tapkan 

pcruntukkannya dalam RTIR W kendatipur. harus mellgeluarkan ongko. yang 

mahal karena dari segi ekonomi lahan atau lokasi yang diinginkan pasar tadi 

letaknya sangat strategis. Sedangkar. dari pihak negara kepentingan yang ada 

adalah kepentingan pribadi (individu pejabat yang bersangkutan). Dalam hal ini 

l'entuk kepentingan individu nampak lebih rumit dibandingkan dengan public 

interest karena individual interest lebih banY3k bicara kef,entingan indiviptl elit 

lokal yang nampak leJih kompleks. Hal in; sesuai dengan apa yang dik~ml1kakan 

alcr. Mouzelis (1975) bahwa: " ... (termasuk di kulangan J:emerintah) terdiri dari 
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sejumlah individu y1l1g memiliki tata nilai pribadi, ekspektasi, dan pola perilaku 

t.ersend iri". Adalah fenomena yang tidal: dapat ciihinciari tegas Mouzelis bila 

individu-individu yang tergabung dalam organ!sasi tersebut juga memiliki 

,ejumlah tujuan pribadi (individual goal); dan akan memperjuangkan 

p~:1capaiannya. Dengan demikian setiap keputusan atau kebijakan yang diambil 

suatu organisasi pendekatan merupakan sebuah kompromi dari suatu perjuangan 

untuk mewujudkan pencapaian tujuon org::.ni~asi dan kepentingan individu. 

Selanjutnya dalam konteks birokra~i Mouzelis me,1gatakan bahwa: 

"Birokrat harus dilihat sebagai bagian jari makhluk hidup (manusia bie.sa) yang 

memiliki emosi, keyakinan, dan sejumlah tujuan individt:j (c1imana) tujuan yang 

dimiliki (oleh para birokrat tersebut) tidak seJamanya selaras dengan tujuan umum 

dari organisasi. Aspf;k-aspek dari periJaku individu tersebut (lidak dapat cihindari) 

akan mempengaruhi struktur dan fungsi dari organisa3i secm'a keseluruhan. 

(Momelis, 1.975:56-57). 

Lain halnya dengan apa yang dikemukakakn Dollary and Wallis (1997) 

yang mengatakan bahwa: "warga negara berusaha untuk menyelewengkan 

sllrr.ber-sumber yang langka dari pcmerintah llntllk dirinya sendiri dikategorikan 

sehagai "rent-seekir.g". Sedangkan ciri-ciri rent-seeking disini di!<i:mukakan oleh 

Bucharan (1980) bahwa: "the term rent-seeking is designea /0 describJ behavior 

in institutional setting where individual effort~ to maximize classified as "fJ.ood" 

(0 ihese that seen clearly to be bad not value genJrate suciol waste rather then 

social surplus ... the unintended consegurnces or individual value maximization 

shift room those that maybe become different moral night and modify their actions 

accordingly, but because instilutionai. structure changes. The selling within which 
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in~'i;'idu, ,/ choices are made is trans/armed. As institutior!s have moved away ji'om 

adered markets to ward the real chaos modal direct political allocation rent

seeking has emerged as a significant social phenomeno". (Buchanan, 1980 dalam 

Dol1ary 200; :63). 

Dalam kaitannya dengan pembagul1an Matos yang berlokasi di Jalan 

V ~((;ran yang mana tanah yang dibar,gun gedung. me.tos tersebut merupakan hasH 

dari Ruislag antara sekolah APP di bawah Departemen Pertanian Republik 

Indonesia dengan PT. Bangun Karsa Bentala. Dalam Perda No.7 Tahun 2001 

dlsebutkan bahwa tanah yang dibangur, Matos terse but adalah kawasan 

pendidikan dan ruang terbuka hijau (RTH), tapi mengapa berubah menjadi 

bangunan Matos. DHihat dari scgi letak/posisi memang eukup strategis karena 

belum ada saingan gedung pusat perbelanjaan yang lain. Akall tetapi tan1!h atau 

lahan yang dibangun pusat perdagangan level regional it\! oalam Perda tentang 

RTmW peruntukkan bukan untuk pUSilt perbelanjallIl seperti Matos. Akan tetapi 

aoalah diperuntukkan ruang terbuka hijau (RTH) dan pendidikan. OIeh karena itu 

ma3yarakatJpublik menentang dengan dihangunnya ge;iung Matos tersebut. 

Masyarakat dengar. berbagai eIemen-elemennya se1:-agai salah satu stflkeholder 

menentang dengan kebijakan pemerintah kota yang melcgalisasi keberadaan 

pembang:man Oedllag Matos tersebut, dengan jalM merubah kebijakan/Pe~aturan 

Daerah No.7 Tahwl2001 tentMg RT/RW. 

Di sinilah pemerintah (negara), pasar (rrzarket) dall masyarakat (civil 

suciety) sebagai pih~ yang ~ama-sama mempunyai kepentingan saling bertarung .. 

mengartikulasikan kepcntingannya dalam memperbutkan lahan yang sudah 

dltetapkan sebagai kawasan pendiclikan dan luang terbuka hijau (R1H). Namun 
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masing-masing pihak yang memiliki kekuasaan tidak seimbang antara negara, 

pasar dan masyarakat yang mana pemerintah (negara) dengan kekuasaannya yang 

dimiliki, pasar (market) dengan kekuasaan modal yang dimilikinya, sedangkan 

masyarakat yang hanya mampu menggalang massa serta kekuatan intelektualnya 

nampaknya kalah menghadapi kekuasaan pemerintah dengan jajaran birokrasinya 

dan pasar (market) dengan kekuasaan ekonominya apaIagi jika kedua aktor (pasar 

dan negro'a) ini berkolaborasi untuk memperjuangkan kepentingannya. PadahaI di 

era otonomi seperti sekarang ini ketiga stakeholders harus saling bersinergi untuk 

merumuskan kebijakan publik di daerah. Akan tetapi kenyataannya tidak 

rlemikian justru negara lebih dekat dan bersinergi atau berkolaborasi dengan pasar 

(PT. Bangun Karsa Bentala, PT. Pendopo Niaga, dan PT. Lippo Karawaci Tbk.), 

dan pasar lebih dominan dalam mempengaruhi pemerintah (negara). Bahkan sikap 

pemetintah daerah yang cenderung berkolaborasi dengan pemilik kapital 

(pemodal) dilihat dari kacamata pemerintah lokal mungkin rasional akan tetapi 

dari kacamata pemerintah. lokal mungkin tidak rasionaI karena berkolaborasi 

dengan pemilik kapital mendatangkan keuntungan baik untuk meningkatkan PAD 

maupun keuntungan pribadi, akan tetapi dari kacamata publik mungkin tidak 

ra~jonal, karena dampak yang ditimbulkannya dari kebijakan tersebut akan 

merugikan masyarakatJpublik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan 

dalam teori pilihan rasional bahwa tujuan yang rasional secara politik baik yang 

dimiliki oleh kepentingan-kepentingan pribadi maupun oleh pejabat-pejabat resmi 

pada umumnya membawa hasil yang tidak rasionaI secara ekonomis karena elit 

kebijakan bisa jadi akan mendapatkan tekanan yang makin lama makin besar 

uotuk mengambil dan "membelanjakan" sumber daya publik untuk 
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me:npertahr.nkan dukungan politik dari pelaku yang memilik; kekuatan ekonomi 

b~sar (Grindle, 200.1:25). Salah s~.lu perspektif yang sudah digl,nakan ban yak . . . 
ka 1anga:1 untllk ditel'apkan padaperpolitikm di negara-negara bcrkembang adalah 

para pcmhuat kebijakan menjadi terperangkap dalam lingkaran seWn dim ana 

dUKungan yang m~reka dapatkan tidak menenlu, legitimasi mereka makin 

mcnl1run dan pengeluaran mereka makin besar, tapi tetap tidak r.lampn mengllbah 

kebij'lkan karen a j:nhak-pihak yang mcnerima kel1ncungan dad status quo 

memiliki kekuasaan politik yang besar (Bates, 1981). 

Bahkan karena akrabnya antara pengusah'l dengan pengnasa tidak jarang 

kekuasaan atau kewenangan pengusaha rnelebihi bahkan melampaui kekuasaan 

;Jenguas? (r,egara). Hal ini sesuai dengan apa yang cUhmukakan oieh Hertz 

(2005) ball'."a seiring dengan meraksasanya kuasa kapitalisme global kmisa bisnis 

tdah menggantikan kuasa politik negara, sehingga memr.lik:m dcmokrasi. 

Kekuasaan bisnis merampa3 habis negara, dan pebisnis jauh lebih berkuasa 

i:eti:n"ar.g politisi. Kekuasaan perusahaan dalam men&ek:;ekusi k~bijakan publik 

jau:l melampaui ke!<uasaan politik dan negarn. Bahkan terjadi perselingkuhan 

.. ntara bisnis dan politik. Perselingkuhan Tersebut ter.iadi di :<!ve] tingkat tinggi, 

yal,g menghasilkan i-:ollsoirasi bisnis - politik tinghl global. 

Di siuilah kemat:an demokrasi terjadi, ketika eksekutor kebijakan publik 

tak lagi c!iperankan ·:>leh negll'a (slate), namun oleh kuasa pasar (market). N.egara 

(::Iate) semata-mata sebagai pelaksana dad kebijakan yang sudah dira1.cang oleh 

rasar (market) (Mustafied, 2005 :XV). 

Dengan mengguritanya kekuusaan bisnis a1<an sccara pcrlahan membunuh 

demoluasi. Dalam fllsafat demokrar.i, kcbijllY.an publik dibuat sebagai kristalisasi 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



248 

a;;pirasi rakyat, melalui perwakilan mcreka yang dipilih via tl1ekanism~ pemilihan 

umum yang demokratis, Para wakil rakyat terpilih yang melakukan eksekusi 

kebijakan, Hanya sa,ja sekarang, seiring deng'an menguatnya Kapitalisme global, 

lerjadi pergeseran fonnasi sosial (Hertz, 2005:VI), 

Oleh karel,"'- itu dahm proses kehijakan publik siapa a:au kepentingan 

siapa yang disinkirkan dengan alasan apa, K!'.rena kebijakan publik jtu pada 

umumnYfl selalu bias karena selalu samt.Jengan n:lai (value added), Hal ini sesuai 

dengan apa yang dikemukakan Cochran (1995) bahwa "ulteml1te(y public is about 

people, their value and needs, their options and choices. The basic challenge 

co,!/rollfing public is the faci of scarcity ". Unfortunately available resources are 

limited, while format practical purpose human wants are limitless. Scarcity is and 

ev~r pr2sent attribute qfthe human condition" (Cohran, 1995:5). 

Dari apa yang diuraikan tersebut nan1pak berbagai kepentingan aktor 

da~aJn mengartikulasikan kepentingannya dengan berbagai eara untuk mencapai 

tUJuan mere;ka. Oleh karena itu proses perumusan kebijakan ti:lak beljalan seeara 

linier sebagaimana dalam tcori k'!bijakan akan tetapi selalu !:lias karena sarat 

dengan nilai. 

6,2, Relasi Kekuasaan Diantal'a KclomIJok Kcpcntingan dalam Perumusan 
Kebijakan 

Dalpm pemetintahan yang menged~pankan nilai-nilai demokratis dimensi 

pnlitik, mau tidak nlau harus menjadi fokus penelitian dalam pembuatan kebijakan 

pt:b!ik. Kebijakan publik adalah scbuah kompleksi.as tarik ulur berbagai pengaruh 

dari pihak-pihak yang berkepentingan. Da!'lm politik yang dt:mokratis terbuka 
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ruan!; untnk debut publik dari berbagai pihak untuk bersa,na-s,lma melakukan 

analisis formulasi kebijakan publik walauplln hasil masing-masing bcrb'~da. 

P?ran pemcrintah, swasta (pasar) dan m·asyarakat sipil scbrusnya mcnyatu 

dan mempunyai kepentingan bersama untuk mf ngatasi r.Jasalah··masalah soslal 

ekonoll1i oi daerahllya. Hal ini sesnai dengan wacana good go"~rnmance yang 

icbih mementingkan dndakan kolcktif(cdlel:/ive action) c!a1alJ1 proses pembllutan 

kebijakan puhlik yang lebih demokratis, partisipatif elm' dialogis. Karcna nilai

nilal elemokratis, kemkyatan dan kepcntingan publik r.lcrupakan keunggulan dari 

admini3trasi puhlik. 

YGng dimaks;:d dengan partisipasi dalam proses pemhuatan kebijakan 

rubhk adalah keterlibatan stakeholders dulam forum pengambilan keputusan, 

bukan hanya sebata~; dengar pcnclapat atau konsultasi. Dalam proses tersebut 

dimungkitlkan adunya ncgosiMi antam kepcntingan para stakeholders, dengan 

kala bin dalam fontm tersebLlt SCInLla pihak yang memiliki kcpentingan atas 

kcbijakan publik. yang h~ndak diputuskan dapat ll1enY~\'.akan sebuah 

kepcntingannya Jalal'l forum dialog. 

·Oleh karena itu :mtuk menumbuhkan partisipasi rakyut yallg utuh JaIl kuat 

clihltuhkan lallgkah-!a:lgkah politik yang term·ah untuk menciptakan suutu kondisi 

ya.1g dapat memperkuat partisipasi rakyat dan bukan 3ebaliknya memajukan 

d~mokrasi berarti memajul{aIl partisipasi rakyat atau rakyat dimungkinkan untuk 

mengambil bagian dalam proses politik seem·a s,dar. Untuk ilu perlu 

di,mnfaatkan mang publik (public space) 1II1h.K. mer.dorong harmonisasi anlar 

.'·takeholders. Adanya ruung publik memungldnkun stakeholders memiliki 
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kescmpawn untllk berdialog dcngan Icmbaga-Icmbaga politik. kblislisnya d'::l~gan 

struktur sllpra politik di daerah. 

l!sensi dialog dapat membantu orang untuk mclihm pola pikir yang 

bersifat mewakili serta partisipatif dari pi!dran, dan mcnjad; Icbih pcb serta 

ll1ellgcta!1ui adanya ketidakserasian dalam pikiran kitn. Dialo!l yang beaar akan 

dopa! rncmberikan rnasalah yang pcsitif bagi suatu keputusan yang dihasilkan. 

Munculnya l::lasalah yang terkait dengan pembangunan Malang Town 

Square (Mato~) di Kota Malang karen a tidak adal'.ya proses dialog yang 

mcliaatkan para stakeholders. Di sampin!,' itu isu yang berkembang dengan 

:ldanYfl pembangun8.n Matos tersebllt ditengarai menyalahi aturan yang ada scslIai 

dengan i'eraturan Dacrah No.7 Tahun 2001 tentang RT/RW KOla Malang bahwa 

lokal;j lempat dibangllanya gedung Matos tcrsebut buknn lIntll\; pusat 

p~rd.lgangan melainkan untuk Rliang Terbuka Hijau (RTH) di sampmg untuk 

knl':asnn pcndidil<an. 

\-I a I tersebut mencliat ke p~rmuban sejak aw,II Iretika pemerintah kuta 

hcndak ll1entbah Peracuran Daerah No. 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata 

Ruang' Wilayah Kota Mulang. RC,lcana pcrubahan terhadap Perda tersebut 
. 

clisebabkan karena adan)a permintaan a,au keinginan dari pasar (pcngembang). 

:>adahal Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sl~buah ~ota bani 

bisa dirubah ketika sud,lh bcrjalan kurang lebih 5 tal1l11l k.lrena jangka waktu 

beriakunya RT RW itu 10 ta!mn, sedangkan RTIRW Kota Maiang yang hendak 

dirnbah itu baru beru~ia atau bcrlJngsu!lg kurang lebih 2 tahun. Rencana tata 

!'lIang wiluyah kota yang sudah disahkan itu merupakan scb'.lUh kebijakan daerah 
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yall'llllerupakan produk dari hasillllusyu\\arah diantara pihak yang saling terkait, 

t:lengapa harus diubah lagi. 

Tindakan Pemerintah Kota Malang 'yang hendak merubah kebijakan 

(Perda No: 7 tahun 2001) tentang RT RW Jika c1idekati dari pandangan 

stru~(tllrasionis Gidden (1984) maka pemerh·tah Kota fvfalang sebagai aktor 

negam dengan meruhuh masler plan itll berarti tclah mcndekonstruksi kebiiakan 

yang telah ditetapkan kemudian merekonstruksi kembali dan 

memransformasikunnya !<edalam struk:ur. 

Karena itu .lktor menllrut pandangan strukturasioni~ adalah patisipan yang 

,1ktif dalam mengkonstrllksi kchidupan sosial (Ritzer, 2004: 510). Ketika aktor 

negara taui mej'~krom~truksi kebijakan kemudian mentransfonnasikan kc dalam 

struktur mflka aktor lerscbut me1akukan institusionalisasi dengan kala lain aktor 

melakukan obyekti'lur.i. Struktur itu menjadi ada hanya melalui aktor (agen). 

Pcnu!..katan.strukturasioms tidak memandang struktur atnu akwr lagtm) sebagai 

dual hal yang dikhntomis sehingga menghasilkan dualisme struktur yang saling 

berhubungan. Dalam teori struktrukrisa~i Giddens membt!ri kekuasaan dan 

tir,d3kan kepada aktor. 

Setjap tinuakan manusia selalu mempunyal tujuan yang berarti balm'a 

a'«(ur secara rutin memonitor terhadap apa yang sedang dilakukan, sebagailllana 

rcaksi orang terhadar (inJakannya dan lingkungan Jimana in melakukan aktjvitas 

It:rsebut. Sedangkan struktUT selain dapat membiltasi aktivilas. manusia 

(cons/ruining) tctapi juga mcmberik,.II1 kebebasan bertilldek (enuhling) kcpada 

1112nusia. 
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Pemerintah Kota Malang melakukan perubahan atau penafsiran ulang 

terhadap kebijakan yang telah ditetapkan tentunya bukan tanpa tujuan melainkan 

ada maksud tertentu. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa makna dari 

tindakan aktor (negara) tersebut. Menurut Weber makna tindakan seseorang 

identik dengan motif untuk tindakan (in order to motive), artinya untuk 

memahami tindakan individu haruslah dilihat dari motif apa yang mendasari 

tindakan itu. Sedangkan Schutz (1994) menambahkan bahwa dengan motive asli 

(because of motive) yang benar-benar mendasari suatu tindakan yang dilakukan 

oleh individu (Waters, 1994: 33). 

Dalam teori strukturasi dualitas struktur melihat kekuasaan sebagai alat 

analisis kehidupan sosial terutama mengenai hubungan antara tindakan manusia 

dengan struktur. 

Sementara Davis (1988) tentang pandangan strukturasionis menyimpulkan 

bahwa karakteristik utama dari kekuasaan adalah sebagai berikut (l) kekuasaan 

sebagai bagian integral dari interaksi sosial (power as integral to social 

interaction). Di dalam interaksi sosial selalu melibatkan kekuasaan (2) karena 

kekuasaan yang paling pokok dalam diri manusia (power as intrinsic to human 

agency). Oleh karena itu kemampuan aktor untuk mempengaruhi dan 

mengintcrvensi serangkaian peristiwa sehingga ia dapat mengubah jalannya 

peristiwa tcrsebut. (3) Kekuasaan adalah suatu konsep relasional, temasuk 

hubungan otonomi dan ketergantungan (power as relational concept involving 

relation of autonomy an dependency). Kekuasaan bukan sekedar kapasitas 

transformasi aktor untuk mencapai tujuannya, tetapi juga suatu konsep relasional. 

OJ eh karena itu setiap aktor dapat menggunakan kekuasaarmya terhac;lap .aktor lain 
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ckngnn merr.penganlhi lingkungan dim~na peristiwa :nteraksi tcrjadi, agar aktor 

Ipin ,nemenuhi keing:n}lnnya. 

Dalmn kaital'llya dengan hubungan anrara n;:gara, pa~al' dan masyarakat 

I1JU~inl;-masing aklor terscbut mempunyni kekll'lSaan d,1l1 juga l11empunyai 

kcpcnhlgan. Bagaimann rcbsi kcpcntingan tcrsebut dapat terciptn di anta!u aktor 

tersebut. Aktor negara di sarnping l11emiiki kekuasaan struktural juga l11emiliki 

jaringnn birokrasi serta sumber day!!· yang lain yang darat l11cmbantu 

mengil11plel11entasikan setiap kerutllsall yang dibm t. Sedang~(an pasar (market) 

mempLlnyai kekuas'\nn karena kekllatnn modal ekonol'l'i yang dimilikinya 

sdlingga mudah l11empengaruhi aktor lain, 5ementara masyarakat sebagai pihak 

y:ll1g me11iadi sasaran dalam pembuatan kebijakan tcrsebut mempunyai kekuasaan 

ulltuk mengontrol bahkan meresist.ensi apabila kebijakan terse but diar.ggap 

merugikan kepentingan umum. Scperti kasus pemerintah Kota Malang daiam 

mcmhuat kebijakan pembangunall Matos dapat riiimplemcntasikall dengan lanear 

ltl!skiplln banyak mendapatkan tantangan b,'hkall diresistensi oleh masyurakat. 

I ilengapa pemerintah bersama DPRD Kota Malang mal.t m~rubai1 master plan 

yang jituangkan dalam bentuk kebijakan (Perda No.7 tahun 2001 tentang RT 

R W). Padahal untuk merubah master plan itu paling tidak setelah 5 tahun berjeJan 

y"ng dalam merubahnya tidak cukup hanya d:lakukan pemerintah bersama Dewan 

P~rwakilan Rakyat Daerah. akan tetapi harus melibatkan pihak-pihak yang 

berkep~ntingan (stakeholders) sehingga hasil kebijukan yang dirumuskall itu 

bdld-betul merllpakan representasi dar;. para stakeholders yang rnempllnyai 

;(epelltingllll dengan permasalahan tersebut. 
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Dnlam p~oses Jlcrumusan kebijakar. sebagaillnna (jikclllllkakan oleh 

uurning (1999) tentang kebijakan pilrtisipatif dimana warga diharapkan berperan 

sebagai subyek dengan berpartisip<lSi aktif dalam proses pembuatan kebijakan. 

t,lUliCun kcnyataannyc; tidak demikian justf'l warga (publik) malah ditinggal tidak 

dilibatkan dalam p<!rumusan kebijakan tcrsebut. Karena ncgara lebih akrab 

berinteraksi dengan pasar (market). Sehingga tidak jarang kebijakan yang dibuat 

lebih mencerminkaI' kepentingan psar. ?alam hal ini nampak bahwa negara 

n;udah dipengaruhi lIntuk kepentingan mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang 

J;kcrnukakan dalmn tc:ori Marxis :;ebagaimana dikemukabn olch Sachs (1964) 

bahwa: "state as bting lin instruments v.f singgle ruling dosy," yaitu negara 

di,mggap sebagai in:;trumen bagi kclas yang berkuasa. Dalam teori suukturalis 

mer.ganggap negara (state) sebagai mediator dari konflik diantara kelas-kelas 

yang "ca. Sedangkaa Poulanzas (1974) mengemu) akan bahwa: "stale become 

nimively autonomolls of llny dass or class jictior.s, although O;1C /i'action can 

retain a large degree of,;ontrol over the slate. a jraction that always of capital. " 

.ladi negara meskijlUn mempunyai otonomi nJll1un keotonomiannya bcrsifat 

:elati f. tcrganttlng pada perkembangan situasi yang ada. E:.cclan~kan Milliband 

(1969) mengatakan bahwa n~.gara dalam m.a~yarakat kapitalis merupakan 

il;strumen kelas yang mc~gatur ncgara dcmi kepcnting(.n kelas itu scndiri. Hal ini 

naMpak sehagaimana tclah dilakukan peme;intah Kota Malnng ketika hcndak 

IIIcrL,bah kebijakan RT/RW y'lng pada akhirnya melahirkall kebijakar. M~lang 

Town Square, ll1eskipun ditentang oleh Il1nsyarabt tetflpi pcmbangunan Matos 

jalan terus. Ketika didcsak dcngan berbagai pertanyaan cleh publik dalam 

berbagai pertemuan akan tetapi jajaran birokrasi pemerintah Kota Malang yang 

tcrkait termasuk anggota DPRD Kuta Malang tetap Il1cngatakan bahwa 

p<!mbangu:1.ar. Matos tidak menyalahi atm'an dan ll1creka mencari justifikasi 
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dengan tindakan yan~ dilakukannya. Dari pengamatan masalah tersebut nampak 

seolah-ulah ada sesliatu yang tersembunyi (/lidden interest). 

Di sini nampak adanya kepentingan-kepcntingan yang ad::! terutama 

kepe,ltingan dari pasar. Kepentingan pasar (kapit"JIi.l'me) lernyata bukan 

l..:rgantung kebijakan politik pemerintah, ju·aru sebaliknya kebijakan serta 

pel unda:lg-undangan yang ada dapat dibnat dan dijalankan pemerint:ih sesuai 

(kngan keinginan knpitalisme (Budiman, ) 997:8P.). Di sil,ilah ke;natian demokrasi 

teljadi karena eks,!kutor kebijakar. pu')lik tak lagi dipcl'ankan o!eh negara 

(pcmerintah), namun oleh kuasa pasar, negara semata-mata sebagai pelaksana dari 

kebijakan yang sudah dirancang oleh pasar (market) (Herzt, 20(5). Apalagi sejak 

rliberlakukalUlya neo liberalisme yang dioperasikan oleh lembaga-Iembaga dunia 

sepelti WTO, World Bank sebagai aktor akumulasi modal, negara dipinggirkan 

h,:hkan hingga sampai peran tanggung jawab sosialnya. 

Oleh karena itu bank dunia mengatakan ba;:wa tugas ncgara-negara 

(level0pmentalis hanyalah se~edar memfasilitasi dan mengantisipasi keputusP.n

keputusan pasar (Word Bank, 1993 dala:n Haclizt, 2005: ;06i. Sedangkan A. 

Amsde!l (1990) mengatakan bahwa kapi,alismc modern pada dasan:ya dapat 

berlangsung diberbagai kerangka instllsional mellbingat .kapimlismc Asia bukan 

seketlar tahap tran~isi melainkan belltuk lain dari kapitalisme itu scndiri. Di 

sillila'J tampak betapa kuatnya dominasi pasar terhadap negara schingga negara 

tiaak dapat berbuat banyak kecuali didikte pasar (market} sesuai dengan 

keingin,mnya. 

Adanya perubahe.n tel'hadap kcbijakan (master plan) Kota Malang tidak 

lain karena adanya permintaan dari pasar (fJcngembang) kepada Pemcrilltah Kola 

Mabng dan DPRD dengan alasan slIdah tidal( layak lagi dan lain sebagainya. 
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I'ihak pell1erintah sebagai aktor n':gara mau mcluLlkall utal! mcnafsir ulallg 

',~r~,arjap kebijahn (master plan) yang sudah dibuutnya karCII'l disamping ada 

I e'"'ard duri pasar juga ada fuktor lain yanG ,ikm 1l1e~npengaruhinya, Sehingga 

llJ11Ipak seolah-olah pihak uktor rasar (pengembang) IllUIllPU Illempengaruhi 

pl!lllerin:ah kota scbaga; aktor negara, Hal ini sesuai dengan 'apa' yang 

dikemukakan oleh Moe'G (1990) yang mengatakan bahwa politik pilihan 

struktural menyusun kebijakan publik sehagai rencana institllsional (inslitional 

UI'I'ag.lment), Perubahall institusional dapa: dipandang sebagai hasil dari usaha 

illdiviJu sccara rasio!1al u'ltuk menghasilkan tilldakan kolektii dan kerja sama 

1I11tllk saling Jl1enguntun:~kan, Sedangknn Robinson (1988) mengatakan bahwa: 

"satu di dntara [aktor penting yang mendas'II'i terbfmtuy.l1ya aliallsi antura politisi 

dan birokrat di Indonesia dengan para pcngusah<l adalah karena para ~)engusaha 

(J11ampu) memberikar. akses y.epada para birokrat Gan politisi lIntlik mcmperoleh 

pendapatan guna kepentingan politik dan individu, juga (memhllka akses) tmtuk 

mcmasuki dunia bi!»1is melallii pemegang saham (share holders) dan penanaman 

mcd:1l (i,tvestor) (Robinson, 1988: 65), 

'Selain itu Grindle (1989) mengcmukakan bnhwa: "Baik politisi maupun 

bil'Okrat adalah pemburu-pemburu rente, Sec2ra umum kepentingan mereka . 

ndalah mempertahankan kekuasaan (kedudukan) yang dimiliki dan mcmperkaya 

(1iri (~;ec"ra ekL110l11i), Sebagai kon~ekut!nsinya maka baik politisi ma,lpun 

;)ir(ll:rat al(an dimol.ivasi oleh keinginnn lIntuk menggunakan Ime.l11anfaatkan) 

,u)\1b<.:r ,Inyu (resource) yang di;niliki ;Hall k<.:pada (si;lj1a saja) )'ung l1lt:mcnuhi 

p~ncapaian kcpentingan pribadi mCl'cka dcngan cam mcngcna!kall sU1l1ber daya 

J.l"merinhth kepada rnereka yang membcrikan ta'"a~an terting~i a!au dengan cara 
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mengalokasikan sumbcr daya terse hut kcpacia klien terpilih (Grindle, 1989: 18-

19), 

Negara (pemcrint<lh) sebagai aktorlageri dalam kOl1sepsi Giddens memiliki 

kd:uasaan untuk mdakukan produksi dan rcprod;J1{si lewat proses strukturasi. 

Kcndatipun peraturan atau kebijakan yang telah dibuut dan ditetapkan sewaktu

waklu dapat dimbah atau ditafsir u:ang manakala diperlukan, Mengapa 

renafsirannya sepel1i itu, artinya mcngapa daerah atau Kawasan Ruang Terbuka 

Hi.!lIll (RTB), berubah menjadi peru mahan atau bembah n,leniadi. pusal 

rerbelanjaan (seperti kasus Matos di Ma1aClg), Meskipull dalam Perda No.7 tahun 

fOOl daerah dilT.ana Godung Matos tcrsebut didirikal1 sebelulllnya adalah untuk 

Ruang Terbuka Hijau dan untllk kawatan peadidikan. jika aktor pasnr (pemodal) 

mcnghendaki karena mungkin dinilai strate-gis dari segi ~konomis dan belul11 ada 

suingan maka melalui interaksi antara aktor pasa:' dengan aktor negara 

(p~~lH!riiltah kota) bisa saja dirubah den gun cam mendekonslruksi dan 

IJlerckol1struksi kepu:usan atau kebijakan dan menlranfonnasikannya kembali ke 

dal~I1' strllktur. 

Olcb karen a ilLl siapa sebenarny" dibalik mas/u' plal1 (r:[' RW) Kota 

Mailing itll dengan kr.ta lain siapa di balik adanya pCl'ubahan techadap RT RW itu 

ldalah "pasnr" (aklor pasar), Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penditi 

clef.gan saluh satu mantan wakil ketua DPRD Kota !Vlalang pad a waktu ilU 

mel1:r,atakan bahwa: "ide awal adanya pCl1.1bahan terbadap RT RW im adalah 

dutang dari pemodal (pasar)". Sedangkan yang melakukan perubahan adalah aktor 

negan (P~mj(ot) bersama Badan PerenCanallJ1 Pembangunan Pemerintah Kota 
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(Bappeko). Sedangkan yang melaksanakan adalah Pem<!rintah Kota bersama 

jqjaran hirokrasinya. 

Dalam hal ini mengapa pemerintah seb~.gai (aktor negara) begitu 

111 11dahnya l11embah dan mcrekonstmksi kCl11bali terhudap kebij'lkan yang telah 

ditctapkan bahkan sedang diimplementnsikan? Hal ini tidak lepas dari interaksi 

dan peran yang teluh dimainkan okh ok tor pasar (sebagai pemodal) dalam 

mempengaruhi dan menciptakan hl!bunga,n yang bersifat relasional antara pasar 

(kupitalis) dengan penguasa sebagai aktor negara. Lebih-lebih H;Jabila penguasa 

lokal (B"patilWalikota) dalam mendudllki jabatannya bukan hasil dari pl'estasi 

p<!ril'angannya sendiri atau dengan kata lain bukan dipilih oleh rakyat akan tetapi 

karena mendapat ~ponsor yang mendanai pemilihan dalam forum Dewan 

I'crwakilan Rakyat Daerah ketika itu, sehingga ia terpi:ih sebagai Bupati/Walikota 

di suatu dacrah tertclltu. Dan apabi\a ini yang ter]ocli l11aka kcpain daei'ah 'tcrpilih 

"kan terikat kepuda aktOr pasar (pengusaha yang mendanai kel11enangalmya) 

tcrutama dalam membuat kebijakan atau keputusan Jaera!l schi;lgga kepala daerah 

yang bcrsangkutan tidak bis!'. lagi secara akuntabelmemcnuhi aspirasi masyarakat 

pemilih. Karena nantinya banyak kebijakan atau keputusan-keputusan yang dibuat 
. 

tiunk banyak mencerminkan kp.pentingan rakyat akan tctapi Ic~ib b:myak diwarnai 

oleh kepentingan aktor pasar. Kepaln Daerah yang o<!pcrti ini apabiJa 

mcnggunakan ungkap<lll Marxian bisa diib"ratkan sebagai "\col11isi eksekutif kaum 

~(apital;s" (Waters, 1994). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 

t'anitch (1998) bahwa di Indonesia dewasa ini ccnderu'lg l11engg<!l11a kembali 

len tang rumusan Marx dan Engels yang terkena! tf!ntang "Eksekutif negara 

l11o;jern" yang bertindak sebagai suatu komite yang menge!ola urusan bersama 
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b,um bUljuis. Dengan mcmanfaatkan kekuas'lan dan lembqpl-Iembaga negara 

lIntuk tujllan-tlljllan merekn scndiri. kcluurga-keluarga oil'Okratis dan korporatif 

yar,g rnemiliki posisi kuat mampu mengendaliKan kebijakan ckonomi. 

Hal :crsebut dapat terjadi karena kalau.Js.*'t dilihat dari tingkat kemundirian 

partai politik di In.Jonesia. khususnya di daerah ban)'ak partai politik yang tidak 

mcmpunyai kemalldirian di bidang finansial. Schingga apabila ada pemilihan 

Kepa!a Daerah banyak partai politikyang me;1cari sponsor untuk membawa 

kandidatnya guna mengikuti pemilihan kepala daerah. Schingga apabi/a kandidat 

yang cisponsori tadi memenangkan pemilihan Kepala Daerah. maka aktor yang 

men:;ponsori (pasar) tadi akun menagih janji untuk mcnutup biaya yang telah 

dikcluaI k~ll1 kepada kandidatlcalon terpilih terse but. Aktor pasar di sini tidak 

:;clall1ar.Y3 seomng diri dalam mcndanai/mensponsor; ~;eorang kandid;,l dalarn 

pemilihan Kepala Dcerah akar. tetapi ada kalanya berpbung, dcngan aktor pasar 

(pO:itISi Pcngusaha Daerah) yang lain llntuk mcmcnangkan pcmilihan Kepala 

L'uerah. Aktor pasEr dalam memilih ka~rlidat yang hcndak disponscri tcntunya 

tidak asal memilih. akan tetajJi menClri kandidat yang nampak r;;presentatif dan 

diterilllJl oleh masyara!<at publik. 

lnteraksi <Intara aktor negara dcngan aklor pasar dapal tCl'cipta l(arcna 

'I1m,il1g-ITlasing aktor itu saling mernbuluhkan. Hal ini scsuai dengan apa yang 

dikl~lmlkakan oleh Coleman (1992) bahwa: "Basis minimal lln~llk sistcm sosial 

lindak<:'1 aclnlah dua orang aktor. masing-masing mcngcnd,\likan sumber daya 

) lllg mCllarik perhntian pihak yang lain. P~rhatian satu orang lerhuda? sumber 

dpya :.'ang dikendalikan orang lain itlllah Yhng menyebabkal" keduanya terlibat 

dalam tindakan salillg mr.mbutuhkan ... lcrlibat dalam $.11\1 tinclokilll .. selalu 
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:tktor yang mempunYlli tujuan, masing-musing bert ujunn untuk memaksimalkan 

perwujudan kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri 

sistemik terhadap tindakan mereka" (coleman. 1992:29). 

Olch karena itu kebijakan publik yang dibuat oleh p~merin(ah sebagai 

uktor ncgara tidak jarang lebih berpihuk kepada kt:penlingan pasar daripada 

mcmihak kcpada kepenthgan pllblik. Hal ini sesllai ocngan apa yang 

dikemukakan oleh teori pilihan rasional ?ahwa kebijakan pllblik yang slldah ada 

sebagai akibat dari rasionalitas dari pcjabat-pejabal yang berusaha mcndllpatkan . . 

~ewa kekllasaan (rent seeking). 

Seringkali tujuan-tujllan yang rasional secara politis baik yang dimiliki 

oleh kcpentingan-kepentingan pribadi mauplln oleh pejabat-pejabat resmi. pada 

umnrnnya rnembawa hasil yang tidak rasional secara ekonomis (Grindle, 

1991 :25). Hal ini trrbukti di daerah (pemrrintnh !oka::i) yang sering melakllkan 

atau Illembllat kebijakan yang rasional menurut pcmcrintah iokal ukml tctapi tidak 

raoional dari kacamata ptiblik, karenu dianggdp rnerugikan kcpcntingno puhlik 

scperli ;lenggusuran tanah demi pcmbangull«n atau perub,.Jmn saran a ruang publik 

(public. space) menjadi bangunan penunahan rnewah dan yang tidak kalah 

pentingnya adalah pembangunan Malang Town Square di KOla Malang sebagai 

contohnya. 

Dalam teori piIihan rasional (rational choice) masyarakat paling 

dipandan2 sebagai sebuah pasar, sejak itu dianggap terdiri dari individu-individu 

yang meJ11entingkan dirinya scndiri yang mLmbentuk koal isi dan bersaing untuk 

lIlt'ndapatkan keuntungan dari pemerintall (ncgara). Narnll!1 di dalam pasar, 

pe~'~aingan dan Bikr.p yang mcmentingkan cliri sendiri iili akan mC:Jghasilknn 
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efisiensi di dalam pengalokasian sumber daya, sementara di dalam arena politik 

perilaku yang mementingkan diri sendiri justru akan membawa hasil-hasil yang 

negatif bagi masyarakat, yaitu menghasilkan sebuah negara (state) yang dikuasai 

oleh kepentingan-kepentingan pribadi, oleh kebijakan-kebijakan yang didistorsi 

oleh konsep-konsep yang memperjuangkan kepentingannya sendiri sehingga 

menjadi tidak rasional secara ekonomis, dan pejabat-pejabat publik yang 

tinda.\an-tindakannya selalu dapat dic:urigai (Bates, 198 i ; Brock dan Mager, 1984; 

Colander, 1984; Olson; Srinivasan, 1985; Kruger, 1974). 

Menurut Coleman (1989) dalam teori pilihan rasional ada dua ullsur utama 

yakni aktor dan sumber daya yang merupakan sesuatu yang menarik perhatian dan 

yang dapat dikontrol oleh aktor, tindakan seseorang mengarah kepada sesuatu 

tujuan dan tindakan yang ditentukan oleh nilai atau pilihan, aktor akan memilih 

tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaall atau yang memuaskan keinginan 

dan kcbutuhan mereka (Ritzer, 2004:394). 

Oleh karena itu, tindakan aktor negara (pemerintah kota) membuat 

kebijakan pembangunan MATOS di Malang karena mendatangkan keuntungan 

bagi aktor negara walaupun tindakannya bertentangan dengan kepentingan umum. 

Sementara dalam teori strukturalis negara (state) sebagai mediator jika 

terjadi konflik di antara kelompok-kelompok elit terutama di negara sedang 

berkembang. Akan tetapi dalam fenomena pembangunan tidak selamanya negara 

(state) menjadi mediator justru cukup berperan dalam proses pembangunan. Akan 

tetapi lain halnya dengan Miliband (1969, 1977) yang mengatakan bahwa: 

"negara dalam masyarakat kapitalis merupakan instrumen ke1as penguasa yang 

mengatur negara demi kepentingan kelas itu sendiri" (Miliband, 1977:257). Hal 
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i';i nampak dalam kebijakan pembangunan MATOS dimall<t negara yang 

memfasilitasi kebuttlhan persyaratan yang bcrkenuun dCllgall pcmbangunan 

M,A';OS tersebut seperti: Surat Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Amdal dan lain 

sebagainya yang da~arn realitanya ban yak melanggur atau tidak sesuai dengan 

aturanlketentuan yang ada. Akan tetapi, kritik struklural sebagaimana 

dikemukakan oleh Poulanzas (1973) bahwa pandangan negara sebagai instrumen 

kapitalisrne tidak d,lpat mencrangkan dl.)a faktor, yaitu pertama, bahwa yang 

jJenting di sini bukanlah Pegawai Negcri Sipil, politisi dan lain-lain namun yang. 

Icbih penting adalah kekuasaan "struktural" dari kapital yang pada akhirnya 

menyusun proses pembuatan keputusan; kedua, sejuuh m3.na negara bisa membuat 

kepl!tusan secara relative otollom dari sistem kapitalis (Poulanzas, 1973: dalan1 

W, Persons: 258). 

Dalam pandangan pluralismc Marxis mengatakan bahwa pembuatan 

keplJtusan di dalam masyamkat kapitalis lebih kompleks ketimbang yang 

clinyatakan oleh ins\ul'!lcntal '(Parsons, 2005: 258), Hal ini tcrbt·kti dari 'ipa )'ang 

dialami oleh aktor negara (Pemcrintah Kota Malang). Ia mau 111cmbuat keputusan 

[;ebagaimana mcstinya yaitu IIntuk meningkatkan kesejaht.eraar. sosial dan untuk 

kl'pclltingan publik. Akan tetapi in terikat dengan kepentingan pasar (pc:nodal) 

yang banyak bertentangan dengan kepentingan umum. ScHngga terjadiiah konflik 

uruar" publik deng"!n pemerintah kota lJadahal p~nydut konf1ik yang te~jadi 

a.dalah acanya kepentingan pasar (kapitalis) seharusnya publik tidak konflik 

dcngan pemerintah kota (negara) tetapi barus berkonflik dengan pasar. Karena 

pmtarnya pasar (ktlpitalb) l11emainkan perannya dalam mempengaruhi negara 

sehin2ga pasar (kapitalis) seolah-olah lepas tangan. Padahal, penyebab terjadinya 
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kontlik di masyarakat terhadap pembangunan \1A T08 tersebut karena adanya 

keinginrn pasar yang hendak menguasai t~rhadap lahan yang dalam RT/RW 

peruntukannya bukan untuk pp.mbangllnan pusat perbelanjaan melaillkan llntllk 

Rur.ng Terbuka Hijall (RTH) sehingga muncllllah kontllk antara publik dengan 

pemerir.tah kota dan pasar (kapitalis) akibat kebijakan yang telah dibuat oleh 

pemerimah kota. Mengapa Pemerintah Kota Malang mcm;)uat kebijakan seperti 

itu tinak lain karena adanya interaksi antara negara dengan pasa!' yang bekerja 

sama untuk saling menguntungkan. Hal ini diaklli oleh Mo~'s (1990) yang 

,nengatakan bahwa peru bah an institusional dapat dipandang ~ebagai hasil dari 

lIsaha individll secara rasional llntuk menghasilkan ,indakan ~olektif dari kerja 

sarna yang saling menguntllllgkan Moe's (1990:213). 

Dari apa yang telah diuraikan ters~but nan1pak bahwa aktor negara telah 

I11c1.lkukan dekonstwksi t~rhadap kebijakan IPeraturan D:lcrah) No.7 Tahlln 2001 

:cntang RT/R W. l'crubuhan itn dilakukan karcna adanya pcrmintaan dari pasar 

,pemilik modal) lentu permintaan di sini bukanlah gratb atau cuma-cuma 

melainkan acla dana yang dipakai oleh aktor pasar untuk menyuap aktor negara. 

Kendatipun demikian ttdak semua aktor n<!gara sctUjll atau menerima adanya surat 

terse but sehingga terjadi pro dan kontra di antara aktor negara dnlam menyikapi 

t.danya perubahan kcbijaki.n tcrsebut. 

8etelah aktor n'~gara melakukun dekonstruksi terhadap tujuan tersebut 

kemudiun merekonstruksi kembali dan lTlentran~formasika:J ke dalam struktur 

yang berarti bahwa kebijakan yang dilakukan adalah kebijakan yang telah 

mcngalami perubahan. Dengan demikian hasil dari perubahan terse but kemudian 

diil'stitusionalisasikan dan menjadi sah keberlakuannya. Sedangkan dalam 
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penclckatail teori pilihan rasional (rational choice) yang memfoKuskan 

perhatiannya pada kekuasaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang n~emi1iki 

kepentingan pribadi yang terselubung (vested interest). Selaill itu, menurut 

Gr:r,rlok (J 991) kebijakan publik yang sudah ada sebagai akivat dari rasionalitas 

d.lri pejabat-pcjabat yang berusaha mendapntkan sewa kekunsaan (rent seeking). 

6.3. Ke!omJ.1ok kepentingan dan mobilisasi sumbcr daya dalam perumusan 
l(cbijakan pemerintah 

Sebagaimana dikemukakan oj~h James Coleman l J 989) bahwa dalam teoti 

piiihall rasional ada dua unsur utama yaitu, aktor dan sumber daya. Sumber daya 

ar-alah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikon!rol oleh aktor. Basis 

minimal untuk sistem sosial tindakan adala:! du<'. aktor. Masing-masing aktor 

mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian 

seseorang terhadap sumber daya yar:g dikendalikan orang laiil itulah yang 

m~nyehabkan keduanya terlibat dalarn tindakan saling mem·outuhkan. 

DaIam kaitannya dengan relasi kepemingan antara aktor pasar, nega:a dan 

masyarakat dimana masing-masing aktor memiliki sumber daya yang dapat 

d;pe;·gun~kr.n untuk mengartikulasikan kepentingarulya. Sebagai contoh misalnya 

negara sebagai salah satu aktor yang mel11iliki kekuasaan yang dapat digunakan 

llntuk memaksakan kehp.ndaknya dcngan di dukung oieh jaringan birokra,i yang 

ada divawahnya tennasuk regulasi yang dibuatnya. Demikian juga aktor I?asar 

(kapitalisas) yang memiliki kemampuan lmtuk mencapai keingir,ann)'a dengan 

lllCJdal kekayaanlkeuagaJ: yang dimilikinya. 

Seperti kasus kebijakan pembangllna~ MA lOS, aktor pasar (kapatalis) 

bisa mcmpengaruhi a!<tor negara untllk membllal kebijakan tentang perubahan 
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Perdu RTIRW dan pembuatall kcbijakan pembar.gunun Gcdlln:, Malang Town 

Square. 

l'uda waktn sebellim Walikota Mala'lg ll1~lllbuat keplitusan tcntang 

l'emberian Ijin Lokasi lIntuk keperluan pembangunan di daerah tanah bekas 

~edllng Akademi Penyuluh Peltani"n (API') Jalan Veteran Malang, mai<a aktor 

IVlsar berusaha mempengamhi aktor ncgara (Pel11erintah KOla Malang) dengan 

.iaian pertall111 kali mcn[;ajukan surat pcrmohollan rllislngh kelHlda \Valikota dan 

kepada Dewan PCl'v'akilan Rakyat Daerah Kot~,. Malang. KCllludian langkah 

rcnku[ .. ya Wulikota Malallg mengundang unSL!r-un:;llr pill1pinan DPRD dalam 

o.Icara ,ilnlurahmi di mang rapat Walil:ota Mnlang. Dnlanl :,carn silalllnlhmi 

[~r~eb'H dikcmukakan oleh walikota bahy,a ketentllar huklll11/Pcrda No.8 lahun 

1995 t~n!ang RT/R W masih tetap dipal:ai sebag.li das:u hukull1 dalum rangka 

I11cll1iJerikan pela/anan ijin bid.mg panatann mung dan pellataan pcmbangllilan 

Klla Malang. Oleh karena itu Perda No.7 tahun 2001 belul11 hisa dlidksanakan 

ka .. e!1a tidak didllkung dengan peraturall yang lebih operasional (Wawancara, 2 

Marct 2.(06). 

Kemudian ara yang tdah dibicarakan (hlam temu silatL,rahmi tCL;ehllt 

ole!1 unsur-llnsur pimpinan DPRD tersehut dibuwa kc forum :iiclang pleno lIntuk 

lll~nil1daklun.iuti hasil pertemllan dcngan walikotu tadi. Nah. dalam SiU'!llg pleno 

di DPR;:) ini timbul kelompok yang pro dan knntra dari musing-masing fraksi. 

<;ebdumnya aktor pasnr di samping mcmpengaruhi ekscKulif juga mcmpengarllhi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerab dengan cara 26 anggota dari 45 anggota DPRD 

Kota Malang telah dipengarubi oleh aktor pasar (kapitnlis). Akhirnya dari forum 

sidar,g DPRD tersebllt diputuskan lIntlik membentuk Punsus (Panitia KhuslIs) 
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I;llna membahas l'evisi/evaluasi terhadap Perda No. 7 TallUn 2001 tentang 

RT/RW. 

Dalam panitia khusus i:1i membunas tentang Perda tersebllt, aktor pasar 

j:lga bc:rusaha deagan berbagai cara t;ntui< mempengaruhi agar apa yang 

diinginkan dapat tercapai. Untuk lebih jelasnya proses perumllsan kebijakan 

ten tang pembangllnan gedung Malang Town Squart (Matos) dapat dilihat pada 

gal11bar berikut ini, 

Gllmbar 6. Proses pCrlllnllSan kcbijll\mn Pcmbllngunlln Matos 

[ Market 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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'-----'''----' I 
I 
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KebljAkan 
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Implementasi 
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Tahun~ : 
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1- •. - - - - - - - - - - - •• - - -..... Pembangunan 
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..•. -- Hubungan lang sung 
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Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa adanya perubahan terhadap 

Perda tersebut pada awalnya datang dari pihak pasar (pemodal) kl:pada eksekutif 

kcmudian 01ch cksckutif dimusyawarahkarl kcpada unsur-unsur pimpinan DPRD 

kemudian Perda dibahas di forum DPRD dan ketika dibahas di forum DPRD ini 

muncul kelompok DPRD yang menentang/kontra tcrhadap rencana perubahan 

Perda No.7 tahun 2001 dan ada juga yang pro/setuju dengan adanya perubahan 

terse but sehingga akhimya dibentuk panitia khusus (pansus) untuk 

l11erubah/merevisi Perda tersebut. 

Setelah itu maka muncullah revisi/evaluasi terhadap RT R W Kota Malang 

tahun 2001-2002 yang kemudian disahkar sebagai Peraturan Pemerintah Daerah 

No.7 tahlL'1 200 I. Didalam proses tersebut tidak nampak infonnasi dari' opini 

rrasyarzkat padahal opini publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 

proses perumusan suatu kebijakan. 

Di dalam diagram tersebut juga tidak menunjukkan adanya peran analis 

kebijakan pada saat proses perubahan dan penyusunan Perda tersebut. padahal 

o.nalis kebijakan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan 

p!iOllt1tS kepentingan dari stakeholders karena seorang analis biasanya bersifat 

netral tidal< mcmihak kepada salah satu stakeholalis. Para anal is in; beketja 

dengan menggunakan ilmu pengetahuan scbagai dasar analisisnya. Sehingga 

dengan analis ini diharapkan dampak dari kcbijakan tersebut lebih mengarah 

kepada hal-hal yang bersifat positif. 

Demikian juga alasan diagram tersebut tidak nampak adanya diskursus 

yang terbuka antara stakeholders dan pihak-pihak yang terkait dalam masalah 

tersebut. Dalam banyak kasus alur kcbijakan seperti di atas bukan menjadikan 
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kcbijakan scmakin membaik dalam alii semakin mendekatkan diri pada tata 

kehidupan yang dernokratis tet&pi malah memperhuruk kondisi kehidupan sosial, 

e!<onomi, dan politik dalam masyarakat. 

Setelah itu Walikota Malang mengeluarkan ijin lokasi yang tertuang dalam 

keputusan Walikota Malang No. 360.13S.06.03.NF.I.S-2003 yang diberikan 

kcpada pengembang (PT Bangun Karsa Mentala) sebagai aktor pasar. 

Op,ngan dikeluarkannya ijin loka~i terse but m'lka oleh jajaran instansi 

rcmerintah dijndikan landasan untuk mengeluarkan Surat Ijin Mendirikan 

Ban!;llnan (1MB) dan lain sebagainya tcrmasllk Stirat Ijin Mendirikan Bangunan 

11MB) Gedung Matos yang mendapat tanggapan dari masyarakut padahal Surat 

lj;n lokasi tersebllt masih dipermasalahkan. Hal ini sesllai dengan apa yang 

dikemJkakan oleh Herzt (2()OS) kematian demokrasi terjadi ketika eksekutor 

kehijakan pllblik tidak lagi diperankan oleh negara (slale), namun oleh kllasa 

p'lsar (market). Negara semutu-mata sebagai pclaksana dari Kebijakan yang slldah 

dirancang oleh pasar (market) (Hertz, 2005:XV). 

Hal tersebllt jl'ga dikemllkakun oleh Winter (1996) bahwa kekllasaan 

strllkt1lral yang mcreka miliki untuk pcngambila~.1 keputusan dalam hal dimana, 

seberapa besar dan kapan saat yang tepat menginvestasikan slimber daya yang 

II1'~reka kendalikan (Winter, 1996: II), 

Oleh karcna itu begitu pembangunan Gedllng Malang Town Square 

(MATOS) dilaksanaka:1 karen a merasa telah memenllhi syarat untuk didirikan 

rnak9. muncul reaksi dad kalar,gan masyarakat (sebagai akto~ masyarabt), Oalam 

meresistensi kebijabn pembangunan MATOS tersebnt masyarakat dengan 

i);!rbagai e1emen dan organisasi yang ada sepelti koalisi masyarakat anti Matos, 
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slliidaritas rakYllt anti korupsi kolusi (SORAK) serta d~men-clcmel'. masyarnkat 

juag lain ikut rnenyuarabn mcncntang pcmbangunan Matl:s tersebut. 

Berkali-kali berbagai e1emcn masyarakat itu melakukan demo/unjuk rasa 

menentang kebijakan pembungunan Matos tcrsebut. akan tetapi tidak banyak 

mCl11hawa hasil. Walaupun sempat dialog haik dengan pihak eksekulif maupun 

legislative pe1aksanaan pembangunan gedung Matos berjalan lancar seolah-olah 

tklnk ada masalah. 

Kelompok masyarakat tersebut melakukan unjuk rasa, menentang 

p..:mban~unan Matos karena dianggap te1ah mdanggar kebijakan Peraturan 

Daerah No. 7 Tahun 2001 tentang Ruang Tata Vlilaynh Kota Malang, karena 

!okasi tempat dibangunnya gedllng Matos untuk peruntukannya adalah untuk 

Ruang Terbllka Hijau (RTl-1) dun sebaguj ka'A dsan rendidikan. Oleh karena itu 

kelompok masyarabt mcnentang terhadap pembunglln~n Matos tersebut. 

Dnlam memobilisasi surnber daya terse but, rnasyarakat juga 

menggerakkan forurn rektor se-Malar,g untuk menentang pembangunan Matos 

karcna dianggap tidak sesuai dengan ketentllan yang ada. Dan perjuangan forum 

Rektor ini tidak hanya di wilayah Kola Malang akan letapi juga ke Jakarta melalui 

iJ1~till1si Pendidikan Nasional. Meskipun kelompok masyarakat tebh memobilisasi 

S~g&!3 sl1l11ber daya, namun tidak membllahkan hasH sebagaimal}a yang 

diharapkan. 

Di sini nampak bahwa negara tidak sanggllp memenuhi tugas yang 

menja.:li basis filsafat keberadaannya Y'litu mewujudkan kcadilan dan 

kesejahteraan sosial masyarakat. Akan tetapi pad a saat yang sarna negara begitu 

IKrkusa ketika mc1akukan dua hal yang ITlcrupakan salu-satU:1ya peran negara 
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membangun basis legal material opcrasi kapitalisme dan sf!bagai penjaga jika ada 

"gangguan" dari masyarakat. Oisinilah kematian dt!mokra~i terjadi (Herzt, 

2(,05:XV). 

Selain itu aktor negara dan aktor pasar dalam ,ncmobili~asi sumber daya 

gun a merllperjuangkr.l1 dan mcmpertahankan kepentingannya berusaha menguasai 

bcrhagai kelompok seperti: pers dn.n kelompok pre man yang diorganisir untuk 

menjaga dan mempe~tahankan kepentingannya. 

Sementara sebagian dari kelompok masynrakat yang bcrgerak di OPR dan 

I11cllb'ldakall dialog dengan OPRD scbagai wakil rakyat yang seharusnya 

.ncngakomundir dan memperjuangkan kcpentingan masyarakat. Bahkan dalam 

dialog tersebut justru mernilih diam dcngan kata lain tidak banyak berbuat dengan 

~Iasan: "!tu masalah tingkat tinggi", sehingga mercka lebih suka memitih diam. 

Oi sini nampak bahwa lembaga legislatif sebagai representasi dari 

masyarakat ternyata tidak dapat rnelakukan fungsinya sebagai wakil ral:yat untuk 

ntemperjllangkan apa yang diartikulasikan olch ma~yarakat karcna sebagian besar 

Btau lebih dari separoh anggota OPR telah dikuasli oleh pasar dengan 

Il1cllggunakan kekuatan finansiaL 

A~ei1l1ya ketika keiJmpok rnasyarakat dengan l,erbr.gai elemen yang ada 

melr.kukan unjuk rasa berdemonstrasi secara besar-bcsaTan meneutang 

prmbangunan Matos, gerakan t~rsebut direspon dengan demo tandingan yang 

b\!ra~al dari kelompol; Banteng Muda dan kelom~ok daerah Penanggunan (tempat 

,!edung Matm; didirjkan~ bescrta kclompok preman bdk dari Penanggllngan 

m&UpUll dari luar dael'ab terse but. Karena kclompok preman yang .ada. di ~alang 
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s·.ldah terbeli oleh pihak oktor yang berkepcntingan dengan pembangunan gedung 

'Y.alos terse hut. 

Demikian juga "ktor ll1asyaraka, dlllall1 ll1ell1obilisasi sumber daya 

kenrl:;,tif.lln ~egala suntber daya yang ada baik melalui gerakan non fisik lewat 

seminar, dialog maul'un gecakan fisik (demonstrasi). Akan tctapi tetap tidak 

tergoyahkan pembangunan gedung Matos tetap berdiri dan megah. Betapa 

kuatlya aktor pasar (kapitalis) dalam memobilis~si sumber daya yang ada bahkan 

basil wawancara peneliti dengan responden dengan mengatakan bahwa proses 

l'c1aksana'ln gedung Mato~ itu lancar meskipun mendapat tantangan dari 

masvarakat, karena ada titipan dari orang No.1 di Indonesia kepada orang Nomor 

I di Kota Malang paua waklu itu. Hal ini tcrbukti dari ap" yang dikemukakan oleh 

rcsponden yang mengatakan hahwu: " ..... ketika saya bertlnju~< rasa. kemudian 

b~f(I:alog dcngan jajaran pell1crintah kota, maka orang nomoI' I di Malang 

mcngntakan: "Silahkan saya digebuk: atau diapakan tapi saya tidak akan 

menguhah kehijakan tcrsebut (pembangunan Mato3) karena ada titipan dari orang 

:1~mor 1 di negara ini.". 

Jika ditelaah 1ebih jauh pernyataan tersebut mnka dapat ~ijelaskan bahwa 

orang No. 1 di Indone$ia ketika itu Presiden Republik indonesia adalah Megawati 

yung herns'll dari Partai Demokrasi Indonesi~. Perj·J,-mgan. Scdangkan pendir; atau 

pemilik gedung Mall)p.g Town Square (Matos) adalah P'l. Lippo Karawaei Tbk. 

adalah milik seorang pengusaha yaitu James Riyadi sl:orang p>!ngusaha tidak 

hallya kelas nasional tapi kelas internasional. la ,iuga yang pernah mcnjadi salah 

salU sponsor dalam pemilihan presiden Amerika Serikal ",aktu itu Bill Clinton. 

dan tidak menutup kemungkinan ketika pel11i1ihan Presiden di Indonesia yang lalu 
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i,1jl,ga mensponsori Megawa1.i scbagai ca,on Prcsiden ta;)i gagal karcna pemilihan 

pr('sit1ell waktu itu dimenangkan oieh Sufilo Bambang Yudhoyono yang berasal 

dari Fartai Dcmokrat. Oleh karena itu ternyata eksistensi partai politik di negara 

Indonesia ini juga ikut belperan dalam memainkan kepcr.tingannya. Dan banyak 

partai politik tidak mcmiliki kcmandirian di biC:ang finansial. schingga tidak 

jarang dalam setiap ada pernilihan baik kepala dacrah, pemilihan gubernur 

!naupun pcmilihan presiden ban yak ~artai politik yang mencari ~ponsor 

bck(,;~jasama dengan pengusaha untuk ikut mcmbi<1yai pcmilihan tersebut. Akan 

tdapi ,iika calonnya tadi menang maka sung sponsor tadi akan menagih kembali 

biaya yang telah digunakan dalam pcmilihan tersebul. 

Dari apa yang telah diurnikan tersebut jika dikaitkan dengan teori 

StlUkt'lrnsionis Gidden (1934) maka tela~, terjadi intera!(si antara aktor negara 

JC.l;,!31l aktor pasar clan setiap <1ktor dapat menggllnakan kekunsaannya terhadnp 

aktor lain dengan mempengaruhi lingkungan dimana peristiwa itu tcrjadi. 

T<ekuasaan merupakan hal yang paling pokok dalam diri manusia (power as 

intril1sic to human agency), Oleh karcna itu kemafl1puan aktor dalam 

.11~l'lp"ngaruhi dan mengintervcllsi Ncrangkaian pcristiwa sehingga ia dapat 

me:lgu'oah jalannya pecistiwa tersebut (Devi~. 1988). Hal ini terbukti dari hasil 

p'~nditiun Lahwa aktN pasar tclah bcrhnsil J11cll1pl'.ngaruhi akl0r ncgara (walikota) 

dalal11 pcrul11l1san k::bijakan. Dcngall kckllasaan finansial yang dimiliki aktor 

pa~;ar telah mampu mcnriiktc aktor ncr.ara l'.ntuk I11crubah kebijakan yang telah 

ditetapkan. Asas legalitas dikalahkun oleh kckuatan tin<;nsial yang teluh 

c1imainKan o:eh aktor pasar. Namull dem;kian tidak semuu aktor ncgara setuju dan 

l~l"I:erimn apa yang rliberikar. otch aktor pasar. Bahkan ada aktor negara yang 
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(biwn melakukan <.>enyuapan tida', dilnkt:kan;'~I1c1iri mclainkan Il1snggunakan 

aklnr !legara yuilu llrang jajaran in';lHnsi lc:;l(ail lInluk tll"lakllknn rc\ isi lcrhadap 

kebijakan atau Perda yang telah ditetapkan, 

Dari apa yang telah cliuraikan tersebut .ielas bahwa begitu kuatnya aktor 

pasar (kapitalis) dal!:m mempengaruhi aktor negam untuk memperjuangkan 

kcper:tingannya. Dengan tidak tanggllng-tanggung jika kepentingannya di daerah 

menclapatkan gangg'Jan maka ia mcnggunakan kekuatan struklur:!1 yang ada di 

pUsa!. Di sini nampak kekuasaan alau kewenangun pengusaha sebagai aktor pasar 

mcliputi hahkan melampaui kekuasaan prnguasa (slale). Hal ini sesuai dengan 

apa yang dikcmukakan oleh Herzt (2005) bahwa dengan lllcraksasanya kuasa 

kapitalisme global, kuasa bisnis telah menggamikan kuasa politik negara, 

sehingga mematikar: demokrasi. Kckuasaan bisnis merampas habis negara 

pt::bisnis jallh lebih berkllasa ketilllbang politLi. Kekllasaan perusahaan dalam 

rnengeksekusi kebijakan pemerintah jallh melampalli kekuasaan politik negara. 

Bahkan terjadi perselingkuhan antara bisnis dan politik. Pt:rselingkuhan tersebut 

lc;;rjqdi di level tingkat tinggi yang lllenghasilkan konspira3i bisnis-politik tingkat 

glob'll (Herzt, 2005: 14). 

3erdasarkan pela hubungan atau relasi kepenlingan di antara aktor negara, 

pasar dan masyarakat dalam proses perul11usan kebijakan scbagaimana diuraikan 

pada bagian terdahultl. berdasarkan data e.npirik maka capat di!(atakan bahwa 

clalam proses peru.ntlsan kebijakan pembangunan Matos ternyata tidak 

m.!Hccrrninkan perumu~an kebijakan yang demokratis !<arella dari kctiga aktor 

(nl!g'lra, pasar dan masYllrakat) dalam berinteraksi tiuak saling bersinergi 
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sl!hagail11ana diharapkan. Karl!na ada dominasi di untara aktor pasar terhadap 

aktor ncgara, sehingga hasil pcrumusan kebijakan yang d ibuatnya tidak 

I11cncermi:J.kan demokratisasi. Karcnn aktor mnsyarakat tidak banyak di!ibatkan. 

Padahal dalam penyelenggaraan pemcrinlahan yang baik (good governance) yang 
. . 

• dhekankan pada proses perurnusan kebijakan pernbangunan baik di tingkat 

nasiOl~a' rnaupun lokal, y.'lIlg mana dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan 

(.I'lale holders) ikut terlibat aktif dalam pru~e" ~crulTlusan kebijakan pembangunan 

l~r~:cbul. 

Adanya dominasi aktor pasar terhadap aktor negara karena aktor pasar 

ldah herhasil rnemp~ngaruhi aktor l1e~~ara sebingga hasil perumusan keb~i'akan 

yang dibuatnya hukan rnerupakan rcpresentasi dari ketiga aktor tersebut 

melainkan merupak:m reprcsentasi dari kcpcntingan akto~ pasar. 

~~amun demikian reaksi penolakan masyarakat terharlap pernbangunanl 

I'-.!ndirian MDtos tidak tanya b~ragmll di dalam cksprcsinya, namun juga tidak 

bcrubah dalam intens:tas (proyek) terkait dengan berjalannya waktu. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya wa~ga yang rncngunjungi rnatos terulama pada harl-hari 

ter!entu misalnya hari Saultt dan Minggu. 

6.4. Model Kcbijakan Yang Dil'ckomcndasi\mn 

Bcrdasarkan pemhahasan dari hasil pe·:c1itian tcrsc;ut rnaka penulis 

ItIt·rekc.mendasikan model perumusan kebijakan yang bersifat interaktif. Hal ini 

dilandasi !1asil penelitian tentang implernentasi kcbijakan pembangunan Malang 

Town ~quare di Kola Malanr;. Model yang dirckol11cndasikan do.lam hal ini 

rnengacu pada pcndapat dari Grindle dan Thomas (1991) yang l11-.!rekomendasikan 

suat\! model implementasi kebijakan publik. Elemen utama dalam model ini 
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atlalah bahwa sebuah inisiatif reform'asi kcbijakan bisa d;rubah paJa semua tahap 

olt'h hrena adanya tekanan dan reaksi dari orang-orang yang menentangnya. 

Berbeda clengan model linier, model interaktif memand8ng reformasi kebijakan 

c;cbagai sebuah proses dimana pihak-pihak yang berkepentingan dapat 

1:1CI11D~rikan tekanan untuk melakllkan pCI"Jbahan, Mcreka bcrpcndapat bahwa 

fas.! implementasi dari prose:; kebijakan ai(a;' menentukan sifat dan kest:ksesan 

dari impl;:mentasi kebijakan tersebUL Dalam tulisannya kedua pakar tersebut 

memfl)kt1~kan pada c('ntoh-contoh dari kesalahan implementasi dan me'ncoba 

m'!ncarikan solusi. Dari kaslls-kasus yang ad:) mCI:unjukkan betapa 

nlcllcntuk&nnya sifallkarakteristik implcl11'!l1tasi eli elalam proses rcformasi 

kebijabm agar para pe:nbuat kcbijakan bisa Il'.engelola implementasi dengan baik, 

Gril,dle d~,n Thomas mengembangkan scbuah model intcraktif bagi implcmentasi 

yang bertulak belakang dengan model linier yang sering kali diasumsikan secara 

irnplisit di dalam upaya umuk melaksanakan dan daiam konteks institusional dari 

p~mbangunan, 

Pendekatan y,mg diusulkan untuk me'1ganalisa implementasi juga dapat 

memberikan alat untuk rnengar,tisipasi reaksi-reaksi tt:rhadap perubahan, 

111cmpertimbangkan prcspek-prcspck dalam mCll1perlill1banr,kan kesinamoungan 

retorrna~i dalam tahap implem.!ntasi, dan menilai apakah sumber daya yang 

digunakan untuk implem'!ntasi itu benar-bcnur ada clan cukup atau per/u ditambah 

lagLt>roposisinya ad:llah karakteristik kebijakan akan rnenentukan jenis konflik 

clan oposisi yang timbul di dalam illlpll'llIcnlasinya, Kcdua pakar tcrsebut 

1I1cnjelaskan bahwa m')del implell1entasi Iinier, rna mlah kcbijakan (issue) yang 

diusulkan bisa masuk ke dalam agenda tindakan (policy agfmda) pemerintah, 
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kCl1luciian kcpulus'~n tcnl,lIlll usulun kcbijllkan aInu pcng,\(urtlr. instillisionul yang 

hll1"l1 ;lU dibuat untllk diilllpicmcntasik<in dan hasilny:> bi~a sukr.es alau 

tiJ~k 311kscs. 

Visualisasi dari model ini adalail bcrbenluk po hun kcputusan, dimana ) 

kcp:II'lSan dipandang sebagai pilihan yang menenltlka-n-s-c'-"ta-=~~-fO-k-l-ls-d-a-r-i ~. I( 
p.1ra remcllat kebijakan, sementara imp/e,lIcntasi diabaikan atnu dianggap sebagai 

tnngg.ll1g jr.wab dari kelorr.pok lain yaitl! parr pclaksana. Implcmcntasi dianggap 

sebag;:i masalah pelaksa,laan dari apa yang tclah diputuskan dan kesuksesall 

implcrnentasi dipandang scbagai pcrlallyaan lcntnng apa!<ah badan yang 

melakukan implemenlasi cukup kuntlberku,lsa alull lida\.. llntuk mdakukannya. 

Model linkr hanya menggumbarkan bahwil analisa yang baik akan 

1'1enghasilkan pengal11bilan kcplIlll,all yang baik schillgp,a bisa mer,ghasilkan 

kcbijakan yang baik. Dcngr.n kata lain pilillan-pilihan kt:bijakall yang lebih baik 

bisa dic\apatkan l.ewat anulisa kchijakal1 sI'cara rasiol1PI. Hasil analisa 

I11cnlln!ukkan diperlukan reformasi inslililsi yang Iebih spesifik yang diarahkr.n 

pada hadan-bad:.II1 dan fllngsi'limgsi yang I11cncnlllkan. lIal ini dipcrlukan lIntllk 

pcngllatat~ kapasitas institusi Galalll implemcntnsi. Panciangan lerlmdap proses dun 

perlin dari impJemcntasi di dalam perllbailan kcbijakan sangat bcrbcda dari model 

I;ni<:r ini. l'cngamatnn yang \c1ah :;cring kali dilakukan sciUllla bcbcrapa tahun 

mCI,gil1ch':asikan ballwa implcmcntasi 5('ril1,; kali mcrllpakan aspck yang paling 

pcnting ciari proses kehijabn, lapi sclain illl 1l1asih ucla lagi kCl11llllgkinan 

dirJc,.olch hasil dari yung lak Icrhing1.;alllllllahnya. 

Perkiraan dari hasil implcmcntasi yang Ink terhingga jllmlahnya ini 

c'iscbabkan oleh fakta bahwa impiel11cntasi l11crupakan sebuah proses 
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p',ngal11bilan keputusan secm'a interaktir yan,g bcrjalan tcrus Il1cncrus oleh para 

~lit kcbijakao dan manajer kebijakan eli dalam mcrespon rcaksi aktual maupun 

rC:lk,'i yang diperkirakan akan munclll terl18dap inis atif-inisiatif kebijakan. Proses 

perllbahan kebijakan sebagai sebuah proses kcbijakan yang dibentuk secara 

signifikan oleh tindakan-tindakan dari individll yang bcrada clalam posisi yang 

slrdlcgis dalam mcmperolch kebijakan terscbut. 

Para pcmbuat kebijakan dan para pclaksana mau tidak mau akan 

mengh'ldapi tantangan dalam mcmperjllangkan inisiatif kebijakan. Maka yang 

pcrlu dipertimbangkan adalah kcmungkinan pelaksanaan kebijakan dalam artian 

dukungan dan oposisi terhadap perllbahan, andil apa yang clipcrtaruhkan para elit 

kebijakan claiam mempertahankan kcbijakan ilu serta sumber daya politik dan 

hirokralis apa yang diperlukm, untuk l11el11pcrtahankan kclangsllngan inisiatif itu 

Chill lIntuk itu jawabannya adalah dengan mcnggunakan implcmentasi dengan 

l11oc1cl ipleraktif. 

Asumsi model ini adalah ada sebuah keseimbanu.an nada berhagai 

kcbi,iakaa yang telah diputuskan. Hal ini timbul karen a kebijakan atau pengaturan 

inslitllsional yang telah diterima oleh orang-orang yang dipengaruhi oleh 

kcbijakan. Elemen utama dalam n~odel ini adalah sebuah inisiatif kebijakan bisa 

dil,b,lilat<l.l!..Jid<}klinteraklil) pada semua tahan dalam <iklus llidup oleh karena 

achlnY1 lckanan dan reaksi dari orang-manu yang menentangnya. 

Berbeda dengan model linier di atas, model intcraktif memandang 

il11plerncntasi kebijakan sebagai scbnall proses dilllan,l I'ihak-pihak yang 

l'crkepcnl,ngan dapat mel11berikan lckana" untuk mciakukall perutiaban pada 
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piil!:k yang berkepentingan darat mcmberikall tekar,an untuk me!akukan 

perubhan pada inisiatifter~cbut pad& banyak titik sepanjang proses. 

Pemahaman te:1ta:lg lokasi/lctak. kckun.tan dan lIndil yang dipertruuhkan 

dulamCipaya untuk menjaiankan. Illcngubah atau Illcmhalikkan inisiatif 

impiementasi kebijukull in: sangat pentil:g bagi pcmahaman tcntang hasil apa 

yang aka!'! didapatka!'!. 

Dalam model iui tt'kanan-tekanu!1 untuk memasllkka:l masalah reformasi 

xe dalrun agenda kebijakan bcrasal dari hanyak sumber, tcrmasuk dari "seruan 

impicmentasi" yang seringkali dibuat ')ich para e1it kcbijakan dan ~.genda 

" 

kebijakan ini merupakan kumpuiun dari usulan pcrubahan. Agenda sdalu berisi 

banyak masalah yang semuanya akan ditindaklan.iuti scrta juga ber:si masalah-

masalah yang telah diputuskan tapi tidak diimplemcntasi. 

Proses pengambilan keputusan bisa dipandang s-:bagai sederetan tahapan 

forma! dan informasi yang mclibatkan banyak akl.or yang mcmiliki kepentingan 

(jan pd'atiannya sendiri. Dampak dari sebllah perubahan dalam kebijakan 

In'!njadi agenda makin menyolok setclah mulai dijalankan, dan kcmungkinan 

bc~:ar akan muneul icbih ban yak tantangCln terlmdap konscp il11plementasi yang 

semula diterapkan. Dalam proses ini karaktcristik kcbijakan ini akan mempunyai 

prngaruh yang sun~at penting tcrhadap ~ifat da"i rC1ksi atall respon terhadap 

p~T\I"ahan itll. Dar: proses ini karaktcristik kebijakan akHn Il1cmiliki pengaruh 

yang penting terhadap sifr.t dari reaksi atau reopon lcrhadap perubahan ini. 

Terlebih !agi distribusi biaya dan kClInlllngan dari scbllah pcrllbahan kebijakan 

atoll! pernbahan kebljakan itll l11cndorong. tcriadinya parlisirasi akan l~'enentukan 
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apakall reaksi atl'lu respon terhadap inisiatif itu akan terjadi dalam arena publik 

atau dalam arena birokrasi. 

Karakteri~tJk kehijakan jugamene:1tukan sumber daya yaag diperlukan 

oleh para elit kebijakan dan pelaksana kebijakan jika perubah!!n itu hendak 

diupa)<akan dengan sukses. Dalam pr03es implementasi sumber daya politik, 

keuangan, manaj:::rial dan teknis kemungkinan besar akan diperlukan lIntuk 

mem~'~~tahankan kelanjutan dari rekOlnenda:,i itll. Mobilisasi terhadap sumber

slIll1ber daya. merupaka~ ~alah satu duri tantangan yang dihac1api para pembuat 

keputu3l<n dan manajer keJ,ijakan. Oleh karena itu, jika mengacu pada pendapat 

Grindle dan Thomas (15:'91), waka suatu kebijakan itu seharusnya dapat 

ll1eneraph.n metode yang lebih humanis yuilu der.gan mengedepankan partisipasi 

rU~lik dalam pengambilar. keputllsan (decision stages) sehingga konflik (arena 

!<oafHk) yang muncul dapat dikelola dengan baik dan bukannya untuk menutup 

pintu partisipasi dan mereduksi konflik hanya kan'na alasan etisiensi. 

Dalam ka,'us kebijakan pengadaan tanah misalnya tidak hanya 

mCl1unjukkan luasnya perkiraan hasil dari implementasi, tapi juga 

l11engindikasikan bahwa kita bisa mel1gantipasi dan mempengaruhi hasil 

implernentasi kebijakan. Untuk bisa melakukan hal ini kita p~rlu beralih dari 

kerangka analisis yapg mcmbantu untl1k mcnYlIsun lI1emikirkan sejllmlah 

(\Llr,ur .. gan tertentu sebagai wujud penerapan kerangka dalam konteks pengambilan 

keputusan. Oleh brena itu, analisa bams: (1) ditekRnkan pada pemahaman 

ter\l~dap lingkungan politik dan ekonomi dimana pcrubahan kebijakar. itu terjadi 

dall (2) menekankan pada bag aim ana karakteristik dari kebijakan tertentu bisa 

m1anpellgaruhi lingl:ungan ekonomi polilik ill. DaTi sini akan dapat tercipta 
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slratcgi untuk mengelola implementasi kebijakan Jengan memperkirakan kisaran 

,Iari faktor-faktor yang berpotensi untuk diubah melalui kegiatan para pembuat 

k"!b;jakan dan manajer kebijakan. 

Agar supaya sebuah implemcntasi bisa berhasil. para pendukung kebijakan 

Ilam; l11~nanggulangi oposisi. baik seem'a pasif yaitu dengan mempertahankan 

kekuasaan sampai oposisi ilu reda dengan sendirinya atau seeara aktif, dengan 

menggunakan strategi tertentu untuk mengatasi oposisi itd. Dalam prakteknya 

jllstru pola yang terjadi lebih selaras dengan mod!1 linier yaitu para pembuat 

kebij.1kan memutuskan untuk melakukan Ilamun kemudian memisahkan diri 

mereka dari implemcntasi. 

[',1< ~a umumnya kctcrpisailan pengal1lbilan kepulusan (fonnulasi) dengan 

reJaksana implementa.,i di dalam banyak bs~s bisa diar.ggap scbagai akibat dari 

adulI)'a pr,ndangan para pengambil keputusan bahwa kegiatan pengambilan 

kcpu:usan berbau politik. sementara implementasi adalah kegi'ltan administrasi 

bcJaka. Ada ban yak eampm tangan politik dan pengakomodasian yang telj"di 

selarn1. proses implementasi kebijak~n. ini menunju!cl<:an l:ahwa kegiatan 

implementasi perlu dinilai dlri sebuah perspektif yang mendorong dilakukan 

ar.alisa politik telaah terhadap konflik serta pengembangan kemarnpuan 

ma1l<~Jemen strategis. Untuk mengemhangkan strategis seperti yang disarankan, 

para p<:mbuat keputusan dan manajer kebijakan perIn mengantisipasi reaksi ~tau 

respon terhadap keputusan reformasi dan mcmahami dimana reaksi atat' respon 

illl kCnlllngkinan besnr akan 11111nelll, yaitu npakah di d.llam arena pllblik atau 

jalam arena birokrasi. Ini adalnh dua skenario 11l11l1m tentanl!, kemunculan reaksi 

!tau r~spon terhadap perubahan kebijakan. Karakteristik dari kebijakan illl 3endiri 
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mcncntubn mana dari kcdua skenario tcrschut yang l11el11iliki kemungkinan lebih 

['csar uilluk lcrjadi. Apabh inisiatir rcl(lI'Il1a.si dalam arena puhlik, dimana andi' 

\'"I~, dipcrlaruhkan pClllcrinlah clan elil yang seclang berkuasa cenclerung sangat 

besar dan dill1ana sumber daya yang diperiukan untuk ll1enjaga kesinal11bungan 

i1llplLlncnlasi jUg,l sangat hcsi.lJ', dtau rcspoll <.Ii dalam arena birokrasi dimZllla anclil 

\'"1,' dil)crlaruhkan jauh Ichih kceil. sumher daya yang direrluk<in untuk menjaga 

ke!a'lgslmgan reforl11asi juga tetap besar lctapi sifatnya eenderung berbeda dari 

sljl11b~r daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan di 'dalam arena 

rubli :" 

Pelaksanaan pengadaan tanah di Kota Malang berada dalam arena publik, 

seperti halnya implel11entasi pengadaan tanah untuk pel11bangunan pusat 

I'cr be!alljaan Malang Town Square. Oleh karena itu, pada bagian ini dipaparkan 

lentallg bagaimana melakukan implementasi kebijakan yang direkonstruksikan 

"gar kebijakan pengadaan tanah yang lebih eoeok untuk diimplel11entasikan 

dcn~al' lllel11beri perhalian khusus pad a kelclllahan-~ elelllahan sebagaimana telah 

dil"I!'<lrkan dari beberapa aspek agar tercipta pengadaan tanah yang adii"bagi 

:;ei11ua dcngan menggunakan manajemen strategis untuk implementasi kebijukan. 

Model yang akan dibuat berikut ini adalah skenario kebij"kan untuk 

inlricl11cntasi kebijakan yang berada di arena publik, antma lain: 

I. K:uakteristik kebijakannya antara lain memiliki dampak Iangsung terhadap 

3ph.lr-sektor luas dalalll lllasyarakat atau terhadap kepentingan-kepentingan 

yang penting seeara politik di dalam masyarakat dan terlihat seeara menyolok 

oleh publik yang terpengaruh oleh reformasi kehijakan itu. 
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2. Andil yang dipertaruhkan sangat tinggi dan ballkan bisa mengancam 

kclanggengan rezim, olel! karena itu para pelaksana I:arus memiliki modal 

politik yang jika mereka ingin agar reformasi itu dilanjutkan. Apabila 

kekuatan politik yang besar tidak tersedia maka. mereka perlu mengumpulkan 

dukungan dan rnengelola oposisi publik sesl.1~i dengan antisipasi mereka 

terhadap reaksi yang mungkin timbul. 

3. Berdasru:kan bukti-bukti yang ada dalam bberapa kasllS memiliki ciri yang 

~arna, yaitu menimbulkan reaksi publik, menimbulka.'l andil yang besar dalam 

mengelola respon publik, clan memerlukan dukungan politik yang kuat dan 

stabil serta legitimasi rezim yang besar supaya refonnasi itu bisa dilanjutkan. 

4. Ciri··ciri tersebut reformasi yang memunculkan reaksi dalam arena publik 

yaitu dispersi/pellyebaran biaya dan dura3i yang pendek. 

Model non linier yang dikembangkan memberikan kesempatan untuk 

dilakuka.'lnya perbaikan dan reformulasi kebijakan dalam model implementasi 

kebijakan akan selruu ::erbuka peluang ad~.nya rein~erpretasi atau reformulasi 

kebijakan sehingga praktis tidak ada garis lurus yang membentang serta 

menghubungkan antara kebijakan dan hasil akhir kebijakan. Mekanisme yang 

dijalankan lebih mengedepankan formu!asi dan implementasi kebijakan yang 

partisipatif. Artinya, mulai dari tingkat isu hingga implementasi yang di dalamnya 

tidak dapat dihindari adanya konflik, telah dimungkinkall bahkan memang dibuka 

pintu espirasi bagi para aktor yang konsen terhadap masalah kebijakan tersebut. 

Dengan terjadinya dinamika pada tataran isu tersebut, maka ukan 

mendorong suatu masalah kcbijakan masuk dan menjadi agenda kebijakan yang 

untuk tahap sclanjutnya akan dibahas untuk diputuskr.n keberlangsungannya. 
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Dalam tahap policy agenda ini nanti akan terli.'1at siap2. sil.ja aktor yang- terlibat, 

apa motiva~i mereka serta bagaimana cara mereka mempe~iuangkan agar tujuan 

mereka tercapai. Baga:!J',ul;J. .lktor-aktor it" memandang sesuatu dan strategi apa 

yang mereka kembangkan maka harus dijelaskan dari sudut konteks historis yang 

lehih !UM. 

Dinarnika drJarn agenda kebijakan di atas kemudian haru~ diputuskan 

keberlanjutannya. Dengan kata lain decision stages ini akan terjadi tarik menarik 

kepentingan yang kuat dan di sini akan diuji bagaimana kepercayaan politik para 

aktor terhadap pelaksanaan kebljakan. Reaksl clan respoll nknn bcrmuneulnn 

sebagai wujud peran para aktor kebijakan untuk mf;mpengaruhi kebijakan. 

Kondisi di atas secara langsur.g mat:pun tidak akan menentukan 

karakt~ristik (policy characteristic) sep~rti apa yang ada dalam implementasi 

kebijakan itu. Respon atau reaksi yang ~uncul menjadi warna karakteristik dari 

kebija'<an tersebut. Respon dan reaksi bisa muncul nari publik ataupun dari 

bir0krasi karena keduanya sarna-sarna akan menjadi penentu sukses atau tidaknya 

kebijakan. Hal ini juga akan terkait erat denga.l sumber daya yang dimiliki untuk 

mempertahankan atil.upun meminimalisir hambatan yang muncul akibat dari 

rea ksi dan respon. 

Ketika respo;, dan reaksi yang muncul kl11t, baik pada arena publik 

maupun hi.rokrasi adaJah wuj\Jd dari terjadi konflik dalam kebijakan. Konflik tidak 

hanya diartikan sebagai sesllatu yang Luruk tetapi JUGa sesuatu yang konstruktif. 

Di dalam arena konflik ini akan terlihat bagaimana para aktor akan mengeluarkan 

seg.map sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya serta bagaimana 

pentas konflik itu te,rjadi. 
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Pertukaran adalah hasil konkrit yang teclihat. dari dillami~a di atas. 

Pertnkaran yang dimaksud di sini terkait dengan kemampuan dan upaya analis 

kebijakan untuk melidesain sebuah usul2.nnya altematif kebijakan yang sekiranya 

dapat mp.menuhi dukungan politik yang diperlukan yaitu dengan melakukan 

modifikasi tertentu yang diperlukan agar usulan altematif kebij~an . itu bisa 

diterima oleh poliry stakeholder. Dan hal ini dilakukan dengan menggalang 

kOlllisi dengan para Mk:.o· lewat pa~ar pertukaran sumber daya. Dalam pandangan 

GrindJI) dlln Thomas (1991) dilihat dar; sudut kajian implementasi kebijakan 

publik, proses pengadaan tanah un:uk pembangunan khusnsnya pusnt 

perdagangan seperti. Malang Town Square di Kota Malang dapat dianalisis dengan 

menggunakan model inter aktif yang mene'.cankan pada 2 aspek: pengambiIan 

kepU!lIsan (decision [;(ages) dan konflik (arena konflik). 

1. Aspek Decision Stages 

t.!.. Peruntukan dan Pelaktanaan Pcngadaan Tanah 

Pengadaan tanah untuk keputusan umum setelah diatur dalam 

Keppres No. 55 Talmn 1993 yang di dalamnya telah disyaratkan bahwa . 

pengadaan tanah: 

(I) Hanya digunakan untuk pemem~han kebutuhan tanah bagi 

pelaksanaan pembangun'lll untuk kcpentingan umum. 

(2) Dilaksanakan nesuai dengan dan berdasarkan pada rencana umum 

tata ruang (RTRW) yang telah ditetar kan terlebih dahulu. 

Dengan demikian jelas sekali t~rlihat bahwa kctika pemerintah 

ingin mehlCi1k:lIl pengadaan tanah untuk pembangunan harus 

merencanakannya sesllai dengan ~<etentuan inL Sedangkan untuk 
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pembangllnan Matos jelas :elah terjadi pelar.gE;aran terhadap RTRW 

Kola Malang. Peruntukan laban tempat dimana Matos ini berdiri adalab 

wilayah yang diperuntukkan lIntuk pendidikan. Dengan motivasi untuk 

mendapatkan keuntungan secara ekonomi pemerintah justru banyak 

mengorbankan hak-hak masyarakat, ruang publik semakin sempit, 

konsumerisme semakin tneningkat, di tengah-tengah wilayah pendidikan 

dan berbagai aspek le.innya. 

Dengan demikian jelas tcrlihat ketika persyaratan tentang 

kepentlngl.tn umum tidak terpenuhi 1l1akn pcmerintah sebenarllya tidak 

dapat 1l1elaksanakan kebijakan i~u. Tetapi karena keberpihakan kepada 

rakyat 3angat kecil, aaa adanya hidden intereH yang berkaitan dengan 

Jcepenti.ngan;)<:.merintah dan pemilik modal. 

Hal h)i kemudian berdampak pada munculnya banyak isu dalam 

masyarakat, ketika suatu prcyek pembangunan in~in dilaksanakan. Isu 

dalam konteks kebijakan dapal disebut sebagai controversial public 

problem atau mm,al ~h kcbijakan yang dirasakan oleh publik. Publik di 

sini diartikan sesuai dengan k0tllcks kebijakan itu sendiri, apakah 

kebijai<:an lokal, nasional maupun internasioltal. Untuk kebijakan 

pengadaan tanah untuk pembangunan maka isu yang dimaksud adalah 

1l1asalah yang muncul yang dirasakan dalam konteks pengadaan tallah 

suatu proyek pembanguilan tertentu. Di sini memungkinkan adanya 

suatu harnbatan ketika kebijakan akan dilaksana;<an atau adanya evaluasi 

terhadap pcrumusan kebijakan ter$cbut. 
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Indikw:;i konsistensi antara syarat kepcnt ingan umum yang 

dimaksud .di atas sebenarnya juga mempakan suatu warning kepada para 

pelaku kebijakan, bahW3. isu tentang sejauh mana prvjek itu memenuhi 

kriteria kepentingan umum seperti yang dimaksud telah teIpenuhi? Hal 

ini pada sisi lair. memungkinkan dalam macyarakat timbul preferensi 

sendiri tentang proyek tersebut. 

1.2. Musyawarah 

Pengkritisan dengan decision stages selanjutnya adalah 

menyangkut musyawarah. Musyawarah mempakan mekanisme lanjutan 

dalam proses pengadaan tannh untuk melakukan transaksi pemberian 

kompensasi terhadap tanah rakyat yang digunakan sebagai lokasi 

proyek. Sesuai dengan ketentu:n yang ber!nku, maka musyawarah ini 

hams diIakukan dengan cara: (I) mengundang para pelJlegang. hak atas 

tanah yang tanahnya di&unakan sebagai lokasi proyek pembangunan; 

(2) melaksailakan musyawarah secara langsung antara pemcgang hak 

ams tanah yang oerrangkutan dan instansi pemerintah yang memerlukan 

(anah; (3) kemudian musyawarah ini dipimpin oleh panitia pengadaan 

taaah. 

Dalam knsus tersebut mc.mang mekanisme musyawarah 

dilakukan tetapi ban yak mengecewakan masyarakat karena mek;lI1isme 

yang seharusnya menjadi arena mengungkapkan aspirasi atas ganti mgi 

justm meiljadi arena intimidasi trrhaciap hak masyarakat atas tanahnya. 

Permasalnhan dal~ln mllsyawlllah tcrkait dcngun musalah: (1) sosialisasi, 

kebebasan lIntuk memilih alternatif kompensasinya; (2) pemutusan 
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seeara sepihak atas tanah yang ~."an dibebaskan; (3) materi sosialisasi 

yang dirasakan kurang transparan. utamanya herkaitan dengan harga 

gan~i rugi lahan dan sebagainya. Hal il"j terjadi karena pemerintah 

memaknai proses musyawara!1 sebagai media awal untuk me.nyampaikan 

dan meng~n!llrnkar suatu proyek yang diikuti dengan penjelasan 

mekanisme· ganti rugi. Tetapi lebih pada eara untuk memaksa 

masyarakat setuju ciengan proyek pembar.gullan terr.eout. seharusnya 

musyawarah adalall mt:dia untuk menjajaki sekaligus melihat 

kemungklnan pei.aksanaan suatu proyek pembangunan, apalagi Jlka 

proyek itu terkait dcngan hasil orang banyak (masyarakat). Sosialisasi 

inilah yang seharusnya menjadi media untuk membiearakall nasib 

bersama, sehingga tidak ada lagi pihak ),ang merasu dikorbankan. 

Akan tetapi dalam pelabanaan proyek pembangunan tersebut 

yang terjadi justru kebalikannya, musya",arah hanya sebuah formalitas 

pertemuan yang merupakan alat pemuks3an pemerin:nh tcrhadap 

rakyatnya. Masyarakat hanya dibcrit81il1kan tel~tal1g kapan, dimana dan 

manfaat apa yang akan dirasaknr. I.antinya dari keberadaan ·proyek 

pembangunan itu. Tcta!Ji masyarakat tidak :lifungsikan sebagai salah 

satu subyek j)0mbangunan yang juga ll1emiliki ~mJil dalfUn menentukan 

pelaksanaan pembangunan. lvlasyarakat h<lnya diposisikan sebagai obyek 

pembangull'.n bahwa yang lebih parah adalah obyek penderita dari 

pembanguna J terse but. 
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2. ASJlek Konflik 

Untuk mendapatkan pengadaan tanah yang adil dan demokratis di 

c1alam pelaksanaan pengadaar. tanah konflik merupakan aspek dari dinamika 

aktor yang juga merupakan niiai positif bagi pemhangunan demokrasi dalam 

pelal<:sanaan kebijakan publik. Konflik jangan hanya dilihat sebagai sf:suatu 

yang negatif, tf!tapi merupakan nilai positif untuk pengembangan partisipasi 

yang demok.ratis dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Secara umum 

konDik yang banyak terjadi datam pengadaan tanah ini adalah konflik 

kepontlngan. Hal Inl terllhat c!arl analJsl! ten tang pente.ll konfllk sepertl yang 

dikemukakan Abdul Wahab (1999:106), pentas ini terkait dengan sistem 

politik yang mendukllng pelaksanaan kebijakan pembangunan pusat 

perbelanjaan Mr..to~. '!,'erutama ten:ang konflik kepentingan antara 

mengorbankan atau memperjuangkan nasib rakyat. Sedangkan untuk 

pem\)angunan pusat perbelanjaan Y!atos, juga banya:c terjlldi konflik 

kepentingan yang tidak bisa dihindari, an tara lain: (1) musyawarah yang 

dilakukan hanya berupa pemberitahuan bahwa di lokasi tersebut akan 

dlbangun Mala!1g Town Square. SeJ-ingga masyarakat diminta untuk.segera. 

mcngosongkan tanah. (2) Ma10s se!>agai salah satu pembangunan pusat 

perbelanjaan (Mall), oleh karcna itu bukan salah satu obyek pembangunan 

derni kepentingan umum karena bukan tennasuk kategori fasilitas umum 

seperti yang tercantum dalam Keppres No. 55 Tahun 1993, maka s£fat proyek 

ini adalah tidak mumi public service [agi, tetapi sudah menganih k'epada profit 

oriented. (3) Proyek pembangunan Matos bukan terlT'as\\k. jenis kegiatan 
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pembangunan lmtuk kepentingan umlan, .)kh karena itu harus dipantau 

pel:lksana:mnya .. 

Oalam realitanya kasus pernbangumlD Matos tidak meliputi 

me'<anisme yang ditentukan, meskipun dilakukan hanya sebatas formalitas 

saja. Implementasi kebijakan yang berbrakteristik publik (berada dan 

bel'implikasi besll1' terhadap publik) seperti yang terjaci pada kasus terse but, 

konflik pasti. terjadi dalam arena publik juga. Konflik tidak hanya diartikan 

sebagai sesuatu yang buruk, tetapi juga sesuntu yang konstruktif. Oi dalam 

arena konflik Ini akan tel'1ihat bagaimana p.:tra aklor akan memobilisasi scgala 

sumber daya yang dimiliki untuk menrapai tujuannya serta bagaimana pentas 

kor.l1ik itu berjalan. Grindle dan Th0mas (1991) menyebutl:an bahwa agar 

suatu kebijakan dapat dHaksanakan dt!ngan sukser. maka harns dilakuk:lD 

dengan sumher daya yang cl1kup, dan hal ini tergantung juga seperti apa reaksi 

dan respon yang muncul atas pelaksanaan kebijakan terse0ut. Jika reaksi dan 

respon itll muncul dalam arena publik maka pemerintah harus memiliki 

sumber daya politik yang kuat, karena ini akan terkait dengan kepcrcayaan 

politik masyankat yang dalam istilah Grindle clan Thomas disebut 

keberl~ngsungal1 rezim yang 'oerkuasa Sebalikuya, jika reaksi itu lebih besar 

tnuneul daiam birokrasi maka pemeril,tah sebku implementor harus memiliki 

sumber daya politik yang besar juga. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam hab jili ·ilsaji.bn kesjmpulan dari hasil kajian tentang al'.alisis relasi 

kept!;ltingan di anta.a aktor negara, aktor pasar dan masyarakat dalam proses 

pertll11usan kebiJakan. 

7.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil terr.uan serta pembahasJn yang telah dilakukal1 dalam 

proses pcmbangunan pemb::mgunan Malvng Town Square (Matos) sebagai setting"· 

politik dan juga sebagai studi kasus maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

perul11l1San suatu kebijakan setidaknya melibatkan tiga kelompok partnership . 

yaita pemel intah (state,) pelaku bi~nis (pengembang) dan masyarakat (civil 

society). Ke-tiga kelompok tersebut sarna-sarna memiliki kepentingan, mereka 

belinteraksi untuk mengartikulasikan kepentingar.nya dengan berbagai eara yang 

digunakan. 

Dalam kasus pemb"ngunnr. Pusat Perbelanjaan Malang Towl! Square 

(Matos) yang awaloya berangkat dari pembebasan tanah bekas gedung kampus 

Akademi Penyuluh Pertanian (APP) yang ~erletak di daerah Tanjung dan 

Penanggungan kastls P.uislagh tersebut yang dimuiai oejak tahun 1992 hingga 

tahun 1997 eukup menalik perhatian untuk dieerm~.ti karena nampak ada 

ketidaksesuaian atau kejanggalan dalam ruislagh ~ersebut karena tidak sesuai 

dengan proses dan prosedur scbagaima.na mestinya. 

Berdasarkan hasil temua tentang relasi kepentingan antara aktor negara, 

pasar dan masyarakat, daJam perumusan pembangunan Matos, temyata proses 
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perumlsannya tidak seperti apa yang diteorikan dalam proGes pengambilan 

keplItllsan. Karena pertama, keputusanlkeilijakan yang diambillebih bcrsifat linier 

(top down), dimana kebijakan ditentukan dari atas (berdasarkan perspektif elit), 

mengabaikan peranan aktor-aktor yang lain. Kcdua, kebijakan yang diambil tidak 

meliba.tkan masyarakat sebagai salah satu s!akeholders, sehingga tidak 

mencllrminkan nilai-nilai demokratis. Ketiga, relasi yang terjadi di antara aktor 

negnra, pasar, dan .nasyarakat kenyataannya tidak sebagaimana yang diharapkan, 

yaitu terjadinya hubungan yang simetris, sehingga kondusif bagi terciptanya 

demokrasi, dalam kenY,llaanr,Y3 ternyata tidak demikian, karena berda3arkan hasH 

temuan di lapangan, aktor pasar (pengusaha/pengembang) lebih aktif dan lebih 

s<:rir.g berinteraksi dengan aktor negara (pemerintah/waiikota beserta jajaran 

birokrasinya) untt/k memperjuangkan kepentingannya, terutama dalam hal 

p~rolehan lahaa. 

Penditilll pend irian Matos ini merupakan bukti dari tidak bcrdayanya 

bitokrasi (negara) menghad.lpi modl.1 (pengusaha/pengembang) hal ini terbukti 

dari l"~mberian ijin lckasi to!mpat Matos yang membuktikan tidak berdayanya· 

Hadan Pertanahan Kota Malang (BPN) dengan mengeluarkan surat Sertifikat 

tanah untul: pembangunan Matos di atas tanah bekas kempus APr di Jalan 

Vetemn padahal pembebasall tanah tersebut masih menjadi sengketa diantara 

warga yang menghuni (anah tersebut. 

Untuk memperjuangkan kcpentinganya ciiantara aktor pasar, negara dan 

masyarakat mMing-masing aklor memiliki cara dan rengaruh sendiri-sendiri. Dan 

diantara aktor yang paling dominan disini adalah aktor pasar (pengembang) 

dibandingkan dengan aklor-akter yang lain. Oleh kare!la itu dalam 
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mcngartikul'lsikan kepentingar.nya aktor j:;asar lebih nampak, terlihat dalam 

proses pengambilan keputusanlkcbija1.an perr':Jnngunan Kota Malang terutan1a 

da!am merubal1 atau merevisi Peraturan D.lera h Kota Malang tentang RTRW. 

Bagaimana aktor pasar (kapitalisl n,empengaruhi aktor negara sehingga semua 

ke~'entinganny3. terpenuhi. 

Penciptaan dan pembinaan hubuugan yang lebih bersifat relasional antara 

aktc.r negara. pasar dan masyarakat, justru I~bih nampak komunikatif antara aktor 

pasa,. c;engan aktor negara ketimbang dengan aktor masya~akat, bahkan disinyalir 

tdah te~ladi kOflspirasi antarH nktor negam dengan pasar dala,n proses perumusan 

kebijakan pemuangunan Matos. 

Onlam proses pembuatan keputusan/kebijakan tentao!; Mulang Town 

Square (Matos) temebut jelas yang paling banyak menikmati keuntungan adalal1 

kelcmpok (aktor pasar) dan aktor !legara d;banding~an dengan aktor masyarakat. 

Hal i:1i aapat dilihat dari tata eara dan pl"Oses perur.1l'san kebijakan yang dibuatnya 

yang tidak m!nccrminkall demokratisa.,i, akan tet'lpi J..:blh mementingkan 

kepentingan kapitaiis. 

Hal ',ersebu1 1juak seslJai dengan ap .. yang dikemukakan dalam t~ori Good 

Gavenance bahwa pola penyelenggaraan pl:meriil'ahan yilng baik Icbih-Iebih di 

era otonomi daerah adalah dititikberatkan pad a proses perumllsan kebijakan yang 

demokratis, artinya bahwa dalam penye.lenggaraan pemeri:1tahan negara yang 

solid dan bertanggllng jawab serta efisien dan efekt;f dengan menjaga kesinergian 

interaksi yang konstlUktif di antara dllmai'l-domain negara, sektor swasta dan 

masyarakat tidak saling intervensi bahkan dominasi. Jika ini yang teljadi maka 

tidal( lkan mllngk in sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

govemance) itu akHll terwujud. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI ANALISIS TENTANG RELASI M. SALEH SOEAIDY



294 

Meskipl'n c!emikian, ternyata negara ticlak homogen dalam merespon 

/;(!bijakan Matos tersebut. kare'la !1egar~ yang lcrdiri atas berbagai aklor, kerap .. 

kali memiliki kepcntingan yang berbcda, bahkan mungkin bcrlawanan dalam 

arahnya. 

Selain itu, paoa umumnya eksistensi partai politik eli Indonesia banyak 

tidak memiliki kemandirian di bidang finar;cial, sehingga mereka mencari sponsor 

untuk membiayai kampanye guna pemenangan dalam setiap ada pemilihan kepala 

daerah, baik di tingkat lokal, regional bahkan n"sional. Akibatnya, berdampak 

pada proses pmgambilan keputusanlkebijakan, Oleh karena itu, tidak !arang suatu 

kebijakan kadang dibuat tidak berdasar kepentingan publik, melainkan merupakan 

represcntasi kckuatan partai politik yang ada. 

Kebijakan pembangunan Matos terse but k~ndatipun diresistensi dan 

ditentang dari berbagai elemen yang ada dalam ma~yarakat ~eperti KOMA 

(Koalisi Mahasiswa Anti Matos; maupun organisasiikeiompok Aliansi 

Masyarakat Peduli Kota lVIalang (AMPKM) serta clad kelompok Lembaga 

BantUllll Hukum (LBH) Surabaya Post Malang, nan,un tidak bergeming dan 

dianggap tidak ada masalah, Karena disini nampak adanyf. kesatuan bahasa serta 

sik"" an tara eksekutif, legislatif, dan pengembang (pasar) dalam 

mellgartikulasikan kepentingan. 

Mengapa terj:.di dtmikian. hal ini dapat dihhat dari munculnya kondisi 

yang secara sisteMAtik menempatkan negara (state) 1chih sehagai instrumen 

sirkuit akumulasi modal da.'1 kekuasaan. Artinya pell'i1ik modal (market) atau 

politikus menggunakan kekuatan finansial guna mendapatkan kekuasaan politik 

lalu dimanfaatkan guna meughimpl'" lehih banyak modal yang dapat digunakan 
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lagi dl'mi tujuan akumulasi kekuasaan i''llitik. Selain itu munculnya be.b:lgai 

bentuk aliansi antara masyarakat polilik dan rr:a~yarakat bisnis yang pada tingkat 

nasional dapat berujung pada terbcntuknya ali ansi m::g''lra dan berbagai fraksi 

pemilik modal (market). Aliansi ini terjadi karena part.'li poiitik kandidat anggota 

Jegislalif. ataupun pimpinan lembaga eksekutif di berbagai tipgbt pemerintahan 

dihadapknn pada tuntutan untuk menghimpun dana berbagai pemenangan pemilu 

yang ditandai sebagai kampanye berbiaya besar (big money campaign). Hal inilah 

yang menyebabkan secara konstan dibaya:1gi krisis representasi. Oi satu sisi 

11egarn dituntllt berpenm men,supnyakan kesejahteruQII mnsynraknt pemilih di si~i 

lain terutama dalam <!ra neoliberalisme, negara dipe;1garuhi kombinasi antara 

tekanan untuk melakJkan liberali~me pasar serto. tuntutan untuk memberi konsesi 

bagi kepentingan akumulasi lTJ<)dal aneka keiomp()k pemilik llJodaL 

Kepentingan-i<cpentingan yang ada dalam perumusan kebijakall yang 

terdi;'i dari 3 (tiga) aktor state. madet d'ln civil society. Aktor s!ate terdiri 

Wai;kota dan jajaran'1ya (Beppek(), Kimpraswil. Badan Pengawas Pembangunan 

dan Dampak Lingkungan, dan BPN). K epent:ngan dan prefp.rensi dari aktor state 

tercp.rmin dari sikap mereka akan alas pendiriau Matos dimam: state bcrsikap 

banwa pendirian MATOS adalah l~gal dan tidak menyalahi RTRW dan juga 

keberadaan MATOS sangat pentlng karena akan memberikau kontribusi secara 

ekonomi bagi Kota Malang dan menarik investor. 

Kemudian DPRD yang termanifestasikan dalam K'lmisi 0 dan Panitia 

Kh,.lsus (Pal1sus) Matos tidak dapat berbllal banyak J<flre.'1a DPRO sebagai 

repese . .1ta~i rakyat juga tidak dapat memperjuangan kepentingan masyarakat 

dalam pembangunan Matos. Hal ini teriadi karena tcrlalu ban yak kepentingan 
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dari wakil partai yang ada dal~m Jlemb~hasan sidang plero DPRD. Inilah yang 

mtnyebabknn sulitlOya ll1elakukar. pengkritisan terhadap kasus Matos apalagi 

m~mh\lat keputusan tegas atas Mates. 

Market yang clalam hallni ndalah PT Bangun Karlla Bentala dan PT Lippo 

Karawaci, Tbk sebagai pengembang memiliki prefrensi yall£ sangat 

mengcdepaakan profit. Marke: lebih melihat Kota Malang sebagai kota yang 

sangat potensial secara ekonomi dan bisnis karena Kota Malang sebagai Kota 

Pendidikan dan Indust.:i. Apalagi Kota Malang memiliki pangsa pasar yang tinggi 

dan sang"-t cocok sl,hagai tempa: pertumbuhan dunia rekreasi dan bclanja yang 

pesat. Apalagi memang Pemko!. memberii<an peluang untuk membanglln Matos 

melalui pemberian 1MB. 

Aktor lain adalah Civil SOciety termawk Gielalamnya adalah masyarakat 

pcmilik lahan. Prefw:nsi dan kepentmgannya mencerminhn penolakan yang 

keras atas pendirian Jylatos, dima'la pend irian Matos merupakan pe1anggaran hak 

atas tanah masyarakat. Masyarakat juga m~llunlut aga~ Iwk mercka alas tanah 

dikembe.1.ikan dan jl'ga mereka menuntut agar Pembt ll1encabut pemberian ijin 

atas pendirian Matos. 

Aktor civil .;ociety lain adalah Masyara'<at kall1pus dan L8M. Mereka 

I11clliiJi bahwa telah terjadi pelanggaran atas RT/RW Kota Malan~~ dlm juga 

menilai bahwa Pell1i:ot tidak kon5isten untuk r.Jen~gakkan Malang sebagai Kota 

Pendidikan.Oleh karena itu Pell1kot dirninta harus tegas ll1enindak peianggaran 

atas P~ rela No.7 Tahun ::1000 dan bahkan harus mencabut ijin pend irian Matos. 

Kasus pend irian Matos ini terjadi relasi kepentingan antara negara 

(Pemkot) dengan market (pengembang) terutama dalall1 hal pemberian ijin 
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pendirian. Relasi ini ~q;a dlpat dibuktikan jengan dihikukannya reyisi atas Pelda . 

Nu. 8 Tahun 1995 dengan Pelda No.7 Tahun 2001 yang seC1ra total mereyisi 

fungsi lahan di Jal.an Veter:':.;l sebagai wilayah perdagan~an dan bukan lagi 

wilayah pendidikan. 

Relasi juga terjadi antara negara dan masyarakat. Dimana reiasi yang 

terjac1i berupa konflik kepentingan dan dalam I:al ini civil society cenderung 

kontra dan menolak pendirian Matos dan negara dianggap sangat tidak demokratis 

dalam merumuskan Matos bahkan perumusan keputusannya dinyatakan sangat 

IIlller (menaflkan kel'entlngan masynrakat). Hal In! terJadl karena state sangat 

dominan dr..lam pengambilan kcputusan bahkan menafikan keberadaan civil 

society. 

Kemudian s~lanjutnya terlihat hah"a relasi antara markp.t dan .::ivil society 

sangat semu atau dapat dikatakan tidak ad~. Market yang hanya berorient3si pada 

profit (profit o~ient"d) scdangkan civil .lOtiety J1lcf.!;cdepanka!l hak mercka. 

Market sangat dominan sehingga dapat mcmpcllgaruhi keputusan Pemkot untuk 

mekgalkan Matos, ~edangkan civil society tidak berdayJ.. 

~vlobilisasi si.ul:ber d"ya oleh kelompok kepentingan dalam mempengaruhi 

kebijakan terjadi denp,an pola yang berbeda-beua. Hegara dalam hal ini adaIah 

Pemkot Malang yang terdiri dari Walikota dpn jajarann}a (Beppeko, Kimpraswil, 

Badan P~nga"'as Pcmbangunan dan Dampak Lingkungan, BPN, dan lab-lain) 

melakukan pola del'.gan memobilisasi s\1lnberdaya manajerhl dan teknis yang 

dimiiiki berupa: (a) Mereyi.i Perda No. 8 Talmn 1995 t~ntang RT/R W Kota 

Malang dengan Perea No.7 rahun 2001; (b) Walil;ota Ma!allg me.ngeluarkan ijin 

lohisi No. 460.135.06-0-NF.I.S-2003 tangg,1 27 Janua:i 21)03 seluas ± 86.230 
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M" yang sebelumnya dikuasai dan dikelola olel] APP termasuk bangian dari ijin 

iokasi tersebut, yaitu 1) aktivitas membangun: dan 7.) ijin gangguan (I tahun); 

(e) Pembebasan lalan (yanr, dilr,kukan sejak tahlin ! 992) yang merupakan tanah 

ya'.1g awalnya dimlliki oleh Depa,temen Pertanian RI yang kemudian dilakukan ' .. 

ruislagh; (d) melaku::~n advice planning yaitn untuk menentukan boleh tidaknya 

suatu kawasan dibangul" untuk proyek tertentu (sesilai fungsinya); 

(e) mengeluarkan Ijin Lokasi tanah tersebllt; dan (f) mengeluarkan Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pendirian MA TOS. 

Kemudfan untuk DPRD (Koml3i D dan Pans liS Matos) melakukan 

mobilisasi sumberdaya politik dan manajerial yang dimiliki berupa: (a) 

pembahasan dalam sidang pleno ten tang kasus Matos; (b) polarisas; politik yang 

ada dalam tiap partai yang terwakili pada DPRD Kota Malang; (e) memanfaatkan 

kekuatan perwakilan partai yang ada di dew,n,: dan (d) dominasi partai masih 

ter!ihai jdas dalam menyikapi Matos sehillgg<, tidak pernah sampai pada kata 

sepakat karena tidak pernah memenuhi quorum. 

Pasar (PT Bangun Karsa Bentala dan PT Li;>po Karawaci, Tbk, dan lain

lain) melakukan mobilisasi sumberdaya keuangan dan manajerial yang dimiliki 

berupa: (a) memanfaatkan kesempatan yang diberikan Pemkot untuk melldirikan 

Matos dengan mengajukan 1MB; (b) memanfaatkan slogan Kota Malang sebagai 

Kota Pendidikan dan Indl'stri dengan menawarkan kerjasama investasi dengan 

Pernkot; (e) Kota M~;a'lg memiliki pangs a pusar yang tinggi me1a1ui pengajuan 

kepada Pemerintah Kota Maiang sedangkan Gubernur hwa Timur tnernberikan 

rekomendasi dan ijin lokasi pcmbcbasan tanah aset milik Departemen Pertanian, 

demikian juga Menteri Dalam Negeri ~lanya menaesahkan Surat Keputusan 
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W~likot'l M'llz.ng tentang pelepasan hal< atas tanah dan ban~unan mllik 

Pemer:ntah eks APP yang terletak di lalan Veteran k.:pada PT Bangun Karsa 

Belltn!?. 

Civil Society yang dalanl hal ini adalah mnsyarakat pemilik lahan, sebagai 

most powerless people mereka hanya bisa pasrah dan menghar&pkan keadilan dari 

state dan pihak lain atas nasib mereka. Masyarakat :ner::untut kepada Pemkot 

1I11tllk mengembalikan hak tanah mcreka; se;ia menuntut Pemkot haron mencabut 

pemberian ijin atas pendirian Matos. 

Kemudian dalam hal untuk masyaraka! krunpus dan LSM sebagal 

manfestasi dari civ;{ society mclakukan mobilisasi sumbe"daya politik dan 

manajeria! yang d!miliki berupa : (a) menuntut Pemkot a~as pelanggaran atas 

RTIRW Kota Malang di PTUN; (b) menuntut Pemkot untuk konsisten untuk 

menegakkan Malang sebagai Kota Pendidikan rr.elalui demo dan pemyataan sikap .

bersama; dan (c) menuntut Pemkot untllk mencabut ijin pendirian Matos melalui 

demo dan pemyataan sikap bersama. 

Dehgan demikian kelornpok yang paling diuntungkan dalam kasus Matos 

ini tidak lain a:lalah market dan state. Market memperoleh keuntungan ka{ena ijin 

pemb!.ngunan Matos yang diberikan olel- pemko!. Hal illi berarti market dapat 

melallJgengkan perdagangan serta mtmperoleh pro/it yang besar disana_ 

Seclangkan state juya diuntungkan Larena secara institusi dan personal, state akan 

mendapatkan profit sharing dari market. Sedangkan Civil Society sebagai most 

powerless people hanya bisa pasrah Jan me;gharapkan I:edilan dari state dan 

pi hal< lain akan nasi b mereka. 
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7.7.. Implikasi Teodtik 

Disertasi ini mencoba memahami relasi kepentingan di antma aktor 

neg"l"". pasar Gan masyarak<.t dal~m proses perumusan kebijakan pembangunan di 

Kota \1alang. Pada dasarnya. studi ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana 

relasi yang terjadi di antara aktor-aktor ten,ebut dalam perumusan kebijakan. 

Desertasi ini diarahkan untuk menganalisis teori-eori serta konsep-konsep yaag 

relevan dengnn fenomena di lapangan. Penekanan kerangka teori, terutama datang 

dari p{:mikiran Ortwin Renn (1992), yang dalam melihat proses kebijakan tidak 

mcmslldnng sebagai suatu kesatunn ynng terinlcgrasi, melninkan scbagni sunlu 

rallgkaian upaya negoisasi berlapis-lapis yang melibatkan kelompok-kelompok 

,!i<lor yang langsung berpartisipasi. 

Sementara pendekatan strukturasionis sebagaimana dikemukakan oleh 

Giddens (1984), yang mengemukakan bahwa individu adalah aktor pelakll yang 

bertujuan yang memiilki ~hsan terhadap aktivitas-aktivitasnya. Individll bukanlah 

entitas yang ditentllkall oleh realitas sosial di luar dirinya, tetapi agen kreatif, yang 

memproduksi serta mengkonstruksi dunia sosialnya. Sebagai agen kreatif, 

individu dalam menghadapi fakta, tidak hanya melakukan konstruksi, tetapi juga 

dekonslruksi dan rekonstruksi. 

$eglffig1<an James S. Coler.lan (1989) dengan pendekatan rational choice 

l11engtmukakan bahwa tindakan individu/nktor untuk mencapai tlljuannya 

ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Seorang aktor memilih tindakan 

yang dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan keinginan dan kebutuhan 

mereka. Dalam teori pilihan rasional ada 2 unsur lItama yaitu kator dan sllmber 

daya. 811mber daya adalah s~sllatll yang menarikperhatian dan yang dapat 
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dikontrol oleh aktor. Perha:ian seorang aktor terhadap sumber daya yang 

dik,~ndalikan 01eh orang lain ilUhh yang menyebabkan kcdt:anya terlibat dalam 

tindakan yang salin6 mcmbu:uhkan. Kedua pendekatan baik strukturasionis 

muupun rational choice dipakai scbag"i pijakan dalam melihat fenomena yang 

ada di l&pangan. Dalam kenyataannya meskipun aktor negara telah mclakukan 

dekonstruksi terhadap kebijakan yang ada namun tidak semua at-olran (peraturan 

duera.'l) yang ada didekonslruksi mclainka~l hanya sebagian saja. TeJjadinya relasi 

antar aktor negara clan aktor pasar disebabkan karena keduanya terlibat dalam 

lindakan yang saling membutllhkan sehin~ga masing-masing kepentingannya 

dapnt terpenuhi. 

Dalam disercasi ini Sa.ilg'lt jelas menunjukkan bahwa relasi di antara aktor 

neg~.ra, pasar dan rnasyarakat dalam proses perumusan kebijakau. Relasi antara 

negara dan pasar terjadi lebih intensif dibandingkan dengan relasi antara negara 

dengan masyarakat atau masyarakat dengan pasar. Kar-:na masing-masing aktor 

negara dan aktor mas)'arakat sam a-sam a memiliki sumb,::r daya. Aktor negara 

dengan s1.:l11ber day,~ yang dimiliki berupa kekuasaan, kewenangan serta jajaran 

birokrasinya dalam membuat regulnsi, dan icin sebagainya. Sedangkan pasar dan 

sumhcr daya yang &miliki berupa pemilikar, modal (capital) untuk melakuka..n 

lIsaha di bidang eknnomi. Dan masyarakat dengan sumber daya yar.g dimiliki 

berupa yang dimiliki b.)rupa kekuatan serta kemampuall untuk melakukan kontrol 

terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 

Meskipun negara dalam proses perumusan kebijaknn bebas atau kpas dari 

pengaruh eksternal atau pC;flgaruh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh 

Skocpol (1987), n~mun dalam kcnyata~l1l1ya tic!ak c!emikian. Karenr. dalam 
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disertasi ini m~nuJ1jukkan bahwa negara lebih banyak c'.ipengaruhi oleh pasar 

dalam proses perumusan kebijalcan pembangunan Matos. M~skipun hal tersebut 

.ielas bertentangan dengan kebijakan yang tclah ada, ju~tru pasar dengan kekuatan 

modal (financial) yang dimilikinya telah mampu merubah atau mendekonstruksi 

kebijakan yang sudah ada. 

Dalam dise11asi ini jelas mempp.rlihatkan bahwa relasi kepentingan di 

antara negara, pasar dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan 

pembangunan M"tos namp::lk berjalan tidak ~eimba.J.g. Karena Iebih 

mempr,rlihatkan hubungan antara negara dengan pasar dibandingkan dcngan relasi 

antara negara dengan rnasya:'akat atau pasar dengan masyarakat. Padahal ketiga 

aktor tersebut sebagai stakeholders sarna-sarna memiliki fungsi dan peran masing

masing. Negara/pemerintah mempunyai fungsi mengatt:r Memberi peI"yanan dan 

memfasilitasi kebutuhan stakeholders yang lain sehingga tereipta. situasi yang 

kondusif bagi setiap us aim mencipt&kan kesejahteraan masyarakat Sedangkan 

pasar sebagai pelaku bisIi.is adalah komunitas yang melakukan kegiatan ekonomi 

(terutama yang berorientasi profit atau meneari keuntungan), meneiptakan 

lapangan pekerjaa'l, membayar pajak dan ret6b'lsi bagi pendapatan .daerah.· 

Selanjutnya masyarakat (civil society) adalah kalangal' yang difasilitasi, dilayani 

dan diberdayakan. Proses clemokratisasi akar. bf:rjalan manakala hubungan di 

antar" ketiga stakeholders tersebut menjalin hubungan keseimbangan tanpa harus 

mereduksi fungsi dan perannya masing-masing. 

Dalam kaitannya dengan kebijakan pembang'lnan Malang Town Square 

ten"!,yata relasi yang tcrjadi di antara kctiga aktor tcrsebut Iebih mcmperlihatkan 

rel'asi antara aktor negara dengan aktor pasar (pengembang) dibandillgkan relasi 
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deng0n masyarakat. Pasar selaku pengemb:mg mengadabn relasi dengan negaral 

pemerintah karena rasar in gin menguasai I:ahkan mendapatkan asset negara yang 

ada di daerah, meskipun itu oertentangan dengan kebijakan yang ada. bagaimana 

cam pasar untuk m~nguasai dan mendapatkan aset llegara yang ada di daerah 

bempa lahan yang letaknya eukup strategis. Berbagai eara tli1akukan oleh pasar .. 

dengan menggunakan kekuatan financial yang dimiliki mempengaruhi negara 

untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya. 

Dari apa ymg dikemukakan tersel:ut nampak bahwa negaralpemerintah 

tidak dapat berbuat banyak kceuali melayani kepentingan para pengusaha 

J1le,~kipun hal ini bertentangan dengan peraturan atau kebijaka., yang sudah ada, 

negara dalam hal ini tidak memainkan peran politiknya sebagai representasi di 

masyarakat. 

Demikian juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai -:epresentasi 

dari rskyat tidak dapat me.njalankan fungsinya, karena lebih dari separuh dari 

jumlah anggota dewan sudr.h dikuasai oleh pasar. Sehingga setiap uda rapatl 

sidling yang hend8k memba"has masalah Matos tidak pernah memenuhi gorum, 

schillgga tidak pemah tuntas dan selalll mcngamlJang dalam mcmbahas masalah 

pembangllnan Matos. 

Sementara dalam ranah politik disertasi ini memperlihatkan bahwa adanya 

keterkaitan an tara kekuatan politik politil; dalam pro5es pengambilan keputusan. 

Pada umumnya eksistensi organisasi partai politik tidak memiliki kemandrian di 

bidang financial, sehingga banyak partai politik yang rnencari sponsor lIntuk 

pcmenangan dalam setiap ada pemilihan lImum baik di ting:<at lokal, regional 

maupull nasiona!. Seperti kasus pembangunall Malang Town Square (Matos) yang 
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dikelola oleh PT. Lippo Karawaci., Tbk. yang pemiliknya adalah James Riady 

seorang Velaku bisnir.· (kaplhuis) yang bergerak tidak hanya level nasional tapi 

juga level internasio1al bahkan pernah menjadi salah satu sponsor dalam 
/( ~"li~£'_, : I( \, 

pemiJihan presiden di Amerika Serikat y?ng.dimenangkan oleh Bill Clinton. Jika 

di l'egara A:tlerika Ser:kat ia bisa bermain apaJagi hanya di negam Indonesia, 

khususnya dengan partai r;oiitik yang ada. Kasus Matos r.1eskipun di resistensi 

oleh masyarakat n9mun pelaksanaan pembangllnannya tetap berjaJan lancar 

karena merasa ada jaminan serta perlindungan dari pl')nguasa/pemerintah kota. 

Dl onmp!ng ltuJuge. karel\a adanya rel!ls! antara PT. Lippa Kl1rawucl, Tbk. dCl\gnl\ 

negara/penguasa baik di tingkat !okal maupun di tingkat pusa:. Di tingkat pusat 

pad'l waktu itu penguasa negara kebetulan berasal dari Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan, demikian juga di tingkat Ickal pcnguasa pemerintah kota 

juga dari partai yang sarna. Sehingga dengan demikian nampilk sekali bagaimana 

rel"si yang terjadi i,ntara negaralpcrr.erin\uh delH~an pasm' da" dampaJ.:nya adalah 

dalam proRes pengambilan keputusan yDng dibuat oJ.!h pcmerintah tidak 

mencerminkan kepentingan masyarakat ban yak akan tetaoi lebih diwernai oleh 

kep~ntingan pasar. 

Dari hasil t"maan disertasi ini jelas merupak'ln peng"Jatan terhadap studi 

yang dilakukan oleh i'tidayat (1996). Melalui disertasi ini terlihat bahwa relasi 

yang terjadi antara aktor pa~ar dan aktor ncgara didasari oleh adanya kepentingan 

yang sama antara aktor negara dan aktor pasar, naml'n tawaran pertama datang 

dari aktor pasar/pemodal. Meskipull demikian tidak semua aktor neg3.re bersikap 

homogen dalam merespon kebijakan tersebut karen a negara yang terdiri dari 
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hl'r:Xl~ai aktn!' yang kcrap Il~emiliki kCpclllillgall yang hcrbcda bahkan ll1ungkill 

berlawanan dalam arahnya. 

Reaksi peno!akan m8syarakat terhadap pendirian Matos tidak hanya 

be!'agam di dalam ekspresinya namun juga berubah dalam intensitas/proyek 

terkait dengan berjalannya waktu, sehingga paJa akhirnya mereka kehilangan 

ideologi. Dan yang dirugikan deligan berdirinya gedung Matos tersebut jelas 

lingkungan karena jika hujan sering terjadi banjir, lalu lintas sering macet, serta 

mer.ambah bebM bagi uparat kepolisian ynng mengatur lalu lintas jnlan. 

7.3. Implikasi l'rakti. 

Disertasi ini merupakan hasil pcnelitian tentang proses perumusan 

kebijakaL~ r-err,bangunan di Kota Malang. Teruta.:na yang menyangk1lt relasi 

kepcntillga.n di a.ntara aktor-:tktor yang terlibal dalam proses perumusan 

kebijak2.n. Untuk masa yang akan datang hendaknya Pemerintah Kota MalMg 

da!t>!TI membuat kebijakan pembangunannya betuJ-l)etul melibatkan para 

stakeholders yang berkepentingan dengan pembangunan yang aka.n dilaksanakan 

terulama masyarakat (civil sociely) sebagai salah satu stakeholders. Namun 

kctrrlibalan mereka hendaknya jallgan ha;lya bersifat semu tapi betul-betul 

merupakan keterlibatan masyarakal dalal'.l mcngartikulasik8n kepcntingannya 

sehingga kebijakan yang dibuat oleh Pcmcrintah :(ot8 b<.tul-bctul mcrupakan 

representasi dari hasil sinergi antara para stakeholders yang ada. sehingga nampak 

bahwa proses pengr,mbilan terse but betul-betul bersifat demokratis. 

Khusus kep:\da para elit Iokal terutama mereka yar,g sering terlibat dalarn 

pengambilan keputusan pembangunan di Kota Malang hendaknya ,;.:'ak hanya ' .. 

beruriclll.asi kl'pada interesl pribudi dun illslilusi ukun lelapi juga dipcrhatihn pula 
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kepentingan masyarakat (public inleresl) karena bagaimanapun juga ke!Jijakan 

yang dibuat tersebut ketika diiOlplementasikan pasti berbenturan dengan 

masyarakat. 

Oalam hal pemberian ijin untuk pembangunan pusat-pusa! pcmbelanjaan 

seperti mall, Matos, dan Malang Olympic Garden (MOO) dan lain sebagainya '-pemf!rintah kota hendaknya perIu membuat aturan/peraluran daerah yang sifatnya 

memberikan proteksi jaminan terhadap eksistensi tempat-tempat pemi.;.:!anjaan 

yang lebiJ. kecil 3ehingga eksistensi serta kelangsungan hidup mereka dalam 

berusnha terjamin, tidak tergl'rus hnl,is knrena hndirnya pU!:nt-pusat perbelanjaan 

yang lebih bes"lT (spektakuler) seperti kita ketahui bersama dewasa ini. 

Femerintah Kota Malang wajib n'enjaga dan menjamin eksiste:Jsi pusat-

pusat pembelanjaan yang kecil-kecil yang ada Qi Kota M&lang, karena eksistensi 

mereka juga penting sebag<.i penyangga sistem perekonomian masyarakat. 
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